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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan sehingga Laporan 

Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dapat 

tersusun. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini 

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabiltas 

dan transparansi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap kepada publik 

dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja. 

 

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini 

menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang 

tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dilaporkan secara 

bertahap. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 

2024 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak 

terpisahkan dalam pelaporan kinerja Tahun 2024. 

 

Semoga Laporan Kinerja PPS Cilacap ini dapat menjadi sarana 

evaluasi bagi seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap untuk 

dapat memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien 

dalam rangka pengembangan perikanan berbasis kinerja. 

 
 

 

Cilacap,  17 Januari 2025 
 
Kepala Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap, 

 
 

Imas Masriah 
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RINGKASAN EKSEKUTIF  

 

Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan 

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang 

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2006 dan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Tahun Anggaran 2024 dengan rincian yakni PAGU total 

sebesar Rp. 23.537.844.000,-, PAGU blokir sebesar Rp. 868.154.000,-, 

sehingga PAGU efektif sebesar Rp. 22.669.690.000,-. Dari PAGU efektif 

tersebut, sampai dengan akhir Tahun 2024 capaian pelaksanaan anggaran 

adalah sebesar Rp. 22.522.669.505,- atau sebesar 99,35% dari total PAGU 

efektif Tahun Anggaran 2024. 

Secara kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan 

total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada Triwulan IV sebesar 

114,55% sehingga capaian NPSS sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah 

sebesar 114,42% sebagaimana dashboard di bawah ini: 

 

Gambar 1. Dashboard Kinerja PPS Cilacap Tahun 2024 
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 Capaian NPSS tersebut didukung oleh 18 (delapan belas) indikator kinerja 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja 

dengan periode pengukuran triwulanan, 2 (dua) indikator kinerja semesteran, 

dan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan periode perhitungan tahunan.  

 Pada akhir Tahun 2024 ini seluruh IKU Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap tercapai lebih dari 100%, sebagai berikut: 

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

(Juta); 

2. Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap (Ton); 

3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi 

(persen); 

4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai); 

5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Cilacap (persen); 

6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (persen); 

7. Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

(Nilai); 

8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal); 

9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan 

Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen); 

10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang 

telah dinilai WBK) (Nilai); 

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen); 

12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai); 

13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks); 

14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (Persen); 

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap (Persen); 

16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai); 

17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera 
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Cilacap (nilai); 

18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera 

Cilacap (Nilai). 

 
Berikut adalah progress capaian indikator kinerja utama Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap terhadap target Tahun 2024: 

 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
TAHUN 

2024 

REALISASI 
TAHUN 

2024 

CAPAIAN 
(%) 

1 Penerimaan PNBP Non SDA di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Juta) 

3.153,73 5.909,13 187,37 

2 Volume produksi perikanan 
tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Ton) 

26.652 39.970,13 149,97 

3 Persentase permohonan 
pengusahaan yang dianalisa 
dan/atau dievaluasi di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (persen) 

100 100 100 

4 Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

84 93,67 111,51 

5 Tingkat Pelayanan 
Kesyahbandaran Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(persen) 

85 95,66 112,54 

6 Persentase Pengendalian 
Pengembangan Fasilitas 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (persen) 

33 36 109,09 

7 Nilai pengendalian Lingkungan 
di Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Nilai) 

30,10 94 312,29 

8 Kapal Perikanan Izin Daerah 
yang memenuhi ketentuan 
(kapal)  

650 1.034 159,08 

9 Persentase Peningkatan 
Pengetahuan Kompetensi dan 
Perlindungan Nelayan/Awak 
Kapal Perikanan (persen) 

11 11,87 107,91 

10 Nilai PM Pembangunan ZI 
Pelabuhan Perikanan 

80 86,59 108,24 
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NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
TAHUN 

2024 

REALISASI 
TAHUN 

2024 

CAPAIAN 
(%) 

Samudera Cilacap (yang telah 
dinilai WBK) (Nilai) 

11 Persentase Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk Perbaikan 
Kinerja Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Persen) 

80 100 125 

12 Nilai Rekonsiliasi kinerja 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Nilai) 

94 99,04 105,36 

13 Indeks Profesionalitas ASN 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Indeks) 

84 92,88 110,57 

14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan 
Barang/Jasa Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Persen) 

80 96,29 120,36 

15 Tingkat Kepatuhan 
Pengelolaan BMN Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Persen) 

80 90 112,50 

16 Nilai IKPA Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

93,76 97,82 104,33 

17 Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

71 90 126,76 

18 Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat lingkup Pelabuhan 
perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

88,30 91,94 104,12 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai Unit Pelaksana Teknis 

dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai 

kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni 

meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis 

pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan 

kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) 

pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal 

perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) 

pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) 

pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) 

pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan 

(6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala 

pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara 

akuntable sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, 

kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.  
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1.2. Gambaran Umum 

 Pembangunan perikanan pada hakekatnya bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus 

menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan 

kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan 

mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan perikanan tangkap. 

 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap diawali dari 

gagasan Direktorat Jenderal Perikanan pada tahun 1980-an untuk 

mengembangkan PPI Sentolokawat, namun dengan memperhatikan aspek 

keamanan pelayaran kapal-kapal tanker pengangkut minyak pertamina, lokasi 

pengembangan tersebut dipindahkan di Teluk Penyu. Pelaksanaan 

pembangunan fisik Pelabuhan Perikanan Cilacap dimulai pada tahun 1990 dan 

selesai tahun 1994, selanjutnya dilakukan uji coba operasional selama 1 (satu) 

tahun, yaitu mulai tanggal 20 Mei 1994 sampai dengan  24 Mei 1995.  

 Pelabuhan Perikanan Cilacap awalnya ditetapkan sebagai Pelabuhan 

Perikanan type B (Nusantara) sesuai dengan Persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 16 Agustus 1995. Pada tanggal 18 

Nopember 1996 Pelabuhan Perikanan Cilacap diresmikan oleh Presiden 

Republik Indonesia, dan dalam perkembangan selanjutnya Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Cilacap ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan 

Perikanan type A  (Samudera) sesuai Persetujuan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara   No. 86/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001. Seiring dengan 

penetapan status Pelabuhan Perikanan type A (Eselon II b), maka sesuai 

dengan amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan 

strategis dan Rencana Kinerja yang ditetapkan.  
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1.3. Kedudukan 

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor : 

66/PERMEN-KP/2020  tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis 

di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah sesuai pasal 1 (1) dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.  

Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain : 

1. Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 

2. Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 

3. Peraturan Pemerintah RI No. 85 Tahun 2023 tentang Jenis & Tarif PNBP 

yang berlaku pada Kementerian Kelautan Perikanan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan 

dan Perikanan; 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 

08/PERMEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan; 

6. Peraturan    Menteri    Kelautan    dan    Perikanan    Nomor 

PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan 

Tangkap; 

Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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1.4. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-

KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan 

Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta  

keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:  

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, 

serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan; 

2. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan 

kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 

3. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan 

keberangkatan kapal perikanan; 

4. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan; 

5. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar; 

6. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; 

7. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; 

8. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, 

pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan 

prasarana; 

9. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber 

daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan 

wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan 

pemasaran serta distribusi hasil perikanan; 

10. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha; 

11. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; 

12. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat CPIB; 

13. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan 

penangkapan ikan; 
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14. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan 

15. pelaksanaan urusan ketatausahaan. 

 

Sebagai pelaksanaan amanat Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk 

Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, telah dibentuk susunan organisasi Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap melalui Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor 

B.94/PPSC/KP.440/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Susunan 

Keanggotaan Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. 

Berikut adalah susunan Tim Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap: 

1. Subbagian Umum 

Tim Kerja Dukungan Manajerial bertanggung jawab atas 9 IKU 

dukungan manajemen yakni: 

 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap Cilacap (yang telah dinilai WBK) (nilai) 

 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan 

untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Cilacap (persen) 

 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Cilacap (nilai) 

 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap Cilacap (indeks) 

 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (persen) 

 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Cilacap (persen) 

 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap (nilai) 
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 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Cilacap (nilai) 

 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Cilacap (Indeks) 

 

Uraian Fungsi: 

 Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap (nilai) 

 Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut 

temuan aparatur pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja 

lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur 

Sipil Negara (IPASN) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap  

 Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran 

lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap  

 Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap  

 Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap 
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 Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

 Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata 

laksana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait 

proses pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap 

 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap 

 Melaksanakan pengelolaan persuratan dan  kearsipan lingkup 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap 

 Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap. 

2. Tim Kerja Operasional Pelabuhan 

Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab atas 2 IKU 

yakni: 

 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Cilacap (Ton) 

 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap 

(nilai) 

Uraian Fungsi: 

 Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap 

 Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap  
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 Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap 

 Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang 

terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap. 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait 

dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan data mutu perikanan di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap 

 Menyiapkan Kegiatan pembinaan dan pemeriksanaan terhadap 

mutu ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

 Menyiapkan Kegiatan pengujian mutu hasil perikanan dan 

melaporakan hasil pengujian mutu yang telah dilakukan di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan 

nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP 

 

3. Tim Kerja Kesyahbandaran 

Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggung jawab atas 3 IKU yakni: 

 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)  

 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan 

Perlindugan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen) 

 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Cilacap (nilai) 

Uraian Fungsi: 

 Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 
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 Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang 

terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan 

Perlindugan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

 Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan 

kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan 

keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap 

 Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor 

Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan pemeriksaan Log Book di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap 

 Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan 

Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan 

kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 
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 Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku  

 Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang 

terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap. 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait 

dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap. 

 

4. Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana 

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana memiliki tanggung jawab 

atas 2 IKU yakni: 

 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap  Cilacap (persen) 

 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap Cilacap (nilai) 

Uraian Fungsi: 

 Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan 

rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana  

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) 

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, 

pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan 

prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 
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 Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan 

penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan 

perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak 

swasta; 

 Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan 

di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap; 

 Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan 

pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi 

hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, 

pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi 

hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap; 

 Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang 

terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap; 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait 

dengan tata kelola sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap. 

 

5. Tim Kerja Pelayanan Usaha 

Tim Kerja Pelayanan Usaha bertanggung jawab atas 2 IKU yakni: 

 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap Cilacap (Rp. Juta)  

 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau 

dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Cilacap 

(persen)  

Uraian Fungsi: 

 Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan 

pengusahaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 
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 Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) 

di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas 

usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait 

pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang 

terkait dengan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap. 

 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait 

dengan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap 

 Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap. 

 

 

1.5. Aspek Strategis  

Aspek strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam mendukung 

kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan 

Renstra DJPT adalah sebagai berikut: 

1. Kesejahteraan nelayan meningkat; 

2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan; 

3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan; 

4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab; 

5. Produksi perikanan tangkap meningkat; 

6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik. 
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1.6. Sistematika Penyajian 

Penyusunan LKj Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan dan sebagai alat 

kendali serta pemacu peningkatan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap selama kurun waktu Tahun 2024. Adapun kaitan dari sistematika 

penyajian LKj Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 sebagai 

berikut: 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF  

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan 

sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk 

menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang. 

 

BAB I  PENDAHULUAN                                                                                 

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang LKj yang menjadi 

tanggungjawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu 

organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja 

yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi 

kinerja, dan capaian kinerja selama kurun waktu triwulan. 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 

Menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan 

dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam 

rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana tahunan (RKT/Renja) 

dan penetapan kinerja (PK). 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Menguraikan pembahasan IKU sesuai Balanced Scorecard (BSC). Memuat 

uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas 

kinerja, yang diuraikan secara sistematis serta membandingkan data kinerja 

secara, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang 

dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga 

akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi 

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran/tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. 

 

BAB IV PENUTUP 

Kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian  

sasaran  strategis,  permasalahan  dan  kendala  utama yang berkaitan 

dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 2020-2024 

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk 

mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber 

daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan Visi Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap yakni untuk mewujudkan Perikanan Tangkap yang Maju 

dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan 

Sejahtera yang tertuang dalam Renstra DJPT Tahun 2020-2024, Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, 

dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Adapun visi, 

misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap, yaitu: 

Visi 

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2020-2024 adalah 

”Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai pusat 

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu” 

Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan 

tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban 

Pelabuhan Perikanan Samudera  Cilacap adalah: 

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat 

pertumbuhan usaha perikanan; 

2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan; 

3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha; 
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4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 

 

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

mencakup berbagai aspek, baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri 

maupun dikelola oleh institusi/lembaga lain yang beraktifitas di dalam 

pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/harapan mampu 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan 

dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin 

dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi 

organisasi. Dengan mengacu pada tujuan pembangunan perikanan tangkap, 

maka tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap 

berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan; 

2. Meningkatnya kesejahteraan nelayan. 

 

Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dalam 

rangka peningkatan operasional pelabuhan, melalui pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana 

prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparatur Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap, yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 

2024.  

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal perikanan 

Tangkap Nomor 15 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap, berikut adalah Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap: 

 



 
                                                                                          

 

 17 

 
 
 
 
 
 

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap; 

2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

meningkat; 

3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya saing; 

4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap yang optimal; 

5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya 

saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap; 

6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap; 

7. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan (Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap. 

 

2.3. Target Kinerja dan Anggaran 

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara 

terukur, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah menetapkan target-

target Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada Indikator Kinerja Utama 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target indikator kinerja tersebut 

tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan melalui 

Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan 

rincian terdapat 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator 

Kinerja sebagaimana tabel berikut. 
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 Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Tahun 2024 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 
 
 

Nilai PNBP Sektor Perikanan 
Tangkap Meningkat di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap 

1 Penerimaan PNBP Non SDA 
di Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Juta) 

3.153,73 

2 Produktivitas perikanan 
tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
meningkat 

2 Volume produksi perikanan 
tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Ton) 

26.652 

 
3 

Pengelolaan Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
yang berdaya saing 

3 Persentase permohonan 
pengusahaan yang dianalisa 
dan/atau dievaluasi di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (persen) 

100 

4 Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

84 

5 Tingkat Pelayanan 
Kesyahbandaran Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(persen) 

85 

4 Pengembangan dan 
peningkatan fasilitas di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap yang 
optimal 

6 Persentase Pengendalian 
Pengembangan Fasilitas 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (persen) 

33 

7 Nilai pengendalian 
Lingkungan di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

30,10 

5 Pengelolaan kapal perikanan 
dan alat penangkapan ikan 
yang berdaya saing di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap 

8 Kapal Perikanan Izin Daerah 
yang memenuhi ketentuan 
(kapal) 650 

6 Pengelolaan awak kapal 
perikanan yang tersertifikasi/ 
terlindungi di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 

9 Persentase Peningkatan 
Pengetahuan Kompetensi 
dan Perlindungan 
Nelayan/Awak Kapal 
Perikanan (persen) 

11 

7 Tata Kelola pemerintah yang 
baik di lingkungan (Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 

10 Nilai PM Pembangunan ZI 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (yang 
telah dinilai WBK) (Nilai) 

80 
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

11 Persentase Rekomendasi 
Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Persen) 

80 

12 Nilai Rekonsiliasi kinerja 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Nilai) 

94 

13 Indeks Profesionalitas ASN 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Indeks) 

84 

14 Tingkat Kepatuhan 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Persen) 

80 

15 Tingkat Kepatuhan 
Pengelolaan BMN Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Persen) 

80 

16 Nilai IKPA Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

93,76 

17 Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

71 

18 Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat lingkup 
Pelabuhan perikanan 
Samudera Cilacap (Nilai) 

88,30 

 

Indikator Kinerja tersebut didukung oleh anggaran pelaksanaan kegiatan 

Tahun Anggaran 2024 dengan PAGU efektif sebesar Rp. 23.537.844.000,- 

dengan komposisi sebagai berikut: 
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Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024 

NO KEGIATAN  PAGU 

1 
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan 

Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan 
40.500.000 

2 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 4.309.605.000 

3 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan 8.000.000 

4 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 128.215.000 

5 
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen 

Perikanan Tangkap 
19.051.524.000 

TOTAL 23.537.844.000 

 

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja 

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan 

kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala 

(triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak 

lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi 

penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 

NO INDIKATOR KINERJA KOMPONEN 

1 Penerimaan PNBP Non SDA di 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (Juta) 

1 Pelaksanaan tata kelola dan operasional 
pengusahaan di pelabuhan perikanan 

2 Volume produksi perikanan 
tangkap di Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Ton) 

2 Operasionalisasi  Lembaga Pengelola 
Perikanan WPPNRI dalam mendukung 
Penangkapan Ikan Terukur 
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NO INDIKATOR KINERJA KOMPONEN 

3 Persentase permohonan 
pengusahaan yang dianalisa 
dan/atau dievaluasi (persen) 

3 Pelaksanaan tata kelola dan operasional 
pengusahaan di pelabuhan perikanan 

4 Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

4 Pelaksanaan tata kelola dan operasional 
cara penanganan ikan yang baik (CPIB) 
dan Inspeksi Pembongkaran ikan di 
pelabuhan perikanan 

5 Pelaksanaan tata kelola dan operasional 
K5 di Pelabuhan Perikanan 

6 Pelaksanaan tata kelola dan operasional 
SPDN di pelabuhan perikanan 

7 Pelaksanaan tata kelola dan operasional 
PIPP di pelabuhan perikanan 

8 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 

9 Pengadaan sarana perkantoran 

10 Pengadaan Perangkat Pengolah Data 
dan Komunikasi 

5 Tingkat Pelayanan 
Kesyahbandaran Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(persen) 

11 Pelaksanaan Tata Kelola dan 
Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan 
Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan 

12 Fasilitasi akses pendanaan usaha 
nelayan melalui lembaga keuangan 
(perbankan dan non perbankan)  

13 Pelaksanaan Tata kelola dan 
Operasional kesyahbandaran di 
pelabuhan perikanan 

6 Persentase Pengendalian 
Pengembangan Fasilitas 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (persen) 

14 Pelaksanaan 
pembangunan/pengembangan fasilitas 
pelabuhan perikanan di UPT Pusat 
untuk mendukung Penangkapan Ikan 
Terukur 

15 Pelaksanaan 
pembangunan/pengembangan fasilitas 
pelabuhan perikanan di PP Perintis 
untuk mendukung Penangkapan Ikan 
Terukur 

16 Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana 
perkantoran 

17 Pengadaan Sarana penunjang 
operasional pelabuhan perikanan 
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NO INDIKATOR KINERJA KOMPONEN 

7 Nilai pengendalian Lingkungan 
di Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Nilai) 

18 Pelaksanaan pengembangan Pelabuhan 
Perikanan Terluar dan/atau berwawasan 
lingkungan 

8 Kapal Perikanan Izin Daerah 
yang memenuhi ketentuan 
(kapal) 

19 Penyusunan 
norma/standar/prosedur/kriteria bidang 
kapal perikanan. 
(Pelaksanaan Pemeriksaan 
Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi 
Kapal Perikanan) 

9 Persentase Peningkatan 
Pengetahuan Kompetensi dan 
Perlindungan Nelayan/Awak 
Kapal Perikanan (persen) 

20 Pelaksanaan penerbitan dokumen awak 
kapal perikanan. (Bimbingan Teknis 
untuk peningkatan kompetensi awak 
kapal perikanan/Nelayan) 

21 Fasilitasi dan pembinaan peningkatan 
pengetahuan/kompetensi nelayan 

10 Nilai PM Pembangunan ZI 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (yang telah dinilai WBK) 
(Nilai) 

22 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Lingkungan KKP 

11 Persentase Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk Perbaikan 
Kinerja Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Persen) 

 - 

12 Nilai Rekonsiliasi kinerja 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (Nilai) 

23 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan 
data statistik lingkup Ditjen Perikanan 
Tangkap 

24 Gaji dan Tunjangan 

25 Penyusunan dokumen perencaanaan 
dan penganggaran Ditjen Perikanan 
Tangkap 

26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program dan anggaran 

13 IP ASN Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (indeks) 

27 Perencanaan, Pengembangan dan 
Pembinaan Disiplin Pegawai 

14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan 
Barang/Jasa Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Persen) 

 - 

15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan 
BMN Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Persen) 

 - 
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NO INDIKATOR KINERJA KOMPONEN 

16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Nilai) 

28 Pelaporan keuangan lingkup Ditjen 
Perikanan Tangkap 
 

17 Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (nilai) 

 - 

18 Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat lingkup Pelabuhan 
perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

  - 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Pelaksanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dalam mendukung pembangunan 

perikanan diukur melalui 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Dengan Indikator Kinerja tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

memperoleh rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 

2024 sebesar 114,55% dan NPSS Tahun 2024 adalah sebesar 114,42%. 

Adapun rincian tabulasi capaian kinerja masing-masing Sasaran Kegiatan dan 

indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Tahun 2024 

NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1 
 
 

Nilai PNBP 
Sektor 
Perikanan 
Tangkap 
Meningkat di 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera 
Cilacap 

1 Penerimaan PNBP 
Non SDA di 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Juta) 

3.153,73 5.909,13 187,37 

2 Produktivitas 
perikanan 
tangkap di 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera 
Cilacap 
meningkat 

2 Volume produksi 
perikanan tangkap 
di Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Ton) 

26.652 39.970,13 149,97 

 
3 

Pengelolaan 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera 
Cilacap yang 

3 Persentase 
permohonan 
pengusahaan yang 
dianalisa dan/atau 
dievaluasi (persen) 

100 100 100 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

berdaya saing 4 Tingkat Kinerja 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Nilai) 

84 93,42 111,21 

5 Tingkat Pelayanan 
Kesyahbandaran 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(persen) 

85 95,66 112,54 

4 Pengembangan 
dan peningkatan 
fasilitas di 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera 
Cilacap yang 
optimal 

6 Persentase 
Pengendalian 
Pengembangan 
Fasilitas 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(persen) 

33 36 109,09 

7 Nilai pengendalian 
Lingkungan di 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Nilai) 

30,10 94 312,29 

5 Pengelolaan 
kapal perikanan 
dan alat 
penangkapan 
ikan yang 
berdaya saing di 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera 
Cilacap 

8 Kapal Perikanan 
Izin Daerah yang 
memenuhi 
ketentuan (kapal) 

650 1.034 159,08 

6 Pengelolaan 
awak kapal 
perikanan yang 
tersertifikasi/ 
terlindungi di 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera 
Cilacap 

9 Persentase 
Peningkatan 
Pengetahuan 
Kompetensi dan 
Perlindungan 
Nelayan/Awak 
Kapal Perikanan 
(persen) 

11 11,87 107,91 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

7 Tata Kelola 
pemerintah yang 
baik di 
lingkungan 
(Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera 
Cilacap 

10 Nilai PM 
Pembangunan ZI 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(yang telah dinilai 
WBK) (Nilai) 

80 86,59 108,24 

11 Persentase 
Rekomendasi 
Hasil Pengawasan 
yang 
Dimanfaatkan 
untuk Perbaikan 
Kinerja Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Persen) 

80 100 125 

12 Nilai Rekonsiliasi 
kinerja Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Nilai) 

94 99,04 105,36 

13 IP ASN Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Indeks) 

84 92,88 110,57 

14 Tingkat Kepatuhan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Persen) 

80 96,29 120,36 

15 Tingkat Kepatuhan 
Pengelolaan BMN 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Persen) 

80 90 112,50 

16 Nilai IKPA 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Nilai) 

93,76 97,82 104,33 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

17 Nilai Kinerja 
Perencanaan 
Anggaran 
Pelabuhan 
Perikanan 
Samudera Cilacap 
(Nilai) 

71 90 126,76 

18 Nilai Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 
lingkup Pelabuhan 
perikanan 
Samudera Cilacap 
(Nilai) 

88,30 91,94 104,12 

 

Berdasarkan tabel diatas, seluruh IKU PPS Cilacap telah tercapai melebihi 

target yang ditetapkan. Berikut adalah analisa capaian indikator kinerja utama 

tersebut. 

 

3.1.1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

IKU 1. Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Cilacap 

Indikator Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

adalah Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan 

Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan 

memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat 

di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme 

anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.  

Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 

Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
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Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang 

Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar 

Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. 

Kegiatan pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah 

sebagai berikut: 

 Pelayanan Jasa Tambat Labuh; 

 Pelayanan Jasa Air; 

 Pelayanan Jasa Cold Room dan Freezer; 

 Pelayanan Jasa Kendaraan (Crane, Truck Refrigerator, Dump Truck dll); 

 Pelayanan Jasa Alat (Gerobak, Penghancur Es, dll); 

 Pelayanan Jasa Penggunaan Tanah dan/atau bangunan; 

 Pelayanan Jasa Penumpukan Barang/Penjemuran jaring/ikan; 

 Pelayanan Jasa Pas Masuk; 

 Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan; 

 Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana; 

 Pelayanan Jasa Listrik; 

 Pelayanan Jasa Dock. 

 

 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS 

Cilacap terhadap target Tahun 2024 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Capaian 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%)  

Penerimaan PNBP Non SDA 
di PPS Cilacap (Rp.Juta) 

3.153,73 5.909,13 187,37 

 

 



 
                                                                                          

 

 29 

 
 
 
 
 
 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 6. Perbandingan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS 

Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan Target Renstra 

Tabel 7. Perbandingan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS 

Cilacap dengan target renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja yang setara (PPS Kendari) 

Tabel 8. Perbandingan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS 

Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan 

Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan 

memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Penerimaan PNBP di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Rp.Juta) 

6.444,69 5.909,13 (8,31) 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 
2024 

Target 
Renstra 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Penerimaan PNBP di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Rp.Juta) 

5.909,13 2.230 264,98 

Nama IKU 
Realisasi PPS 

Cilacap 
Realisasi PPS 

Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Penerimaan PNBP 
Non SDA (Rp.Juta) 

5.909,13 7.187,85 (17,79) 
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pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat 

di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme 

anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. 

Target Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada 

Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.153,73 Juta. IKU ini memiliki metode 

pengukuran tahunan. Pada Tahun 2024 ini, realisasi PNBP Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap sebesar Rp. 5.909,13 Juta.  

Penerimaan PNBP Non SDA PPS Cilacap terbesar masih berasal dari 

penerimaan tambat sebesar Rp. 3.316.925.559,- dan penerimaan terbesar 

kedua berasal dari Penerimaan Penggunaan Tanah dalam rangka tugas dan 

fungsi Pelabuhan Perikanan sesuai klaster yaitu sebesar Rp. 805.999.300,-. 

Apabila dibandingkan dengan penerimaan PNBP Tahun 2023, 

penerimaan PNBP di Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,31%. Hal 

ini disebabkan oleh penurunan nilai PNBP dari sektor penggunaan tanah dan 

bangunan dikarenakan pembayaran yang dilakukan dimuka sesuai jangka 

waktu perjanjian. Penurunan juga dikarenakan penggunaan tanah untuk pada 

penumpukan barang atau penjemuran jaring yang berkurang serta adanya 

perubahan mekanisme penggunaan unit pendingin kapasitas 100 ton berubah 

menjadi mekanisme pemanfaatan. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 9. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran  
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Pelaksanaan tata kelola dan 
operasional pengusahaan di 
pelabuhan perikanan 

372.251.000 350.596.291 94 
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3.1.2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap meningkat 

IKU 2. Volume produksi perikanan tangkap di PPS Cilacap 

Indikator ini menunjukkan jumlah produksi yang berasal dari produksi 

perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di PPS Cilacap dalam 

bentuk basah di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. IKU ini memiliki 

periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun 

secara harian.  

 

 Target dan realisasi Tahun 2024 

Capaian realisasi volume produksi sampai dengan Tahun 2024 adalah 

sebesar 39.970,13 ton dari target sebesar 26.652 ton, sebagaimana pada tabel 

berikut. 

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Nama IKU 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Persentase 
Capaian (%) 

Volume Produksi Perikanan 
Tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(ton) 

26.652 39.970,13 149,97 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 11.  Perbandingan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap 

di PPS Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi 

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Volume Produksi Perikanan 
Tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap  
(ton) 

25.879,65 39.970,13 54,45 
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 Perbandingan dengan target Renstra 

Tabel 12. Perbandingan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan target renstra 

 

Realisasi indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2024 mencapai 242,24% terhadap 

target yang ditetapkan pada Renstra PPS Cilacap. 

 

 Perbandingan dengan unit kerja yang setara (PPS Kendari) 

Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap 

PPS Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Volume produksi didapat dari jenis ikan dominan yakni tuna, cakalang, 

cumi. Pada triwulan IV Tahun 2024, terjadi peningkatan volume pendaratan 

ikan perkapal.  

Jika dibandingkan dengan volume produksi pada Tahun 2023, terjadi 

peningkatan volume produksi yang sangat signifikan. Hal tersebut karena 

adanya penambahan jumlah armada baru sekitar 100 unit yang mendaratkan 

hasil tangkapannya di PPS Ciacap karena daerah penangkapannya lebih dekat 

dengan PPS Cilacap. 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2024 
Target 

Renstra 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Volume Produksi Perikanan 
Tangkap di Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap  (ton) 

39.970,13 16.500 242,24 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi 

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Volume Produksi Perikanan 
Tangkap di Pelabuhan 
Perikanan (ton) 

39.970,13 16.812,73 137,74 
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 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 14. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran  
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Operasionalisasi  Lembaga 
Pengelola Perikanan 
WPPNRI dalam mendukung 
Penangkapan Ikan Terukur 

83.340.000 77.599.875 93 

 

 

3.1.3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berdaya 

saing 

IKU 3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau 

dievaluasi 

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan 

mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan 

fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang 

Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku 

pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata 

Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar pungutan perikanan di 

Pelabuhan Perikanan, bahwa prosedur jasa penggunaan tanah dan bangunan 

diantaranya penerimaan penggunaan tanah dan/atau bangunan, Petugas Jasa 

Penggunaan Tanah dan Bangunan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian 

pengajuan permohonan, kelengkapan persyaratan administrasi dan analisa 

proposal yang diajukan oleh pemohon serta mempertimbangkan ketersediaan 

tanah dan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.  
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 Target dan realisasi Tahun 2024 

Capaian realisasi Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa 

dan/atau dievaluasi sebesar 100% sebagaimana pada tabel berikut. 

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase permohonan pengusahaan 

yang dianalisa dan/atau dievaluasi 

Nama IKU 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

Persentase 
Capaian (%) 

Persentase permohonan 
pengusahaan yang dianalisa 
dan/atau dievaluasi (persen) 

100 100 100 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 16. Perbandingan Realisasi IKU Persentase permohonan pengusahaan 

yang dianalisa dan/atau dievaluasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra. 

 

 Perbandingan dengan unit kerja yang setara (PPS Kendari) 

Tabel 17. Perbandingan Realisasi IKU Persentase permohonan pengusahaan 

yang dianalisa dan/atau dievaluasi PPS Cilacap dengan PPS Kendari 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi 

Tahun 2024 
Naik/Turu

n (%) 

Persentase permohonan 
pengusahaan yang dianalisa 
dan/atau dievaluasi (persen) 

100 100 - 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi 

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Persentase permohonan 
pengusahaan yang 
dianalisa dan/atau 
dievaluasi (persen) 

100 100 0 
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 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan  

Setiap Permohonan penggunaan tanah dan bangunan di pelabuhan 

perikanan, akan diverifikasi terhadap kesesuaian pengajuan permohonan, 

kelengkapan persyaratan administrasi dan analisa kelayakan usaha serta 

mempertimbangkan ketersediaan tanah dan kesesuaian dengan rencana induk 

Pelabuhan perikanan. 

Permohonan ini terdiri dari permohonan 2 skema pengelolaan Barang 

Milik Negara, yaitu penggunaan tanah dan/atau bangunan dan pemanfaatan 

tanah dan/atau bangunan.  Permohonan ini tinggi dikarenakan skema 

penggunaan tanah dan/atau bangunan ada beberapa lokasi yang memang 

hanya diberikan masa berlaku penggunaannya 1 tahun sehingga setiap tahun 

harus dilakukan permohonan kembali jika masih berminat untuk 

menggunakannya kembali.  Untuk skema pemanfaatan tanah dan atau 

bangunan baru mulai diberlakukan sesuai surat edaran Sekretaris Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 29 Juli 2024 “Penerapan Pemanfaatan 

BMN Cara Sewa Terhadap Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Gedung 

Bangunan di Pelabuhan Perikanan”. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 18. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran  
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Rekomendasi dan atau 
Evaluasi Penggunaan Tanah 
dan Bangunan 

25.740.000 25.685.000 100 
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IKU 4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Indikator kinerja ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja 

operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional 

kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-

DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan 

Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 

432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk 

menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan 

sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) 

investasi dan industri.  

 

 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (Nilai)  

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024  
Persentase 
Capaian (%) 

Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

84 93,42 111,21 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 20. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera 
Cilacap (Nilai) 

89,06 93,42 4,90 
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 Perbandingan dengan target Renstra 

Tabel 21. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap dengan target renstra 

 

Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2023 

dibandingkan dengan target Renstra sudah mencapai 111,21 %. 

 

 Perbandingan dengan unit kerja yang setara (PPS Kendari) 

Tabel 22. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kinerja PPS Cilacap dengan 

PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan  

Capaian Indikator Tingkat Kinerja Pelabuhan pada Triwulan IV tercapai 

sebesar 93,42 atau katagori kinerja sangat baik. Indikator Tingkat Operasional 

Pelabuhan diperoleh dari perolehan nilai EVKIN dimana terdiri dari 27 (dua 

puluh tujuh) komponen penilaian. Capaian nilai tersebut dipengaruhi oleh 

optimalnya komponen penilaian yang terdiri dari frekuensi kunjungan kapal, 

volume produksi, layanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor. 

Namun demikian, masih terdapat komponen yang belum maksimal yakni 

kriteria STBLK Kedatangan, kegiatan sosialisasi dan bimtek, fasilitasi 

penyuluhan, serta penyerapan tenaga kerja. 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2024 
Target 

Renstra 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

93,42 84 111,21 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi 

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera 
(Nilai) 

93,42 96,58 (3,16) 
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Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023, capaian pada 

Triwulan IV Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,90 %.Hal ini 

dipengaruhi oleh meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, 

layanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 23. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Capaian (%) 

Pengelolaan Dan Operasional Cara 
Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Dan 
Inspeksi Pembongkaran Ikan Di 
Pelabuhan Perikanan 

 41,000,000  40,390,948 99 

PELAKSANAAN PELAYANAN SCPIB  26,520,000  26,455,000 100 

Gerakan Bersih Pantai  58,700,000  58,656,900 100 

OPERASIONAL PELABUHAN 
PERIKANAN 

 446,153,000  445,675,767 100 

Pelatihan Pemadaman Kebakaran Bagi 
Tim Internal PPS Cilacap 

 20,445,000  17,035,650 83 

OPERASIONAL TPI HIGIENIS  11,970,000  11,787,500 98 

Pelaksanan Tata Kelola Lingkungan Di 
Pelabuhan Perikanan 

 36,000,000  35,712,829 99 

Koordinasi Pembahasan Status Aset 
BMN 

 29,000,000  29,000,000 100 

Rapat Evaluasi Dalam Rangka 
Implementasi EPIT Dan PNBP Pasca 
Produksi 

 36,505,000  34,445,000 94 

Peningkatan Kapasitas SDM Dalam 
Rangka Mendukung Implementasi EPIT 
Dan PNBP Pasca Produksi 

 335,077,000  335,061,100 100 

Sosialisasi/Peningkatan Kualitas Terkait 
Penerapan Budaya Pelayanan Prima Bagi 
Petugas PTSA 

 9,735,000  9,735,000 100 

Pelaksanaan K5 Di Pelabuhan Perikanan 
CIKIDANG 

 64,921,000  59,808,763 92 

Pelaksanaan Pengamanan Terpadu 
Dalam Rangka Mendukung K5 Di PP 
Cikidang 

 23,100,000  21,000,000 91 

Sosialisasi Tata Kelola BBM Industri Dan 
PSO Dalam Rangka Mendukung 
Kebijakan PIT 

 31,625,000  31,610,000 100 
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Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Capaian (%) 

Pelaksanaan ISO 9001:2015 Dan 
ISO14001:2015 

 40,000,000  38,300,000 96 

Pelaksanaan Pengamanan Terpadu 
PNBP Pascaproduksi Di PPS Cilacap 

 60,300,000  60,300,000 100 

Peningkatan Kapasitas SDM PP Cikidang 
Dalam Rangka Mendukung Implementasi 
EPIT Dan PNBP Pasca Produksi  

 38,148,000  38,143,500 100 

Gerakan Bersih Pantai Di Cikidang  15,200,000  13,980,000 92 

PEMBINAAN OPERATOR PIPP BAGI PP 
BINAAN 

 13,099,000  13,098,502 100 

Video Profil Pelabuhan  70,000,000  69,800,000 100 

Penyusunan Laporan Tahunan 
Operasional Pelabuhan Perikanan 

 10,000,000  9,960,000 100 

Pameran/Promosi Pelabuhan 
Perikanan/Publikasi 

 22,400,000  22,250,000 99 

Pelaksanaan Tata Kelola Dan 
Operasional PIPP Di Pelabuhan 
Perikanan Cikidang 

 40,637,000  36,977,731 91 

DUKUNGAN PENGELOLAAN PUSAT 
INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN 

 176,800,000  170,591,794 96 

Koordinasi Lintas Sektor Monitoring Dan 
Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Atap 

 5,849,000  5,849,000 100 

EVALUASI PEMBINAAN PELABUHAN 
PERIKANAN BINAAN 

 10,001,000  9,600,000 96 

Operasional Dan Pemeliharaan Kantor  3,806,234,000  3,772,159,939 99 

Langganan Daya Dan Jasa  1,303,522,000  1,303,484,910 100 

Pemeliharaan Kantor  1,197,099,000  1,186,676,300 99 

Pembayaran Terkait Pelaksanaan 
Operasional Kantor 

 164,970,000  164,970,000 100 

Pengadaan Sarana Penunjang 
Perkantoran 

 321,014,000  316,624,800 99 

Pengadaan Peralatan Pengolah Data Dan 
Komunikasi 

 393,996,000  390,978,000 99 
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IKU 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap  

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang menunjukkan 

jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah Surat Tanda Bukti Lapor 

Kedatangan Kapal (STBLKK) yang diterbitkan dan jumlah Sertifikat Hasil 

Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap. 
 

 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 24. Target dan Realisasi IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024  
Persentase 
Capaian (%) 

Tingkat Pelayanan 
Kesyahbandaran Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(persen) 

85 95,66 112,54 

 

Capaian Indikator ini dipengaruhi oleh adanya penambahan jumlah kapal yang 

beraktifitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada tahun 2023, 

sehingga meningkatkan jumlah penerbitan Persetujuan Berlayar, Surat Tanda 

Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan juga Sertifikat Hasil Tangkapan 

Ikan (SHTI). 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 25. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan 

Tahun 2023 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Tingkat Pelayanan 
Kesyahbandaran PPS 
Cilacap (persen) 

93,11 95,66 2,74 
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 Perbandingan dengan target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 26. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran 

PPS Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan  

Capaian kinerja Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap sudah Optimal bahkan cenderung melebihi target yang telah 

di tetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja organisasi. Pelaksanaan 

pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dapat optimal khusunya 

Lembar Awal (LA)  karena peningkatan kepatuhan kapal dengan skema Pasca 

produksi.  

Pelaksanaan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan akan 

dilakukan peningkatan dengan melakukan penerbitkan SHTI Lembar Turunan 

yang tentu akan mendorong  (melakukan sosialisasi dan asistensi) UPI di 

sekitar PPSC agar dapat secara langsung melakukan kegiatan Ekspor ke EU 

dan/atau Negara ketiga. 

 

 

 

 

 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Tingkat Pelayanan 
Kesyahbandaran 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera (persen) 

95,66 87,64 9,15 
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 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 27. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Capaian (%) 

Pengelolaan dan Operasional 
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan 
(SHTI) di Pelabuhan Perikanan 

16,000,000 15,872,900 99 

Pelaksanaan Fasilitasi Pendanaan 
Usaha Nelayan melalui Pojok 
Pendanaan Nelayan 

6,000,000 6,000,000 100 

Tata Kelola dan Operasional 
Kesyahbandaran 

22,250,000 22,247,873 100 

Operasional Kesyahbandaran di 
wilayah Binaan 

14,600,000 14,597,203 100 

Rapat Koordinasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kesyahbandaran  
Dalam Rangka Mendukung 
Pelaksanaan PNBP Pasca 
Produksi 

29,172,000 28,485,140 98 

Kesyahbandaran dalam rangka 
penanganan kebakaran, 
keselamatan dan keamanan kapal 
di Pelabuhan Perikanan 

35,685,000 35,620,750 100 

Tata Kelola dan Operasional 
Kesyahbandaran PP CIKIDANG 
Guna Mendukung Kebijakan 
Penangkapan Ikan Terukur dan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Pasca Produksi 

42,250,000 41,806,822 99 

Operasional Syahbandar di 
Pelabuhan Perikanan sesuai 
SK.Dirjen di PP CIKIDANG Guna 
Mendukung Kebijakan 
Penangkapan Ikan Terukur dan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Pasca Produksi 

15,730,000 12,190,000 77 
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3.1.4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap yang optimal 

IKU 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap  

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan 

adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan 

bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam 

rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan 

memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas 

penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan 

pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.  

Dengan demikian, indikator ini diukur dengan menunjukkan presentase 

perbandingan antara pengembangan fasilitas dengan masterplan pada 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. 

 

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel 28. Target dan Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan 

Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen)  

 

 

 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Persentase Pengendalian 
Pengembangan Fasilitas 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (persen) 

33 36 109,09 
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 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 29. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pengendalian 

Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan Target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 30. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pengendalian 

Pengembangan Fasilitas PPS Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan  

Realisasi hasil penilaian presentase pengendalian pembangunan 

sebesar 36% dari target 33% dengan tingkat capaian 109,09%, hasil tersebut 

dipengaruhi oleh hasil penyusunan target yang realistis berdasarkan analisis 

data yang akurat dengan mempertimbangkan sesuai arah kebijakan 

pemerintah. 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Persentase Pengendalian 
Pengembangan Fasilitas 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap 
(persen) 

36 36 - 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Persentase 
Pengendalian 
Pengembangan Fasilitas 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera (persen) 

36 93 (61,29) 
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 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 31. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Dukungan Pelaksanaan 
Proyek Eco Fishing Port 
(Lender AFD) di PPS 
Cilacap 

75,600,000 75,600,000 100 

Rehabilitasi Bangunan 
Gedung Kantor Permanen 
(kantor lama) 

213,790,000 210,954,000 99 

Review Masterplan PPS 
Cilacap 

95,880,000 95,515,000 100 

TANPA SUB KOMPONEN 570,500,000 570,500,000 100 

Pengadaan Sarana 
Penunjang Pengembangan 
dan 
Peningkatan Fasiitas 
Pelabuhan Perikanan 

622,239,000 610,500,000 98 

Rehabilitasi Bangunan 
Gedung Kantor Permanen 
(Gedung Pelayanan untuk 
Kelompok Rentan) 

200,000,000 198,502,000 99 

 

 

IKU 7.  Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap  

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang 

mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab 

sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 

2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan 

lingkungan. 

Dalam mendukung hal tersebut, dilakukan melalui penggunaan aplikasi 

SELARASKAN. Aplikasi tersebut merupakan sistem informasi berbasis WEB 

yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan 
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perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas 

lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore 

Pelabuhan. 

 

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel 32. Target dan Realisasi Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap  

 

Realisasi penilaian selaraskan sampai akhir tahun 2024 adalah 94 dengan 

katagori sangat baik.  

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023  

Tabel 33. Perbandingan Realisasi IKU Nilai pengendalian Lingkungan di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan 

Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan Target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Nilai pengendalian Lingkungan di 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (Nilai) 

30,10 94 312,29 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Nilai pengendalian 
Lingkungan di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

65,95 94 42,53 
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 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 34. Perbandingan Realisasi IKU Nilai pengendalian Lingkungan di PPS 

Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Realisasi penilaian selaraskan pada Tahun 2024 tercapai sebesar 

312,29 dengan katagori SANGAT BAIK karena sebagian besar dokumen  dan 

evidance  dapat dilengkapi serta memenuhi kriteria. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 35. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Sosialisasi Pelaksanaan 
Proyek Eco Fishing Port di 
PPS Cilacap 

67,400,000 64,883,689 96 

Pemantauan RKL dan RPL 94,600,000 93,600,000 99 

 

3.1.5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang 

berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

IKU 8.  Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan  

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen 

kapal perikanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yang diterbitlkan 

oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Perhitungan IKU ini dilakukan 

dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan diantaranya surat ukur 

kapal perikanan dan/atau SKKP yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap.  

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Nilai pengendalian 
Lingkungan di PPS (persen) 

94 93,78 0,23 
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 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel 36. Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang 

memenuhi ketentuan (kapal) 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Kapal Perikanan Izin Daerah 
yang memenuhi ketentuan 
(kapal) 

650 1.034 159,08 

 

 

Jumlah SKKP yang dikelurkan oleh PPS Cilacap sesuai dengan 

permohonan dari pelaku usaha penangkapan ikan melalui mekanisme 

penerbitan dan pembaharuan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor B.578/MEN-KPA/VII/2022 tentang Penerbitan & 

Pembaharuan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (Masa Transisi). 

Pelaksanaan penerbitan Surat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) 

merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2021 yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang akan beroperasi 

harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.  

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 37. Perbandingan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang 

memenuhi ketentuan Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, jumlah sertifikat kelaikan kapal 

perikanan yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap naik 

sebesar 72,33%. 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turu

n (%) 

Kapal Perikanan Izin 
Daerah yang memenuhi 
ketentuan (kapal) 

600 1.034 72,33 



 
                                                                                          

 

 49 

 
 
 
 
 
 

 Perbandingan dengan Target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 38. Perbandingan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang 

memenuhi ketentuan di PPS Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Jumlah SKKP yang diterbitkan oleh PPSC sesuai dengan permohonan 

dari pelaku usaha penangkapan ikan dalam kurun waktu bulan Januari s/d 

Desember 2024 berjumlah 434 sertifikat dimana pada tahun 2023 telah 

diterbitkan 600 sertifikat sehingga jumlah total penerbitan menjadi 1.034 

sertifikat. Pelaksanaan kegiatan dimaksud merupakan  tindak lanjut dari amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap 

kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan 

kapal perikanan. 

Capaian kinerja pelaksanaan Penerbitan SKKP pada kapal Ijin Daerah 

sudah optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan 

melakukan identifikasi SKKP kapal Ijin Derah yang akan berahir di akhir tahun 

2024.  

 

 

 

 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Kapal Perikanan Izin 
Daerah yang memenuhi 
ketentuan (kapal) 

1.034 2.283 (54,71) 
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 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 39. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Pelaksanaan Pemeriksaan 
Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspe
ksi Kapal Perikanan 

22,000,000 21,686,727 99 

 

 

 

3.1.6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi 

di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

IKU 9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan 

Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan  

Merupakan indikator kinerja yang menunjukkan persentase kapal 

perikanan yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal perikanan serta yang 

memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum 

dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan 

perikanan. 

 

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel 40. Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Pengetahuan 

Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan 

 

 

 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Persentase Peningkatan 
Pengetahuan Kompetensi dan 
Perlindungan Nelayan/Awak 
Kapal Perikanan (persen) 

11 11,87 107,91 
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 Perbandingan dengan Tahun 2023  

Tabel 41. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan 

Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan Tahun 2024 

dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan Target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 42. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan 

Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan PPS 

Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Capaian kinerja Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan 

Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan telah melampaui target. Telah 

dilakukan koordinasi dengan BPPSDMKP (Puslat KP) untuk melaksanakan 

percepatan dan/atau pelayanan dokumen/sertifikat kompetensi/keahlian AKP 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Persentase Peningkatan 
Pengetahuan Kompetensi dan 
Perlindungan Nelayan/Awak 
Kapal Perikanan (persen) 

10,98 11,87 8,11 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Persentase Peningkatan 
Pengetahuan Kompetensi 
dan Perlindungan 
Nelayan/Awak Kapal 
Perikanan (persen) 

11,87 76,40 (84,46) 
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yang dilakukan dengan cara jemput bola ke sentra/Pelabuhan Perikanan 

dimana tempat beraktifitasnya sebgaian besar Nelayan/AKP serta melakukan 

percepatan pelayanan Buku Pelaut Perikanan (BPP).  

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 43. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian 

(%) 

Bimbingan Teknis untuk 
peningkatan kompetensi awak kapal 
perikanan/Nelayan 

13,000,000 12,986,000 100 

 

 

3.1.7. Tata kelola Pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

IKU 10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 

percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik, maka saat ini capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK menjadi salah satu indikator kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap Tahun 2024. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai 

pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada komponen pengungkit dan 

komponen hasil yang dihitung secara tahunan dan dilakukan secara mandiri. 
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 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel 44. Target dan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap  

 

Capaian IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai 

internal PPS Cilacap dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 45. Hasil Perhitungan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI PPS Cilacap 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 46. Perbandingan Realisasi IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Nilai PM Pembangunan ZI 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (nilai) 

80 86,59 108,24 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Nilai PM Pembangunan ZI 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (nilai) 

86,09 86,59 0,58 
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 Perbandingan dengan Target Renstra 

Tabel 47. Perbandingan Realisasi IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap dengan target renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 48. Perbandingan Realisasi IKU IKU Nilai PM Pembangunan ZI 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Capaian Tahun 2024, PPSCilacap mendapatkan realiasi nilai 86,59 atau 

capaian 108,24% dari target tahun 2024 dikarekanakan di tahun 2024 PPS 

diusulkan lagi oleh Inspektorat 5 untuk mengikuti Penilaian Nasional (Menpan 

RB) sehingga pendampingan dilakukan secara intensif oleh tim pendamping 

internal. Pada tahun 2024 ini, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tingkat Nasional oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang 

penganugerahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 di Jakarta. 

Adapun Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU 

yaitu terdapat beberapa penilaian yang mengharuskan inovasi dan 

pengembangannya sehingga membutuhkan lebih banyak lagi inovasi dalam 

pencapaiannya. Saran dan masukan untuk perbaikan ke depan adalah 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2024 
Target 

Renstra 
Persentase 

Perbandingan (%) 

Nilai PM Pembangunan ZI 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (nilai) 

86,59 75 115,45 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Nilai PM Pembangunan 
ZI Pelabuhan Perikanan 
Samudera (nilai) 

86,59 83,37 3,86 
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melaksanakan peningkatan kompetensi dan integritas pada setiap pegawai 

serta meninisiasi beberapa inovasi yang menunjang kemudahan dalam 

pelayanan publik. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 49. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Forum Konsultasi Publik dan KPI 32,310,000 28,045,170 87 

 

IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan 

untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen) 

Indikator ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat 

Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada 

LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 

Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus 

proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek 

pengawasan.  

 

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel 50. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan 

untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Persentase Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang Dimanfaatkan 
untuk Perbaikan Kinerja 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (Persen) 

80 100 125 
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 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 51. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil 

Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan Target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 52. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil 

Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 

 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Persentase Rekomendasi 
Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk Perbaikan 
Kinerja Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap  (persen) 

100 100 - 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Persentase Rekomendasi 
Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera (persen) 

100 100 0 
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 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan 

untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai 

sebesar 100%. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Jenderal KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi  

SIDAK KKP sebagaimana pada gambar dibawah ini:  

 

Gambar 2. Screenshot Aplikasi SIDAK 

IKU 12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Indikator ini diukur melalui Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen 

Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan 

pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.  Rekonsiliasi kinerja 

dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh 

satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap 

perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana 

pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih 

baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 

25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan 

Aspek Ketepatan (20%). 
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Perhitungan indikator ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas 

implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja 

Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator 

tahunan dengan kegiatan yang dilakukan oleh DJPT sebagai berikut: 

 

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel 53. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

 

Capaian nilai rekonsiliasi kinerja ini terdiri dari beberapa aspek yakni aspek 

kepatuhan dengan nilai 100, aspek kesesuaian 100, aspek ketercapaian 

sebesar 116,16, dan aspek ketepatan sebesar 100. 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 54. Perbandingan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan Target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 

 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Nilai Rekonsiliasi kinerja 
Pelabuhan Perikanan Samudera 
Cilacap (Nilai) 

94 99,04 105,36 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi  

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Nilai Rekonsiliasi kinerja 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (Nilai) 

96,70 99,04 2,42 
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 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 55. Perbandingan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Capaian nilai rekonsiliasi kinerja ini telah ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap pada surat Sekretaris Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap Nomor. B.5702/DJPT.1/RC.610/XI/2024 tanggal 29  

ovember 2024 hal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Ligkup Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024.  

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator 

Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini 

mengalami kenaikan sebesar 2,42% dari pada capaian Tahun 2023. 

Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

dikarenakan dikarenakan 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek 

Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian 

(Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%) terpenuhi dengan baik. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 56. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Layanan Data Statistik 
Kelautan dan Perikanan 

16,000,000 14,707,663 91,92 

Pembayaran gaji dan 
tunjangan 

8,355,539,000 8,355,332,831 99,99 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Nilai Rekonsiliasi kinerja 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera (Nilai) 

99,04 98,92 0,12 
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Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

PEMBAYARAN GAJI DAN 
TUNJANGAN PPPK 

2,537,270,000 2,536,074,150 99,95 

Dukungan Penyelenggaraan 
Tugas dan Fungsi Unit 

68,025,000 67,768,784 99,62 

Laporan Program dan 
Kegiatan 

39,200,000 39,169,898 99,92 

 

 

IKU 13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (indeks) 

Indikator kinerja indeks profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap merupakan indikator untuk mengukur kualitas 

ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan 

pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 

38 Tahun 2018). 

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : (1) 

Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah 

SLTA sampai dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat 

pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat 

Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan 

Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, diukur dari penilaian prestasi 

kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku 

Kerja; (4) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin 

yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan 

pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). 

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan 

pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :  

a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional); 

b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional); 

c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional); 
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d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);  

e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional). 

Angka capaian indikator kinerja ini diperoleh dan diukur oleh Biro  SDM 

Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan  dan dihitung secara tahunan.  

Data IP ASN dapat diambil di dashboard pengukuran IP ASN KKP pada laman : 

http://www.ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/dashboard. 

 

 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 57. Target dan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap  

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024  

Persentase 
Capaian 

(%) 

IP ASN Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (indeks) 

84 92,88 110,57 

 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 58. Perbandingan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Tabel 59. Perbandingan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap dengan target renstra 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi 

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

IP ASN Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (indeks) 

90,19 92,88 2,98 

Nama IKU 
Realisasi  

2024 
Target 

Renstra 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

IP ASN Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (indeks) 

92,88 78 119,08 

http://www.ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/dashboard
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Realisasi indikator IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada 

Tahun 2024 mencapai 119,08% terhadap target yang ditetapkan pada Renstra 

PPS Cilacap. 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 60. Perbandingan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Capaian IP ASN PPS Cilacap terjadi karena terpenuhinya dimensi dalam 

penghitungan IP ASN tersebut. Dimensi Kualifikasi, PPS Cilacap mendorong 

para pegawai untuk melanjutkan peningkatan jenjang pendidikan, sampai saat 

ini terdapat 2 orang yang sudah menyelesaikan pendidikan S2 dan 3 (tiga) 

pegawai diusulkan untuk tugas belajar baik jenjang S2 dan S1. Dimensi 

Kompetensi dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

baik teknis, manajerial dan sosial kultural dengan bekerjasama dengan Balai 

Diklat Aparatur Sukamandi maupun lembaga dan Instansi lain. Dalam dimensi 

kompetensi ini telah semua pegawai memperoleh hasil maksimal dalam 

pengembangan kompetensinya. DImensi Kinerja telah mendorong para 

pegawai agar mempunyai Sasaran Kerja Pegawai yang sejalan dengan 

Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan rata rata mendapatkan nilai 

Baik dan Sangat Baik. Dimensi Kedisiplinan pegawai dilaksanakan sosialisasi, 

pengawasan, penanaman integritas terkait kode etik pegawai dan kedisiplinan 

dan di akhir tahun mendapatkan penilaian maksimal. Disamping itu juga 

dikarekanakan mulai timbulnya kesadaran dalam mendapatkan kewajiban 20 

JP serta seminar dalam setiap Tahun. 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

IP ASN PPS Cilacap 
(indeks) 

92,88 90,78 2,31 
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Anggaran. Selain itu pimpinan satker memberikan contoh dalam 

antusiasme mendapatkan pengembangan kompetensi lalu mengawal capaian 

individu setiap periode. Adanya gap waktu pengunggahan di myasn/siasn 

dengan penarikan data oleh Biro SDM Aparatur sehingga sering ada 

keterlambatan update nilainya. Kesalahan dalam penginputan kategori diklat, 

terkadang masih ada pencantuman kategori diklat yang belum tepat, webinar  

erinput sebagai bimbingan teknis. Saran dan perbaikan kedepan yaitu perlunya  

ilakukan sosialisasi lagi dalam cara penginputan di myasn/siasn serta 

koordinasi dengan pemangku aplikasi kepegawaian sehingga tidak ada 

kesalahan dan data yg ada di MyASN bisa ditarik sempurna oleh Biro SDMAO 

KKP. Selain itu juga perlu koordinasi dengan Eselon I untuk dapat 

menghadirkan rangkaian diklat yang sesuai dengan Standar Kompetensi 

Jabatan (SKJ) setiap Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu hingga 

Jabatan Struktural. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 61. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi 
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Dukungan Pengembangan, 
pengelolaan dan pembinaan 
jabatan fungsional 

30,000,000 29,996,000 99,98 

 

IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap 

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan Tingkat 

Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap sesuai ketentuan yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada 

akhir tahun dengan komponen penilaian sebagai berikut: 
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1. Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit 

Eselon I dengan mendapatkan nilai 10,00; 

2. Perencanaan dan persiapan pengadaan dengan mendapatkan nilai 15,00; 

3. Presentase pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui 

SPSE dengan mendapatkan nilai 10,00; 

4. Keseuaian Tahap Pelaksanaan dengan mendapatkan nilai 41,29; 

5. Laporan Penyelenggaraan PBJ dengan mendapatkan nilai 5,00; 

6. Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan 

Barang/Jasa lingkup Eselon I Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2024 dengan 

mendapatkan nilai 15,00. 

 

 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 62. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan 

Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
Capaian 

(%) 

Tingkat Kepatuhan Pengadaan 
Barang/Jasa PPS Cilacap 
(persen) 

80 96,29 120,36 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 63. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan 

Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (persen) 

Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi 

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Tingkat Kepatuhan Pengadaan 
Barang/Jasa PPS Cilacap 
(persen) 

100 96,29 (3,71) 
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 Perbandingan dengan target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 64. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan 

Barang/Jasa PPS Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, tingkat kepatuhan PBJ 

lngkup KKP mencapai nilai rata-rata sebesar 86,59% atau melebihi target yang 

ditetapkan sebesar 80%, namun pencapaian di Tahun 2024 lebih rencah dari 

pencapaian tahun 2023 dikarenakan ada beberapa hal yang perlu 

disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun 

sebelumnya diantaranya: 

1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Aplikasi 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); 

2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan 

I tahun berjalan; 

3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan 

Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat 

Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga 

paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada 

kesempatan pertama; 

4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu; 

5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa. 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Tingkat Kepatuhan 
Pengadaan Barang/Jasa 
PPS Cilacap (persen) 

96,29 96,29 0 



 
                                                                                          

 

 66 

 
 
 
 
 
 

IKU 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap  

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan tingkat 

kepatuhan pengelolaan BMN Satker PPS Cilacap sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun dengan 

komponen penilaian sebagai berikut:  

1. Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 

(10%); 

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan 

belanja modal hingga Triwulan III tahun 2021 baik ke pengguna barang dan 

pengelola barang (25%); 

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) 

Tahun 2018-2020 (20%); 

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 di dukung 

BAST/berita Acara Pemakaian (25%); 

5. Penysunan laporan BMN (semesteran & tahunan) secara tepat waktu 

(20%). 

 

 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 65. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN 

lingkup PPS Cilacap 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024  

Persentase 
Capaian 

(%) 

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan 
BMN lingkup PPS Cilacap 
(persen) 

80 90 112,50 
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 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 66. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN 

lingkup PPS Cilacap Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 67. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN 

lingkup PPS Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, tingkat kepatuhan 

pengelolaan BMN lingkup KP mencapai mencapai nilai rata-rata sebesar 

93,78%, namun pencapaian di Tahun 2024 lebih rencah dari pencapaian tahun 

2023 dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk 

peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun sebelumnya diantaranya: 

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada 

Unit Eselon I lingkup KKP; 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi 

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan 
BMN lingkup PPS Cilacap 
(persen) 

95 90 (5,26) 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Tingkat Kepatuhan 
Pengelolaan BMN 
(persen) 

90 90 0 
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2. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I 

lingkup KKP;  

3. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit 

Eselon I 

lingkup KKP; 

4. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak 

Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP; 

5. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara 

Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I 

lingkup KKP; 

6. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit 

Eselon I 

lingkup KKP. 

 

IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan 

selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja 

Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas 

pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan 

terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan 

Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, 

Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian LPJ 

Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerpan Anggaran, 

Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan 

SPM, dan Perencanaan Kas. IKU ini memiliki periode pengukuran semesteran.  
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 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 68. Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA PPS Cilacap  

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024  

Persentase 
Capaian 

(%) 

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (nilai) 

93,76 97,82 104,33 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 69. Perbandingan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap  Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Tabel 70. Perbandingan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap dengan target renstra 

 

Realisasi indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada 

Tahun 2024 mencapai 108,69% terhadap target yang ditetapkan pada Renstra 

PPS Cilacap. 

 

 

 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi 

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Nilai IKPA Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(nilai) 

93,31 97,82 4,83 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2024 
Target 

Renstra 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (nilai) 

97,82 90 108,69 
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 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 71. Perbandingan Realisasi IKU Nilai IKPA PPS Cilacap dengan PPS 

Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Sehubungan dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 terjadi Reformasi Perhitungan Nilai IKPA 

berdasar PER-5/PB/2024, dimana terdapat perubahan tata cara perhitungan 

per indikatornya. Adapun perubahan masing-masing indicator antara lain Revisi 

DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual,  

enyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian 

Output. Masing masing indicator tersebut diejawantahkan dan saling terkait 

dalam perolehan nilai IKPA Tahun 2024. 

Capaian Tahun 2024, PPS Cilacap mendapatkan realiasi nilai 97,82 atau 

capaian 104,33 dari target tahun 2024 dikarenakan dari penilaian IKPA yang 

meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu: Aspek kualitas 

perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi  

IPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA dengan capaian nilai aspek sebesar 

94,91; Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 

indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian 

Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan 

(UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan 

capaian nilai aspek sebesar 99,16; serta Aspek kualitas hasil pelaksanaan 

anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output dengan capaian nilai aspek 

sebesar 100. 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Nilai IKPA Pelabuhan 
Perikanan Samudera 
Cilacap (nilai) 

97,82 96,19 1,69 
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Pada Tahun 2024 realisasi penyerapan adalah sebesar Rp. 

22.522.669.505,- yang terdiri dari belanja pegawai (51) sebesar Rp.  

10.891.405.399; belanja barang (52) dengan realisasi sebesar Rp. 

9.309.524.413,- serta Belanja Modal (53) dengan realisasi sebesar Rp. 

2.298.058.800,-. Indikator lainnya antara lain pengelolaan UP dan TUP dan 

indicator lainnya bisa mendapatkan nilai maksimal. Dari hasil penilaian IKPA 

masih terdapat Nilai indicator deviasi halaman III DIPA masih belum optimal 

yaitu sebesar 13.47 dari bobot sebesar 15, sehingga mempengaruhi nilai 

capaian Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran. Saran masukan 

untuk perbaikan ke depan adalah guna meningkatkan capaian Nilai IKPA ke 

depan masih perlu ditingkatkan melalui konsistensi terhadap pelaksanaan 

anggaran sesuai dengan RPD yang ditetapkan sebagaimana pada halaman III 

DIPA serta melakukan pemutakhiran lembar III DIPA paling lambat hari ke 

sepuluh setiap triwulan berikutnya. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Tabel 72. Kegiatan yang menunjang capaian IKU 

Kegiatan 
Alokasi 

Anggaran 
Realisasi  
Anggaran  

Persentase 
Capaian (%) 

Laporan Keuangan dan BMN 35,550,000 35,174,779 99 

Sosialisasi Ketentuan dan 
Peraturan tentang Pengelolaan 
Keuangan dan BMN 

48,725,000 44,477,027 91 
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IKU 17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap  

Merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2023 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, PMK No. 62 Tahun 2023 

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan, KMK No. 466 Tahun 2023 Pedoman Teknis 

Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap 

Perencanaan Anggaran dengan komponen penilaian : 

1. Variabel Efektifitas yang Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui 

indikator Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala 

mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan.  

2. Variabel Efisiensi dimana Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui 

indikator yang meliputi: a. Penggunaan SBK; dan/atau b. Efisiensi SBK.  

 

 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 73. Target dan Realisasi IKU Nilai NKPA PPS Cilacap  

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024  

Persentase 
Capaian 

(%) 

Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran PPS Cilacap (nilai) 

71 90 126,76 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tidak dapat membandingkan dengan tahun sebelumnya karena IKU ini 

merupakan IKU baru. 

 

 Perbandingan dengan target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 
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 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 74. Perbandingan Realisasi IKU Nilai NKPA PPS Cilacap dengan PPS 

Kendari 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Capaian Tahun 2024, PPS Cilacap mendapatkan realiasi nilai 90 atau 

capaian 126,76% didapati dari hasil Capaian Variabel Efektifitas indikator 

Capaian RO sebesar 100, dan Capaian Variabel Efisiensi atas Indikator 

Penggunaan SBK sebesar 100 dan Indikator Efisiensi SBK 33,35. Sehingga 

perlu ada Penetapan SBKK oleh Eselon 1 untuk tahun Anggaran 2025. 

 

IKU 18.  Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan 

Samudera Cilacap  

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara 

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan 

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).  

 

 

 

 

 

 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Nilai Kinerja 
Perencanaan Anggaran 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera (nilai) 

90 90 0 
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 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel 75. Target dan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup 

Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap  

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 
Realisasi 

Tahun 2024 
Persentase 
Capaian (%) 

Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat lingkup Pelabuhan 
perikanan Samudera Cilacap 
(Nilai) 

88,30 91,94 104,12 

 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Tabel 76. Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

  

 Perbandingan dengan target Renstra 

Tidak dapat membandingkan dengan target Renstra 

 

 Perbandingan dengan unit kerja setara (PPS Kendari) 

Tabel 77. Perbandingan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 

lingkup PPS Cilacap dengan PPS Kendari 

 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi 

Tahun 2024 
Naik/Turun 

(%) 

Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat lingkup 
Pelabuhan perikanan 
Samudera Cilacap (Nilai) 

92,29 91,94 (1,34) 

Nama IKU 
Realisasi 

PPS Cilacap 
Realisasi  

PPS Kendari 

Persentase 
Perbandingan 

(%) 

Nilai Survei Kepuasan 
Masyarakat lingkup 
Pelabuhan perikanan 
Samudera (Nilai) 

91,94 89,10 3,19 
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 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Hasil SKM pada Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan 

Msyarakat (IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 91,94 

(kriteria A) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Indeks tersebut 

diperoleh dari pengolahan data sebanyak 71 responden dan 13 jenis 

pelayanan. Realisasi nilai SKM PPS Cilacap Tahun 2024 mengalami 

penurunan sebesar 1,34%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan 

kebijakan terkait dengan mekanisme penggunaan tanah bangunan yang 

berubah menjadi pemanfaatan tanah/bangunan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa: 

1. Seluruh unsur layanan mendapatkan nilai dengan mutu pelayanan 

kategori A (SANGAT BAIK); 

2. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah diantaranya adalah 

persyaratan layanan dan kesesuaian biaya mendapatkan nilai terendah 

meski masih dalam kategori SANGAT BAIK; 

3. Unsur kemudahan fitur/kemampuan petugas menempati nilai tertinggi 

yaitu 3,69; 

4. Jenis layanan dengan IKM paling tinggi yakni Pelayanan Penggunaan 

Transportasi dan Pelayanan Unit Pendingin. 

 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Upaya yang dilakukan dalam menunjang tercapaianya indikator ini adalah 

dengan membentuk Tim SKM melalui Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala 

Pelabuhan Nomor B.5/PPSC/KP.440/I/2024 tentang Penunjukan Tim Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SKM dilakukan 

sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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3.2. Akuntabilitas Keuangan 

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Tahun Anggaran 2024 dengan PAGU efektif sebesar Rp. 

22.669.690.000, yang terbagi dalam 5 (lima) kegiatan utama sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan 

Kapal Perikanan; 

2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; 

3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; 

4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; 

5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. 

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 

22.522.669.505,- atau sebesar 99,35%. 

 

3.3. Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Sasaran Kegiatan 

Target anggaran yang telah ditetapkan, direncanakan untuk menghasilkan 

capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah 

anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah 

ditetapkan, sebagaimana tabel berikut: 

 

 

Tabel 78. Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Sasaran 

Kegiatan 

Sasaran Kegiatan 
Target 

Anggaran 
Tahun 2024 

Realisasi 
Anggaran 

Tahun 2024 

Capaian 
realisasi 

(%) 

NPSS 
(%) 

Efisiensi 
(%) 

Nilai PNBP Sektor Perikanan 
Tangkap Meningkat di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap 

372.251.000 350.596.291 94 120 26 

Produktivitas perikanan 
tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Samudera 
Cilacap meningkat 

83.340.000 77.599.875 93 120 27 
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Sasaran Kegiatan 
Target 

Anggaran 
Tahun 2024 

Realisasi 
Anggaran 

Tahun 2024 

Capaian 
realisasi 

(%) 

NPSS 
(%) 

Efisiensi 
(%) 

Pengelolaan Pelabuhan 
Perikanan Samudera 
Cilacap yang berdaya saing 

9.067.447.000 8.982.624.621 99 107,46 8,4 

Pengembangan dan 
peningkatan fasilitas di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap yang 
optimal 

1.940.009.000 1.920.054.689 98,97 113,45 14,48 

Pengelolaan kapal perikanan 
dan alat penangkapan ikan 
yang berdaya saing di 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap 

22.000.000 21.686.727 98,57 120 21 

Pengelolaan awak kapal 
perikanan yang tersertifikasi/ 
terlindungi di Pelabuhan 
Perikanan Samudera 
Cilacap 

13.000.000 12.986.000 99,89 107,91 8,02 

Tata Kelola pemerintah yang 
baik di lingkungan 
Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap 

11.171.643.000 11.157.121.302 99,87 112,11 12,24 
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BAB IV. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Secara umum target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Tahun 2024 dapat terealisasi dengan rata-rata tingkat capaian sasaran 

strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 114,42% dimana 

seluruh indikator kinerja dapat tercapai 100%. 

 Di dalam Laporan Kinerja Tahunan ini, juga menyajikan perbandingan 

Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan 

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Dalam perbandingan tersebut dapat 

dilihat bahwa dari 18 IKU yang sama, PPS Cilacap berhasil unggul 8 IKU, lebih 

rendah 5 IKU dan memiliki capaian IKU sama besar pada 5 IKU.  

 

4.2. Saran 

Dengan tercapainya seluruh Indikator Kinerja Utama Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap pada Tahun 2024 ini, strategi pencapaian kinerja 

harus tetap dilakukan untuk tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan 

capaian kinerja. Strategi tersebut untuk mengantisipasi faktor-faktor baik 

internal maupun eksternal dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. 

 

4.3. Tindak Lanjut atas Saran di LKj Triwulan III Tahun 2024 

1. Evaluasi rencana aksi yang dilakukan setiap Triwulan telah disepakati 

untuk memuat hal-hal yang lebih komprehensif mengenai kendala serta 

tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian 

indikator kinerja utama; 

2. Sosialisasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada 

seluruh pegawai untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam 

pencapaian indikator kinerja utama. Selain itu juga dilakukan kuis yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar pemahaman pegawai. 



 

LAMPIRAN  

DATA DUKUNG 



 
 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM 
NOMOR 32/PPSC/PI.310/I/2025 

 

Yth :  Kepala Pelabuhan 
Dari :  Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan  
Hal :  Data dukung capaian kinerja TW IV Tahun 2024 
Lampiran :   Dua Berkas 
Tanggal :  10 Januari 2024 
 

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Tahun 2024, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang dilaksanakan di Tim Kerja Operasional Pelabuhan dengan periode 

pengukuran triwulanan sebagai berikut:  
 

1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

(Ton) 

 Merupakan indikator Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan 

tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam 

bentuk basah. 

IKU TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 
Volume produksi perikanan 
tangkap di Pelabuhan Perikanan 
Samudera Cilacap (ton) 

26.652 39.970,13 149,97 

 

Volume produksi didapat dari jenis ikan dominan yakni tuna, cakalang, cumi. 

Pada triwulan IV tahun 2024, terjadi peningkatan volume pendaratan ikan per 

kapal.     
 

 

 Perbandingan dengan capaian pada Triwulan IV Tahun 2023: 

IKU 
REALISASI 
TW IV 2023 

REALISASI 
TW IV 2024 

NAIK/ 
TURUN (%) 

Volume produksi perikanan 
tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
(ton) 

9.144.574 10.090.712 10,35 

 

Jika dibandingkan dengan volume produksi pada TW IV tahun 2023, terjadi 

peningkatan volume produksi yang sangat signifikan. Hal tersebut karena 

adanya penambahan jumlah armada baru  sekitar 100 unit yang mendaratkan 

hasil tangkapannya di PPS Ciacap karena daerah penangkapannya lebih 

dekat dengan PPS Cilacap.  

 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 
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2 
 

2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) 

 Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan 

atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan 

(sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang 

Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas 

SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai 

bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. 

Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. 

Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas 

pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri. 

 

IKU TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 
Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) 

84 93,42 111,21 

  
Capaian Indikator Tingkat Operasional Pelabuhan pada Triwulan IV tercapai 

sebesar 93,42 atau katagori kinerja sangat baik. Indikator Tingkat Operasional 

Pelabuhan diperoleh dari perolehan nilai EVKIN dimana terdiri dari 27 (dua 

puluh tujuh) komponen penilaian. Capaian nilai tersebut dipengaruhi oleh 

optimalnya komponen penilaian yang terdiri dari frekuensi kunjungan kapal, 

volume produksi, layanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor. 

Namun demikian, masih terdapat komponen yang belum maksimal yakni 

kriteria STBLK Kedatangan, kegiatan sosialisasi dan bimtek, fasilitasi 

penyuluhan, serta penyerapan tenaga kerja. 
 

 Perbandingan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2023 

NO IKU 
REALISASI 
TW IV 2023 

REALISASI 
TW IV 2024 

NAIK/ 
TURUN (%) 

1 
Tingkat Kinerja Pelabuhan 
Perikanan Samudera 
Cilacap (Nilai) 

89,06 93,42 4,90 

 

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023, capaian pada Triwulan IV 

Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,90 %.Hal ini dipengaruhi oleh 

meningkatnya frekuensi kunjungan kapal, volume produksi, layanan tambat 

labuh dan penambahan jumlah investor. 
 

Terkait dengan capain IKU di atas, terlampir kami sampaikan data dukung kedua IKU 

tersebut. 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih dan mohon 

arahan lebih lanjut. 

 

 

 

                       Yatim Kurniadi 
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DATA DUKUNG IKU 2 

VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN 

PERIKANAN SAMUDERA CILACAP  (TRIWULAN IV) 

SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 

 TAHUN  2024 
 

 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 



A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak 

pertama, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan Pihak 

kedua, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 10 Januari 2024, 

sesuai dengan permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan 

Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

berdasarkan hal tersebut maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan 

akan menyampaikan : 

a. Sasaran Program : Produksi Perikanan Tangkap meningkat di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap; 

b. IKU 2  : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (Ton); 

c. Deskripsi : Merupakan indikator volume produksi perikanan tangkap 

yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal 

dari perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap; 

d. Formula perhitungan  : Penjumlahan volume produksi perikanan di laut 

dan di perairan pedalaman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap; 

e. Data Dukung berupa : Rekapitulasi data jumlah produksi di PPS 

Cilacap. 

f. Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terdiri 

dari  ikan yang didaratkan dari kapal-kapal yang bongkar di PPS 

Cilacap maupun ikan yang berasal dari luar Cilacap yang diangkut ke 

PPS Cilacap dengan angkutan darat untuk dipasarkan ke konsumen di 

Cilacap. 

 

 

 

2. Lokasi 

Lokasi  pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap. 

 

 

 

 

 

 



B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN 

 

1. Metode  Kerja 

 

  Pelaksanaan kegiatan pengambilan data produksi di lakukan dengan 

metode Sampling dan Sensus. 

 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan 

   

    Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan  pendataan produksi perikanan 

tangkap di PPS Cilacap sebanyak 10 orang, untuk pendataan kapal > 5 GT 

sebanyak 8 orang dan untuk pendataan  kapal < 5 GT sebanyak 1 orang. 

Dalam Kegiatan pendataan produksi, form yang digunakan sebagai alat 

bantu untuk pendataan di lapangan adalah form SL3; 

  

3. HASIL KEGIATAN 

      

Hasil Kegiatan Pendataan ini dilakukan  proses pengolahan data,  

kemudian dituangkan dalam laporan harian, berupa laporan produksi      

harian, yang  akan  dibuat sebagai dasar laporan mingguan dan bulanan, 

dapat kita lihat data volume produksi sampai dengan  triwulan IV, Sampai 

dengan bulan Desember 2024 yang didaratkan di Pelabuhan perikanan  

Samudera Cilacap : 
 

No Bulan Volume (Ton ) Nilai (Rp) 

1 Januari 3.159,61 52.613.525.000 

2 Februari 2.098,38 37.456.810.000 

3 Maret 1.998,14 36.469.275.000 

4 April 2.173,25 37.442.789.000 

5 Mei 2.396,56 43.106.840.000 

6 Juni 6.209,10 108.083.211.000 

7 Juli 3.195,30 61.659.394.000 

8 Agustus 4.495,09 91.366.307.000 

9 September 4.153,99 82.905.810.000 

10 Oktober 4.548,52 107.100.364.000 

11 November 3.241,40 76.204.535.000 

12 Desember 2.300,79 53.994.138.000 

 Jumlah  39.970,13 788.402.998.000 

 

Perbandingan Volume dan Nilai Produksi hasil tangkapan ikan yang 

didaratkan antara tahun 2024 dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah. Dari 

tabel dapat dilihat bahwa untuk volume dan nilai produksi pada peroide Triwulan 

IV tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari volume produksi 



pada Triwulan IV tahun 2023. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan 

jumlah armada sekitar 100 armada baru yang mendaratkan hasil tangkapannya ke 

PPS Cilacap karena daerah penangkapannya lebih dekat dengan PPS Cilacap. 

 

BULAN 
VOLUME(Kg) NILAI PRODUKSI (Rp) 

2023 2024 2023 2024 

OKTOBER 3.493.878 4.548.523 70.583.419.000 107.100.364.000 

NOVEMBER 3.009.837 3.241.396 62.092.868.000 76.204.535.000 

DESEMBER 2.640.859 2.300.793 46.468.539.000 53.994.138.000 

JUMLAH 9.144.574 10.090.712 179.144.826.000 237.299.037.000 

 

 

4. Jenis Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

antara lain adalah : 

 

Cumi karet, cakalang, Tk. mata besar, lemadang, layur, madidihang, 

mata besar, albakora, meka, gindara, cucut selendang, setuhuk hitam, 

cucut lanjaman, cucut pahitan, cumi karet, kuwe, kakap merah, manyung, 

tumbuk, casper, cucut cakilan, selar dan cucut tikusan. 

 

Demikian laporan data produksi dan nilai produksi yang dapat kami 

laporkan dan sebagai bahan kepentingan lebih lanjut. 

 

  An. Kepala Pelabuhan 

  Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan 

 

 

 

 

 Yatim Kurniadi 

 

 

 

 

 

 

 



NO PELABUHAN PERIKANAN 

TAHUN 
 2023 2024 
 VOLUME (Kg) VOLUME (Kg) TON 

        
 4 PPS CILACAP 25.879.653,50  39.970.134,00  39.970,13  

JANUARI   
        
790.413,00  

      
3.159.614,00  

  
3.159,61  

FEBRUARI   
        
535.412,00  

      
2.098.375,00  

  
2.098,38  

MARET   
     
1.083.653,00  

      
1.998.137,00  

  
1.998,14  

APRIL   
     
1.724.610,00  

      
2.173.253,00  

  
2.173,25  

MEI   
        
898.106,00  

      
2.396.563,00  

  
2.396,56  

JUNI   
     
2.839.634,00  

      
6.209.098,00  

  
6.209,10  

JULI   
     
2.699.410,00  

      
3.195.304,00  

  
3.195,30  

AGUSTUS   
     
2.902.602,50  

      
4.495.091,00  

  
4.495,09  

SEPTEMBER   
     
3.261.239,00  

      
4.153.987,00  

  
4.153,99  

OKTOBER   
     
3.493.878,00   4.548.523,00 4.548,52       

NOPEMBER   
     
3.009.837,00   3.241.396,00 

              
3.241,40 

DESEMBER   
     
2.640.859,00   2.300.793,00 

              
2.300,79  

        
                    
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

NO 
PELABUHAN 
PERIKANAN 

TAHUN 
 2023 2024 
 NILAI (Rp) NILAI (Rp) Milyar 

4 PPS CILACAP 
      
596.907.616.000  

         
788.402.998.000  

  
788,40  

JANUARI   
        
20.367.801.000  

            
52.613.525.000  

    
52,61  

FEBRUARI   
        
14.230.065.000  

            
37.456.810.000  

    
37,46  

MARET   
        
30.036.796.000  

            
36.469.275.000  

    
36,47  

APRIL   
        
47.593.924.000  

            
37.442.789.000  

    
37,44  

MEI   
        
22.852.666.000  

            
43.106.840.000  

    
43,11  

JUNI   
        
75.739.565.000  

         
108.083.211.000  

  
108,08  

JULI   
        
69.169.760.000  

            
61.659.394.000  

    
61,66  

AGUSTUS   
        
71.536.043.000  

            
91.366.307.000  

    
91,37  

SEPTEMBER   
        
66.236.170.000  

            
82.905.810.000  

    
82,91  

OKTOBER   
        
70.583.419.000   107.100.364.000 

           
107,10  

NOPEMBER   
        
62.092.868.000   76.204.535.000 

           
76,20  

DESEMBER   
        
46.468.539.000   53.994.138.000 

           
53,99  

        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATA BULAN JANUARI 2024 
 

Jenis Ikan Volume Nilai Harga 

 Albakor             2.777,00                         83.310.000                       30.000  

 B. Hitam                 184,00                           7.360.000                       40.000  

 B. Putih                   40,00                           7.200.000                     180.000  

 Belo/selanget           10.285,00                         30.855.000                         3.000  

 Bilis           14.460,00                         43.380.000                         3.000  

 C. Cakilan                 397,00                           5.128.000                       12.917  

 C. Depok                 212,00                           1.484.000                         7.000  

 C. Lanjaman             2.343,00                         33.567.000                       14.327  

 C. Pahitan             2.635,00                         31.942.000                       12.122  

 C. Slendang           15.972,00                      129.255.000                         8.093  

 C. Tikusan                   92,00                           1.196.000                       13.000  

 Cakalang     1.295.314,00                23.846.123.000                       18.410  

 Casper             1.394,00                         28.284.000                       20.290  

 Cumi Karet     1.182.339,00                15.354.252.000                       12.986  

 Gindara             6.138,00                      122.977.000                       20.035  

 Gogokan                   75,00                           2.100.000                       28.000  

 Gulamah           15.324,00                      229.860.000                       15.000  

 Kembung                 191,00                           5.730.000                       30.000  

 Kenyar                 186,00                           2.790.000                       15.000  

 Kerong             1.961,00                         58.830.000                       30.000  

 Kuniran/ biji 
Nangka  

               204,00                           2.448.000                       12.000  

 Layang             2.157,00                         29.948.000                       13.884  

 Layaran             1.740,00                         39.352.000                       22.616  

 Layur             7.864,00                      243.052.000                       30.907  

 Lemadang         175.790,00                   2.865.332.000                       16.300  

 Lendra/lidah             1.923,00                         48.075.000                       25.000  

 Lidah                 400,00                         10.000.000                       25.000  

 Lisong           38.014,00                      278.748.000                         7.333  

 Madidihang           48.918,00                   1.476.921.000                       30.192  

 Manyung             9.069,00                      128.249.000                       14.141  

 Mata Besar           47.877,00                   1.318.550.000                       27.540  

 Meka           12.067,00                      439.535.000                       36.425  

 Nomei                 978,00                           7.824.000                         8.000  

 Opah             1.162,00                         12.595.000                       10.839  

 P. Plampangan                   78,00                               780.000                       10.000  

 P. Tunggul                   28,00                               280.000                       10.000  

 Pari Plampangan                   65,00                               650.000                       10.000  

 Pihi                   75,00                           2.100.000                       28.000  



 Rajungan                 216,00                           9.720.000                       45.000  

 Setuhuk Hitam             2.043,00                         67.410.000                       32.996  

 Setuhuk Putih                 333,00                           9.990.000                       30.000  

 Sunglir             1.345,00                         21.210.000                       15.770  

 Tenggiri                 774,00                         23.220.000                       30.000  

 Teri                 845,00                         15.210.000                       18.000  

 Tetengkek                 372,00                           5.208.000                       14.000  

 Tigawaja             3.130,00                         78.250.000                       25.000  

 Tk. Madidihang           34.024,00                      658.738.000                       19.361  

 Tk. Mata Besar         215.617,00                   4.237.749.000                       19.654  

 Udang Barat                 651,00                         22.785.000                       35.000  

 Udang Dogol             1.273,00                         76.380.000                       60.000  

 Udang Jerbung             2.120,00                      445.200.000                     210.000  

 Udang Krosok             5.110,00                      178.850.000                       35.000  

 Udang Rebon             3.757,00                         75.140.000                       20.000  

 
   3.172.338,00                52.855.122.000  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN PEBRUARI 2024 

Jenis Ikan  Volume Nilai  Harga 

Albakor                      315                      9.450.000         30.000  

Alu Alu                          5                            75.000         15.000  

B. Putih 384 69120000      180.000  

Belo/selanget                  2.357                      7.071.000           3.000  

Bilis                11.464                    34.392.000           3.000  

C. Cakilan                      135                      1.620.000         12.000  

C. Lanjaman                      549                      7.406.000         13.490  

C. Patilan                  2.025                    14.175.000           7.000  

C. Slendang                  5.571                    44.568.000           8.000  

Cakalang          1.313.703           23.658.092.000         18.009  

Casper                        19                          380.000         20.000  

Cumi Karet             273.914              3.511.370.000         12.819  

Gindara                12.425                 248.500.000         20.000  

Gogokan                      195                      5.460.000         28.000  

Gulamah                  7.607                 114.105.000         15.000  

Kakap Hitam                        65                      1.625.000         25.000  

Kakap Merah                        75                      3.375.000         45.000  

Kembung 241               7.230.000,00         30.000  

Kerong 573             17.190.000,00         30.000  

Kuniran/ biji Nangka                      354                      4.248.000         12.000  

Layang                        40                          560.000         14.000  

Layaran                      245                      5.390.000         22.000  

Layur                  6.990                 221.470.000         31.684  

Lemadang             136.578              2.183.628.000         15.988  

Lendra/lidah                  3.119                    77.975.000         25.000  

Lidah                      268                      6.700.000         25.000  

Lisong                32.904                 230.328.000           7.000  

Madidihang             106.017              3.074.493.000         29.000  

Manyung                  6.252                    80.540.000         12.882  

Mata Besar                11.803                 311.058.000         26.354  

Meka                      833                    28.894.000         34.687  

Nomei                  3.011                    24.088.000           8.000  

Opah                      115                      1.150.000         10.000  

P. Gitar                      120                          840.000           7.000  

P. Plampangan                      325                      3.250.000         10.000  

P. Tunggul                      140                      1.400.000         10.000  

Rajungan                      981                    53.955.000         55.000  

Remang                        65                      1.300.000         20.000  

Set. Hitam                        55                      1.760.000         32.000  

Setuhuk Hitam                      991                    31.440.000         31.726  



Setuhuk Putih 123 3690000        30.000  

Sunglir                        45                          720.000         16.000  

Tenggiri                      847                    25.410.000         30.000  

Tigawaja                  3.460                    86.500.000         25.000  

Tk. Madidihang                26.878                 510.682.000         19.000  

Tk. Mata Besar             111.698              2.122.262.000         19.000  

Udang Barat                      108                      3.780.000         35.000  

Udang Dogol                      493                    29.580.000         60.000  

Udang Jerbung                  1.257                 263.970.000       210.000  

Udang Krosok                  6.519                 228.165.000         35.000  

Udang Rebon                  4.119                    82.380.000         20.000  

 
         2.098.375           37.456.810.000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN  MARET  2024 

Jenis Ikan  Volume Nilai  Harga 

Albakor                  3.674                 110.220.000         30.000  

Alu Alu                          4                            80.000         20.000  

Belo/selanget 5795 17385000          3.000  

Bilis                  7.363                    22.089.000           3.000  

C. Cakilan                  1.408                    19.600.000         13.920  

C. Lanjaman                  1.078                    15.386.000         14.273  

C. Pahitan                  1.079                    12.948.000         12.000  

C. Slendang                      690                      5.762.000           8.351  

C. Tikusan                      462                      5.544.000         12.000  

Cakalang          1.337.141           23.339.636.000         17.455  

Casper                        25                          500.000         20.000  

Cumi Karet             181.776              2.434.388.000         13.392  

Gabus Laut                        43                          516.000         12.000  

Gindara                      330                      6.706.000         20.321  

Gulamah                  8.444                 126.660.000         15.000  

Kakatua                      385                      3.850.000         10.000  

Kembung 145               4.350.000,00         30.000  

Kerapu 60               3.000.000,00         50.000  

Kerong                  1.245                    37.350.000         30.000  

Kuniran/ biji Nangka                        90                      1.620.000         18.000  

Kurisi                      675                    10.530.000         15.600  

Layang                  5.690                 100.140.000         17.599  

Layaran                      559                    12.298.000         22.000  

Layur                10.883                 346.920.000         31.877  

Lemadang                99.499              1.591.984.000         16.000  

Lendra/lidah 2420 60500000        25.000  

Lidah                        80                      2.000.000         25.000  

Lisong                  1.660                    12.025.000           7.244  

Madidihang             135.375              3.908.586.000         28.872  

Manyung                  4.636                    61.274.000         13.217  

Mata Besar                32.482                 846.209.000         26.052  

Meka                  3.508                 112.122.000         31.962  

Nomei                  1.616                    12.928.000           8.000  

Opah                        59                          590.000         10.000  

P. Plampangan                      678                      6.780.000         10.000  

Rajungan                      277                    11.410.000         41.191  

Remang                        35                          700.000         20.000  

Selar                      160                      3.200.000         20.000  

Setuhuk Hitam                  3.154                    99.526.000         31.555  

Setuhuk Putih                      173                      4.980.000         28.786  



Sunglir                      175                      3.060.000         17.486  

Tenggiri                  1.879                    56.370.000         30.000  

Tigawaja                  3.046                    76.150.000         25.000  

Tk. Madidihang                41.772                 793.668.000         19.000  

Tk. Mata Besar                85.710              1.627.125.000         18.984  

Udang Barat                      316                    11.060.000         35.000  

Udang Dogol                      705                    42.300.000         60.000  

Udang Jerbung                  1.253                 263.130.000       210.000  

Udang Krosok                  3.708                 129.780.000         35.000  

Udang Rebon                  4.717                    94.340.000         20.000  

 
         1.998.137           36.469.275.000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN APRIL 2024 

Jenis Ikan   Volume  Nilai  Harga 

Albakor                      246                      7.380.000             30.000  

Alu Alu                        89                      1.820.000             20.449  

B. Putih                      124                    22.320.000           180.000  

Belo/selanget                  1.090                      3.270.000               3.000  

Bilis                10.939                    32.817.000               3.000  

C. Buas                        59                          708.000             12.000  

C. Cakilan                      886                    11.072.000             12.497  

C. Cakilan Air                        52                          728.000             14.000  

C. Koboi                        37                          444.000             12.000  

C. Lanjaman                  3.143                    45.238.000             14.393  

C. Pahitan                  2.400                    29.376.000             12.240  

C. Slendang                  1.716                    15.780.000               9.196  

C. Tikusan                  2.477                    29.724.000             12.000  

Cakalang          1.258.825            21.392.253.000             16.994  

Cumi Karet             324.265              4.746.419.000             14.637  

Gindara                  1.821                    37.648.000             20.674  

Gulamah                  5.580                    83.700.000             15.000  

Kembung                      268                      8.040.000             30.000  

Kenyar                  2.227                    44.540.000             20.000  

Kerong                      293                      8.790.000             30.000  

Kuniran/ biji Nangka                        80                      1.440.000             18.000  

Layang                92.250              1.293.536.000             14.022  

Layaran                  3.335                    81.040.000             24.300  

Layur                  1.082                    32.460.000             30.000  

Lemadang             126.469              2.042.314.000             16.149  

Lemadang                       720                    11.520.000             16.000  

Lendra/lidah                  2.643                    66.075.000             25.000  

Lisong                30.616                  245.064.000               8.004  

Lurik                      411                      4.110.000             10.000  

Madidihang                74.153              2.132.561.000             28.759  

Manyung                  3.011                    43.065.000             14.303  

Mata Besar                23.592                  606.081.000             25.690  

Meka                  9.122                  291.904.000             32.000  

Meka                       817                    26.144.000             32.000  

Nomei                  2.718                    21.744.000               8.000  

P. Plampangan                        65                          650.000             10.000  

Rajungan                      687                    37.785.000             55.000  

SBT                      792                    22.968.000             29.000  

Selar                      290                      5.800.000             20.000  

Setuhuk Hitam                  4.639                  146.786.000             31.642  



Setuhuk Putih                      515                    15.450.000             30.000  

Sunglir                      327                      5.886.000             18.000  

Tenggiri                  1.560                    46.770.000             29.981  

Tigawaja                  3.685                    92.125.000             25.000  

Tk. Madidihang                33.138                  629.622.000             19.000  

Tk. Mata Besar             130.820              2.506.227.000             19.158  

Udang Dogol                      642                    38.520.000             60.000  

Udang Jerbung                  1.351                  283.710.000           210.000  

Udang Krosok                  3.043                  106.505.000             35.000  

Udang Rebon                  4.143                    82.860.000             20.000  

 
   2.173.253,00            37.442.789.000  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN MEI 2024 

Jenis Ikan  Volume Nilai  Harga 

Albakor                  7.879                 236.266.000         29.987  

Alu Alu                      234                      4.720.000         20.171  

B. Putih 916 166200000      181.441  

B.Hitam                      366                    13.210.000         36.093  

Belo/selanget                  6.692                    20.076.000           3.000  

Bilis                  8.806                    26.418.000           3.000  

C. Buas                      966                    11.592.000         12.000  

C. Cakilan                  1.575                    18.966.000         12.042  

C. Cakilan Air                        68                          816.000         12.000  

C. Lanjaman                  3.487                    48.818.000         14.000  

C. Martil                      149                      1.788.000         12.000  

C. Pahitan                  3.233                    38.796.000         12.000  

C. Slendang                  2.363                    18.904.000           8.000  

C. Tikusan                  5.282                    63.384.000         12.000  

Cakalang             926.020           15.409.218.000         16.640  

Casper                          3                            60.000         20.000  

Cumi Karet             606.120              9.856.584.000         16.262  

Gindara 315               6.615.000,00         21.000  

Gulamah 8378          125.670.000,00         15.000  

Kakap Merah                  1.437                    71.850.000         50.000  

Kenyar                      814                    14.366.000         17.649  

Kerapu                      551                    24.795.000         45.000  

Kerong                  1.921                    57.630.000         30.000  

Kuniran                        85                      1.020.000         12.000  

Kurisi                      456                    11.400.000         25.000  

Layang             142.418              1.863.752.000         13.086  

Layaran 3295 72490000        22.000  

Layur                80.514              2.424.190.000         30.109  

Lemadang                59.400                 950.400.000         16.000  

Lendra/lidah                  3.041                    76.025.000         25.000  

Lidah                      150                      3.750.000         25.000  

Lisong                  1.839                    14.712.000           8.000  

Lisong                 70.161                 561.288.000           8.000  

Madidihang             125.762              3.646.186.000         28.993  

Manyung                  6.154                    90.242.000         14.664  

Mata Besar                43.465              1.130.090.000         26.000  

Meka                  7.948                 254.336.000         32.000  

Nomei                      549                      4.392.000           8.000  

Opah                      294                      3.528.000         12.000  

P. Depok                      161                      1.610.000         10.000  



P. Plampangan                      541                      6.038.000         11.161  

Rajungan                      146                      8.030.000         55.000  

Remang                  1.115                    22.300.000         20.000  

Setuhuk Hitam                  7.031                 224.596.000         31.944  

Setuhuk Putih                  1.126                    31.528.000         28.000  

Sunglir                  1.764                    31.752.000         18.000  

Tenggiri                  4.681                 140.430.000         30.000  

Tigawaja                  3.664                    91.600.000         25.000  

Tk. Madidihang                35.497                 674.443.000         19.000  

Tk. Mata Besar             190.116              3.612.204.000         19.000  

Tumbuk                      123                      2.091.000         17.000  

Udang Dogol                      961                    57.660.000         60.000  

Udang Jerbung                  2.521                 529.410.000       210.000  

Udang Krosok                  3.227                 112.945.000         35.000  

Udang Rebon                10.783                 215.660.000         20.000  

 
         2.396.563           43.106.840.000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN JUNI 2024 

Jenis Ikan  Volume Nilai  Harga 

Albakor                  8.779                    263.370.000               30.000  

Alu Alu                  1.328                      26.072.000               19.633  

Alu-alu                      165                        3.300.000               20.000  

B. Hitam                      120                        4.200.000               35.000  

B. Putih                        42                        7.560.000             180.000  

Belo/selanget                  1.053                        3.159.000                  3.000  

Bilis                11.445                      34.335.000                  3.000  

C. Buas                      974                      11.688.000               12.000  

C. Cakilan                  1.777                      22.178.000               12.481  

C. Cakilan Air                      569                        7.148.000               12.562  

C. Koboi                        22                            220.000               10.000  

C. Lanjaman                  5.451                      76.456.000               14.026  

C. Mako                        27                            324.000               12.000  

C. Martil                      199                        2.388.000               12.000  

C. Pahitan                  6.228                      74.736.000               12.000  

C. Patilan                      130                            910.000                  7.000  

C. Slendang                  5.790                      53.190.000                  9.187  

C. Tikusan                12.925                    155.404.000               12.024  

Cakalang          2.375.914              38.124.016.000               16.046  

Casper                          9                            180.000               20.000  

Cumi Karet          2.568.035              38.611.945.000               15.036  

Gindara                  1.161                      24.381.000               21.000  

Gulamah                  5.688                      85.320.000               15.000  

kambing-kambing                        42                            336.000                  8.000  

Kenyar                  2.677                      47.736.000               17.832  

Kerapu                          9                            405.000               45.000  

Kerong                      349                      10.470.000               30.000  

Layang                34.615                    415.380.000               12.000  

Layaran                  3.556                      77.672.000               21.843  

Layaran                   4.425                      97.350.000               22.000  

Layur                60.403                1.808.954.000               29.948  

Lemadang             101.432                1.620.319.000               15.974  

Lendra/lidah                  1.408                      35.200.000               25.000  

Lidah                      988                      24.700.000               25.000  

Lisong                27.922                    223.376.000                  8.000  

Madidihang             526.351              15.946.792.000               30.297  

Manyung                  3.099                      43.155.000               13.925  

Marlin                        98                        3.136.000               32.000  

Mata Besar             128.383                3.606.067.000               28.088  

Meka                28.308                    905.670.000               31.993  



Nomei                  1.031                        8.248.000                  8.000  

Opah                        36                            432.000               12.000  

P. Plampangan                  1.145                      11.962.000               10.447  

Remang                      216                        4.278.000               19.806  

SBT                      110                        3.190.000               29.000  

Setuhuk Hitam                13.459                    429.498.000               31.912  

Setuhuk Putih                  1.588                      43.552.000               27.426  

Siro                  3.676                      44.112.000               12.000  

Sunglir                      667                      11.566.000               17.340  

Tenggiri                  3.101                      93.030.000               30.000  

Tigawaja                  2.908                      72.700.000               25.000  

Tk. Madidihang                56.377                1.071.163.000               19.000  

Tk. Mata Besar             181.899                3.478.591.000               19.124  

Tl. Madidihang                  1.616                      30.704.000               19.000  

Tongkol Lisong                      250                        3.000.000               12.000  

Tumbuk                      106                        1.802.000               17.000  

Udang Dogol                      128                        7.680.000               60.000  

Udang Jerbung                      516                    108.360.000             210.000  

Udang Krosok                  2.179                      76.265.000               35.000  

Udang Rebon                  6.194                    123.880.000               20.000  

 
   6.209.098,00     108.083.211.000,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN JULI 2024 

Jenis Ikan Volume Nilai Harga 

Albakor            3.002,00              90.060.000,00         30.000  

Alu Alu                806,00              16.120.000,00         20.000  

B. Hitam                436,00              14.290.000,00         32.775  

Belo/selanget            5.982,00              17.946.000,00           3.000  

Bilis          20.059,00              60.177.000,00           3.000  

C. Buas                543,00                6.516.000,00         12.000  

C. Cakilan            2.863,00              34.480.000,00         12.043  

C. Cakilan Air                170,00                2.040.000,00         12.000  

C. Lanjaman            4.718,00              66.052.000,00         14.000  

C. Manisan                810,00                9.720.000,00         12.000  

C. Pahitan            6.067,00              72.804.000,00         12.000  

C. Paitan                514,00                6.168.000,00         12.000  

C. Slendang            5.089,00              47.312.000,00           9.297  

C. Tikusan            7.151,00              85.812.000,00         12.000  

Cakalang    1.136.073,00     18.203.688.000,00         16.023  

Casper                  34,00                    680.000,00         20.000  

Cumi            3.299,00              52.784.000,00         16.000  

Cumi Karet       871.379,00     13.919.229.000,00         15.974  

Gepeng                  27,00                    756.000,00         28.000  

Gindara            1.748,00              36.708.000,00         21.000  

Gulamah            2.332,00              36.030.000,00         15.450  

Kenyar            2.843,00              51.174.000,00         18.000  

Kerapu                859,00              38.655.000,00         45.000  

Kerong            2.144,00              64.320.000,00         30.000  

Layang          66.630,00           817.364.000,00         12.267  

Layaran            3.397,00              74.734.000,00         22.000  

Layaran                 343,00                7.546.000,00         22.000  

Layur          61.020,00        1.825.350.000,00         29.914  

Lemadang          39.054,00           624.864.000,00         16.000  

Lendra/lidah            1.466,00              36.650.000,00         25.000  

Lisong          90.068,00           814.904.000,00           9.048  

Madidihang       516.669,00     17.565.096.000,00         33.997  

Manyung            4.178,00              62.670.000,00         15.000  

Marlin                573,00              18.336.000,00         32.000  

Mata Besar          53.730,00        1.719.452.000,00         32.002  

Meka          17.605,00           563.360.000,00         32.000  

Nomei                855,00                4.275.000,00           5.000  

P. Plampangan            1.248,00              13.612.000,00         10.907  

Setuhuk Hitam          10.340,00           330.520.000,00         31.965  

Setuhuk Putih            2.227,00              61.476.000,00         27.605  



Siro          38.910,00           116.730.000,00           3.000  

Sunglir                856,00              15.408.000,00         18.000  

Tenggiri            3.845,00           117.241.000,00         30.492  

Tigawaja            2.946,00              73.650.000,00         25.000  

Tk. Madidihang          51.459,00           977.721.000,00         19.000  

Tk. Mata Besar       133.132,00        2.520.577.000,00         18.933  

Tk.Mata Besar                  48,00                    912.000,00         19.000  

Udang Krosok            3.219,00           112.665.000,00         35.000  

Udang Rebon          12.538,00           250.760.000,00         20.000  

 
   3.195.304,00     61.659.394.000,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN AGUSTUS 2024 

Jenis Ikan  Volume Nilai  Harga 

Albakor                  2.718                    81.540.000         30.000  

Alu Alu                      891                    17.820.000         20.000  

B. Hitam 96 2880000        30.000  

Belo/selanget                  7.064                    21.192.000           3.000  

Bilis                26.489                    79.467.000           3.000  

C. Botol                          7                            84.000         12.000  

C. Buas                        94                      1.128.000         12.000  

C. Cakilan                  3.255                    39.060.000         12.000  

C. Cakilan Air                      477                      5.764.000         12.084  

C. Lanjaman                  5.618                    78.652.000         14.000  

C. Pahitan                  9.788                 117.456.000         12.000  

C. Patilan                      325                      2.275.000           7.000  

C. Slendang                  3.605                    31.160.000           8.644  

C. Sorah                      370                      4.440.000         12.000  

C. Tikusan                10.257                 123.084.000         12.000  

Cakalang          1.626.975           26.282.331.000         16.154  

Casper                        23                          460.000         20.000  

Cumi Karet 1282824    21.795.765.000,00         16.990  

Gindara 7898          165.858.000,00         21.000  

Gogokan                      195                      5.460.000         28.000  

Gulamah                  7.856                 117.840.000         15.000  

Kakap Merah                      251                    13.805.000         55.000  

Kakatua                        23                          230.000         10.000  

Kembung                      560                    16.800.000         30.000  

Kerapu                        78                      3.510.000         45.000  

Kerong                  3.318                    99.540.000         30.000  

Layang 51394 616728000        12.000  

Layaran                  3.283                    72.226.000         22.000  

Layur             107.656              3.229.680.000         30.000  

Lemadang                64.997              1.041.227.000         16.020  

Lendra/lidah                  1.516                    37.900.000         25.000  

Lidah                      152                      3.800.000         25.000  

Lisong                88.135                 756.425.000           8.583  

Madidihang             776.499           26.393.194.000         33.990  

Manyung                  4.837                    72.555.000         15.000  

Mata Besar             100.637              3.226.812.000         32.064  

Meka                15.364                 491.648.000         32.000  

Nomei                      809                      4.045.000           5.000  

Opah                        42                          504.000         12.000  

P. Burung                        27                          270.000         10.000  



P. Depok                        68                          680.000         10.000  

P. Plampangan                  1.714                    17.140.000         10.000  

P. Tunggul                      179                      1.790.000         10.000  

Pihi                      130                      3.250.000         25.000  

Remang                        65                      1.430.000         22.000  

SBT                        99                      3.366.000         34.000  

Setuhuk Hitam                11.777                 376.864.000         32.000  

Setuhuk Putih                  1.775              49.700.000,00         28.000  

Siro          26.380,00              79.140.000,00           3.000  

Sunglir                      544                      9.792.000         18.000  

Tenggiri            4.188,00                 150.619.000         35.964  

Tigawaja                  2.864                    71.600.000         25.000  

Tk. Madidihang                38.575                 732.394.000         18.986  

Tk. Mata Besar             159.026              3.020.367.000         18.993  

Udang Dogol                  1.744                 105.765.000         60.645  

Udang Jerbung                  6.061              1.151.590.000       190.000  

Udang Krosok                  4.415                 154.525.000         35.000  

Udang Rebon                19.084                 381.680.000         20.000  

 
         4.495.091           91.366.307.000  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN SEPTEMBER 2024 

Jenis Ikan  Volume Nilai  Harga 

Albakor                  7.573                 227.190.000         30.000  

B. Hitam                      358                    16.110.000         45.000  

Banyar 420 10500000        25.000  

Belo/selanget                  5.050                    15.150.000           3.000  

Bilis                17.413                    52.239.000           3.000  

C. Buas                        93                          930.000         10.000  

C. Cakilan                  5.923                    71.076.000         12.000  

C. Cakilan Air                      278                      3.336.000         12.000  

C. Lanjaman                  4.070                    56.460.000         13.872  

C. Pahitan                  7.534                    90.408.000         12.000  

C. Slendang                  4.742                    38.054.000           8.025  

C. Tikusan                  3.440                    41.280.000         12.000  

Cakalang          1.106.635           17.706.160.000         16.000  

Cumi Karet          1.989.067           36.147.404.000         18.173  

Gindara                  2.085                    43.785.000         21.000  

Gulamah                13.301                 199.515.000         15.000  

Kembung                  5.118                 127.950.000         25.000  

Kerong 1672             50.160.000,00         30.000  

Layang 47794          573.528.000,00         12.000  

Layaran                  1.212                    26.664.000         22.000  

Layur             207.666              6.107.235.000         29.409  

Lemadang                47.494                 768.497.000         16.181  

Lendra/lidah                      825                    20.625.000         25.000  

Lidah                      809                    20.225.000         25.000  

Lisong                24.444                 231.392.000           9.466  

Madidihang             289.411              9.883.286.000         34.150  

Manyung 5219 78285000        15.000  

Mata Besar                84.186              2.693.760.000         31.998  

Meka                18.325                 583.786.000         31.857  

Nomei                      210                      1.470.000           7.000  

P. Gitar                      404                      2.828.000           7.000  

P. Plampangan                  1.046                    10.460.000         10.000  

SBT                      347                    11.798.000         34.000  

Setuhuk Hitam                  8.504                 273.940.000         32.213  

Setuhuk Putih                  2.210                    61.880.000         28.000  

Siro                      950                      2.850.000           3.000  

Sunglir                      474                      8.532.000         18.000  

Tenggiri                  1.614                    48.420.000         30.000  

Tigawaja                  1.378                    34.450.000         25.000  

Tk. Madidihang                32.099                 609.881.000         19.000  



Tk. Mata Besar             170.739              3.244.041.000         19.000  

Udang Dogol                  3.983                 238.980.000         60.000  

Udang Jerbung 10788 2049720000      190.000  

Udang Krosok 5326 186410000        35.000  

Udang Rebon 11758 235160000        20.000  

 
   4.153.987,00           82.905.810.000  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN OKTOBER 2024 

Jenis Ikan  Volume Nilai  Harga 

Albakor                    7.08                              212.37  30 

B. Hitam                    0.43                                 19.26  45 

Belo/selanget                    2.70                                   8.10  3 

Bilis                  10.40                                 31.21  3 

C. Buas                    0.23                                   2.74  12 

C. Cakil Air                    0.11                                   1.30  12 

C. Cakilan                    1.65                                 18.91  11 

C. Cakilan Air                    0.37                                   4.39  12 

C. Isabela                    0.04                                   0.30  8 

C. Lanjaman                    0.88                                 12.91  15 

C. Pahitan                    2.61                                 31.36  12 

C. Patilan                    0.07                                   0.49  7 

C. Slendang                    5.41                                 46.99  9 

C. Tikusan                    1.09                                 13.68  13 

C. Tunggul                    0.12                                   1.19  10 

Cakalang                794.73                        12,745.50  16 

Cumi Karet            2,833.60                        69,168.42  24 

Gindara                  12.60                              264.68  21 

Gulamah                    9.75                              146.21  15 

Kembung                    2.99                                 74.75  25 

Kerapu                    0.52                                 23.22  45 

Kerong                    1.59                                 47.61  30 

Layang                  19.96                              243.40  12 

Layaran                    5.98                              131.49  22 

Layur                101.92                           2,982.23  29 

Lemadang                  39.88                              640.99  16 

Lendra/lidah                    0.23                                   5.65  25 

Lidah                    1.10                                 27.53  25 

Lisong                  28.80                              232.15  8 

Madidihang                258.95                           8,803.70  34 

Manyung                    5.76                                 83.34  14 

Mata Besar                170.08                           5,433.20  32 

Meka                  34.02                           1,002.06  29 

Nomei                    1.01                                   7.04  7 

P. Burung                    0.05                                   0.56  11 

P. Depok                    0.04                                   0.37  10 

P. Plampangan                    0.35                                   3.89  11 

Pihi                    0.04                                   0.98  28 

Remang                    0.05                                   0.90  20 

Setuhuk Hitam                    7.55                              241.63  32 



Setuhuk Putih                    1.16                                 32.51  28 

Sunglir                    0.70                                 12.55  18 

Tenggiri                    1.40                                 42.03  30 

Tenggiri                    0.97                                 29.16  30 

Tigawaja                    0.87                                 21.63  25 

Tk. Madidihang                  59.28                           1,116.92  19 

Tk. Mata Besar                100.03                           1,909.30  19 

Tongkol Lisong                    0.63                                   9.38  15 

Udang Dogol                    2.92                              175.26  60 

Udang Jerbung                    3.75                              712.69  190 

Udang krosok                    5.33                              186.55  35 

Udang Rebon                    6.79                              135.72  20 

 
           4,548.52                      107,100.36  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN NOVEMBER 2024 

Jenis Ikan  Volume Nilai  Harga 

Albakor 2,064 61,920,000 30,000 

B. Hitam 467 21,015,000 45,000 

B. Putih 429 64,350,000 150,000 

Belo/selanget 4,671 14,013,000 3,000 

Bilis 14,926 44,778,000 3,000 

C. Cakilan 1,648 19,776,000 12,000 

C. Cakilan Air 205 2,460,000 12,000 

C. Lanjaman 504 7,056,000 14,000 

C. Pahitan 2,308 27,696,000 12,000 

C. Slendang 1,772 16,888,000 9,530 

C. Tikusan 209 2,508,000 12,000 

Cakalang 673,356 10,884,289,000 16,164 

Cumi Karet 1,774,144 44,340,344,000 24,993 

Gindara 139 2,919,000 21,000 

Gogokan 254 5,080,000 20,000 

Gulamah 7,683 115,245,000 15,000 

Kakap Merah 1,548 85,140,000 55,000 

Kembung 708 17,700,000 25,000 

Kerapu 569 25,605,000 45,000 

Kerong 1,140 34,200,000 30,000 

Layang 53,181 744,534,000 14,000 

Layaran 2,141 45,442,000 21,225 

Layur 20,729 610,620,000 29,457 

Lemadang 31,964 511,424,000 16,000 

Lidah 644 16,100,000 25,000 

Lisong 90,839 907,682,000 9,992 

Madidihang 321,804 10,941,336,000 34,000 

Manyung 3,685 55,275,000 15,000 

Mata Besar 90,162 2,885,184,000 32,000 

Meka 24,560 735,882,000 29,963 

Nomei 1,162 8,134,000 7,000 

P. Depok 80 800,000 10,000 

P. Plampangan 681 8,172,000 12,000 

Remang 261 4,698,000 18,000 

Setuhuk Hitam 6,477 207,264,000 32,000 

Setuhuk Putih 1,528 42,784,000 28,000 

Sunglir 117 2,106,000 18,000 

Tenggiri 1,888 56,640,000 30,000 

Tigawaja 695 17,375,000 25,000 

Tk. Madidihang 40,356 766,764,000 19,000 



Tk. Mata Besar 39,615 752,412,000 18,993 

Tongkol Lisong 350 5,250,000 15,000 

Udang Barat 1,940 67,900,000 35,000 

Udang Dogol 3,385 203,100,000 60,000 

Udang Jerbung 2,706.00 514,140,000.00 190,000 

Udang Kerosok 4,433 155,155,000 35,000 

Udang Rebon 7,269 145,380,000 20,000 

 
         3,241,396           76,204,535,000  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BULAN DESEMBER 2024 

Jenis Ikan Volume Nilai Harga 

Albakor 6188 185640000        30,000  

Alu-alu 13 312000        24,000  

B. Hitam 104 4680000        45,000  

B. Putih 1562 277500000      177,657  

Belo/selanget 6767 20301000          3,000  

Bentongan 1851 27765000        15,000  

Bilis 14929 44787000          3,000  

C. Cakilan 1044 12528000        12,000  

C. Cakilan Air 115 1380000        12,000  

C. Lanjam 21 294000        14,000  

C. Lanjaman 431 5994000        13,907  

C. Martil 166 1992000        12,000  

C. Pahitan 2569 30828000        12,000  

C. Patilan 101 909000          9,000  

C. Slendang 5084 46139000          9,075  

C. Tikusan 40 480000        12,000  

Cakalang 353310 5652960000        16,000  

Casper 10 148000        14,800  

Cumi Karet 1341609 31252618000        23,295  

Gabus Laut 31 620000        20,000  

Gindara 2668 56028000        21,000  

Gulamah 4303 64545000        15,000  

Kakap Merah 1681 75645000        45,000  

Kembung 2136 35540000        16,639  

Kerapu 227 7945000        35,000  

Kerong 2357 70710000        30,000  

Layang 18615 260714000        14,006  

Layaran 2038 44836000        22,000  

Layur 3086 92580000        30,000  

Lemadang 42300 678560000        16,042  

Lendra/lidah 319 7975000        25,000  

Lisong 28007 280070000        10,000  

Lurik 265 3180000        12,000  

Madidihang 260295 8847424000        33,990  

Manyung 2151 32265000        15,000  

Mata Besar 94080 3013816000        32,035  

Meka 33075 984462000        29,765  

P. Plampangan 212 2544000        12,000  

SBT 230 7820000        34,000  

Selar Bentong 124 3100000        25,000  



Setuhuk Hitam 6622 209018000        31,564  

Setuhuk Putih 1628 45664000        28,049  

Sunglir 422 7596000        18,000  

Tenggiri 2435 72906000        29,941  

Tigawaja 1779 44475000        25,000  

Tk. Madidihang 10476 199044000        19,000  

Tk. Mata Besar 26119 496261000        19,000  

Udang Barat 1525 53375000        35,000  

Udang Dogol 2784 167040000        60,000  

Udang Jerbung 1425 270750000      190,000  

Udang Krosok 4073 142555000        35,000  

Udang Rebon 7391 147820000        20,000  

 
         2,300,793           53,994,138,000  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

DATA DUKUNG IKU 4 

TINGKAT OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 

EVKIN (PERSEN) ) TRIWULAN  IV (OKTOBER sd DESEMBER)  

TAHUN 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 

TAHUN ANGGARAN 2024 



 
A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap antara pihak pertama, 

kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan pihak kedua,Direktur 

Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 10 Januari tahun 2024, sesuai  dengan 

permen KP No.68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan hal tersebut 

maka untuk Tim Kerja Operasional Pelabuhan akan menyampaikan : 

a. Sasaran Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan  Samudera 

Cilacap yang berdaya saing dan berkelanjutan ; 

b. IKU 4  : Tingkat Oprasional Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap           

( persen ); 

c. Deskripsi : Tingkat capaian Operasional Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap ; 

d. Formula perhitungan  : Prosentase rata rata capaian Operasional 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap melalui Aplikasi Evaluasi 

Kinerja (EVKIN) ; 

e. Data Dukung berupa : Laporan Evkin . 

 

2. Lokasi 

 

Lokasi  pendataan terkait data produksi adalah Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap. 

 

 

B. METODE KERJA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN 

 

1. Metode  Kerja 

   

Melakukan entri data kedalam Aplikasi PIPP. 

 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peralatan 

 

      Jumlah SDM yang ada dalam kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan 

(EVKIN)  terdiri dari 4 orang yaitu pengimputan PIPP untuk kapal < 5 GT dan 



penginputan dalam aplikasi PIPP untuk kapal > 5 GT alat bantu untuk pendataan 

di lapangan adalah form SL 3. 

 

 

3. Hasil Kegiatan 

          Hasil Kegiatan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap (persen) pada triwulan III sampai dengan bulan September 2024     

  

No Bulan Nilai EVKIN (%) Keterangan 

1. Oktober 94,75 Sangat Baik 

2. November 92,75 Sangat Baik 

3. Desember 92,75 Sangat Baik 

 Jumlah rata-rata 

sampai dengan bulan 

Desember 2024 

93.42 Sangat Baik 

 

Capaian indilkator tingkat operasional pelabuhan tercapai sebesar 93.42 

atau dengan kategori Sangat Baik. Indikator tingkat operasional pelabuhan  

diperoleh dari 27 (Dua Puluh Tujuh) komponen penilaian. Capaian pada Tri 

Wulan IV ini dipengaruhi oleh bertambahnya frekuaensi kunjungan kapal, volume 

produksi, pelayanan tambat labuh dan penambahan jumlah investor. 

 

Demikian laporan data dukung IKU 4, Capaian Tingkat Operasional 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sampai dengan bulan Desember 2024 

adalah sebesar 93,42 % (Kategori : Sangat Baik). 

 

 

An. Kepala Pelabuhan 

  Ketua Tim Kerja Operasional 

Pelabuhan 

 

 

 

 

  Yatim Kurniadi 

 

 

 

 

 



 Evaluasi Kinerja  ( Evkin ) 

  Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

  Bulan  : Oktober 2024 

  

      

No. Kriteria Satuan 

Oktober 

 
94.75 = SANGAT BAIK 

 
Realisasi Nilai Ket. 

 

1 Frekuensi Pengiriman Data (PIPP) Kali 30 5 Lebih dari 20 kali 

 

2 E-Logbook Ya/Tidak Ya 2 --- 

 

3 Aplikasi SPB-online Ya/Tidak Ya 2 --- 

 

4 SHTI Ya/Tidak Ya 2 --- 

 

5 Realisasi Penyerapan Anggaran % 118,7 4 Antara 75 - 100% 

 

6 Pendapatan Pelabuhan % 191,81 4 Diatas 90% dari target 

 

7 
Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan 

Perikanan 
Kelengkapan Lengkap 4 --- 

 

8 
Kapasitas Daya Tampung Kolam 

Pelabuhan 
GT 16.388,00 4 Diatas 6000 GT 

 

9 Panjang Dermaga m 1.726,00 4 Diatas 300m 

 

10 Kedalaman Kolam cm 300 4 Diatas 3 m 

 

11 Sarana Perbaikan (Docking, bengkel) Ada/Tidak Ada Ada 2 --- 

 

12 
Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & 

Distribusi Ikan 
Kelengkapan Lengkap 2 --- 

 

13 Ketersediaan Lahan Pelabuhan ha 30,7 4 Diatas 20 ha 

 

14 Pelayanan Tambat Labuh GT 576 5 Lebih dari 60 GT 

 

15 Produksi Perikanan Ton/Hari 135,99 5 Lebih dari 50 ton 

 

16 Frekuensi Kunjungan Kapal Unit 1.503,00 5 Lebih dari 14 unit 

 

17 STBLKK % 27,81 1,25 Kapal yang masuk kurang dari 50% 

 



18 Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis 
Jumlah 

Kegiatan 
2 2 Antara 2 - 2 kali 

 

19 
Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan 

Pengendalian Sumber Daya Ikan, 
Perkarantinaan Ikan, Publikasi 

Jumlah 
Kegiatan 

6 4 Diatas 4 kali 

 

20 Pelaksanaan K5 Hasil Baik 4 --- 

 

21 
Penyaluran Air Bersih (kapal  dan industri 

pengolahan) 
% 100 4 Sesuai kebutuhan (100%) 

 

22 Penyaluran Es (kapal) % 100 4 Sesuai kebutuhan (100%) 

 

23 Penyaluran BBM (kapal) % 100 5 Sesuai kebutuhan (100%) 

 

24 
Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di 

WKOPP 
Unit 70 4 Diatas 30 unit 

 

25 Pemanfaatan Lahan Pelabuhan % 91,97 3 Sangat Optimal (80 - 100%) 

 

26 Penyerapan Tenaga Kerja Orang/Bulan 1.820,34 1,5 Antara 1000 - 2000 orang 

 

27 
Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan 

Perikanan 
Perusahaan/Bul

an 
7 (148) 4 --- 

 

Jumlah   94.75     

Kesimpulan dan Rekomendasi   SANGAT BAIK     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluasi Kinerja  ( Evkin ) 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Bulan  : November 2024 

  

     

No. Kriteria Satuan 

November 

92.75 = SANGAT BAIK 

Realisasi Nilai Ket. 

1 Frekuensi Pengiriman Data (PIPP) Kali 29 5 Lebih dari 20 kali 

2 E-Logbook Ya/Tidak Ya 2 --- 

3 Aplikasi SPB-online Ya/Tidak Ya 2 --- 

4 SHTI Ya/Tidak Ya 2 --- 

5 Realisasi Penyerapan Anggaran % 151,53 4 Antara 75 - 100% 

6 Pendapatan Pelabuhan % 147,1 4 Diatas 90% dari target 

7 
Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan 

Perikanan 
Kelengkapan Lengkap 4 --- 

8 
Kapasitas Daya Tampung Kolam 

Pelabuhan 
GT 14.003,00 4 Diatas 6000 GT 

9 Panjang Dermaga m 1.726,00 4 Diatas 300m 

10 Kedalaman Kolam cm 300 4 Diatas 3 m 

11 Sarana Perbaikan (Docking, bengkel) Ada/Tidak Ada Ada 2 --- 

12 
Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & 

Distribusi Ikan 
Kelengkapan Lengkap 2 --- 

13 Ketersediaan Lahan Pelabuhan ha 30,7 4 Diatas 20 ha 

14 Pelayanan Tambat Labuh GT 475 5 Lebih dari 60 GT 

15 Produksi Perikanan Ton/Hari 105,53 5 Lebih dari 50 ton 

16 Frekuensi Kunjungan Kapal Unit 1.292,00 5 Lebih dari 14 unit 



17 STBLKK % 23,45 1,25 
Kapal yang masuk kurang 

dari 50% 

18 Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Jumlah Kegiatan 5 4 Diatas 3 kali 

19 
Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan 

Pengendalian Sumber Daya Ikan, 
Perkarantinaan Ikan, Publikasi 

Jumlah Kegiatan 2 2 Antara 1 - 2 kali 

20 Pelaksanaan K5 Hasil Baik 4 --- 

21 
Penyaluran Air Bersih (kapal  dan industri 

pengolahan) 
% 100 4 Sesuai kebutuhan (100%) 

22 Penyaluran Es (kapal) % 100 4 Sesuai kebutuhan (100%) 

23 Penyaluran BBM (kapal) % 100 5 Sesuai kebutuhan (100%) 

24 
Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di 

WKOPP 
Unit 73 4 Diatas 30 unit 

25 Pemanfaatan Lahan Pelabuhan % 91,97 3 
Sangat Optimal (80 - 

100%) 

26 Penyerapan Tenaga Kerja Orang/Bulan 1.831,96 1,5 Antara 1000 - 2000 orang 

27 
Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan 

Perikanan 
Perusahaan/Bula

n 
1 (149) 2 --- 

Jumlah   92.75   

Kesimpulan dan Rekomendasi   SANGAT BAIK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluasi Kinerja  ( Evkin ) 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Bulan  : Desember 2024 

      

No. Kriteria Satuan 

Desember 

92.75 = SANGAT BAIK 

Realisasi Nilai Ket. 

1 Frekuensi Pengiriman Data (PIPP) Kali 30 5 Lebih dari 20 kali 

2 E-Logbook Ya/Tidak Ya 2 --- 

3 Aplikasi SPB-online Ya/Tidak Ya 2 --- 

4 SHTI Ya/Tidak Ya 2 --- 

5 Realisasi Penyerapan Anggaran % 67,63 3 Antara 50 - 75% 

6 Pendapatan Pelabuhan % 162,12 4 Diatas 90% dari target 

7 
Ketersediaan SDM Pengelola 

Pelabuhan Perikanan 
Kelengkapan Lengkap 4 --- 

8 
Kapasitas Daya Tampung Kolam 

Pelabuhan 
GT 14.658,00 4 Diatas 6000 GT 

9 Panjang Dermaga m 1.726,00 4 Diatas 300m 

10 Kedalaman Kolam cm 300 4 Diatas 3 m 

11 
Sarana Perbaikan (Docking, 

bengkel) 
Ada/Tidak Ada Ada 2 --- 

12 
Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & 

Distribusi Ikan 
Kelengkapan Lengkap 2 --- 

13 Ketersediaan Lahan Pelabuhan ha 30,7 4 Diatas 20 ha 

14 Pelayanan Tambat Labuh GT 656 5 Lebih dari 60 GT 

15 Produksi Perikanan Ton/Hari 70,89 5 Lebih dari 50 ton 

16 Frekuensi Kunjungan Kapal Unit 1.418,00 5 Lebih dari 14 unit 

17 STBLKK % 22,77 1,25 
Kapal yang masuk kurang 

dari 50% 



18 Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis 
Jumlah 

Kegiatan 
5 4 Diatas 3 kali 

19 
Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan 

dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, 
Perkarantinaan Ikan, Publikasi 

Jumlah 
Kegiatan 

3 3 Antara 3 - 4 kali 

20 Pelaksanaan K5 Hasil Baik 4 --- 

21 
Penyaluran Air Bersih (kapal  dan 

industri pengolahan) 
% 100 4 Sesuai kebutuhan (100%) 

22 Penyaluran Es (kapal) % 100 4 Sesuai kebutuhan (100%) 

23 Penyaluran BBM (kapal) % 100 5 Sesuai kebutuhan (100%) 

24 
Pelayanan Pengolahan Hasil 

Perikanan di WKOPP 
Unit 73 4 Diatas 30 unit 

25 Pemanfaatan Lahan Pelabuhan % 91,97 3 Sangat Optimal (80 - 100%) 

26 Penyerapan Tenaga Kerja Orang/Bulan 1.863,34 1,5 Antara 1000 - 2000 orang 

27 
Perubahan Jumlah Investor di 

Pelabuhan Perikanan 
Perusahaan/Bul

an 
2 (149) 2 --- 

Jumlah   92.75   

Kesimpulan dan Rekomendasi   SANGAT BAIK 

  

 

 

 











1 TW I 40 40

2 TW II 93 93

3 TW III 14 14

4 TW IV 19 19

JUMLAH 166 166

PRESENTASE

Katimja Pelayanan Usaha

Daniel Wahyu Setyawan

100%

TAHUN 2024

MATRIKS PERMOHONAN PENGUSAHAAN YANG DIEVALUASI 

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

PERMOHONAN DIANALISISPERMOHONAN MASUKTRIWULANNO









Pengesahan 

dokumen PKL

Awak Kapal Perikana 

(AKP) yang Memeliki 

Kompetensi 

Awak Kapal Perikana 

(AKP) yang Mengikuti 

Kepesertaan Jaminan 

Sosial

(d/c)

a b c d e f

1 JANUARI 255                   33                               3,389                            12.94                    

2 FEBRUARI 339                   35                               3,023                            10.32                    

3 MARET 790                   82                               1,738                            10.38                    

4 APRIL 1,742               157                             3,570                            9.01                      

5 MEI 1,388               147                             3,147                            10.59                    

6 JUNI 1,435               141                             2,995                            9.83                      

7 JULI 1,629               155                             4,067                            9.52                      

8 AGUSTUS 1,620               168                             3,600                            10.37                    

9 SEPTEMBER 1,384               134                             3,389                            9.68                      

10 OKTOBER 1,773               177                             4,135                            9.98                      

11 NOVEMBER 1,420               146                             3,245                            10.28                    

12 DESEMBER 731                   75                               1,519                            10.26                    

14,506             1,450                          10.26                    

272 11.87                    

Persentase (%)

BPP

NO BULAN

JUMLAH

Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Bagi Awak Kapal 

Perikanan





No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKP Jenis API

1 JAYA MULYA BUDI YUNARTO 20 B.001/PPSC/PI.210/I/2024 02/01/2024 Hendriyanto, A.Md Jaring Insang Hanyut

2 Melati indah iX H. KARDI 22 B.002/PPSC/PI.210/I/2024 04/01/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Jaring Insang Hanyut

3 SUNGAI ROKAN TJOEI TIE 30 B.003/PPSC/PI.210/I/2024 04/01/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Jaring Insang Hanyut

4 HINDIA SIE LIONG 29 B.008/PPSC/PI.210/I/2024 08/01/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

5 LANCAR INDAH 1 H. NARI 17 B.006/PPSC/PI.210/I/2024 08/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

6 LITA AMELIA ULAN 24 B.005/PPSC/PI.210/I/2024 08/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

7 MAKMUR JAYA BAHARI XII BAHASAN 30 B.007/PPSC/PI.210/I/2024 08/01/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

8 Usaha Jaya PAIMIN 18 B.004/PPSC/PI.210/I/2024 08/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

9 JEANNIE JAYA I ELDY YULIYANTO 29 B.009/PPSC/PI.210/I/2024 09/01/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

10 WIJAYA SARI HERY HENDRA 29 B.013/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Rawai Tuna

11 ANITA JAYA - IV OEY GIOK HWA 24 B.014/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

12 DAYA MULIA AWARUDIN 23 B.016/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

13 GEDE GEDE SUKSES KIAM LIP 21 B.011/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

14 LAMPION ABADI II SUMANTRI 30 B.012/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

15 MUDAH JAYA 20 AI NGO 26 B.017/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

16 SUMBER HASIL 9 BUDI HARTA 30 B.015/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

17 TIRTA SAMUDRA TRIJATI 28 B.010/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

18 GEDE GEDE SUKSES KIAM LIP 21 B.011/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

19 LAMPION ABADI II SUMANTRI 30 B.012/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

20 WIJAYA SARI HERY HENDRA 29 B.013/PPSC/PI.210/I/2024 11/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Rawai Tuna

21 ANUGERAH REJEKI TRI HARTONO 30 B.018/PPSC/PI.210/I/2024 17/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

22 BINA HASIL 7 HADITYA SURONO 29 B.021/PPSC/PI.210/I/2024 22/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

23 BINA HASIL B TUN TJAN 20 B.022/PPSC/PI.210/I/2024 22/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

24 MINA KARUNIA LUSI 28 B.020/PPSC/PI.210/I/2024 22/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

25 TRI SAKTI III YUWONO MINDARTO 29 B.019/PPSC/PI.210/I/2024 22/01/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

26 JEANNIE JAYA 3 ELDY YULIYANTO 30 B.023/PPSC/PI.210/I/2024 23/01/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

27 JAYA PRIMA 3 MARIE 27 B.027/PPSC/PI.210/I/2024 24/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

28 AJAYA LESTARI KASMAN 21 B.033/PPSC/PI.210/I/2024 25/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : JANUARI 2024



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKP Jenis API

29 SUMBER CIPTA TUN TJAN 28 B.032/PPSC/PI.210/I/2024 25/01/2024 Iskandar Rawai Tuna

30 SUMBER HASIL BUDI HARTA 28 B.030/PPSC/PI.210/I/2024 25/01/2024 Iskandar Rawai Tuna

31 ARDAN JAYA 7 SURATMI 10 B.040/PPSC/PI.210/I/2024 27/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

32 LANCAR BERKAH ABADI KUN HOO 29 B.041/PPSC/PI.210/I/2024 27/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

33 SRI RAHAYU HADITYA SURONO 24 B.039/PPSC/PI.210/I/2024 27/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

34 BINA HASIL 8 LILIANI 29 B.038/PPSC/PI.210/I/2024 27/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

35 BINA HASIL 88 HADITYA SURONO 29 B.037/PPSC/PI.210/I/2024 29/01/2024 Iskandar Pancing Ulur

36 HIDUP SENTOSA 2 BUDI HARTA 23 B.042/PPSC/PI.210/I/2024 31/01/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

37 ULI JAYA BAHASAN 27 B.043/PPSC/PI.210/I/2024 31/01/2024 Iskandar Pancing Ulur



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKP Jenis API

1 MUDAH JAYA 11 AI NGO 29 B.044/PPSC/PI.210/II/2024 01/02/2024 Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi Rawa Tuna

2 FAJAR TAN TIONG LIE 29 B.060/PPSC/PI.210/II/2024 10/02/2024 Iskandar Rawa Tuna

3 FAJAR 5 TAN TIONG LIE 26 B.061/PPSC/PI.210/II/2024 10/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

4 KENDEDES SENTOSA 30 B.067/PPSC/PI.210/II/2024 10/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

5 KENDI MAS SENTOSA 30 B.066/PPSC/PI.210/II/2024 10/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

6 SELAT JAYA SENTOSA 24 B.065/PPSC/PI.210/II/2024 10/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

7 PUTRI KHARISMA 01 SENTOSA 29 B.064/PPSC/PI.210/II/2024 10/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

8 DELIMA JAYA JAMPEN 20 B.056/PPSC/PI.210/II/2024 07/02/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

9 PELANGI5 EKO YULIANTO 27 B.053/PPSC/PI.210/II/2024 06/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

10 PHINISI UNION SENTOSA 29 B.063/PPSC/PI.210/II/2024 10/02/2024 Iskandar Rawa Tuna

11 PHINISI UNION I SENTOSA 28 B.062/PPSC/PI.210/II/2024 10/02/2024 Iskandar Rawa Tuna

12 ARDAN JAYA SURATMI 28 B.059/PPSC/PI.210/II/2024 07/02/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

13 ARINDA SIE LIONG 22 B.051/PPSC/PI.210/II/2024 05/02/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

14 INDAH MAJU BERSAMA 1 PT. BINTANG LAUT CILACAP 30 B.047/PPSC/PI.210/II/2024 05/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

15 RAHAYU JAYA 2 JAMPEN 13 B.055/PPSC/PI.210/II/2024 07/02/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

16 Sumber Laut Rambo TJUI LENG AL DJAIDIN 25 B.058/PPSC/PI.210/II/2024 07/02/2024 Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi Pancing Ulur

17 INDAH MAJU BERSAMA 5 PT. BINTANG LAUT CILACAP 30 B.048/PPSC/PI.210/II/2024 05/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

18 INDAH MAJU BERSAMA 7 PT. BINTANG LAUT CILACAP 30 B.049/PPSC/PI.210/II/2024 05/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

19 MITRA JAYA TUN TJAN 29 B.050/PPSC/PI.210/II/2024 05/02/2024 Iskandar Rawa Tuna

20 PELITA USAHA CUN GIE 30 B.046/PPSC/PI.210/II/2024 05/02/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

21 WAHYU JAYA MANDIRI 08 TIARA SIKSANTI 19 B.054/PPSC/PI.210/II/2024 07/02/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

22 ISAH JAYA I SUBADRIYAH 21 B.052/PPSC/PI.210/II/2024 06/02/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur Tuna

23 MUDAH JAYA 28 AI NGO 29 B.057/PPSC/PI.210/II/2024 07/02/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

24 ANGSA LAUT JAYA 2 MASANTO 29 B.071/PPSC/PI.210/II/2024 19/02/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

25 ARABIKA JAYA II KRISTIANI NINGSIH 29 B.068/PPSC/PI.210/II/2024 14/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

26 KERIS JAYA III KRISTIANI NINGSIH 30 B.069/PPSC/PI.210/II/2024 14/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

27 PELANGI 8 EKO YULIANTO 24 B.074/PPSC/PI.210/II/2024 19/02/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

28 SEJATI 35 JULIONO 29 B.073/PPSC/PI.210/II/2024 19/02/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : FEBRUARI 2024



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKP Jenis API

29 UNITED III MERY SUMARNI 27 B.072/PPSC/PI.210/II/2024 19/02/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

30 WAHYU JAYA MANDIRI 09 PRIYONO 21 B.070/PPSC/PI.210/II/2024 15/02/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

31 KEMBANG JAYA VIANDI SUWANDI 30 B.087/PPSC/PI.210/II/2024 24/02/2024 Iskandar Rawai Tuna

32 REJEKI JAYA SENTOSA 8 DANIEL STEVEN 30 B.084/PPSC/PI.210/II/2024 23/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

33 SABRINA 01 FABIAN FIRMANSYAH RAMADHAN26 B.085/PPSC/PI.210/II/2024 23/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

34 ASIH JAYA KASWAN JUPRIONO 17 B.089/PPSC/PI.210/II/2024 27/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

35 BINTANG REJEKI 02 PT. TIGA SINERGI BERJAYA 29 B.090/PPSC/PI.210/II/2024 27/02/2024 Iskandar Pancing Ulur

36 JAYA TERUS MERY SUMARNI 29 B.091/PPSC/PI.210/II/2024 27/02/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

37 SYAH REJEKI IE, IVONE LELYANA 16 B.088/PPSC/PI.210/II/2024 27/02/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

38 CAHAYA MUTIARA LAUT PT. CAHAYA LAUTAN BAHARI INDONESIA29 B.045/PPSC/PI.210/II/2024 05/02/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKP Jenis API

1 ASIH NELAYAN JAYA 107 NELYDATU ROHMAH 30 B.109/PPSC/PI.210/III/2024 16/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

2 BINTANG REJEKI X01 RATNA JUWITA 14 B.096/PPSC/PI.210/III/2024 02/03/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

3 GANESA JAYA I LIEM, ANASTASIA CHARISMA DEWI30 . B.097/PPSC/PI.210/III/2024 04/03/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

4 Gaya Baru SUTARNI SUTIMAN 26 B.102/PPSC/PI.210/III/2024 08/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

5 HINDIA SIE LIONG 29 B.101/PPSC/PI.210/III/2024 07/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

6 INDO MARINA 1 PT INTI MARINA SEJAHTERA 29 B.114/PPSC/PI.210/III/2024 16/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

7 JEANNIE JAYA 5 TJUI LENG AL DJAIDIN 29 B.103/PPSC/PI.210/III/2024 08/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

8 MAKMUR JAYA BAHARI IX PT MAKMUR ALAM BAHARI 30 B.110/PPSC/PI.210/III/2024 16/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

9 MAKMUR JAYA BAHARI VIII PT MAKMUR ALAM BAHARI 30 B.098/PPSC/PI.210/III/2024 06/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

10 MARINI 02 AGUS YULIANTORO 29 B.104/PPSC/PI.210/III/2024 08/03/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

11 PANGUDI JAYA HERY HENDRA 29 B.108/PPSC/PI.210/III/2024 16/03/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

12 PUTRA JAYA XII LIAN EK 30 B.112/PPSC/PI.210/III/2024 16/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

13 PUTRA JAYA XV BUDHI 29 B.113/PPSC/PI.210/III/2024 16/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

14 PUTRA JAYA XVII OCTAVIANUS 30 B.112/PPSC/PI.210/III/2024 16/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

15 PUTRA SIDOMAS I IE, IVONE LELYANA 19 B.105/PPSC/PI.210/III/2024 08/03/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

16 SEMAKIN HARI REJEKI TIONO 22 B.100/PPSC/PI.210/III/2024 06/03/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

17 SEMAKIN JAYA TIONO 21 B.099/PPSC/PI.210/III/2024 06/03/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

18 TAMBORA MAS SUMANTRI 20 B.106/PPSC/PI.210/III/2024 14/03/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

19 TIMUR JAYA 6 HARPIN 30 B.107/PPSC/PI.210/III/2024 16/03/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

20 HASIL SUMBER ALAM JONNY 22 B.117/PPSC/PI.210/III/2024 18/03/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

21 RUJAS JAYA SUJASMAN 17 B.116/PPSC/PI.210/III/2024 18/03/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

22 SAMBUNG BARU WIWIK SUPARWATI 22 B.115/PPSC/PI.210/III/2024 18/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

23 BERKAT MELIMPAH 6 WINSON CAHYADI 17 B.122/PPSC/PI.210/III/2024 19/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

24 CENDANA SARI SUANDI KASDI 30 B.119/PPSC/PI.210/III/2024 19/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

25 GARUDA PERKASA 20 ANDY 30 B.124/PPSC/PI.210/III/2024 20/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

26 JAYA PRIMA 5 MARIE 29 B.121/PPSC/PI.210/III/2024 19/03/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

27 MAJU BERSAMA -II MARIE 30 B.120/PPSC/PI.210/III/2024 19/03/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

28 SARI MULYA 10 JONI 28 B.118/PPSC/PI.210/III/2024 19/03/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : MARET 2024



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKP Jenis API

29 BUANA PUTRA 01 DESY WIDYASARI 27 B.125/PPSC/PI.210/III/2024 20/03/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

30 LAMPION ABADI III KIE TJAN 29 B.126/PPSC/PI.210/III/2024 20/03/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

31 PUTRA MARITIM 03 WILLY WIRA PRATAMA 29 B.128/PPSC/PI.210/III/2024 22/03/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur Tuna

32 GUNUNG SARI I HERY HENDRA 30 B.133/PPSC/PI.210/III/2024 29/03/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

33 HILYA 07 DAVID PRIHARJO 29 B.127/PPSC/PI.210/III/2024 21/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

34 JAYA PRIMA 8 FREDY LIM 30 B.134/PPSC/PI.210/III/2024 29/03/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

35 PURNAMA II SUDI 28 B.129/PPSC/PI.210/III/2024 27/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

36 IDOLA SUTARNI SUTIMAN 23 B.132/PPSC/PI.210/III/2024 29/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

37 HASIL TERUS EH DIE 26 B.131/PPSC/PI.210/III/2024 27/03/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

38 GELORA SAMUDERA - II MARLIYAH 28 B.136/PPSC/PI.210/III/2024 31/03/2024 Iskandar Pancing Ulur

39 PULAU IKAN SUTRISNO 27 B.137/PPSC/PI.210/III/2024 31/03/2024 Iskandar Pancing Ulur Tuna



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKKP Jenis API

1 ANGSA LAUT JAYA MASANTO 29 B.142/PPSC/PI.210/IV/2024 02/04/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

2 ANITA JAYA V MINTARSIH 29 B.140/PPSC/PI.210/IV/2024 02/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

3 ANITA JAYA VI ANDRI 29 B.153/PPSC/PI.210/IV/2024 06/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

4 ANUGRAH JAYA MELIMPAH TEGUH SANTOSO WIDIJANTORO30 B.147/PPSC/PI.210/IV/2024 04/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

5 ARABIKA JAYA IV KRISTIANI NINGSIH 29 B.152/PPSC/PI.210/IV/2024 06/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

6 ASIH NELAYAN JAYA SUPRIYADI 28 B.170/PPSC/PI.210/IV/2024 23/04/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

7 BAKHRI SAFA'AT HARPIN 28 B.172/PPSC/PI.210/IV/2024 23/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

8 BERKAH MULIA 8 SARDINA 29 B.171/PPSC/PI.210/IV/2024 23/04/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

9 BERKAT SAMUDRA JAYA YOSEP SARAGIH 30 B.146/PPSC/PI.210/IV/2024 04/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

10 DARMA SETIA HARTONO 24 B.174/PPSC/PI.210/IV/2024 25/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

11 DARMA SETIA I HARTONO 30 B.139/PPSC/PI.210/IV/2024 02/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

12 GANESA JAYA ULAN 29 B.150/PPSC/PI.210/IV/2024 04/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

13 HALDY II SUDI 22 B.158/PPSC/PI.210/IV/2024 19/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

14 HALDY JAYA KIE TJAN 27 B.151/PPSC/PI.210/IV/2024 06/04/2024 Dian Prihantara Rawai Tuna

15 HASIL MAJU 2 LILIES 30 B.162/PPSC/PI.210/IV/2024 19/04/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

16 HASIL MAJU 3 SONAM VIRYA TAN 30 B.178/PPSC/PI.210/IV/2024 30/04/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

17 HIDUP SENTOSA BUDI HARTA 28 B.166/PPSC/PI.210/IV/2024 22/04/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

18 INTI KARYA II SUMANTRI 18 B.155/PPSC/PI.210/IV/2024 06/04/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

19 JEANNIE JAYA 2 ELDY YULIANTO 29 B.159/PPSC/PI.210/IV/2024 19/04/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

20 KALI SERAYU TJOEI TIE 29 B.167/PPSC/PI.210/IV/2024 22/04/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

21 KALI SERAYU 1 ALDI ANANG SEPTRIADI 30 B.177/PPSC/PI.210/IV/2024 25/04/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

22 MEKAR SARI MAKMUR AGUS YULIANTORO 30 B.182/PPSC/PI.210/IV/2024 30/04/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

23 MINA SARI KALIM MURNI 29 B.161/PPSC/PI.210/IV/2024 19/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

24 MITRA JAYA PERKASA TUJO 28 B.156/PPSC/PI.210/IV/2024 18/04/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : APRIL 2024



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKKP Jenis API

25 MUDAH JAYA 8 BURHAN 30 B.144/PPSC/PI.210/IV/2024 04/04/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Rawai Tuna

26 MUDAH JAYA 9 DODDY 20 B.175/PPSC/PI.210/IV/2024 25/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

27 NUSANTARA 1 SUTRISNO 27 B.176/PPSC/PI.210/IV/2024 25/04/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

28 NUSANTARA BAHARI 1 PT. NUSANTARA ALAM BAHARI 29 B.165/PPSC/PI.210/IV/2024 20/04/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

29 PHINISI NUSANTARA MERY SUMARNI 21 B.145/PPSC/PI.210/IV/2024 04/04/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

30 PUTRA GUNAWAN 1 ANG PING HA 30 B.163/PPSC/PI.210/IV/2024 20/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

31 PUTRA JAYA IX OCTAVIANUS 29 B.141/PPSC/PI.210/IV/2024 02/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

32 PUTRA JAYA XI LIAN EK 30 B.149/PPSC/PI.210/IV/2024 04/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

33 RYZKY 8 H. KARDI 30 B.164/PPSC/PI.210/IV/2024 19/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

34 SADI NUR F WAGIYONO, SE 9 B.179/PPSC/PI.210/IV/2024 28/04/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

35 SENANG HATI I HARJO BUDIMAN 27 B.157/PPSC/PI.210/IV/2024 19/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

36 SETIA JAYA 68 SUTRISNO T 30 B.173/PPSC/PI.210/IV/2024 24/04/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

37 SINAR MUTIARA LAUT I SUGIARTO 30 B.180/PPSC/PI.210/IV/2024 28/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

38 SOECHI 01 SUDI 20 B.181/PPSC/PI.210/IV/2024 29/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

39 SPRIT SUKSES MAKMUR BUDIONO 29 B.160/PPSC/PI.210/IV/2024 19/04/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

40 SWARNA JAYA CINTYA LADYANA 29 B.154/PPSC/PI.210/IV/2024 06/04/2024 Agung Ferieigha Nugroho Rawai Tuna

41 SWARNA JAYA 2 CINTYA LADYANA 29 B.169/PPSC/PI.210/IV/2024 23/04/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Rawai Tuna

42 TANJUNG PERMATA FANDY MARCELLO 29 B.148/PPSC/PI.210/IV/2024 04/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

43 WIGUNA JAYA HARTONO 21 B.143/PPSC/PI.210/IV/2024 02/04/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

44 WILSON JAYA 28 PT INTI MARINA SEJAHTERA 30 B.168/PPSC/PI.210/IV/2024 22/04/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

45 BERLIMPAH REJEKI DIDIK NURAHMAN 29 B.184/PPSC/PI.210/IV/2024 30/04/2024 Iskandar Pancing Ulur

46 SARI MULIA MAKMUR JONI 25 B.183/PPSC/PI.210/IV/2024 30/04/2024 Hendriyanto, A.Md Rawai Tuna



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKKP Jenis API

1 ABADI JAYA AWARUDIN 30 B.199/PPSC/PI.210/V/2024 14/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

2 ADHIKA II DEDDYANTO 22 B.187/PPSC/PI.210/V/2024 06/05/2024 Agung Ferieigha Nugroho Jaring Insang Hanyut

3 ALAM INDAH JONI 27 B.217/PPSC/PI.210/V/2024 24/05/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

4 ALMIRA JAYA JAMPEN 20 B.197/PPSC/PI.210/V/2024 09/05/2024 Welly Yunianto Jaring Insang Hanyut

5 ALONG MULIA AWARUDIN 30 B.201/PPSC/PI.210/V/2024 15/05/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

6 BAHARI INDAH CATUR DANY SETIAWAN 29 B.203/PPSC/PI.210/V/2024 17/05/2024 Welly Yunianto Rawai Tuna

7 BERKAH MELIMPAH JAYA 5 LIM LE HWA 30 B.192/PPSC/PI.210/V/2024 07/05/2024 Iskandar Pancing Cumi

8 BERKAH MUTIARA SELATAN I SUKAINAH 23 B.208/PPSC/PI.210/V/2024 18/05/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

9 BERKAT MELIMPAH 10 SRI HARTATI 17 B.216/PPSC/PI.210/V/2024 21/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

10 BERKAT MELIMPAH 11 LIM LE HWA 29 B.193/PPSC/PI.210/V/2024 07/05/2024 Iskandar Pancing Cumi

11 BERKAT MELIMPAH 12 SRI HARTATI 17 B.213/PPSC/PI.210/V/2024 21/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

12 BERKAT MELIMPAH 9 LIM LE HWA 29 B.189/PPSC/PI.210/V/2024 07/05/2024 Iskandar Pancing Cumi

13 BUNGA INDAH JAYA TANESIH 12 B.205/PPSC/PI.210/V/2024 17/05/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

14 CITRA MINTARSIH 23 B.196/PPSC/PI.210/V/2024 09/05/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

15 CITRA ABADI MINTARSIH 28 B.185/PPSC/PI.210/V/2024 02/05/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

16 COLOMBIA 11 LIM LE HWA 29 B.191/PPSC/PI.210/V/2024 07/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

17 COLOMBIA 12 LIM LE HWA 29 B.190/PPSC/PI.210/V/2024 07/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

18 FIQA JAYA YATIMAN 9 B.224/PPSC/PI.210/V/2024 29/05/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

19 GLORIA I BONG LIONG 21 B.186/PPSC/PI.210/V/2024 06/05/2024 Agung Ferieigha Nugroho Jaring Insang Hanyut

20 HASIL SUMBER ALAM 1 JONNY 29 B.195/PPSC/PI.210/V/2024 09/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

21 ILHAM PUTRA II SUTARMAN 29 B.188/PPSC/PI.210/V/2024 07/05/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

22 INTAN JAYA BAHARI AGUS AVIANTO 18 B.206/PPSC/PI.210/V/2024 17/05/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

23 JAMBU AIR MASANTO 9 B.224/PPSC/PI.210/V/2024 29/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

24 KM NELAYAN 2016 334 KUD MINASARI PANGANDARAN 6 B.202/PPSC/PI.210/V/2024 15/05/2024 Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi Jaring Insang Hanyut

25 KURNIA MAKMUR 1 SURONO 18 B.204/PPSC/PI.210/V/2024 17/05/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

26 MAJU JAYA 3 AGUS YULIANTORO 9 B.225/PPSC/PI.210/V/2024 29/05/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

27 MAJU MULIA AWARUDIN 26 B.200/PPSC/PI.210/V/2024 15/05/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScJaring Insang Hanyut

28 MAYSHA -2 JAMPEN 28 B.212/PPSC/PI.210/V/2024 20/05/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

29 NUSANTARA 35 SUTRISNO 22 B.226/PPSC/PI.210/V/2024 29/05/2024 Agung Ferieigha Nugroho Jaring Insang Hanyut

30 PULAU DEWATA PT HASIL MELIMPAH JAYA 28 B.223/PPSC/PI.210/V/2024 29/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

31 PUTRA SIDOMAS 3 ANDREW NICODEMUS USODO 28 B.198/PPSC/PI.210/V/2024 14/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

32 RIZKI LADUNI 2 LUKMAN HAKIM 10 B.215/PPSC/PI.210/V/2024 21/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : MEI 2024



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKKP Jenis API

33 RIZKY 1 H. KARDI 17 B.210/PPSC/PI.210/V/2024 18/05/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

34 RIZKY II H. KARDI 29 B.209/PPSC/PI.210/V/2024 18/05/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

35 SAPMA IV HARJO BUDIMAN 22 B.221/PPSC/PI.210/V/2024 29/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

36 SEMPATI SARI SUANDI KASDI 24 B.207/PPSC/PI.210/V/2024 17/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

37 SRI KUMPUL FERI BUDI KRISNAWAN 13 B.194/PPSC/PI.210/V/2024 08/05/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

38 TIGA PUTERI JAYA 1 LUKMAN HAKIM 10 B.214/PPSC/PI.210/V/2024 21/05/2024 Iskandar Pancing Ulur

39 Tri Sakti 6 YUWONO MINDARTO 29 B.219/PPSC/PI.210/V/2024 24/05/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

40 TRI SAKTI II KIAM LIP 27 B.211/PPSC/PI.210/V/2024 18/05/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

41 ULI JAYA 2 BAHASAN 30 B.220/PPSC/PI.210/V/2024 25/05/2024 Iskandar Pancing Ulur



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKKP Jenis API

1 ALVIANO FABIAN FIRMANSYAH RAMADHAN21 B.237/PPSC/PI.210/VI/2024 11/06/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

2 ANTON JAYA 1 SUJASMAN 25 B.242/PPSC/PI.210/VI/2024 13/06/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

3 ARDAN JAYA 11 SURATMI 30 B.243/PPSC/PI.210/VI/2024 13/06/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

4 ARDAN JAYA V SURATMI 29 B.230/PPSC/PI.210/VI/2024 05/06/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

5 ATERIA DAYA MULYA I SAMPO AL WARSITO 23 B.247/PPSC/PI.210/VI/2024 15/06/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

6 BAHARI WIJAYA 01 LILIES 29 B.257/PPSC/PI.210/VI/2024 24/06/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

7 BAHTERA JAYA I JU LIE 22 B.256/PPSC/PI.210/VI/2024 24/06/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

8 BANGKIT 7 H. SUYANTO 12 B.273/PPSC/PI.210/VI/2024 26/06/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

9 BERKAT MELIMPAH 17 SRI HARTATI 25 B.259/PPSC/PI.210/VI/2024 24/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pengangkut

10 BINTANG ABADI 85 FREDY ANGGARA 10 B.240/PPSC/PI.210/VI/2024 13/06/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

11 BINTANG MAJU 01 UN JULIONO 30 B.250/PPSC/PI.210/VI/2024 20/06/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

12 BUANA PUTRA 02 DESY WIDYASARI 29 B.267/PPSC/PI.210/VI/2024 25/06/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

13 CITRA MARINA I PT INTI MARINA SEJAHTERA 30 B.233/PPSC/PI.210/VI/2024 11/06/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

14 CITRA NUSANTARA III KALIM MURNY 29 B.260/PPSC/PI.210/VI/2024 24/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

15 DELTA AGUNG UN JULIONO 10 B.232/PPSC/PI.210/VI/2024 08/06/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

16 DERAYA UTAMA SAMUDERA RIO ADITYA 28 B.268/PPSC/PI.210/VI/2024 25/06/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

17 ELANDA LIAN EK 22 B.254/PPSC/PI.210/VI/2024 22/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

18 GUNAWAN 28 JAYA V ANG PING HA 30 B.252/PPSC/PI.210/VI/2024 22/06/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

19 GUNUNG TUJUH III TINA ENI 28 B.255/PPSC/PI.210/VI/2024 22/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Rawai Tuna

20 HASIL MAJU I SONAM VIRYA TAN 26 B.228/PPSC/PI.210/VI/2024 05/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

21 JAYA PRIMA FREDY LIM 29 B.236/PPSC/PI.210/VI/2024 11/06/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

22 KARTIKA SARI HARPIN 28 B.235/PPSC/PI.210/VI/2024 11/06/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

23 KM NELAYAN 2016 330 KUD MINASARI PANGANDARAN6 B.241/PPSC/PI.210/VI/2024 13/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

24 Layla Marina II PT INTI MARINA SEJAHTERA 30 B.271/PPSC/PI.210/VI/2024 26/06/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

25 MAKMUR JAYA BAHARI VII BAHASAN 30 B.246/PPSC/PI.210/VI/2024 15/06/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

26 MARUNG BIRU HARPIN 27 B.238/PPSC/PI.210/VI/2024 12/06/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

27 MUDAH JAYA 15 BURHAN 30 B.274/PPSC/PI.210/VI/2024 26/06/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Rawai Tuna

28 MUDAH JAYA 22 BURHAN 29 B.258/PPSC/PI.210/VI/2024 24/06/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

29 PANTAI MUTIARA HADITYA SURONO 29 B.234/PPSC/PI.210/VI/2024 11/06/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : JUNI 2024



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKKP Jenis API

30 PIKTON JAYA 8 LILIANI 30 B.245/PPSC/PI.210/VI/2024 14/06/2024 Hendriyanto, A.Md Pancing Ulur

31 PUSPITA V CHERY 30 B.239/PPSC/PI.210/VI/2024 12/06/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

32 PUTRA MARITIM 02 DAVID PRIHARJO 26 B.231/PPSC/PI.210/VI/2024 08/06/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

33 PUTRA MORO III KASMAN 25 B.244/PPSC/PI.210/VI/2024 14/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

34 REJEKI LAUT 18 RUDI HARTONO 22 B.269/PPSC/PI.210/VI/2024 26/06/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

35 RIDHO ILLAHI 1 DAWAM 18 B.266/PPSC/PI.210/VI/2024 25/06/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

36 RISMA PUTRI MANDIRI 1 RISMA ARDHANA 30 B.262/PPSC/PI.210/VI/2024 24/06/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

37 RISMA PUTRI MANDIRI 2 RISMA ARDHANA 30 B.261/PPSC/PI.210/VI/2024 24/06/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

38 Rizky-7 H. KARDI 30 B.270/PPSC/PI.210/VI/2024 26/06/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

39 SAPMA V H. MOCHAMAD EKSAN 26 B.263/PPSC/PI.210/VI/2024 25/06/2024 Rista Tri Purnasari Jaring Insang Hanyut

40 SEMBAJA II YUWONO MINDARTO 24 B.272/PPSC/PI.210/VI/2024 26/06/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

41 SUKA MAJU 35 LILIES 25 B.253/PPSC/PI.210/VI/2024 22/06/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

42 SUMBER HASIL 8 BUDI HARTA 29 B.251/PPSC/PI.210/VI/2024 20/06/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

43 SUMBER MULIA 2 H. MUSONO ALIAS YUSUP 30 B.248/PPSC/PI.210/VI/2024 19/06/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

44 SUMBER MULYA I SUPARDI 27 B.249/PPSC/PI.210/VI/2024 20/06/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur Tuna

45 TEKAD JAYA 1 TUMINO 16 B.265/PPSC/PI.210/VI/2024 25/06/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

46 TRI SAKTI V AGUS DARMAWAN 29 B.229/PPSC/PI.210/VI/2024 05/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

47 YUDI - II DEDDYANTO 28 B.264/PPSC/PI.210/VI/2024 25/06/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

48 CITRA MARINA II PT INTI MARINA SEJAHTERA 29 B.277/PPSC/PI.210/VI/2024 30/06/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

49 MINATAMA KHATULISTIWA I IVAN LEONARDI 28 B.276/PPSC/PI.210/VI/2024 30/06/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

50 SETIA JAYA 38 SAIFUL 29 B.278/PPSC/PI.210/VI/2024 30/06/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

REKAP PENUGASAN JUNI 2024

PPKKP Jml Kapal

Agung Ferieigha Nugroho 5

Dian Prihantara 8

Hendriyanto, A.Md 2

Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.Sc4

Lutfi Atikoh 5

Rista Tri Purnasari 7

Sulis Kurniyawati, S.S.T 5

Welly Yunianto 5

Yusvi Widya Ardiana, S.E 9

JUMLAH 50



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKKP Jenis API

REKAP JANUARI 37

FEBRUARI 38

MARET 39

APRIL 46

MEI 41

JUNI 50

TOTAL 251



No Nama Kapal Nama Pemilik
Ukuran 

Kapal (GT)
No. Sertifikat

Tanggal 

Terbit
PPKKP Jenis API

1 ARDAN JAYA 10 SURATMI 9 B.322/PPSC/PI.210/VII/2024 31/07/2024 Iskandar Pancing Ulur

2 ARDAN JAYA 2 SURATMI 29 B.321/PPSC/PI.210/VII/2024 31/07/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

3 BANGKIT 6 H. SUYANTO 20 B.299/PPSC/PI.210/VII/2024 21/07/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

4 BARU MUNCUL 3 HJ.AWEN 24 B.298/PPSC/PI.210/VII/2024 20/07/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Jaring Insang Hanyut

5 BINTANG KEJORA II IVAN LEONARDI 29 B.289/PPSC/PI.210/VII/2024 10/07/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

6 CAMAR 11 SUNANTO 10 B.314/PPSC/PI.210/VII/2024 26/07/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

7 CAMAR LAUT 888 WIWIK SUPARWATI 28 B.291/PPSC/PI.210/VII/2024 06/07/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

8 COLOMBIA 18 LILI NUR INDAH SARI 29 B.279/PPSC/PI.210/VII/2024 03/07/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

9 FLOBA MORA 02 DAVID PRIHARJO 9 B.310/PPSC/PI.210/VII/2024 24/07/2024 Iskandar Pancing Ulur

10 FLOBA MORA 03 DAVID PRIHARJO 9 B.309/PPSC/PI.210/VII/2024 24/07/2024 Iskandar Pancing Ulur

11 GAJAH MADA 11 AGUS BASUKI 12 B.318/PPSC/PI.210/VII/2024 30/07/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

12 GUNAWAN 28 JAYA I TINA ENI 30 B.297/PPSC/PI.210/VII/2024 17/07/2024 Welly Yunianto Rawai Tuna

13 GUNAWAN 28 JAYA II TINA ENI 30 B.288/PPSC/PI.210/VII/2024 06/07/2024 Rista Tri Purnasari Rawai Tuna

14 HASIL MELIMPAH JAYA 2 WINSON CAHYADI 10 B.306/PPSC/PI.210/VII/2024 24/07/2024 Iskandar Pancing Ulur

15 HASIL MELIMPAH JAYA 9 WINSON CAHYADI 25 B.305/PPSC/PI.210/VII/2024 24/07/2024 Iskandar Pancing Ulur

16 JASON JAYA 8 LILIANI 30 B.292/PPSC/PI.210/VII/2024 11/07/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

17 KARTIKA ABADI JINGGA SUGANDA 27 B.290/PPSC/PI.210/VII/2024 10/07/2024 Agung Ferieigha Nugroho Jaring Insang Hanyut

18 Karunia 11 SUNANTO 10 B.316/PPSC/PI.210/VII/2024 30/07/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

19 KM NELAYAN 2016 328 KUD MINASARI PANGANDARAN6 B.320/PPSC/PI.210/VII/2024 30/07/2024 Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi Jaring Insang Hanyut

20 KM NELAYAN 2016 332 KUD MINASARI PANGANDARAN6 B.308/PPSC/PI.210/VII/2024 24/07/2024 Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi Jaring Insang Hanyut

21 LAYLA MARINA I PT INTI MARINA SEJAHTERA 30 B.283/PPSC/PI.210/VII/2024 04/07/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

22 MUDA JAYA - 10 BURHAN 28 B.323/PPSC/PI.210/VII/2024 31/07/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Rawai Tuna

23 MUDAH JAYA - 13 AI NGO 28 B.319/PPSC/PI.210/VII/2024 30/07/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScRawai Tuna

24 MURAH REJEKI 2 LILI 30 B.281/PPSC/PI.210/VII/2024 03/07/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

25 PELITA SEJATI AI NGO 30 B.303/PPSC/PI.210/VII/2024 23/07/2024 Iskandar Pancing Ulur

26 PISANG JAYA II JU LIE 26 B.294/PPSC/PI.210/VII/2024 12/07/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

27 PRIMA KENCANA 7 CHERY 30 B.287/PPSC/PI.210/VII/2024 06/07/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

28 PUSPITA - I DEDDYANTO 28 B.296/PPSC/PI.210/VII/2024 17/07/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

29 PUTRA USAHA 11 SUNANTO 10 B.317/PPSC/PI.210/VII/2024 30/07/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

30 PUTRA USAHA 12 SUNANTO 14 B.311/PPSC/PI.210/VII/2024 26/07/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

31 RIZKI LADUNI 3 LUKMAN HAKIM 10 B.304/PPSC/PI.210/VII/2024 23/07/2024 Iskandar Pancing Ulur

32 SARI GEMILANG PARMIN 10 B.312/PPSC/PI.210/VII/2024 26/07/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

33 SINAR PULAU KIJANG 9 LILI 28 B.282/PPSC/PI.210/VII/2024 03/07/2024 Dian Prihantara Rawai Tuna

34 TIAR JAYA INDRIANI 30 B.307/PPSC/PI.210/VII/2024 24/07/2024 Iskandar Pancing Ulur

35 TRI PUTRA KARYA DODDY 30 B.295/PPSC/PI.210/VII/2024 12/07/2024 Agung Ferieigha Nugroho Rawai Tuna

36 WAHYU REJEKI SUTRIONO 10 B.313/PPSC/PI.210/VII/2024 26/07/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

37 WIGUNA I JU LIE 29 B.315/PPSC/PI.210/VII/2024 26/07/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

38 YUDI JAYA III TJUN HWE 29 B.302/PPSC/PI.210/VII/2024 23/07/2024 Welly Yunianto Rawai Tuna

39 YUDI JAYA VIII CHERY 30 B.280/PPSC/PI.210/VII/2024 03/07/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

40 CHARLY WIJAYA OEY GIOK HWA 36 B.325/PPSC/PI.210/VIII/2024 01/08/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

41 CITRA ABADI - II SUTARNI SUTIMAN 13 B.324/PPSC/PI.210/VIII/2024 01/08/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

42 GARUDA JAYA ANDY 30 B.327/PPSC/PI.210/VIII/2024 02/08/2024 Rista Tri Purnasari Rawai Tuna

43 HASIL MELIMPAH JAYA 1 WINSON CAHYADI 10 B.328/PPSC/PI.210/VIII/2024 05/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

44 LANCAR BAHAGIA HENDRI 24 B.326/PPSC/PI.210/VIII/2024 01/08/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

45 ASIA STAR - I YUNUS 26 B.329/PPSC/PI.210/VIII/2024 11/08/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

46 LANCAR BAROKAH PT. TIGA SINERGI BERJAYA 28 B.331/PPSC/PI.210/VIII/2024 12/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

47 YULI JAYA INDRIANI 30 B.332/PPSC/PI.210/VIII/2024 12/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

48 ADHIKA - I HJ.AWEN 19 B.330/PPSC/PI.210/VIII/2024 12/08/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScJaring Insang Hanyut

49 KARTIKA JAYA JINGGA SUGANDA 30 B.339/PPSC/PI.210/VIII/2024 19/08/2024 Lutfi Atikoh Rawai Tuna

50 PUTRA BAROKAH MUKLISAH 14 B.340/PPSC/PI.210/VIII/2024 19/08/2024 Welly Yunianto Jaring Insang Hanyut

51 SEMPURNA BARU I TJUI LENG AL DJAIDIN 25 B.338/PPSC/PI.210/VIII/2024 16/08/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

52 SUCI JAYA MUKLISAH 29 B.337/PPSC/PI.210/VIII/2024 15/08/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

53 HARAPAN JAYA - II REGINA CYNTHIA DEWI 29 B.335/PPSC/PI.210/VIII/2024 13/08/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

54 MUTIARA JAYA REGINA CYNTHIA DEWI 20 B.334/PPSC/PI.210/VIII/2024 13/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

55 SWARNA JAYA - 3 IDA ERI 25 B.336/PPSC/PI.210/VIII/2024 14/08/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

56 ADHIKA - I HJ.AWEN 19 B.330/PPSC/PI.210/VIII/2024 12/08/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScJaring Insang Hanyut

57 WIGUNA V JU LIE 22 B.333/PPSC/PI.210/VIII/2024 15/08/2024 Arie Nurfita, S.Pi Jaring Insang Hanyut

58 ALAM INDAH JONI 20 B.341/PPSC/PI.210/VIII/2024 20/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

59 SATRIA PUTRA MANDIRI HARJO BUDIMAN 22 B.342/PPSC/PI.210/VIII/2024 20/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

60 FLOBA MORA 01 DAVID PRIHARJO 9 B.343/PPSC/PI.210/VIII/2024 21/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

61 HAI TEK RI JAYA DODDY 25 B.345/PPSC/PI.210/VIII/2024 21/08/2024 Arie Nurfita, S.Pi Jaring Insang Hanyut

62 ULI JAYA I PT MAKMUR ALAM BAHARI 28 B.344/PPSC/PI.210/VIII/2024 21/08/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

63 BRAYAN 2 DEDDYANTO 28 B.347/PPSC/PI.210/VIII/2024 23/08/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

64 REJEKI JAYA SENTOSA DANIEL STEVEN 30 B.346/PPSC/PI.210/VIII/2024 23/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

65 SEJATI LILIES 27 B.348/PPSC/PI.210/VIII/2024 23/08/2024 Dian Prihantara Rawai Tuna

66 HASIL MAJU 35 19 B.349/PPSC/PI.210/VIII/2024 23/08/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

67 MUDAH JAYA 23 JIMMY KURNIAWAN PRASETYO30 B.350/PPSC/PI.210/VIII/2024 26/08/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

68 BINTANG SUKSES 2 DWI ANDRI OKTAVIAN 21 B.352/PPSC/PI.210/VIII/2024 28/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

69 HASIL MELIMPAH JAYA 5 WINSON CAHYADI 10 B.354/PPSC/PI.210/VIII/2024 28/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : JULI S.D SEPTEMBER 2024



70 ANITA JAYA VIII EDDY SETIAWAN 29 B.353/PPSC/PI.210/VIII/2024 28/08/2024 Iskandar Rawai Tuna

71 KMN. ANITA JAYA - VII TRIJATI 25 B.355/PPSC/PI.210/VIII/2024 28/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

72 KARTIKA UTAMA 8 SARDINA 30 B.356/PPSC/PI.210/VIII/2024 29/08/2024 Arie Nurfita, S.Pi Rawai Tuna

73 TRI TJOEI TIE 23 B.357/PPSC/PI.210/VIII/2024 31/08/2024 Rista Tri Purnasari Jaring Insang Hanyut

74 CENDRAWASIH AMELIA SEFTIANA SANTOSO 29 B.358/PPSC/PI.210/VIII/2024 31/08/2024 Iskandar Pancing Ulur

75 ADHI GENDUT 01 SUMEDI 22 B.386/PPSC/PI.210/IX/2024 26/09/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

76 AKSELERASI-07B RUDIYANTO 12 B.389/PPSC/PI.210/IX/2024 30/09/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

77 ARABIKA JAYA I EDDY SETIAWAN 29 B.374/PPSC/PI.210/IX/2024 18/09/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

78 BB PUTRA HARAPAN JAYA PAIMIN 26 B.368/PPSC/PI.210/IX/2024 13/09/2024 Rista Tri Purnasari Jaring Insang Hanyut

79 BERKAH 44 WIDIYANTI 10 B.388/PPSC/PI.210/IX/2024 30/09/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

80 BERKAH JAYA 04 WIDIYANTI 14 B.393/PPSC/PI.210/IX/2024 30/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

81 BERKAT MELIMPAH 15 SRI HARTATI 17 B.384/PPSC/PI.210/IX/2024 25/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

82 BINTANG JAYA UN JULIONO 28 B.359/PPSC/PI.210/IX/2024 04/09/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

83 CAHAYA 33 LASIMAN 16 B.391/PPSC/PI.210/IX/2024 30/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

84 CITRA MARINA III PT INTI MARINA SEJAHTERA 29 B.371/PPSC/PI.210/IX/2024 17/09/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

85 COMET HARPIN 29 B.372/PPSC/PI.210/IX/2024 17/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

86 ELANG JAYA HENDRA 27 B.379/PPSC/PI.210/IX/2024 25/09/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

87 GUNAWAN 28 JAYA III ANG PING HA 30 B.364/PPSC/PI.210/IX/2024 09/09/2024 Welly Yunianto Rawai Tuna

88 HARAPAN JAYA - 88 HERMAN 27 B.375/PPSC/PI.210/IX/2024 19/09/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

89 HASIL MAJU 168 YESHI VISAKHA TAN 28 B.385/PPSC/PI.210/IX/2024 25/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

90 HASIL MAJU 4 SUTRISNO 22 B.365/PPSC/PI.210/IX/2024 11/09/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

91 HASIL MELIMPAH JAYA 3 WINSON CAHYADI 10 B.381/PPSC/PI.210/IX/2024 25/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

92 INDO MARINA 6 PT INTI MARINA SEJAHTERA 30 B.366/PPSC/PI.210/IX/2024 11/09/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

93 MAKMUR JAYA BAHARI X BAHASAN 29 B.387/PPSC/PI.210/IX/2024 26/09/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

94 MEKAR SARI MAKMUR 2 JULIONO 29 B.383/PPSC/PI.210/IX/2024 25/09/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

95 MITRA SEJATI SAN MIJO 22 B.361/PPSC/PI.210/IX/2024 05/09/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

96 MULIA SEJATI I SURONO 11 B.367/PPSC/PI.210/IX/2024 12/09/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

97 NADIRA JAYA JAMPEN 17 B.377/PPSC/PI.210/IX/2024 22/09/2024 Welly Yunianto Jaring Insang Hanyut

98 NELAYAN BERJAYA PT. NELAYAN NUSANTARA BERJAYA30 B.370/PPSC/PI.210/IX/2024 13/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

99 PUTRI ASIH 01 SUPRIYADI 25 B.373/PPSC/PI.210/IX/2024 18/09/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

100 RESTU PUTRA 02 ADITYA PRANOWO 15 B.394/PPSC/PI.210/IX/2024 30/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

101 RESTU PUTRA 03 ADITYA PRANOWO 12 B.390/PPSC/PI.210/IX/2024 30/09/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

102 RIZKI LADUNI 6 DIAN UTAMI 10 B.382/PPSC/PI.210/IX/2024 25/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

103 SAMUDRA JAYA BONG LIONG 26 B.362/PPSC/PI.210/IX/2024 06/09/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Jaring Insang Hanyut

104 SAPMA 1 SARJONO 22 B.360/PPSC/PI.210/IX/2024 04/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

105 SRIKANDI WIJOYO 03 MUS MAANI 30 B.376/PPSC/PI.210/IX/2024 20/09/2024 Iskandar Rawai Tuna

106 SUMBER CIPTA 8 HADITYA SURONO 29 B.363/PPSC/PI.210/IX/2024 09/09/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

107 SUMBER MAJU KRISTIANI NINGSIH 29 B.378/PPSC/PI.210/IX/2024 23/09/2024 Lutfi Atikoh Rawai Tuna

108 SWARNA JAYA - I IDA ERI 29 B.369/PPSC/PI.210/IX/2024 13/09/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

109 USAHA BARU 3 FERAWATI 12 B.392/PPSC/PI.210/IX/2024 30/09/2024 Iskandar Pancing Ulur

110 YUDI JAYA - V BONG LIONG 29 B.380/PPSC/PI.210/IX/2024 25/09/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

111 BERKAH 22 WIDIYANTI 12 B.395/PPSC/PI.210/IX/2024 30/09/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur
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1 KURNIA MELIMPAH 1 INDI HARTAWAN 10 B.411/PPSC/PI.210/X/2024 14/10/2024 Iskandar Pancing Ulur

2 KURNIA MELIMPAH 2 EVI SILVIATANIA 10 B.408/PPSC/PI.210/X/2024 13/10/2024 Iskandar Pancing Ulur

3 MUDAH JAYA 17 BURHAN 30 B.410/PPSC/PI.210/X/2024 13/10/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

4 NELAYAN NUSANTARA 1 PT. NELAYAN NUSANTARA BERJAYA30 B.409/PPSC/PI.210/X/2024 13/10/2024 Iskandar Pancing Ulur

5 WIJAYA MULYA JAYA ANJUM PANJI ISWARDANI 17 B.407/PPSC/PI.210/X/2024 11/10/2024 Iskandar Pancing Ulur

6 DWI JAYA BAHARI BUDIMAN TAMAN 29 B.401/PPSC/PI.210/X/2024 03/10/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

7 GUNUNG BUAH DEWA TINA ENI 29 B.403/PPSC/PI.210/X/2024 04/10/2024 Agung Ferieigha Nugroho Rawai Tuna

8 MINA KARUNIA ABADI LUSI 29 B.406/PPSC/PI.210/X/2024 09/10/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

9 MITRA PERDANA SAN MIJO 28 B.404/PPSC/PI.210/X/2024 08/10/2024 Agung Ferieigha Nugroho Jaring Insang Hanyut

10 RISKY JAYA 88 YESHI VISAKHA TAN 28 B.405/PPSC/PI.210/X/2024 09/10/2024 Iskandar Pancing Ulur

11 IDOLA 1 HENDRA 30 B.400/PPSC/PI.210/X/2024 03/10/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

12 KERIS JAYA IV EDDY SETIAWAN 29 B.402/PPSC/PI.210/X/2024 04/10/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

13 CAHYA LESTARI MUJIARTO 16 B.417/PPSC/PI.210/X/2024 24/10/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

14 JAYA WIJAYA INDRIANI 30 B.419/PPSC/PI.210/X/2024 25/10/2024 Iskandar Pancing Ulur

15 PERMATA - 02 EKO YULIANTO 29 B.414/PPSC/PI.210/X/2024 18/10/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

16 SAPMA II SUJASMAN 22 B.418/PPSC/PI.210/X/2024 25/10/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

17 SARI MULIA MAKMUR 10 JONI 27 B.416/PPSC/PI.210/X/2024 22/10/2024 Iskandar Pancing Ulur

18 ILHAM PUTRA - 4 H. MUSONO ALIAS YUSUP 23 B.413/PPSC/PI.210/X/2024 17/10/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Jaring Insang Hanyut

19 PUTRI BALI K YULIUS HARTANTO 20 B.412/PPSC/PI.210/X/2024 17/10/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

20 SEKAR LAUT - I TINA ENI 27 B.415/PPSC/PI.210/X/2024 18/10/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

21 HASIL GEMILANG KUN HOO 30 B.420/PPSC/PI.210/X/2024 31/10/2024 Kushartanto Ahmad Santosa, S.T, M.ScPancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : OKTOBER 2024
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1 BERKAH LESTARI INDRIANI 30 B.425/PPSC/PI.210/XI/2024 11/11/2024 Iskandar Pancing Ulur

2 MERTA SARI 01 LILIES 28 B.424/PPSC/PI.210/XI/2024 08/11/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

3 PRIMA BARUNA MAKMUR RUKY ISTIADI NOVIANANTA 25 B.426/PPSC/PI.210/XI/2024 11/11/2024 Iskandar Pancing Ulur

4 PUTRA NAURA JAYA JURIYAH 21 B.427/PPSC/PI.210/XI/2024 13/11/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Jaring Insang Hanyut

5 ANITA JAYA IV OEY GIOK HWA 24 B.433/PPSC/PI.210/XI/2024 22/11/2024 Iskandar Pancing Ulur

6 BERKAH LESTARI 01 DANI ROILISMAN 30 B.434/PPSC/PI.210/XI/2024 25/11/2024 Iskandar Pancing Ulur

7 KMN. ANITA JAYA OEY GIOK HWA 30 B.435/PPSC/PI.210/XI/2024 25/11/2024 Iskandar Rawai Tuna

8 KMN. ANITA JAYA - X KRISTIANI NINGSIH 30 B.432/PPSC/PI.210/XI/2024 22/11/2024 Iskandar Rawai Tuna

9 SEMAKIN MAJU JAYA HERIANTO 29 B.436/PPSC/PI.210/XI/2024 29/11/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

10 HINDIA JAYA SIE LIONG 30 B.430/PPSC/PI.210/XI/2024 15/11/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

11 MURAH REJEKI 1 LILI 30 B.429/PPSC/PI.210/XI/2024 14/11/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

12 TAMBAH PUTRA HARAPAN JAYAPAIMIN 19 B.431/PPSC/PI.210/XI/2024 15/11/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

13 TIRTA SAMUDRA TRIJATI 28 B.428/PPSC/PI.210/XI/2024 14/11/2024 Iskandar Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : NOVEMBER 2024
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1 AFANI JAYA REINALDO LIM 25 B.467/PPSC/PI.210/XII/2024 22/12/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

2 ANUGERAH REJEKI TRI HARTONO 30 B.449/PPSC/PI.210/XII/2024 14/12/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

3 BINA HASIL 8 LILIANI 29 B.453/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Iskandar Pancing Ulur

4 BINA HASIL 88 HADITYA SURONO 29 B.455/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Iskandar Pancing Ulur

5 CHARLY I ANDRI 26 B.465/PPSC/PI.210/XII/2024 22/12/2024 Lutfi Atikoh Jaring Insang Hanyut

6 CITRA ABADI - II SUTARNI SUTIMAN 13 B.447/PPSC/PI.210/XII/2024 14/12/2024 Iskandar Pancing Ulur

7 HASIL MANTRA KATIM 14 B.472/PPSC/PI.210/XII/2024 27/12/2024 Arie Nurfita, S.Pi Jaring Insang Hanyut

8 INDO MARINA 2 PT INTI MARINA SEJAHTERA 30 B.464/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

9 INTI KARYA - II CINDY ESTER 18 B.461/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Iskandar Pancing Ulur

10 IRIAN JAYA OEY GIOK HWA 24 B.470/PPSC/PI.210/XII/2024 24/12/2024 Rista Tri Purnasari Jaring Insang Hanyut

11 ISTIQOMAH X01 EXPRIYANTO 20 B.471/PPSC/PI.210/XII/2024 24/12/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

12 JAYA MULYA BUDI YUNARTO 20 B.441/PPSC/PI.210/XII/2024 05/12/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

13 JEANNIE JAYA 1 ELDY YULIYANTO 29 B.444/PPSC/PI.210/XII/2024 09/12/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

14 JEANNIE JAYA 3 ELDY YULIYANTO 30 B.446/PPSC/PI.210/XII/2024 11/12/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Rawai Tuna

15 KERIS JAYA III KRISTIANI NINGSIH 30 B.445/PPSC/PI.210/XII/2024 11/12/2024 Sulis Kurniyawati, S.S.T Pancing Ulur

16 KM NELAYAN 2016 337 KUD MINASARI PANGANDARAN6 B.473/PPSC/PI.210/XII/2024 27/12/2024 Narsun, A.Pi., M.Tr.Pi Jaring Insang Hanyut

17 MACAN REGINA CYNTHIA DEWI 16 B.450/PPSC/PI.210/XII/2024 14/12/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

18 MAKMUR JAYA BAHARI XII BAHASAN 30 B.457/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Iskandar Pancing Ulur

19 MARGO INDAH - 2 RESTO RAGIL SAPUTRO 30 B.468/PPSC/PI.210/XII/2024 24/12/2024 Rista Tri Purnasari Jaring Insang Hanyut

20 MINA KARUNIA LUSI 28 B.466/PPSC/PI.210/XII/2024 22/12/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

21 MITRA BAHARI II eks manggala yudha 2CUN GIE 23 B.452/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

22 MUDAH JAYA - 25 BURHAN 29 B.475/PPSC/PI.210/XII/2024 30/12/2024 Arie Nurfita, S.Pi Pancing Ulur

23 PISANG V LUSI 18 B.443/PPSC/PI.210/XII/2024 05/12/2024 Iskandar Pancing Ulur

24 PRIMA UTAMA CANDRA 29 B.442/PPSC/PI.210/XII/2024 04/12/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

25 RIZKY - II H. KARDI 29 B.469/PPSC/PI.210/XII/2024 24/12/2024 Rista Tri Purnasari Pancing Ulur

26 SATRIA PUTRA MANDIRI HARJO BUDIMAN 22 B.462/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

27 SEMOGA ABADI HARTONO 26 B.440/PPSC/PI.210/XII/2024 05/12/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

28 SERRA H. MOCHAMAD EKSAN 23 B.458/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Iskandar Jaring Insang Hanyut

29 SETIA JAYA 28 RUDI HARTONO 29 B.454/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Yusvi Widya Ardiana, S.E Pancing Ulur

30 SETIA JAYA 81 RUDI HARTONO 30 B.439/PPSC/PI.210/XII/2024 03/12/2024 Agung Ferieigha Nugroho Pancing Ulur

31 SRIWIJAYA HENDRA 25 B.448/PPSC/PI.210/XII/2024 14/12/2024 Lutfi Atikoh Pancing Ulur

PENERBITAN SKKP DAERAH

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

BULAN : DESEMBER 2024



32 SUKA MAJU III H. MOCHAMAD EKSAN 21 B.451/PPSC/PI.210/XII/2024 14/12/2024 Rista Tri Purnasari Jaring Insang Hanyut

33 SUMBER CIPTA 88 LILIANI 26 B.456/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Iskandar Pancing Ulur

34 SUMBER HASIL 9 BUDI HARTA 30 B.474/PPSC/PI.210/XII/2024 27/12/2024 Dian Prihantara Pancing Ulur

35 SUNGAI ROKAN TJOEI TIE 30 B.476/PPSC/PI.210/XII/2024 30/12/2024 Dian Prihantara Jaring Insang Hanyut

36 TAMBORA MAS CINDY ESTER 20 B.463/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Welly Yunianto Pancing Ulur

37 TERATAI II FABIAN FIRMANSYAH RAMADHAN25 B.459/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Iskandar Pancing Ulur

38 ULI JAYA BAHASAN 27 B.460/PPSC/PI.210/XII/2024 21/12/2024 Iskandar Pancing Ulur











 

 

 

 

Nomor : B.115/DJPT.4/PI.310/I/2025                                                      13 Januari  2025 

Sifat 

Lampiran 

: 

: 

Segera 

Satu berkas 

Hal  : Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan IV TA. 2024 

di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat 

Yth. (Daftar Terlampir) 

di Tempat  

 

Sehubungan dengan implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan 

Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Versi 2, bersama ini kami sampaikan capaian dan 

hasil evaluasi SELARASKAN triwulan IV TA. 2024 di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut: 

1. Capaian implementasi SELARASKAN bulan Oktober hingga Desember 2024 yang 

dievaluasi pada bulan Januari 2025 dengan skor setelah koreksi evidence oleh Tim 

Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut: 

No. 
Pelabuhan 
Perikanan 

Oktober November Desember 
Skor 

Kumulatif 
Rata-
rata 

Kategori 

1. PPN Prigi 96.15 93.77 99.26 289.18 96.39 
SANGAT 
BAIK 

2. PPN Sibolga 95.39 95.96 96.60 287.95 95.98 
SANGAT 
BAIK 

3. PPS Cilacap 92.21 94.36 95.43 282.01 94.00 
SANGAT 
BAIK 

4. PPS Kendari 92.59 93.79 94.97 281.35 93.78 
SANGAT 
BAIK 

5. 
PPN 
Pengambengan 

91.04 93.38 93.43 277.85 92.62 
SANGAT 
BAIK 

6. PPN Kejawanan 87.98 94.78 94.33 277.09 92.36 
SANGAT 
BAIK 

7. PPS Bungus 84.81 95.34 91.51 271.66 90.55 
SANGAT 
BAIK 

8. PPN Pekalongan 91.49 90.27 89.12 270.88 90.29 
SANGAT 
BAIK 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 
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Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



No. 
Pelabuhan 
Perikanan 

Oktober November Desember 
Skor 

Kumulatif 
Rata-
rata 

Kategori 

9. 
PPS Nizam 
Zachman Jakarta 

91.64 87.98 90.21 269.83 89.94 
SANGAT 
BAIK 

10. 
PPN 
Palabuhanratu 

89.58 85.34 88.44 263.36 87.79 
SANGAT 
BAIK 

11. PPP Teluk Batang 89.83 88.87 82.68 261.37 87.12 
SANGAT 
BAIK 

12. PPN Ternate 86.01 85.11 81.66 252.78 84.26 
SANGAT 
BAIK 

13. PPN Pemangkat 83.70 80.29 83.55 247.54 82.51 
SANGAT 
BAIK 

14. PPS Belawan 79.94 81.78 85.51 247.23 82.41 
SANGAT 
BAIK 

15. PPN Brondong 66.86 88.46 88.57 243.89 81.30 
SANGAT 
BAIK 

16. PPN Kwandang 76.20 81.13 86.45 243.78 81.26 
SANGAT 
BAIK 

17. PPN Ambon 81.75 85.96 75.92 243.63 81.21 
SANGAT 
BAIK 

18. PPN Sungailiat 73.77 73.52 68.63 215.92 71.97 BAIK 

19. PPS Bitung 59.85 74.62 66.61 201.07 67.02 BAIK 

20. 
PPN 
Tanjungpandan 

67.84 57.23 74.67 199.74 66.58 BAIK 

21. PPN Karangantu 35.28 57.09 79.83 172.21 57.40 CUKUP 

22. PPN Tual 59.71 51.41 52.90 164.02 54.67 CUKUP 

2. Hasil evaluasi implementasi SELARASKAN bulan Oktober hingga Desember 2024 

secara detail dapat diakses melalui tautan berikut 

https://bit.ly/SELARASKAN_TWIV_2024; dan 

3. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN 

dibawah SANGAT BAIK agar lebih meningkatkan kinerjanya di bidang kebersihan dan 

lingkungan. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

https://bit.ly/SELARASKAN_TWIV_2024


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih. 

       a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  

                        Direktur Kepelabuhanan Perikanan,  

 

  

 

                           Tri Aris Wibowo 

Tembusan: 

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 

2. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



                                                                      

       Lampiran 1. 

Nomor   :  B.115/DJPT.4/PI.310/I/2025 
Tanggal :  13 Januari 2025 

 
 

 DAFTAR PELABUHAN PERIKANAN 

 
       a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  

                        Direktur Kepelabuhanan Perikanan,  

 

 

  

                           Tri Aris Wibowo 

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta  

2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan  

4. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung  

5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 

6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 

7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 

8. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 

9. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 

10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 

11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 

12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 

13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 

15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan 

16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 

18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 

19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 

20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 

21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang 

22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang  

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



 
 

 
 
 
 
 

MEMORANDUM 

NOMOR  33/PPSC/TU.140/I/2025 

 

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

Dari : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial 

Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Lingkup Tim Kerja 

   Dukungan Manajerial Triwulan IV 

Lampiran : Satu Berkas  

Tanggal : 10 Januari 2025 

  

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap Tahun 2024, terlampir kami laporkan capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Dukungan Manajerial sebagai berikut: 

1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (yang 

telah dinilai WBK) (Nilai) 

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen) 

3. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) 

4. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Indeks) 

5. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (Persen) 

6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap (Persen) 

7. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) 

8. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) 

9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan Samudera 

Cilacap (Nilai) 

Adapun pencapaiannya terhadap Sasaran strategis Tata kelola Pemerintah yang baik 

di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dapat kami sampaikan sebagai 

berikut : 

IKU 10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (nilai) 

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan percepatan 

pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 



bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini 

capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK menjadi salah satu indikator 

kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2024. Indikator ini dinilai 

berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada 

komponen pengungkit dan komponen hasil yang dihitung secara tahunan dan 

dilakukan secara mandiri. 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit 

kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, 

penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan 

akuntabilitas kinerja dengan Komponen penilaian indikator dari nilai hasil Penilaian 

Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area 

Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri 

yang dilakukan oleh Unit Kerja. 

Hasil Pencapaian :  

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel. Nilai PM Pembangunan ZI di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

 

Capaian Tahun 2024, PPSCilacap mendapatkan realiasi nilai 86,59 atau capaian 

108,24% dari target tahun 2024  dikarekanakan di tahun 2024 PPS diusulkan lagi oleh 

Inspektorat 5 untuk mengikuti Penilaian Nasional (Menpan RB) sehingga 

pendampingan  dilakukan secara intensif oleh tim pendamping internal.    

Pada tahun 2024 ini, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mendapatkan Predikat 

Wilayah Bebas dari Korupsi Tingkat Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penganugerahannya dilaksanakan 

pada tanggal 11 Desember 2024 di Jakarta. 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Realisasi 

Tahun 2024 

Capaian 

(%) 

Nilai Penilaian Mandiri 

Pembangunan Zona Integritasdi 

Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap (Nilai) 

80 86,59 108,24 



 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Adapun Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU yaitu terdapat 

beberapa penilaian yang mengharuskan  inovasi dan pengembangannya sehingga 

membutuhkan lebih banyak lag innovasi dalam pencapaiannya. 

Saran dan Masukan untuk perbaikan ke depan adalah melaksanakan peningkatan 

kompetensi dan integritas pada setiap pegawai serta meninisiasi beberapa inovasi 

yang menunjang kemudahan daam pelayanan public. 

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 

Tabel  Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator PM 

Pembangunan ZI di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mengalami kenaikan 

sebesar 100,58%. 

 

IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen) 

Indikator ini merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal 

kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu 

dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 

s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau 

tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. 

 

 

 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Naik/Turu

n (%) 

Nilai Penilaian Mandiri 

Pembangunan Zona 

Integritasdi Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

(Nilai) 

86,59 86.09 100,58% 



 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel     . Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

 

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercapai sebesar 100%. 

Seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 

KKP, seluruhnya telah ditindaklanjuti berdasarkan aplikasi SIDAK KKP sebagaimana 

pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar . Screen shot Aplikasi SIDAK  

Pada tahun 2024, terdapat On The Spot (OTS) Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pengelolaan Perikanan oleh Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 573 oleh 

Inspektorat II melalui Surat Tugas Inpektur II Nomor. B.4574.1/ITJ.2/KP.440/VI/2024 

tanggal 22 Juni 2024. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat saran rekomendasi yang 

harus dilaksanakan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selaku 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Realisasi 

tahun 2024 

Capaian 

(%) 

Persentase Rekomendasi Hasil 

Pengawasan yang Dimanfaatkan 

untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

(Persen) 

80 100 125 



coordinator eksekutif WPP 573 dan semua saran evaluasinya sudah di tindaklanjuti 

sebagaimana terlampir. Adapun evaluasi ini tidak dimasukan di Aplikasi SIDAK Itjen 

KKP.  

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 

Tabel      . Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase 

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini tetap pada capaian maksimal yakni 100% 

dan semua hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti. 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Hasil rekomendasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal, seluruhnya 

telah ditindaklanjuti oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. 

IKU 12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, rekonsiliasi Kinerja merupakan salah satu metode evaluasi implementasi 

SAKIP untuk penilaian cepat terhadap pengelolaan kinerja sebuah unit kerja. Indikator 

ini diukur melalui Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah 

Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen 

Perikanan Tangkap.  Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman 

para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk 

mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan 

Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP 

menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan 

(Bobot 25%) dengan nilai maksimal 25, Aspek Kesesuaian (Bobot 25%) dengan nilai 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Naik/Turu

n (%) 

Persentase Rekomendasi 

Hasil Pengawasan yang 

Dimanfaatkan untuk 

Perbaikan Kinerja Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

(Persen) 

100 100 - 



maksimal 25, Aspek Ketercapaian (Bobot 30%) dengan nilai maksimal 30, dan Aspek 

Ketepatan (20%) dengan nilai maksimal 20. 

Perhitungan indikator ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas implementasi 

SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai 

ketentuan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator tahunan dengan kegiatan 

yang dilakukan oleh DJPT sebagai berikut: 

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel 37. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Nilai)  

 

Capaian nilai rekonsiliasi kinerja ini telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap pada surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

Nomor. B.5702/DJPT.1/RC.610/XI/2024 tanggal 29 November 2024 hal Penyampaian 

Hasil Rekonsiliasi Kinerja Ligkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024. 

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 

Tabel      . Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya, capaian indikator Nilai 

Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini mengalami kenaikan 

sebesar 2,42% dari pada capaian Tahun 2023. 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dikarenakan 

dikarenakan 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Realisasi 

Tahun 2024 

% 

Capaian 

Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap (Nilai) 
94 99,04 105,36 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Naik/Turu

n (%) 

Nilai Rekonsiliasi kinerja 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (Nilai) 

96,70 99,04 102,42 



Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek 

Ketepatan (20%) terpenuhi dengan baik. 

IKU 13. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Indikator kinerja indeks profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap merupakan indikator untuk mengukur kualitas ASN berdasarkan kesesuaian 

kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan 

tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). 

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : (1) Kualifikasi, 

diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai 

dengan Pendidikan S-3; (2) Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan 

kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat 

Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara; (3) Kinerja, 

diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; (4) Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan 

hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 

dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). 

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian 

tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :  

a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional); 

b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional); 

c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional); 

d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);  

e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional). 

Angka capaian indikator kinerja ini diperoleh dan diukur oleh Biro  SDM Aparatur 

Kementerian Kelautan dan Perikanan  dan dihitung secara semesteran.  

Data IP ASN dapat diambil di dashboard pengukuran IP ASN KKP pada laman : 

http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/376/pegawai  

 

 

http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/376/pegawai


 

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel. Target dan Realisasi IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

(Indeks) 

Nama IKU 

Target 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Tahun 

2024 

% Capaian 

IP ASN Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (Indeks) 
84 93,64 111,48 

 

 Capaian Triwulan IV Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 

2023  

Tabel. Perbandingan capaian Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan IV Tahun 2023 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Capaian IP ASN PPS Cilacap terjadi karena terpenuhinya dimensi dalam 

penghitungan IP ASN tersebut. Dimensi Kualifikasi, PPS Cilacap mendorong para 

pegawai untuk melanjutkan peningkatan jenjang pendidikan, sampai saat ini terdapat 

2 orang yang sudah menyelesaikan pendidikan S2 dan 3 (tiga) pegawai diusulkan 

untuk tugas belajar baik jenjang S2 dan S1. Dimensi Kompetensi dilaksanakan dengan 

memberikan kesempatan seluas-luasnya baik teknis, manajerial  dan sosial kultural 

dengan bekerjasama dengan Balai Diklat Aparatur Sukamandi maupun Lembaga dan 

Instansi lain. Dalam dimensi kompetensi ini telah semua pegawai memperoleh hasil 

maksimal dalam pengembangan kompetensinya.  DImensi Kinerja telah mendorong 

para pegawai agar mempunyai Sasaran Kerja Pegawai yang sejalan dengan Indikator 

Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan rata rata mendapatkan nilai Baik dan 

Sangat Baik. Dimensi Kedisiplinan pegawai dilaksanakan sosialisasi, pengawasan, 

penanaman integritas terkait kode etik pegawai dan kedisiplinan dan di akhir tahun 

mendapatkan penilaian maksimal. Disamping itu juga dikarekanakan mulai timbulnya 

kesadaran dalam mendapatkan kewajiban 20 JP serta seminar dalam setiap Tahun 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Naik/Turu

n (%) 

IP ASN Pelabuhan 

Perikanan Samudera 

Cilacap (Indeks) 

90,19 93,64 103,45 



Anggaran. Selain itu pimpinan satker memberikan contoh dalam antusiasme 

mendapatkan pengembangan kompetensi lalu mengawal capaian individu setiap 

periode. 

Adanya gap waktu pengunggahan di myasn/siasn dengan penarikan data oleh Biro 

SDM Aparatur sehingga sering ada keterlambatan update nilainya. Kesalahan dalam 

penginputan kategori diklat, terkadang masih ada pencantuman kategori diklat yang 

belum tepat, webinar terinput sebagai bimbingan teknis. 

Saran dan perbaikan kedepan yaitu perlunya dilakukan sosialisasi lagi dalam cara 

penginputan di myasn/siasn serta koordinasi dengan pemangku aplikasi kepegawaian 

sehingga tidak ada kesalahan dan data yg ada di MyASN bisa ditarik sempurna oleh 

Biro SDMAO KKP. 

Selain itu juga perlu koordinasi dengan Eselon I untuk dapat menghadirkan rangkaian 

diklat yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) setiap Jabatan 

Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu hingga Jabatan Struktural. 

IKU 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap  

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan Tingkat Kepatuhan 

Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sesuai 

ketentuan yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun dengan 

komponen penilaian sebagai berikut: 

1. Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon 

I dengan mendapatkan nilai 10,00; 

2. Perencanaan dan persiapan pengadaan dengan mendapatkan nilai 15,00; 

3. Presentase pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE 

dengan mendapatkan nilai 10,00; 

4. Keseuaian Tahap Pelaksanaan dengan mendapatkan nilai 41,29; 

5. Laporan Penyelenggaraan PBJ dengan mendapatkan nilai 5,00; 

6. Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan Barang/Jasa 

lingkup Eselon I Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2024 dengan mendapatkan nilai 

15,00. 

 

 

 



 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Persen) 

Nama IKU 

Target 

Tahun 

2024 

Realisasi 

Tahun 

2024 

% Capaian 

Tingkat Kepatuhan Pengadaan 

Barang/Jasa di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap 

(Persen) 

80 96,29 101,88 

 

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023  

Tabel. Perbandingan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, tingkat kepatuhan PBJ lngkup KKP 

mencapai nilai rata-rata sebesar 86,59% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 

80%, namun pencapaian di Tahun 2024 lebih rencah dari pencapaian tahun 2023 

dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian 

IKU dimaksud pada tahun sebelumnya diantaranya : 

1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Aplikasi Sistem 

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); 

2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun 

berjalan; 

3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan 

Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak 

periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang 

dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama; 

4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu; 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Naik/Turu

n (%) 

Tingkat Kepatuhan 

Pengadaan Barang/Jasa 

di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap 

(Persen) 

100 96,29 (3,71) 



5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa. 

 

IKU 15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup PPS Cilacap 

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan 

pengelolaan BMN Satker PPS Cilacap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun dengan komponen penilaian sebagai 

berikut:  

1. Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (10%); 

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan 

belanja modal hingga Triwulan IIII tahun 2021 baik ke pengguna barang dan 

pengelola barang (25%); 

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 

2018-2020 (20%); 

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 di dukung 

BAST/berita Acara Pemakaian (25%); 

5. Penysunan laporan BMN (semesteran & tahunan) secara tepat waktu (20%). 

 

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap (Persen) 

Nama IKU 

Target 

Tahun 

2024 

Realisasi 

tahun 

2024 

% Capaian 

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan 

BMN di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (Persen) 

80 90 110 

 

 

 

 

 

 



 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023  

Tabel. Perbandingan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN 

lingkup KP mencapai mencapai nilai rata-rata sebesar 93,78%, namun pencapaian di 

Tahun 2024 lebih rencah dari pencapaian tahun 2023 dikarenakan ada beberapa hal 

yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun 

sebelumnya diantaranya : 

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit 

Eselon I lingkup KKP; 

2. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I 

lingkup KKP; 

3. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I 

lingkup KKP; 

4. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada 

Unit Eselon I lingkup KKP; 

5. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah 

Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP; 

6. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I 

lingkup KKP. 

 

IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap  

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk 

mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari 

sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi 

pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Naik/Turu

n (%) 

Tingkat Kepatuhan 

Pengelolaan BMN di 

Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap 

(Persen) 

95 90 (5) 



belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, 

Pagu Minus, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian 

LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerpan Anggaran, Penyelesaian 

Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan 

Perencanaan Kas. IKU ini memiliki periode pengukuran semesteran.  

 Target dan Realisasi Tahun 2024 

Tabel . Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

(Nilai) 

Nama IKU 

Target 

Tahun 

2024 

Realisasi 

tahun 

2024 

% Capaian 

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap (Nilai) 
93,76 97,82 104,06 

 

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023  

Tabel . Perbandingan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2023 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Sehubungan dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran Tahun 2024 terjadi Reformasi Perhitungan Nilai IKPA berdasar PER-

5/PB/2024, dimana terdapat perubahan tata cara perhitungan per indikatornya. 

Adapun perubahan masing-masing indicator antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman 

III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, 

Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Masing masing 

indicator tersebut diejawantahkan dan saling terkait dalam perolehan nilai IKPA Tahun 

2024. 

Capaian Tahun 2024, PPS Cilacap mendapatkan realiasi nilai 97,82 atau capaian 

104,33 dari target tahun 2024  dikarenakan dari penilaian IKPA yang meliputi 3 aspek 

pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu: Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Naik/Turu

n (%) 

Nilai IKPA Pelabuhan 

Perikanan Samudera 

Cilacap (Nilai) 

93,31 97,82 8,68 



anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III 

DIPA dengan capaian nilai aspek sebesar 94,91;  Aspek kualitas implementasi 

pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) 

Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan 

Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah 

Membayar (SPM)  dengan capaian nilai aspek sebesar 99,16; serta Aspek kualitas 

hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output dengan capaian 

nilai aspek sebesar 100. 

Pada Tahun 2024 realisasi penyerapan adalah sebesar Rp. 22.522.669.505,- yang 

terdiri dari belanja pegawai (51) sebesar Rp. 10.891.405.399; belanja barang (52) 

dengan realisasi sebesar Rp. 9.309.524.413,- serta Belanja Modal (53) dengan 

realisasi sebesar Rp. 2.298.058.800,-. Indikator lainnya antara lain pengelolaan UP 

dan TUP dan indicator lainnya bisa mendapatkan nilai maksimal.  

Dari hasil penilaian IKPA masih terdapat Nilai indicator deviasi halaman III DIPA masih 

belum optimal yaitu sebesar 13.47 dari bobot sebesar 15, sehingga mempengaruhi 

nilai capaian Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran. Saran masukan 

untuk perbaikan ke depan adalah guna meningkatkan capaian Nilai IKPA ke depan 

masih perlu ditingkatkan melalui konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran sesuai 

dengan RPD yang ditetapkan sebagaimana pada halaman III DIPA serta melakukan 

pemutakhiran lembar III DIPA  paling lambat hari ke sepuluh setiap triwulan berikutnya. 

 

IKU 17.  Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap  

Merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2023 Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran, PMK No. 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, KMK No. 466 Tahun 2023 

Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran 

terhadap Perencanaan Anggaran dengan komponen penilaian : 

1. Variabel Efektifitas yang Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator 

Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti 

ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

2. Variabel Efisiensi dimana Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator 

yang meliputi: a. Penggunaan SBK; dan/atau b. Efisiensi SBK. 



 

 Target dan Realisasi  Tahun 2024 

Tabel . Target dan Realisasi IKU Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

(Nilai) 

Nama IKU 

Target 

Tahun 

2024 

Realisasi 

tahun 

2024 

% Capaian 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap (Nilai) 

71 90 126,76 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Capaian Tahun 2024, PPS Cilacap mendapatkan realiasi nilai 90 atau capaian 

126,76% didapati dari hasil Capaian Variabel Efektifitas indikator Capaian RO sebesar 

100, dan Capaian Variabel Efisiensi atas Indikator Penggunaan SBK sebesar 100 dan 

Indikator Efisiensi SBK 33,35. Sehingga perlu ada Penetapan SBKK oleh Eselon 1 

untuk tahun Anggaran 2025. 

 Perbandingan dengan Tahun 2023 

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap merupakan IKU baru, maka belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 

sebelumnya. 

IKU 18.  Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan perikanan 

Samudera Cilacap  

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara 

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik).  

 

 

 

 



 Target dan realisasi Tahun 2024 

Tabel . Target dan Realisasi IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup 

Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap (Nilai) 

Nama IKU 
Target 

Tahun 2024 

Realisasi 

tahun 2024 

% 

Capaia

n 

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 

lingkup Pelabuhan perikanan 

Samudera Cilacap (Nilai) 

88,30 91,94 103,64 

 

 Capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 

Tabel . Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 

 

 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan 

Hasil SKM pada Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Msyarakat 

(IKM) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebesar 91,94 (kriteria A) dengan 

kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Indeks tersebut diperoleh dari pengolahan data 

pada periode Tahun 2024. 

Dari tabel dapat diketahui pelaksanaan tindak lanjut dapat dilihat dari table 

sebagaimana lampiran. 

 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja 

Upaya yang dilakukan dalam menunjang tercapaianya indikator ini adalah dengan 

membentuk Tim SKM melalui Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Pelabuhan 

Nomor B.5/PPSC/KP.440/I/2024 tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) Pelabuhan perikanan Samudera Cilacap. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan dan memantau pelaksanaan SKM dilakukan sesuai dengan amanat 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Naik/Turu

n (%) 

Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat lingkup 

Pelabuhan perikanan 

Samudera Cilacap (Nilai) 

92,29 91,94 (0,35) 



Adapun dokumen dan data dukung kami tautkan pada link : 

https://bit.ly/IKU_Dukman2024  

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapakan terima kasih. 

 

  

 

 

 

    

   Sigit Purwoko 

 

 

https://bit.ly/IKU_Dukman2024


LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS

TAHUN 2024

Bobot Pemenuhan Reform Nilai  %
Nilai 

Minimum
A. 60,00

1. 8,00 3,11 4,42 7,53 94,18% OK

2. 7,00 2,68 2,34 5,02 71,67% OK

3. 10,00 4,26 4,25 8,51 85,06% OK

4. 10,00 3,74 5,00 8,74 87,35% OK

5. 15,00 4,78 6,88 11,66 77,70% OK

6. 10,00 4,70 3,51 8,21 82,08% OK

49,66 82,76% OK

B. 40,00
I. 22,50 21,06 93,58% OK

a 17,50 16,06 91,75% OK
b 5,00 5,00 100,00% OK

II. 17,50 15,88 90,75%

- 17,50 15,88 90,75% OK

36,94 92,34%

   86,59 OK

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :

Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja 

SebelumnyaPELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)TOTAL HASIL

NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS

PENGUATAN AKUNTABILITAS

PENGUATAN PENGAWASAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

TOTAL PENGUNGKIT

HASIL
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

WBK

Area Perubahan

PENGUNGKIT
MANAJEMEN PERUBAHAN

PENATAAN TATALAKSANA

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR



Bob

ot
Kriteria Nilai

Pilihan 

Jawaban

Jawaban

Unit

Catatan/Keterangan/Penjelasan

atas Jawaban Unit

Daftar Bukti Dukung dan Link

Unit

Jawaban 

TPI
Nilai  %

Catatan/Keterangan/Penjelasan

Reviu TPI
Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI

Keterangan Pemenuhan Dokumen per 

November 2024

A. PENGUNGKIT ### 49,66 82,76%

I. PEMENUHAN ### 23,26 77,54%
1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4,00 3,11 77,86%

i. Penyusunan Tim Kerja 0,50 0,50 100,00%

a. Unit kerja telah membentuk tim 

untuk melakukan pembangunan 

Zona Integritas

Ya, jika Tim telah 

dibentuk di dalam unit 

kerja.

Ya/Tidak Ya

Tim pembangunan ZI ditetapkan sesuai Surat Tugas No. 

B.265/BPBAT.MDG/KP.440/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan ST No. 

B.94/BPBAT.MDG/KP.440/II/2024, tanggal 5 Februari 2024. 

Dalam tim 2023 dan 2024, semua unsur unit kerja telah terwakili, yaitu dari 

pejabat struktural, fungsional, ASN dan P3K, dan kantor pusat maupun instalasi. 

1. ST Tim ZI Tahun 2024 Nomor B.86/PPSC/KP.440/I/2024 tgl 5 Jan 2024

2. ST Tim ZI Tahun 2023 ST B.115/PPSC/KP.440/I/2023 tgl 5 Januari 2023

3. Undangan Rapat persiapan pembentukan Tim ZI tgl 2 Januari 2023 

4. Undangan Rapat pembentukan dan penetapan Tim ZI tgl 5 Feb 2024

Pembentukan Tim Pembangunan ZI 

1.a. Membentuk Tim Kerja 

4. Surat Tugas Tim Kerja WBK 2024 .pdf

6. Surat Tugas Tim Kerja WBK 2023 

(februari).pdf  

Ya 1,00

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam 

bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan satker UPT.

Pembentukan tim pembangunan zona integritas PPS Cilacap 

ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala PPS Cilacap No. 

B.265/BPBAT.MDG/KP.440/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan ST 

No. B.94/BPBAT.MDG/KP.440/II/2024, tanggal 5 Februari 2024 dan 

telah sesuai dengan data dukung

1. Tim harus melibatkan seluruh unsur unit kerja. Keterwakilan unsur unit 

kerja mengacu pada bagan struktur organisasi unit kerja sesuai dengan 

peraturan Ortala. Jabatan/pegawai yang tertuang dalam bagan struktur 

organisasi harus terlibat dalam perwakilan tim;

2. Tim terbagi dalam seluruh indikator pengungkit (pemenuhan dan reform) dan 

hasil meliputi: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan 

manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan 

publik, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik 

dan dilengkapi dengan uraian tugas (mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 

90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di 

Instansi Pemerintah);

3. Kewenangan Penetapan mengacu Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 

27 Desember 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP yaitu 

penetapan SK oleh eselon I, sedangkan untuk tingkat UPT menggunakan ST;
Ya

b. Penentuan anggota Tim dipilih 

melalui prosedur/mekanisme 

yang jelas

a. Jika dengan 

prosedur/mekanisme 

yang jelas dan mewakili 

seluruh unsur dalam 

unit kerja

b. Jika sebagian 

menggunakan prosedur 

yang mewakili sebagian 

besar unsur dalam unit 

kerja

c. Jika tidak di seleksi.

A/B/C A

Pemilihan anggota tim Tahun 2023 dan 2024 telah dilaksanakan sesuai kriteria 

seleksi berupa: pendidikan, kemampuan menyelesaikan tugas, kemampuan 

mengoperasionalkan komputer, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan 

bekerja secara tim.

Setiap Ketua Timja melakukan penilaian individu dan mengusulkan untuk 

selanjutnya ditetapkan dalam rapat pemilihan Anggota Tim Pembangunan ZI.  

Pengusulan nama individu telah mewakili seluruh unsur (7 unsur) dalam PPS 

Cilacap. 

Rekapitulasi pemilihan anggota tim disusun setiap tahun dan ditandatangani 

setiap ketua timja. 

Menentukan Anggota Tim Kerja

1.b. Menentukan Anggota Tim Kerja 

Kertas kerja Penilaian Individu

Lembar Kerja Penilaian Individu  2023.pdf

Lembar Kerja Penilaian Individu  2024.pdf  

A 1,00

Penentuan anggota tim pembangunan ZI di PPS Cilacap telah dipilih 

sesuai kriteria prosedur/mekanisme yang ditetapkan oleh Kepala 

Satker dan telah mewakili seluruh unsur dalam unit kerja, 

dibuktikan dengan kertas kerja rekapitulasi individu setiap timja 

mewakili seluruh unsur unit kerja. 

Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai

1. Kewenangan penetapan mengacu Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 

27 Desember 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP;

2. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme 

yang jelas:

a. Penunjukan tertulis berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi harus disertai 

mekanisme lainnya (misalnya membentuk tim formatur, voting, aklamasi dsb) 

atau persyaratan tertentu lainnya;

b. Notulen atau mekanisme tertulis harus menggambarkan secara jelas 

prosedur pemilihan anggota tim;

c. Setiap penggantian/perubahan anggota tim harus dilengkapi mekanisme 

pemilihannya:

d. Standar minimal mekanisme:

1) Membuat kriteria calon anggota tim;

2) Pengusulan calon anggota tim;

3) Rapat untuk penentuan tim anggota. 

3. Dalam tim harus melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja. Keterwakilan 

unsur unit kerja mengacu pada bagan struktur organisasi unit kerja sesuai 

dengan peraturan Ortala. Jabatan/pegawai yang tertuang dalam bagan struktur 

organisasi harus terlibat dalam perwakilan tim;

4. Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme 

yang jelas dan mewakili keterlibatan seluruh unsur dalam unit kerja;

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika terdapat penunjukan tertulis berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi, 

disertai mekanisme yang jelas dan melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja, 

maka dinilai A;

b. Dinilai B, jika :

1) Terdapat penunjukan tertulis berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi 

tanpa disertai mekanisme lain atau persyaratan lain dan melibatkan seluruh 

unsur dalam unit kerja; atau

ii.  Rencana Pembangunan Zona Integritas 1,00 0,83 83,33%

a. Terdapat dokumen rencana kerja 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

Ya, jika memiliki  

rencana kerja 

pembangunan Zona 

Integritas.

Ya/Tidak Ya

Telah disusun rencana kerja pembangunan ZI tahun 2023 yg terdiri dari 84 butir 

kegiatan yang mencakup 6 area perubahan. Beberapa agenda kegiatan dari 

Renja Tahun 2023 merupakan kegiatan yang dihasilkan dari identifikasi 

kebutuhan dalam pembangunan ZI PPSC Tahun 2023. 

Rencana kerja pembangunan ZI tahun 2024, telah dilengkapi dengan:

1. Hasil identifikasi jenis layanan yang dihadapi oleh unit kerja. dituangkan 

dalam bentuk notulensi hasil identifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti 

(hasil SKM, dumas, survey stakeholder, isu strategis blueeconomy terkait PIT 

dan Gerakan bersih pelabuhan perikanan).

Identifikasi masalah/kelemahan diantaranya bersumber dari:

a. Survey SKM

- hasil survei SKM yaitu agar SPB dipercepat

- Pelayanan penyimpanan unit pendingin memperoleh nilai rendah

- floating repair prosedur, kecepatan respon memperoleh nilai rendah

b. Pengaduan Masyarakat

sudah dilengkapi dengan dokumen rencana kerja dengan memasukkan beberapa 

pertimbangan disebut di atas.

c. FGD dengan pihak stakeholder

- kegiatan Selasa Sapa Sahabat yang mempertemukan Stakeholder dengan 

Pimpinan

- FGD dengan instansi lain saat kunjungan

d. Isu strategis blue economy berupa kegiatan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) 

dan gerakan bersih pelabuhan perikanan

2. Identifikasi masalah/kelemahan pada masing-masing area pembangunan ZI 

yang dituangkan dalam rencana kerja

1. Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 

2023 dan 2024

2.a Dokumen Rencana Kerja ZI 

2023

2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI

2024 

2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI  

2. Hasil Identifikasi hal-hal yang perlu 

ditindaklanjuti sebagai dasar penyusunan 

rencana kerja 2023-2024

1. Dokumen Hasil Identifikasi 

1. Dokumen Hasil Identifikasi 
Ya 1,00

Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai

Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK 

yang didasarkan pada identifikasi masalah/kelemahan pada 

hasil SKM, pengaduan masyarakat, FGD dengan stakeholder, 

dan isu strategis blue economy

1. Rencana kerja selaras dengan Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Instansi 

Pemerintah dan Rencana Aksi Identifikasi Awal Reform di Unit Kerja;

2. Unit kerja perlu melakukan penetapan program pembangunan Zona 

Integritas ini harus disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama 

unit kerja, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi oleh unit kerja;

3. Rencana kerja harus menunjukkan orientasi reform yaitu dengan 

mengidentifikasi masalah/kelemahan pada masing-masing area pembangunan 

ZI. Identifikasi masalah/kelemahan dan kebutuhan organisasi tersebut dapat 

mengacu pada:

a. Survei terhadap pegawai dan pengguna layanan;

b. Hasil evaluasi kinerja organisasi dan pegawai;

c. FGD internal dan/atau melibatkan pihak eksternal;

4. Rencana kerja memuat hal-hal yang perlu dilakukan: 

a. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan 

Zona Integritas;

b. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas 

seperti dijelaskan pada unsur pengungkit (6 area);

c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti 

korupsi pada unit kerja yang diusulkan;

d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan 

pencegahan korupsi;

e. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung 

dengan masyarakat atau stakeholder ;

f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka 

menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke 

masyarakat;
b. Dalam dokumen pembangunan 

terdapat target-target prioritas 

yang relevan dengan tujuan 

pembangunan WBK/WBBM

a. Jika semua target-

target prioritas relevan 

dengan 

tujuanpembangunan 

WBK/WBBM

b. Jika sebagian target-

target prioritas relevan 

dengan tujuan 

pembangunan 

WBK/WBBM

c. Jika tidak ada target-

target prioritas yang 

relevan dengan tujuan 

pembangunan 

WBK/WBBM

A/B/C B

Dalam Renja Tahun 2023 terdapat 34 Target Prioritas yang relevan dengan 

tujuan reform disetiap area perubahan. Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat 36 

target prioritas

Kegiatan prioritas telah ditetapkan dengan penyelesaian isu strategis yang 

dihadapi PPS Cilacap, hasil survey yanblik, evaluasi kinerja, FGD eksternal 

(FKP), evaluasi Dumas, evaluasi tatalaksana, dll sesuai dengan hasil identifikasi 

sebelumnya.

Rencana Kerja Prioritas ZI Tahun 2023 dan 

2024

Rencana Kerja Prioritas Tahun 2023.pdf 

Rencana Kerja Prioritas Pembangunan ZI 

Tahun 2024.pdf 

Kertas kerja kesesuaian program prioritas 

dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

Kertas Kerja pendukung LKE ZI PPS Cilacap - 

MP.pdf 

B 0,50

Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai

Kegiatan prioritas telah ditetapkan dengan penyelesaian isu strategis 

yang dihadapi PPS Cilacap, hasil survey yanblik, evaluasi kinerja, FGD 

eksternal (FKP), evaluasi Dumas, evaluasi tatalaksana, dll sesuai dengan 

hasil identifikasi sebelumnya. hal tersebut relevan dengan pembangunan 

ZI dan dituangkan dalam Dokumen Pembangunan ZI

1. Target prioritas harus relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM dan penyelesaian isu prioritas pada unit kerja;

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika seluruh target prioritas tahun berjalan dalam rencana kerja relevan 

dengan pencapaian tujuan reform setiap area perubahan, dinilai A;

b. Jika ≥30%-<100% target prioritas tahun berjalan dalam rencana kerja 

relevan dengan pencapaian tujuan reform setiap area perubahan, dinilai B; 

c. Jika <30% target prioritas tahun berjalan dalam rencana kerja relevan 

dengan pencapaian tujuan reform setiap area perubahan, dinilai C.

c. Terdapat mekanisme atau media 

untuk mensosialisasikan 

pembangunan WBK/WBBM

a. Jika telah dilakukan 

pengelolaan 

media/aktivitas 

interaktif yang efektif 

untuk 

menginformasikan 

pembangunan ZI kepada 

internal dan stakeholder 

secara berkala

b. Jika pengelolaan 

media/aktivitas 

interaktif dilakukan 

secara terbatas dan 

tidak secara berkala

c. Jika pengelolaan 

media/aktivitas 

interaktif belum 

dilakukan

A/B/C A

PPS Cilacap telah melakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif 

untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder 

setiap bulan melalui :

1. tatap muka berupa : apel pagi, kegiatan Selasa Sapa Sahabat, kerja bakti 

jumat kliwon (Brekecek), sosialisasi/internalisasi, dan senam pagi

2. media offline berupa papan pengumuman tentang larangan menerima 

gratifikasi di hari raya, stiker nilai-nilai pembangunan budaya MANTEP, baliho, 

spanduk, himbauan larangan gratifikasi pada setiap Surat Tugas, penggunaan 

pin tolak gratifikasi oleh Pegawai

3. media sosial berupa :

    a. Youtube dengan alamat https://www.youtube.com/@PPSCNews dengan 985 

subscriber dan 357 video (s.d. 25 Juli 2024)

    b. Facebook dengan alamat Facebook

facebook.com/pages/Pelabuhan-Perikanan-Samudera-Cilacap/15946232 

    c. Instagram dengan alamat instagram.com/ppscilacap jumlah postingan 

2.768, jumlah follower 1.877

    d. Twitter dengan alamat twitter.com/ppscilacap degan 1.609 pengikut

    e. Whatsapp group ASN PPS Cilacap berisi pengumuman dan informasi 

pengembangan kompetensi pegawai dll

4. website PPS Cilacap dengan alamat https://ppscilacap.com/ 

Mekanisme atau media sosialisasi

2.c. Media sosialisasi 

1. Rencana Kerja informasi publikasi

2023

Rencana Kegiatan Sosialisasi (PC) WBK 

2023.pdf 

2024

Rencana Kegiatan Sosialisasi (PC) WBK 

2024.pdf 

2. Dokumentasi publikasi mensosialisasikan 

pembangunan WBK berbagai media

2023

2. Dokumentasi Informasi Publikasi

3. Video Komunikatif  

2024

2. Dokumentasi Informasi Publikasi 

3. Video Komunikatif 

A 1,00

Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai

PPS Cilacap telah melakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang 

efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan 

stakeholder. Narasi penjelasan dari Unit kerja dan data dukung telah 

sesuai

1. Melakukan manajemen media komunikasi dan informasi pembangunan ZI 

untuk menginformasikan semua perubahan unit kerja ke masyarakat yang 

dituangkan dalam rencana kerja (bisa menyatu dengan rencana kerja 

pembangunan ZI atau terpisah) secara berkala;

2. Informasi/publikasi interaktif kepada internal dan stakeholder  minimal yang 

memuat konten upaya, capaian, dan dampak pembangunan ZI melalui:

a. Pertemuan tatap muka;

b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website );

c. Media elektronik (running text, videotron, dll);

d. Papan pengumuman.

3. Media interaktif adalah aktifitas sosialisasi dan publikasi yang 

memungkinkan adanya feedback  dari pegawai dan stakeholder dapat melalui 

survei, jumlah viewer , komentar, testimoni, dll;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif 

untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder 

secara berkala, maka dinilai A

b. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif 

untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder 

melalui seluruh media, namun tidak secara berkala atau sebaliknya, maka 

dinilai B.

Pemenuhan dokumen Bulan Desember, khusus 3S dari Bulan September - 

Desember. Kompak Besti Triwulan III - IV (sudah terpenuhi).  

*Update jumlah follower sosial media

iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM1,00 0,78 78,00%

a. Seluruh kegiatan pembangunan 

sudah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana

a. Jika semua kegiatan 

pembangunan telah 

dilaksanakan sesuai 

dengan rencana

b. Jika sebagian besar 

kegiatan pembangunan 

telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana

c. Jika sebagian kecil 

kegiatan pembangunan 

telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana

d. Jika belum ada 

kegiatan pembangunan 

yang dilakukan sesuai 

dengan rencana

A/B/C/D A

Seluruh kegiatan pembangunan telah direalisasikan sesuai rencana dan dilengkapi 

data dukung dengan penjelasan sbb:

Kegiatan pembangunan ZI Tahun 2023 telah dilaksanakan seluruhnya sesuai rencana 

dengan rincian berikut :

a. Triwulan I terdapat 51 kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan I 51 kegiatan 

(100%)  terdiri atas:

- MP : 11 kegiatan seluruhnya terlaksana

- TL : 5 kegiatan seluruhnya terlaksana

- SDM : 9 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Akunta : 7 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Pengawasan : 10 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Yanblik : 9 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Hasil : tidak ada target

b. Triwulan II terdapat 54 kegiatan yang terlaksana 100%, terdiri atas:

- MP : 8 kegiatan seluruhnya terlaksana

- TL : 9 kegiatan seluruhnya terlaksana

- SDM : 5 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Akunta : 5 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Pengawasan : 15 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Yanblik : 9 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Hasil : 3 kegiatan seluruhnya terlaksana

c. Triwulan III terdapat 18 kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan III 18 

kegiatan (100%) 

- MP : 6 kegiatan seluruhnya terlaksana

- TL : 4 kegiatan seluruhnya terlaksana

- SDM : 4 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Akunta : 1 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Pengawasan : 3 kegiatan seluruhnya terlaksana

- Yanblik : tidak ada target kegiatan

- Hasil : tidak ada target kegiatan

d. Triwulan IV terdapat 59 kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan IV 59 

kegiatan (100%) 

Pemantauan dan evaluasi

3.a Seluruh kegiatan pembangunan sudah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana 

Laporan Monev kegiatan tim WBK

2023

1. Laporan Monev 

2. Matrik Perbandingan Renja dan Realisasi 

2024

2. Hasil Monev Pembangunan ZI 

A 1,00

Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai

Kegiatan pembangunan ZI Tahun 2023 telah dilaksanakan seluruhnya 

sesuai rencana dengan rincian berikut :

Tahun 2023

Kegiatan pembangunan ZI tahun 2023 telah dilaksanakan seluruhnya 

sesuai rencana dengan rincian berikut :

a. Triwulan I terdapat 51 kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan I 

51 kegiatan (100%) 

b. Triwulan II terdapat 28 kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan 

II 28 kegiatan (100%) 

c. Triwulan III terdapat 3 kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan 

I 3 kegiatan (100%) 

d. Triwulan IV terdapat 9 kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan 

I 9 kegiatan (100%) 

e. Total 93 kegiatan seluruhnya terlaksana sesuai rencana

Tahun 2024

a. Triwulan I terdapat  kegiatan selesai terlaksana dari target Triwulan I 

43 kegiatan (100%) 

b. Lalu sampai dengan Triwulan II terdapat 62 kegiatan selesai terlaksana 

dari target Triwulan II sebanyak 62 kegiatan (100%) 

1. Melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun;

2. Menghitung jumlah kegiatan dalam rencana kerja pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM yang telah dilaksanakan sampai dengan periode tertentu 

dibandingkan dengan rencana yang telah disusun (sesuai dengan dokumen 

monev);

3. Kesesuaian antara jadwal rencana kerja (target) dengan realisasi output, 

dituangkan dalam persentase.

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sebagian besar (≥50%) pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana, 

maka dinilai B;

b. Jika sebagian kecil (<50%) pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana, 

maka dinilai C.

Kurang Laporan monev Triwulan IV dan matrik perbandingan.

Penilaian

https://drive.google.com/drive/folders/10awQfaBKSv5wg6CgzULOkQuzoLNRbrtE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10awQfaBKSv5wg6CgzULOkQuzoLNRbrtE?usp=drive_link
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https://drive.google.com/drive/folders/1iL6T__6PCPVHS0rqSquLGKy_X_ucLfAC?usp=drive_link
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https://drive.google.com/drive/folders/1iL6T__6PCPVHS0rqSquLGKy_X_ucLfAC?usp=drive_link
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https://drive.google.com/drive/folders/1y7LF11FEET49WZdmyv6hCFKVCK3FvcK9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1y7LF11FEET49WZdmyv6hCFKVCK3FvcK9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1y7LF11FEET49WZdmyv6hCFKVCK3FvcK9?usp=drive_link
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b. Terdapat monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan Zona 

Integritas

a. Jika monitoring dan 

evaluasi melibatkan 

pimpinan dan 

dilakukan secara 

berkala

b. Jika monitoring dan 

evaluasi melibatkan 

pimpinan tetapi tidak 

secara berkala

c. Jika monitoring dan 

evaluasi tidak 

melibatkan pimpinan 

dan tidak secara berkala

d. Jika tidak terdapat 

monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan 

zona integritas

A/B/C/D A

Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI telah dilakukan secara berkala, 

dengan kondisi:

Tahun 2023 

Laporan monev dilakukan secara Triwulanan dan tercapai 100% 

-TL Tw I berupa menciptakan inovasi yang menunjang pelayanan di PPS Cilacap 

berupa pengembangan Aplikasi Srikandi PPSC

-TL Tw II berupa pemenuhan dokumen dan menciptakan inovasi yang menunjang 

pelayanan di PPS Cilacap berupa pengembangan Aplikasi e-PAS

-TL Tw IV berupa pemenuhan dokumen pada rencana kerja

Tahun 2024

Tahun 2024

Laporan Triwulan I dan II telah disusun dengan realisasi terhadap terget adalah 100%. 

rekomendasi pada Tw IV 2023 berupa .sudah ditindaklanjuti pada lap tw I 2024. 

sedangkan pada lap Tw I, TL berupa pembuatan paparan WBK sudah ditindaklanjuti di 

Tw II

1. Laporan Monev Setiap Triwulan 2023

2. Hasil Monev Pembangunan ZI 

2. Laporan Monev Triwulan I dan II 2024

2. Hasil Monev Pembangunan ZI 

B 0,67

Laporan monev disusun berkala secara triwulanan dan melibatkan 

pimpinan. Pimpinan terlibat menanyakan realisasi kegiatan 

pembangunan dan permasalahannya. hal tersebut dituangkan dalam 

laporan hasil monev.

Namun di dalam laporan tidak diuraikan permasalahan sesuai kondisi riil 

di setiap area. seharusnya membahas substansi permasalahan di setiap 

area pembangunan. Sehingga belum dapat dinilai A 

1. Hasil monev pembangunan ZI menuju WBK/WBBM memuat substansi:

a. Perbandingan rencana kerja dengan realisasi pelaksanaan kegiatan;

b. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana dan penyebab tidak 

terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana, dilengkapi dengan saran 

perbaikan dan/atau rencana akan dilaksanakannya kegiatan yang tidak sesuai 

rencana;

c. Tindak lanjut periode monev sebelumnya; 

d. Hasil monev dapat berbentuk tabel atau narasi atau memorandum hasil 

pembahasan monev, sepanjang substansinya sesuai sebagaimana disebutkan 

pada poin a-c.

2. Keterlibatan pimpinan dalam monev melalui kehadiran pimpinan pada rapat 

monev baik secara langsung/daring dan undangan rapat monev. Pimpinan 

dimaksud adalah kepala unit kerja atau plt/plh kepala unit kerja yang ditunjuk;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Dinilai A, jika laporan monev disusun berkala (minimal semesteran) dan 

terdapat keterlibatan pimpinan, substansi lengkap (perbandingan rencana kerja 

dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, memuat substansi yang tidak sesuai 

rencana dan penyebabnya, memberikan rekomendasi yang relevan dan tidak 

berulang/tidak sekedar formalitas, dan tindak lanjut periode monev 

sebelumnya);

b. Dinilai B jika:

1) Hasil monev yang disusun berkala dan terdapat keterlibatan pimpinan, 

namun substansi tidak lengkap; atau

2) Laporan monev dilakukan berkala, substansi lengkap namun tidak 

melibatkan pimpinan; atau

3) Laporan monev memuat susbtansi lengkap, terdapat keterlibatan pimpinan 

namun tidak berkala.

c. Dinilai C jika: 

1) Laporan monev berkala, namun substansi tidak lengkap dan tidak terdapat 

Kurang Laporan monev Triwulan IV dan matrik perbandingan.

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi 

telah ditindaklanjuti

a. Jika semua 

catatan/rekomendasi 

hasil  monitoring dan 

evaluasi tim internal 

atas persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan 

Unit WBK/WBBM telah 

ditindaklanjuti

b. Jika sebagian besar 

catatan/rekomendasi 

hasil monitoring 

danevaluasi tim internal 

atas persiapan dan 

pelaksanaan 

kegiatanUnit 

WBK/WBBM telah 

ditindaklanjuti

c. Jika sebagian kecil 

catatan/rekomendasi 

hasil monitoring dan 

evaluasi tim internal 

atas persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan 

Unit WBK/WBBM telah 

ditindaklanjuti

d. Jika 

catatan/rekomendasi 

A/B/C/D A

Laporan monev pembangunan zona integritas telah ditindaklanjuti yaitu:

2023

1. Triwulan I 

TL monev sebelumnya di Tw IV 2022 berupa Telah dilaksanakannya rapat penyusunan 

rencana kerja dan masing masing sub tim

telah menyusun rencana kerja untuk Tahun 2023 serta telah ditetapkan pada

tanggal 10 Januari 2023 melalui rapat penetapan rencana kerja tahun 2023.

2. Triwulan II 

TL Monev sebelumnya di Tw I 2023 berupa Telah dilakukan langkah-langkah serta 

pemenuhan dokumen yang menjadi target di Triwulan II Tahun 2023, sesuai target 

rencana kerja yang telah ditetapkan serta telah menciptakan inovasi yang menunjang 

pelayanan di PPS Cilacap berupa pengembangan Aplikasi Srikandi PPSC di Direktorat 

Kepelabuhanan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui rapat 

pembahasan pada hari Jumat, 05 Mei 2023 dimana Aplikasi SRIKANDI PPSC ini 

terintegrasi dengan Aplikasi SIJAKA dan telah dilaksanakan Lounching pada tanggal 

13 Juni 2023 dan pemberian nama Aplikasi baru untuk pelayanan Pas Masuk dengan 

nama e-PAS.

Tindak Lanjut Hasil Monev di dalam laporan 

monev 

3.c  Tidak Lanjut Hasil Monev Pembangunan 

ZI WBK 

2023 

2024 

B 0,67

Hasil monev telah ditindaklanjuti, namun belum berdasarkan 

permasalahan faktual di setiap area pembangunan. Sehingga belum dapat 

dinilai A. 

Rekomendasi hasil monev kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang 

telah ditindaklanjuti, dapat dilakukan dalam bentuk: 

1. Bab tersendiri dalam Laporan Monev Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, 

yaitu Bab Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya;

2. Melengkapi tindak lanjut dengan bukti pelaksanaan atau uraian/penjelasan 

pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti;

3. Melengkapi informasi jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan 

dibandingkan rekomendasi dituangkan dalam presentase;

4. Tim agar menghitung jumlah tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan;

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sebagian besar (≥50%) rekomendasi ditindaklanjuti, dinilai B;

b. Jika sebagian kecil (<50%) rekomendasi ditindaklanjuti, dinilai C;

Contoh: 1 dari 4 rekomendasi telah dilaksanakan (25%), maka dinilai C;

c. Jika Laporan monev yang disusun tidak memuat rekomendasi atau rencana 

untuk periode berikutnya, dinilai D, kecuali jika kegiatan telah dilakukan 

seluruhnya dan tidak terdapat permasalahan, maka dinilai A;

d. Jika tindak lanjut tidak dilengkapi dengan bukti pelaksanaan atau 

uraian/penjelasan pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti, maka dinilai 1 

tingkat lebih rendah dari nilai yang seharusnya.

Kurang Laporan monev Triwulan IV dan matrik perbandingan.

iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1,50 1,00 66,75%

a. Pimpinan berperan sebagai role 

model  dalam pelaksanaan 

Pembangunan WBK/WBBM

ya, jika pimpinan 

menjadi contoh 

pelaksanaan nilai-nilai 

organisasi.

Ya/Tidak Ya

"Pimpinan telah menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi, yaitu: 

1. Penyampaian LHKPN tepat waktu, yaitu setiap tahun; 

2. Presensi tepat waktu selama setahun; 

3. Menyusun laporan perjalanan dinas; 

4. Tidak terdapat pengaduan yang terbukti; dan 

5. Tidak terdapat temuan hasil audit (temuan keuangan). 

Tahun 2024 

Pimpinan telah berperan sebagai role model dalam pembangunan ZI yaitu : 

1. Komitmen dan Integritas 

a. Penandatanganan Pakta Integritas. Tidak terdapat pengaduan terhadap pimpinan 

atau terdapat pengaduan terhadap pimpinan. 

b. Tidak pernah dikenai sanksi disiplin/kode etik sekurang-kurangnya 2 tahun 

terakhir 

2. Komunikasi 

a. Pertemuan dengan pegawai secara berkala, yaitu pada kegiatan Apel pagi; 

b. Pertemuan 3 S dengan Stakeholder dan instansi lain 

c. Keterlibatan pimpinan dalam setiap area pembangunan ZI, contoh melalui 

keterlibatan penyusunan MR, monev anggaran, reviu pendanaan luar negeri, 

penyediaan diklat dan peningkatan kapabilitas pegawai, dll 

3. Penegakan Disiplin/Kode Etik 

a. Tidak ada pemberian sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar 

disiplin/kode etik 

4. Kedisiplinan 

a. Presensi tepat waktu dihitung per hari selama setahun terpenuhi 90% dari hari kerja 

dalam setahun 

5. Prestasi/ penghargaan yang diterima oleh PPS Cilacap berupa Penghargaan sebagai 

Satker dengan nilai Sangat Baik pada monev kinerja pada Bulan Maret Tahun 2024 

6. Keterlibatan Pimpinan menjadi nara sumber di kegiatan yang melibatkan 

stakeholder/ satker lain. yaitu pada kegiatan ekspose program pengembangan 

pelabuhan melalui pendanaan luar negeri, dan pemantauan PNBP PPS CIlacap dll 

Pimpinan sebagai Role Model Pembangunan 

WBK

2023 

2024 

Ya 1,00

Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai

Kepala PPS Cilacap telah berperan sebagai role model dalam pelaksanana 

pembangunan WBK

Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan 

WBK/WBBM. Yang dimaksud pimpinan adalah kepala unit kerja karena 

penilaian didasarkan pada komitmen dan keaktifan pimpinan puncak dalam 

pembangunan ZI. Indikator minimal yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Komitmen dan Integritas

a. Tidak terdapat pengaduan terhadap pimpinan atau terdapat pengaduan 

terhadap pimpinan namun tidak terbukti.

b. Tidak pernah dikenai sanksi disiplin/kode etik sekurang-kurangnya 2 tahun 

terakhir

c. Tidak terdapat temuan keuangan pada unit kerja, berdasarkan hasil audit 

APIP/eksternal;

d. Aktif melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi

2. Komunikasi

a. Pertemuan dengan pegawai secara berkala;

b. Keterlibatan pimpinan dalam setiap area pembangunan ZI;

3. Penegakan Disiplin/Kode Etik: Pemberian sanksi terhadap pegawai yang 

terbukti melanggar disiplin/kode etik (bila ada)

4. Kedisiplinan : Presensi tepat waktu dihitung per hari selama setahun 

minimal terpenuhi 90% dari hari kerja dalam setahun

5. Prestasi/ penghargaan yang diterima oleh Satker dapat menjadi 

pertimbangan pimpinan sebagai Role Model.

6. Keterlibatan Pimpinan menjadi nara sumber di kegiatan yang melibatkan 

stakeholder/ satker-satker lain.

7. Penilaian terhadap pimpinan dari bawahan, rekan kerja, dan pengguna 

jasa/stakeholder. Penilaian perilaku terdiri dari orientasi pelayanan, 

kepemimpinan, kerja sama, komitmen dan inisiatif kerja.

8. Penyampaian LHKPN tepat waktu

9. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: 

a. Jika telah menjawab 9 dari 11 sub unsur, maka dinilia Ya, selain itu, maka 

1. 3S dan Dialog Stakeholder. 

2. Penerimaan penghargaan / prestasi. 

3. Laporan pengaduan dan gratifikasi.

4. Bukti penegakan disiplin Bulan September - Desember.

5. Presensi Kalabuh Bulan Desember.

b. Sudah ditetapkan agen 

perubahan

a. Jika agen perubahan 

telah ditetapkan dan  

berkontribusi terhadap 

perubahan pada unit 

kerjanya

b. Jika agen perubahan 

telah ditetapkan namun 

belum berkontribusi 

terhadap perubahan 

pada unit kerjanya

c. Jika belum terdapat 

agen perubahan

A/B/C B

AP Tahun 2022 telah memiliki Renja yang terdiri dari 5 agenda perubahan dan telah 

dilaksanakan sesuai rencana dan didukung dengan hasil yang diuraikan dalam 

Laporan Monev AP Sem I dan Sem II Tahun 2022

Tahun 2023 terdapat 4 AP yang ditetapkan dan memiliki 7 agenda perubahan. Telah 

terdapat implementasi sesuai dengan renja.

Tahun 2024

AP telah menyusun rencana aksi sebanyak 4 program perubahan dengan 

mempertimbangkan program prioritas dan isu strategis yaitu berupa Penangkapan Ikan 

Terukur (PIT) dan Gerakan Bersih Pelabuhan Perikanan

Tim AP juga telah menyusun program kerja public campaign 4 programnya. Kontribusi 

masih dalam proses pelaksanaan

1. SK Penetapan Agen Perubahan  

2023

6. Surat Tugas Agen Perubahan Lingkup PPS 

Cilacap 2023.pdf 

2024

Surat Tugas Tim Agen Perubahan.pdf 

2. Kontribusi perubahan di dalam Rencana 

Kerja Agen Perubahan 

2023

7. Rencana Kegiatan Agen Perubahan PPS 

Cilacap 2023.pdf 

Dampak Proyek Perubahan 2023

8. DAMPAK PERUBAHAN AGEN PERUBAHAN 

TAHUN 2023.pdf 

2024

Rencana Kerja Agen Perubahan 

2024_TERBARU.pdf 

B 0,50

Tahun 2023 terdapat 4 AP yang ditetapkan dan memiliki 7 agenda 

perubahan. Telah terdapat implementasi sesuai dengan renja.

Tahun 2024

PPS Cilacap telah menetapkan 4 AP dan telah menyusun 4 program 

perubahan dengan dasar pertimbangan program prioritas dan isu strategis 

yaitu berupa Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Gerakan Bersih 

Pelabuhan Perikanan

Tim AP juga telah menyusun program kerja public campaign 4 

programnya. Kontribusi masih dalam proses pelaksanaan

1. Penetapan agen perubahan berpedoman pada Permen PAN dan RB No. 27 

Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan 

Integritas di Lingkungan KKP tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan 

di Instansi Pemerintah; 

2. Penetapan agen perubahan harus disertai dengan uraian tugas mengacu 

pada rencana kerja pembangunan ZI;

3. Agen perubahan harus menyusun laporan kegiatan/uraian tugas yang telah 

dilaksanakan, yaitu membandingkan rencana tindak dengan realisasi kegiatan 

yang dilaksanakan;

4. Bentuk kontribusi perubahan dapat dilihat dari bentuk nyata implementasi 

rencana kerja yang dicapai baik secara individu/perorangan maupun Tim;

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Dinilai A, jika terdapat penetapan agen perubahan, uraian tugas mengacu 

pada rencana kerja pembangunan ZI, menyusun laporan kegiatan, berkontribusi 

terhadap perubahan;

b. Dinilai B, jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi

Pemenuhan dokumen kurang Bulan Desember

c. Telah dibangun budaya kerja 

dan pola pikir di lingkungan 

organisasi

a. Jika telah dilakukan 

upaya pembangunan 

budaya kerja dan pola 

pikir dan mampu 

mengurangi resistensi 

atas perubahan

b. Jika telah dilakukan 

upaya pembangunan 

budaya kerja dan pola 

pikir tapi masih terdapat 

resistensi atas 

perubahan

c. Jika belum terdapat 

upaya pembangunan 

budaya kerja dan pola 

pikir

A/B/C B

PPS Cilacap telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir core 

value ASN berAKHLAK dan budaya kerja organisasi MANTEEP yaitu kepanjangan dari 

Melayani,

Akuntabel, No Korupsi, Transparan, Efektif Efisien, Profesional melalui rapat, bimtek, 

sosialisasi, apel pagi, pencantuman himbauan anti KKN dalam ST, dan internalisasi. 

Budaya Kerja dan Pola Pikir

4.c Membangun Budaya Kerja dan Pola Pikir 

di lingkungan organisasi 

2023 

2024 

Dokumentasi kegiatan internalisasi dan 

penerapan core value ASN berAKHLAK nilai-

nilai organisasi

2023

4.c.1. Dokumentasi kegiatan internalisasi 

dan penerapan core value ASN berAKHLAK  

2024

4.c.1. Dokumentasi kegiatan internalisasi 

dan penerapan core value ASN berAKHLAK 

Laporan pemantauan atas impelementasi 

perubahan budaya kerja pegawai dari masing-

masing core value ASN

2023

4.c.2. Laporan pemantauan atas 

implementasi perubahan dari masing-masing 

core value ASN 

2024

4.c.2. Laporan pemantauan atas 

implementasi perubahan dari masing-masing 

core value ASN 

B 0,50

Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir core 

value ASN berAKHLAK dan budaya kerja organisasi MANTEEP yaitu 

kepanjangan dari Melayani,

Akuntabel, No Korupsi, Transparan, Efektif Efisien, Profesional melalui 

rapat, bimtek, sosialisasi, apel pagi, pencantuman himbauan anti KKN 

dalam ST, dan internalisasi. 

Belum tersedia kajian/laporan yang menunjukkan perubahan resistensi.

1. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir memuat internalisasi dan 

penerapan nilai-nilai core value ASN berAKHLAK (Berorientesi pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan dapat 

ditambahkan nilai-nilai organisai (jika ada) dapat dilakukan antara lain 

melalui: 

a. kegiatan tatap muka (rapat, sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll); 

b. keikutsertaan dalam pelatihan;

c. pembuatan alat peraga baik cetak maupun elektronik;

d. website.

2. Bukti pendukung menyesuaikan dengan metode yang digunakan, dapat 

berupa:

a. undangan, materi, notulen dan daftar hadir 

rapat/sosialisasi/pelatihan/bimtek; notulen dan daftar hadir apel; 

b. sertifikat atau laporan mengikuti pelatihan;

c. foto spanduk, baliho, leaflet, stiker, running text, papan pengumuman, 

printscreen laman website;

3. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi harus 

dilakukan berkelanjutan, tidak hanya pada saat awal pembangunan, kecuali 

menggunakan media yang bersifat terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak 

dengan substansi yang relevan;

4. Penilaian berkurangnya resistensi dapat dilihat dari hasil pemantauan atas 

impelementasi perubahan terkait penerapan core value  ASN yaitu BerAKHLAK 

dan dapat ditambahkan nilai-nilai organisai (jika ada);

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir, 

dilakukan monev dan menguraikan keterkaitannya dengan kemampuan 

mengurangi resistensi, maka dinilai A

b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir, 

dilakukan monev namun tidak menguraikan keterkaitannya dengan 

Laporan pemantauan Implementasi Semester 2. Dokumen kegiatan 

Berakhlak Manteep (AP).

https://drive.google.com/drive/folders/1g2lJEXyYqwMi4ki8-_jMW3YQlCZe-jit?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g2lJEXyYqwMi4ki8-_jMW3YQlCZe-jit?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g2lJEXyYqwMi4ki8-_jMW3YQlCZe-jit?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g2lJEXyYqwMi4ki8-_jMW3YQlCZe-jit?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g2lJEXyYqwMi4ki8-_jMW3YQlCZe-jit?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UwXKHfCm4Q7hFABuJ__M18w8K7p0VyjM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UwXKHfCm4Q7hFABuJ__M18w8K7p0VyjM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UwXKHfCm4Q7hFABuJ__M18w8K7p0VyjM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UwXKHfCm4Q7hFABuJ__M18w8K7p0VyjM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UwXKHfCm4Q7hFABuJ__M18w8K7p0VyjM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UwXKHfCm4Q7hFABuJ__M18w8K7p0VyjM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JXEUzy_-89aZbTYhXB37pWbdqwItrHb7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JXEUzy_-89aZbTYhXB37pWbdqwItrHb7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JXEUzy_-89aZbTYhXB37pWbdqwItrHb7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JXEUzy_-89aZbTYhXB37pWbdqwItrHb7?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TrH4CBhrcr308S7Sf9QjYSXNjmTLq03-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bLeB_WeIP50E_HRXd7F2chT7eFwGbbV_?usp=drive_link


d. Anggota organisasi terlibat dalam 

pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM

a. Jika semua anggota 

terlibat dalam 

pembangunan Zona 

Integritas menuju 

WBK/WBBM dan 

usulan-usulan dari 

anggota diakomodasikan 

dalam keputusan

b. Jika sebagian besar 

anggota terlibat dalam 

pembangunan Zona 

Integritas menuju 

WBK/WBBM

c. Jika sebagian kecil 

anggota terlibat dalam 

pembangunan Zona 

Integritas menuju 

WBK/WBBM

d. Jika belum ada 

anggota terlibat dalam 

pembangunan Zona 

Integritas menuju 

WBK/WBBM

A/B/C/D B

Sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ 

WBBM, dalam seluruh area perubahan, namun belum dilengkapi data dukung 

keterlibatan pegawai pada masing-masing area perubahan

2023

Pada Tahun 2023 terdapat 64 PNS dan 31 TKK serta 21 pegawai Outsourcing 

Seluruh anggota organisasi telah terlibat dalam pembangunan ZI namun perlu 

dilengkapi matrik Nama dan keikutsertaan masing-masing pegawai dalam kegiatan 

pembangunan ZI. 

Tahun 2024

Matrik keterlibatan seluruh anggota dalam pembangunan ZI dan keikutsertaaannya 

dalam masing-masing area pembangunan telah dilampirkan

Keterlibatan anggota Tim WBK PPS Cilacap

4.d Keterlibatan Seluruh Pegawai di 

Organisasi dalam Pembangunan ZI WBK 

2023 

2024 

Dokumentasi kegiatan yang menunjukkan 

keterlibatan anggota organisasi

2023

4.d.1. Dokumentasi kegiatan yang 

menunjukkan keterlibatan anggota 

organisasi

2024

4.d.1. Dokumentasi kegiatan yang 

menunjukkan keterlibatan anggota 

organisasi 

Keputusan Kebijakan Pimpinan

2023

4.d.2. Keputusan/kebijakan Pimpinan 

2024

4.d.2. Keputusan/kebijakan Pimpinan 

Matrik keterlibatan anggota organisasi dalam 

pembangunan ZI. Termasuk misalnya 

dokumen keterlibatan dalam elearning 

pembangunan integritas (sertifikat)

2023

..............................................

B 0,67

Sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/ WBBM, dalam seluruh area perubahan

2023

Pada Tahun 2023 terdapat 64 PNS dan 31 TKK serta 21 pegawai 

Outsourcing 

Seluruh anggota organisasi 100% telah terlibat dalam pembangunan ZI 

dan telah dilengkapi matrik Nama dan keikutsertaan masing-masing 

pegawai dalam kegiatan pembangunan ZI. 

Tahun 2024

Matrik keterlibatan seluruh anggota dalam pembangunan ZI dan 

keikutsertaaannya (100%) dalam masing-masing area pembangunan 

telah dilampirkan

1. Yang dimaksud dengan anggota adalah seluruh ASN baik berstatus PNS 

maupun tenaga kontrak;

2. Keterlibatan anggota dalam pembangunan ZI adalah keterlibatan pegawai 

dalam 6 komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil, 

tidak harus secara khusus bertema pembangunan ZI;

3. Tim agar menghitung jumlah anggota yang terlibat dalam pembangunan ZI 

sejak pembangunan sampai dengan satu bulan sebelum penilaian;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sebagian besar (≥50%) keterlibatan anggota, maka dinilai B;

b. Jika sebagian kecil (<50%) keterlibatan anggota, maka dinilai C;

Contoh: 25 dari 100 (25%) pegawai telah terlibat dalam kegiatan pembangunan 

ZI, maka dinilai C;

5. Monitoring terhadap keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI 

dilakukan dengan menyusun daftar rekapitulasi keterlibatan anggota dalam 

kegiatan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam bukti pendukung dalam 

setiap komponen.

1. Kegiatan Apel pagi Bulan Oktober - Desember. 2. Pemilihan kegiatan pegawai prestasi. 3. Matrik rekapitulasi keterlibatan anggota TW IV. 

2. PENATAAN TATALAKSANA 3,50 2,68 76,62%

i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1,00 0,81 80,67%

a. SOP mengacu pada peta proses 

bisnis instansi

a. Jika semua SOP unit 

telah mengacu peta 

proses bisnis dan juga 

melakukan inovasi yang 

selaras

b. Jika semua SOP unit 

telah mengacu peta 

proses bisnis

c. Jika sebagian SOP 

unit telah mengacu peta 

proses bisnis

d. Jika belum terdapat 

SOP unit yang mengacu 

peta proses bisnis
A/B/C/D B

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan 

(SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) 

Pimpinan satker UPT.

1. Terdapat Peta Proses Bisnis Permen KP Nomor : 127 Tahun 2021 tentang Peta 

Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

2. Terdapat 10 SOP Utama di PPSC dengan perubahan terakhir tahun 2023 

sesuai dengan Memorandum Nomor 31/PPSC/OT.310/I/2023 tanggal 11 Januari 

2023

3. Terdapat 22 SOP Bisnis Proses Utama pada Tahun 2024 sesuai Peta Proses 

Bisnis Permen KP Nomor : 127 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yaitu:

  a. Pelayanan penerbitan STBL kedatangan kapal

  b. Pelayanan penerbitan persetujuan berlayar

  c. Pelayanan penerbitan SHTI

  d. Pelayanan rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan

  e. Pelayanan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan

  f. Pelayanan penggunaan transportasi

  g. Pelayanan tambat dan labuh

  h. Pelayanan penerbitan CBIB

   i. Pelayanan penerbitan surat kelaikan kapal perikanan

   j. Floating repair

  k. Perjanjian kerja laut

  l. Logbook

  m. Pas Masuk

  n. Pas Masuk berlangganan

  o. Unit Pendingin

  p. Pemasangan listrik

  q. Pencatatan listrik

SOP mengacu Peta Proses Bisnis

1.a Menyusun Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

Permen KP Nomor 127 Tahun 2021 tentang 

Peta Proses Bisnis KKP Tahun 2020-2024

127 Kepmen 2021 Peta Bisnis Proses 

KKP_Autentikasi tm.(recall) FIX 

PRINT.pdf.pdf 

Proses Bisnis 2023.pdf

Proses Bisnis 2024.pdf  

Penetapan SOP Utama Proses bisnis utama 

PPS Cilacap

2023

1. SOP 10 LAYANAN PPSC dan penetapan.pdf 

2024

SOP PELAYANAN HASIL REVIEW 2024 

NEW.pdf 

Matrik Kesesuaian SOP dengan Probis 

Utama

Matriks Kesesuaian SOP PPS Cilacap 

2023.pdf 

B 0,67

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam 

bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan satker UPT.

1. Terdapat Peta Proses Bisnis Permen KP Nomor : 127 Tahun 2021 

tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2020-2024

2. Terdapat 10 SOP Utama di PPSC dengan perubahan terakhir 

tahun 2023 sesuai dengan Memorandum Nomor 

31/PPSC/OT.310/I/2023 tanggal 11 Januari 2023

3. Terdapat 22 SOP Bisnis Proses Utama pada Tahun 2024 sesuai 

Peta Proses Bisnis Permen KP Nomor : 127 Tahun 2021 tentang Peta 

Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-

2024 yaitu:

  a. Pelayanan penerbitan STBL kedatangan kapal

  b. Pelayanan penerbitan persetujuan berlayar

  c. Pelayanan penerbitan SHTI

  d. Pelayanan rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan

  e. Pelayanan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan

  f. Pelayanan penggunaan transportasi

  g. Pelayanan tambat dan labuh

  h. Pelayanan penerbitan CBIB

   i. Pelayanan penerbitan surat kelaikan kapal perikanan

   j. Floating repair

  k. Perjanjian kerja laut

  l. Logbook

  m. Pas Masuk

  n. Pas Masuk berlangganan

  o. Unit Pendingin

1. Peta proses bisnis Eselon I yang dimaksud adalah yang telah mengakomodir 

penyederhanaan organisasi (disusun mengacu Permen KP Nomor 127 Tahun 

2021 tentang Peta Proses Bisnis KKP Tahun 2020-2024 atau yang terbaru jika 

ada);

2. SOP kegiatan utama unit kerja harus mengacu dengan peta proses bisnis 

unit Eselon I;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika ≥30% - <100% SOP Utama unit telah mengacu peta proses bisnis, maka 

dinilai C;

b. Jika < 30% atau belum terdapat SOP Utama unit yang mengacu peta proses; 

maka dinilai D; 

c. SOP dinilai sebagai inovasi jika berbeda dengan yang ditetapkan Eselon I , 

dilihat dari pemangkasan waktu dan tahapan (uji penerapannya)/ 

memperpendek prosedur atau waktu tanpa mengurangi standar maupun 

kualitas output, didukung dengan bukti pelaksanaan. 

b. Prosedur operasional tetap (SOP) 

telah diterapkan

a. Jika unit telah 

menerapkan seluruh 

SOP yang ditetapkan 

organisasi dan juga 

melakukan inovasi pada 

SOP yang diterapkan

b. Jika unit telah 

menerapkan seluruh 

SOP yang ditetapkan 

organisasi

c. Jika unit telah 

menerapkan sebagian 

besar SOP yang 

ditetapkan organisasi

d. Jika unit telah 

menerapkan sebagian 

kecil SOP yang 

ditetapkan organisasi

e. Jika unit belum 

menerapkan SOP yang 

telah ditetapkan 

organisasi

A/B/C/D/E B

PPS Cilacap telah menerapkan seluruh SOP utama yang telah ditetapkan dan 

melengkapi bukti penerapan SOP dengan kartu kendali yang ditandatangan oleh 

pemberi layanan dan penerima layananan meliputi:

a. Pelayanan penerbitan STBL kedatangan kapal

  b. Pelayanan penerbitan persetujuan berlayar

  c. Pelayanan penerbitan SHTI

  d. Pelayanan rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan

  e. Pelayanan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan

  f. Pelayanan penggunaan transportasi

  g. Pelayanan tambat dan labuh

  h. Pelayanan penerbitan CBIB

   i. Pelayanan penerbitan surat kelaikan kapal perikanan

   j. Floating repair

  k. Perjanjian kerja laut

  l. Logbook

  m. Pas Masuk

  n. Pas Masuk berlangganan

  o. Unit Pendingin

  p. Pemasangan listrik

  q. Pencatatan listrik

  r. Pengisian BBM Non subsidi

  s. Inspeksi bongkar ikan

  t. Pemeliharaan gedung

  u. Rencana pengelolaan lingkungan

  v. Pengujian kualitas air 

Belum terdapat inovasi pada penerapan SOP

Bukti Penerapan SOP Utama di dalam Kartu 

Kendali

2023 

2024 

B 0,75

PPS Cilacap telah menerapkan seluruh  SOP utama sebanyak 22 

SOP dan dilengkapi bukti penerapan SOP dengan kartu kendali yang 

ditandatangan oleh pemberi layanan dan penerima layananan 

meliputi:

a. Pelayanan penerbitan STBL kedatangan kapal

  b. Pelayanan penerbitan persetujuan berlayar

  c. Pelayanan penerbitan SHTI

  d. Pelayanan rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan

  e. Pelayanan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan

  f. Pelayanan penggunaan transportasi

  g. Pelayanan tambat dan labuh

  h. Pelayanan penerbitan CBIB

   i. Pelayanan penerbitan surat kelaikan kapal perikanan

   j. Floating repair

  k. Perjanjian kerja laut

  l. Logbook

  m. Pas Masuk

  n. Pas Masuk berlangganan

  o. Unit Pendingin

  p. Pemasangan listrik

  q. Pencatatan listrik

  r. Pengisian BBM Non subsidi

  s. Inspeksi bongkar ikan

  t. Pemeliharaan gedung

  u. Rencana pengelolaan lingkungan

  v. Pengujian kualitas air 

Belum terdapat inovasi pada penerapan SOP

1. Penerapan SOP Utama dibuktikan dengan melampirkan bukti pelaksanaan 

SOP beserta inovasi (jika ada) dan membandingkan dengan SOP yang telah 

ditetapkan per tahapan kegiatan sesuai SOP yang ditetapkan pada point 

A.I.2.i.a;

2. Bukti pendukung dilakukan terhadap seluruh SOP Utama;

3. Penerapan dilihat dari kesesuaian urutan tahapan dan ketepatan waktu 

pelaksanaan; 

4. Perhitungan dilakukan terhadap jumlah SOP Utama yang diimplementasikan;

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika unit telah menerapkan sebagian besar (≥50%) SOP Utama yang 

ditetapkan organisasi, maka dinilai C; 

b. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil (<50%) SOP Utama yang 

ditetapkan organisasi, maka dinilai D.

Update kartu kendali 22 SOP sudah terpenuhi semua

c. Prosedur operasional tetap (SOP) 

telah dievaluasi

a. Jika seluruh SOP 

utama telah dievaluasi 

dan telah 

ditindaklanjuti berupa 

perbaikan SOP atau 

usulan perbaikan SOP

b. Jika sebagian besar 

SOP utama telah 

dievaluasi dan telah 

ditindaklanjuti berupa 

perbaikan SOP atau 

usulan perbaikan SOP

c. Jika sebagian besar 

SOP utama telah 

dievaluasi tetapi belum 

ditindaklanjuti

d. Jika sebagian kecil 

SOP utama telah 

dievaluasi

e. Jika SOP belum 

pernah dievaluasi

A/B/C/D/E A

PPS Cilacap telah melakukan evaluasi SOP secara triwulanan pada Tahun 2020-

2022 dan secara semesteran pada Tahun 2023 dengan 2 aspek penilaian yaitu: 

aspek administratif dan teknis serta aspek capaian hasil. 

Hasil evaluasi SOP telah memberikan rekomendasi perbaikan dan 

ditindaklanjuti dengan perbaikan SOP.

Hasil Evaluasi Tahun 2022 terdapat satu layanan yang sudah tidak sesuai dan 

tidak mengakomodir pelayanan yaitu SOP Pelayanan penerbitan data dan 

informasi karena sudah masuk dalam tugas Tim PPID sudah ditindaklanjuti 

pada penetapan SOP Tahun 2023 dengan menghapus dari SOP Utama dan 

mengganti dengan layanan lain yaitu SKKP

Hasil Reviu Penerapan SOP Tahun 2023 memberikan rekomendasi untuk 

melakukan revisi SOP pelayanan sertifikat kelaikan kapal perikanan, dan 

penerbitan sertifikat CPIB, sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan dan 

penetapan SOP Tahun 2024 mengacu kepada hasil reviu

Laporan Evaluasi SOP utama dan tindak 

lanjut

1.c Melakukan Evaluasi SOP 

2023 

2024 

Rapat monev dan reviu SOP (undangan, 

notulen, daftar hadir)

2023 

REVIU SOP 

2024

REVIU SOP 

Laporan Evaluasi SOP Utama

2023

Laporan Reviu SOP 2023.pdf 

2024

REVIU SOP 

Bukti dokumen tindak lanjut

2023

Bukti Dokumen Tindak Lanjut 

2024

SOP PELAYANAN HASIL REVIEW 2024 

NEW.pdf 

A 1,00

PPS Cilacap telah melakukan evaluasi SOP secara triwulanan pada 

Tahun 2020-2022 dan secara semesteran pada Tahun 2023 dengan 

2 aspek penilaian yaitu: aspek administratif dan teknis serta aspek 

capaian hasil. 

Hasil evaluasi SOP telah memberikan rekomendasi perbaikan dan 

ditindaklanjuti dengan perbaikan SOP.

Hasil Evaluasi Tahun 2022 terdapat satu layanan yang sudah tidak 

sesuai dan tidak mengakomodir pelayanan yaitu SOP Pelayanan 

penerbitan data dan informasi karena sudah masuk dalam tugas 

Tim PPID sudah ditindaklanjuti pada penetapan SOP Tahun 2023 

dengan menghapus dari SOP Utama dan mengganti dengan layanan 

lain yaitu SKKP

Hasil Reviu Penerapan SOP Tahun 2023 memberikan rekomendasi 

untuk melakukan revisi SOP pelayanan sertifikat kelaikan kapal 

perikanan, dan penerbitan sertifikat CPIB, sudah ditindak lanjut 

dengan perbaikan dan penetapan SOP Tahun 2024 mengacu kepada 

hasil reviu

1. Jumlah SOP utama mengacu pada angka A.I.2.i.a;

2. Periode evaluasi dapat dibuat per semester atau tahunan;

3. Substansi evaluasi sebagimana tertuang dalam Permen KP Nomor 43 Tahun 

2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur, antara lain 

meliputi: 

a. Jumlah SOP yang direviu; 

b. Permasalahan dalam menerapkan SOP sehingga diperlukan perubahan SOP; 

c. Relevansi SOP untuk dilaksanakan;

d. Substansi perubahan antara lain berupa waktu atau tahapan/langkah dalam 

SOP, dll.

4. Hasil evaluasi SOP ditindaklanjuti dengan perbaikan SOP atau usulan 

perbaikan SOP;

5. Jumlah SOP yang dievaluasi selama periode 1 tahun akan mempengaruhi 

nilai dengan tingkatan sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia;

6.Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sebagian besar (≥50%) SOP utama telah dievaluasi dan telah 

ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP, maka dnilai 

B;

b. Jika sebagian besar (≥50%) SOP utama telah dievaluasi tetapi belum 

ditindaklanjuti, maka dinilai C;

c. Jika sebagian kecil (<50%) SOP utama telah dievaluasi, maka dinilai D.

Catatan: 

jika SOP UPT harus mengacu SOP Pusat sehingga tidak memungkinkan 

tindaklanjut berupa perbaikan SOP, maka dapat dinilai sbg tindaklanjut jika 

terdapat usulan perbaikan SOP ke pusat. Sampaikan pada LKE, hal-hal yang 

sudah maksimal dilakukan unit kerja sesuai kewenangannya.

Evaluasi dan review SOP d lakukan d bulan desember 2024

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)2,00 1,50 75,00%

a. Sistem pengukuran kinerja unit 

sudah menggunakan teknologi 

informasi

a. Jika unit memiliki 

sistem pengukuran 

kinerja (e-

performance /e-sakip) 

yang menggunakan 

teknologi informasi dan 

juga melakukan inovasi

b. Jika unit memiliki 

sistem pengukuran 

kinerja (e-

performance /e-sakip) 

yang menggunakan 

teknologi informasi

c. Jika belum memiliki 

sistem pengukuran 

kinerja (e-

performance /e-sakip) 

yang menggunakan 

teknologi informasi

A/B/C A

PPS Cilacap telah menggunakan sistem pengukuran kinerja menggunakan 

teknologi informasi terpusat lingkup KKP berupa aplikasi kinerjaku. 

PPS Cilacap sudah membangun inovasi Si Mata Pari (Sistem Informasi Data 

Pelabuhan Perikanan) didalamnya memuat capain kinerja pada masing-masing 

Tim Kerja, dan sudah dimanfaatkan dalam pemantauan capaian kinerja dan 

monitoring indeks kinerja IKU PPS Cilacap

Tangkap layar aplikasi Kinerjaku dashboard 

halaman pengukuran, capaian kinerja pada 

aplikasi Kinerjaku

2023

2024  

 

INOVASI SIMATAPARI

SS Dashborad Monitoring Kinerja.jpg 

SS G Spreadsheet Monitoring Kinerja.jpg 

A 1,00

PPS Cilacap telah menggunakan sistem pengukuran kinerja 

menggunakan teknologi informasi terpusat lingkup KKP berupa 

aplikasi kinerjaku. 

PPS Cilacap sudah membangun inovasi Si Mata Pari (Sistem 

Informasi Data Pelabuhan Perikanan) didalamnya memuat capain 

kinerja pada masing-masing Tim Kerja, dan sudah dimanfaatkan 

dalam pemantauan capaian kinerja dan monitoring indeks kinerja 

IKU PPS Cilacap

1. Pengukuran kinerja unit kerja di lingkungan KKP dilakukan secara terpusat 

menggunakan aplikasi Kinerjaku ;

2. Unit kerja dapat melakukan inovasi dalam mengukur kinerja organisasinya 

menggunakan sistem lainnya berbasis TI yang berbeda dengan aplikasi yang 

sudah ada (disesuaikan karakteristik unit kerja);

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Screenshoot Kinerjaku triwulan III sudah terpenuhi 
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b. Operasionalisasi manajemen 

SDM sudah menggunakan 

teknologi informasi

a. Jika unit memiliki 

operasionalisasi 

manajemen SDM yang 

menggunakan teknologi 

informasi dan juga 

melakukan inovasi

b. Jika unit memiliki 

operasionalisasi 

manajemen SDM yang 

menggunakan teknologi 

informasi secara 

terpusat

c. Jika belum 

menggunakan teknologi 

informasi dalam 

operasionalisasi 

manajemen SDM

A/B/C B

PPS Cilacap telah menggunakan teknologi informasi terpusat dalam 

operasionalisasi manajemen SDM berupa aplikasi epegawai, Sikepo (e-presensi), 

portal kkp.go.id dan kinerja BKN

Belum terdapat inovasi pada operasionalisasi manajemen SDM

Teknologi Informasi Operasionalisasi SDM

2.b Menggunakan Teknologi Informasi dalam 

Operasionalisasi Manajemen SDM dan 

Melakukan Inovasi

 2023

2024  

Tangkap layar aplikasi e-Pegawai

2023

E Pegawai 

2024

E-Pegawai 

Tangkap layar aplikasi SIKEPO

2023

SI KEPO 

2024

SIKEPO 

Tangkap layar aplikasi Portal Co Office KKP

PORTAL CO-OFFICE 

B 0,50

PPS Cilacap telah menggunakan teknologi informasi terpusat dalam 

operasionalisasi manajemen SDM berupa aplikasi epegawai, Sikepo 

(e-presensi), portal kkp.go.id dan kinerja BKN

Belum terdapat inovasi pada operasionalisasi manajemen SDM

1. Operasionalisasi manajemen SDM di lingkungan KKP dilakukan secara 

terpusat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP 

(e-Pegawai ) mencakup SKP individu dan organisasi, presensi, dan database 

pegawai;

2. Unit kerja dapat melakukan inovasi dalam Operasionalisasi manajemen SDM 

menggunakan sistem lainnya berbasis TI yang berbeda dengan aplikasi yang 

sudah ada (disesuaikan dengan karakteristik unit kerja);

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Aktifitas operator SIMPEG bulan november-desember, 

Aktivitas Operator Aplikasi Sikepo PPSC Oktober-November 

2024

c. Pemberian pelayanan kepada 

publik sudah menggunakan 

teknologi informasi

a. Jika unit memberikan 

pelayanan kepada 

publik dengan 

menggunakan teknologi 

informasi terpusat/unit 

sendiri dan terdapat 

inovasi

b. Jika unit memberikan 

pelayanan kepada 

publik dengan 

menggunakan teknologi 

informasi secara 

terpusat

c. Jika belum 

memberikan pelayanan 

kepada publik dengan 

menggunakan teknologi 

informasi

A/B/C A

Pemberian pelayanan kepada publik pada PPS Cilacap telah menggunakan 

teknologi informasi secara terpusat menggunakan aplikasi:

1. Sistem Informasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SI-SHTI) untuk pelayanan 

sertifikat hasil tangkapan ikan

2. E-Logbook Penangkapan Ikan (e-LPBI) untuk mendukung layanan STBLK

3. Sistem Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Teman SPB) untuk pemberian 

layanan SPB

4. Si JAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan) untuk pelayanan tambat 

labuh

5. SICEFI (sistem cek fisik) untuk pelayanan SKKP

6. Sipaus untuk pelayanan rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan 

dan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan

Terdapat inovasi dari satker berupa aplikasi SRIKANDI (Sistem Monitoring Kapal 

Ikan) yaitu aplikasi berbasis android/PC yang digunakan sebagai alat bantu 

validasi waktu kedatangan kapal saat pengajuan STBLK Kedatangan dan tambat 

labuh kapal

Aplikasi Srikandi telah terintegrasi dengan SPB sehingga pada Srikandi muncul 

tanda Go (keberangkatan) jika telah terbit SPB

Terdapat pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Satu Atap 

Terintegrasi (SI ANTASENA) yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus 

dokumen tanpa harus langsung datang ke Pelabuhan. Karena dalam aplikasi ini 

pelaku usaha dapat mengajukan dokumen dan memantau jalannya dokumen 

yang diajukan. Dalam aplikasi juga tersedia fitur antrian, call center, dan 

progres tracking

Pemberian pelayanan kepada publik pada 

PPS Cilacap telah menggunakan teknologi 

informasi secara terpusat dan Terdapat 

Inovasi

2023 

2024 

Inovasi 

SRIKANDI

Screnshot_Srikandi_Pengembangan.jpeg 

SIANTASENA

2023

SI ANTASENA 

Pengembangan 2024

SI ANTASENA 

A 1,00

Pemberian pelayanan kepada publik pada PPS Cilacap telah 

menggunakan teknologi informasi secara terpusat menggunakan 

aplikasi:

1. Sistem Informasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SI-SHTI) untuk 

pelayanan sertifikat hasil tangkapan ikan

2. E-Logbook Penangkapan Ikan (e-LPBI) untuk mendukung layanan 

STBLK

3. Sistem Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Teman SPB) 

untuk pemberian layanan SPB

4. Si JAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan) untuk pelayanan 

tambat labuh

5. SICEFI (sistem cek fisik) untuk pelayanan SKKP

6. Sipaus untuk pelayanan rekomendasi penggunaan tanah 

dan/atau bangunan dan perjanjian penggunaan tanah dan/atau 

bangunan

Terdapat inovasi dari satker berupa aplikasi SRIKANDI (Sistem 

Monitoring Kapal Ikan) yaitu aplikasi berbasis android/PC yang 

digunakan sebagai alat bantu validasi waktu kedatangan kapal saat 

pengajuan STBLK Kedatangan dan tambat labuh kapal

Aplikasi Srikandi telah terintegrasi dengan SPB sehingga pada 

Srikandi muncul tanda Go (keberangkatan) jika telah terbit SPB

Terdapat pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Satu Atap 

Terintegrasi (SI ANTASENA) yang mempermudah pelaku usaha 

dalam mengurus dokumen tanpa harus langsung datang ke 

Pelabuhan. Karena dalam aplikasi ini pelaku usaha dapat 

mengajukan dokumen dan memantau jalannya dokumen yang 

diajukan. Dalam aplikasi juga tersedia fitur antrian, call center, dan 

progres tracking

1. Pelayanan kepada publik yang dianggap menggunakan TI adalah mulai dari 

pendaftaran sampai pelayanan selesai (seluruh proses pemberian pelayanan);

2. Unit kerja dengan pelayanan menggunakan TI terpusat dapat melakukan 

inovasi berbasis TI yang berbeda dengan aplikasi yang sudah ada (disesuaikan 

dengan karakteristik unit kerjanya);

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Rekap data ELBPI bulan April-Desember, Tangkap Layar 

SIJAKA bulan Juli-Desember, SICEFI Bulan Juli-Desember, 

SI SHTI bulan Oktober-Desember, SRIKANDI bulan Juli-

Desember, Teman SPB bulan Oktober-Desember.

d Telah dilakukan monitoring dan 

dan evaluasi terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi 

dalam pengukuran kinerja unit, 

operasionalisasi SDM, dan 

pemberian layanan kepada 

publik

a. Jika laporan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi 

dalam pengukuran 

kinerja unit, 

operasionalisasi SDM, 

dan pemberian layanan 

kepada publik sudah 

dilakukan secara 

berkala

b. Jika laporan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi 

dalam pengukuran 

kinerja unit, 

operasionalisasi SDM, 

dan pemberian layanan 

kepada publik sudah 

dilakukan tetapi tidak 

secara berkala

c. Jika tidak terdapat 

monitoring dan evaluasi 

terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi 

dalam pengukuran 

A/B/C B

- PPS Cilacap telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionaliasi 

SDM dam pemberian layanan publik secara berkala semesteran 

- Laporan monev telah memuat informasi pemanfaatan teknologi informasi yang 

digunakan, memuat permasalahan dan saran

Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi 

2.d Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

dalam Pengukuran Kinerja Unit 

Operasionalisai SDM

 

Lap monev 

2023

MONEV SPBE SEMESTER I 

3. NOTULENSI RAPAT Monev SPBE_TW., I.pdf 

MONEV SPBE SEMESTER II  

NOTULENSI RAPAT Monev SPBE_Semester II 

2023.pdf 

2024

LAPORAN MONEV TI SEMESTER I 2024.pdf 

NOTULENSI RAPAT SPBE SEMESTER 1 

2024.pdf 

B 0,50

PPS Cilacap telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, 

operasionaliasi SDM dam pemberian layanan publik secara berkala 

setiap semester

Laporan monev telah memuat substansi pemanfaatan teknologi 

informasi yang digunakan, memuat permasalahan belum adanya 

menu update laporan yang wajib dipublikasikan, namun belum 

mengurai kondisi dengan lengkap. 

Laporan sudah memuat saran perbaikan berupa koordinasi dengan 

Tim PPID Es I DJPT

1. Monitoring dan evaluasi (monev) dilaporkan secara berkala (semesteran) 

terhadap pemanfaatan dan permasalahan yang ditemukan dalam operasional 

aplikasi meliputi:

a. Pengukuran kinerja unit;

b. Operasionalisasi SDM; dan 

c. Pemberian layanan kepada publik.

Ketiganya harus termuat dalam laporan monev.

2. Dalam laporan monev, tidak hanya memuat rekomendasi pada periode 

pelaporan saja, namun juga memuat rekomendasi dan tindaklanjut atas 

rekomendasi periode pelaporan sebelumnya;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika monev telah memuat informasi dari seluruh aplikasi dan dibuat secara 

semesteran, maka dinilai A;

b. Jika monev dibuat secara berkala, namun belum memuat informasi dari 

seluruh aplikasi, maka dinilai B.

Akan di lakukan rapat monev SPBE Semester II di bulan 

desember 2024

iii. Keterbukaan Informasi Publik 0,50 0,38 75,00%

a. Kebijakan tentang  keterbukaan 

informasi publik telah 

diterapkan

a. Jika sudah terdapat 

Pejabat Pengelola 

Informasi Publik (PPID) 

yang menyebarkan 

seluruh informasi yang 

dapat diakses secara 

mutakhir dan lengkap

b. Jika sudah terdapat 

PPID yang menyebarkan 

sebagian informasi yang 

dapat diakses secara 

mutakhir dan lengkap

c. Jika belum ada PPID 

dan belum melakukan 

penyebaran informasi 

publik

A/B/C A

PPS Cilacap telah menerapkan kebijakan informasi publik melalui:

1. Unit kerja telah membentuk Tim PPID UPT Tahun 2022 berdasarkan Surat 

Tugas Nomor: B.15/PPSC/KP.440/I/2022, Tahun 2023 berdasarkan Surat 

Tugas Nomor B.12/PPSC/KP.440/I/2023 dan Tahun 2024 dengan Surat 

Tugas Nomor B.18/PPSC/KP.440/I/2024 terkait melaksanakan tugas 

sebagai Pejabat dan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentas PPS 

Cilacap; 

2. Telah terdapat inventarisasi jenis KIP sesuai Peraturan Pejabat PPID KKP. 

2. Tim telah melakukan penyusunan laporan KIP secara triwulan pada 

Tahun 2022 dan 2023, sedangkan untuk Tahun 2024 akan disusun secata 

tahunan.

3. Telah dilakukan penyebaran informasi sesuai daftar informasi publik yang 

telah ditetapkan

Kebijakan KIP PPS Cilacap

3.a  Menyiapkan Kebijakan dan Menerapkan 

tentang informasi Publik 

36 KEPMEN-KP 2019 ttg PPID KKP.pdf 

12. ST PPID PPSC 2023.pdf 

Surat Tugas PPID Tahun 2024.pdf 

A 1,00

PPS Cilacap telah menerapkan kebijakan informasi publik 

melalui:

1. Unit kerja telah membentuk Tim PPID UPT Tahun 2022 

berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.15/PPSC/KP.440/I/2022, 

Tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 

B.12/PPSC/KP.440/I/2023 dan Tahun 2024 dengan Surat 

Tugas Nomor B.18/PPSC/KP.440/I/2024 terkait melaksanakan 

tugas sebagai Pejabat dan Pelaksana Pelayanan Informasi dan 

Dokumentas PPS Cilacap; 

2. Telah terdapat inventarisasi jenis KIP sesuai Peraturan Pejabat 

PPID KKP. 

2. Tim telah melakukan penyusunan laporan KIP secara triwulan 

pada Tahun 2022 dan 2023, sedangkan untuk Tahun 2024 akan 

disusun secata tahunan.

3. Telah dilakukan penyebaran informasi sesuai daftar informasi 

publik yang telah ditetapkan

1. Unit kerja membentuk Tim PPID Pelaksana dengan uraian tugas dan 

wewenang mengacu pada PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP tanggal 29 

Desember 2023 Bagian Keenam (Pasal 13-14). PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 

ini mencabut PermenKP Nomor 4/Permen-KP/2019;

2. Inventarisir jenis informasi publik tiap unit kerja yang mengacu pada Daftar 

Informasi Publik KKP 

3. Informasi yang tertuang dalam poin No. 2 tersebut disebarluaskan oleh PPID 

UPT Pelaksana sesuai dengan jenis informasinya dengan mengacu pada 

PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi 

Publik di Lingkungan KKP tanggal 29 Desember 2023 Bab III Informasi Publik;

4. Penyebarluasan informasi termasuk didalamnya memuat penyebarluasan 

informasi sesuai tugas fungsi kehumasan sesuai Permen KP 43 Tahun 2022 

tentang Penyelenggaraan Kehumasan

5. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (Tahunan)

6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sudah terdapat PPID Pelaksana yang menyebarkan sebagian informasi 

(≥30%) yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap, maka dinilai B;

b. Jika belum ada PPID Pelaksana dan belum melakukan penyebaran informasi 

publik, maka dinilai C;

c. Jika tidak menyusun laporan Layanan Informasi Publik (Tahunan) dinilai satu 

tingkat lebih rendah dari seharusnya;

b. Telah dilakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik

a. Jika dilakukan 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi 

publik dan telah 

ditindaklanjuti

b. Jika monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan 

informasi publik telah 

dilakukan tetapi belum 

ditindaklanjuti

c. Jika monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan 

informasi publik belum 

dilakukan

A/B/C A

PPS Cilacap telah melakukan monev pelaksanaan kebijakan informasi publik 

dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik secara triwulan Tahun 2022 dan 2023 yang 

memuat:

1. Pelaksanaan pemberian informasi kepada publik dalam 4 kategori 

informasi meliputi informasi yang diberikan per kategori informasi, waktu 

pemberian infomasi dan penanggung jawab, media penyampaian informasi.

2. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPID UPT 

3. Rekomendasi serta tindak lanjut atas laporan periode sebelumnya, 

Tahun 2024 Laporan Layanan Informasi Publik akan disususn secara 

tahunan sesuai Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan 

Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP

Monev KIP dan dokumentasi rapat

2023 

2024 

B 0,50

PPS Cilacap telah melakukan monev pelaksanaan kebijakan 

informasi publik dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 2023 dan 

2024

Substansi laporan monev KIP memuat:

1. Pelaksanaan pemberian informasi kepada publik dalam 4 

kategori informasi meliputi informasi yang diberikan per kategori 

informasi, waktu pemberian infomasi dan penanggung jawab, 

media penyampaian informasi.

2. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPID UPT 

3. Rekomendasi serta tindak lanjut atas laporan periode 

sebelumnya, 

Tahun 2024 Laporan Layanan Informasi Publik akan disusun 

secara tahunan sesuai Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP

1.Laporan monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik berupa 

Laporan Layanan Informasi Publik yang terbit per tahun, minimal memuat 

informasi tentang:

a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik; 

b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;

c. rincian pelayanan Informasi Publik; 

d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kementerian jika ada;

e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; 

dan

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas 

Layanan Informasi Publik.

2. Laporan Layanan Informasi Publik memuat rekomendasi, kecuali jika sudah 

dimonev namun tidak ditemui kelemahan yang harus ditindaklanjuti;

3. Rekomendasi hasil monev harus ditindaklanjuti;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika laporan monev disusun, memuat seluruh informasi pada point 1, sudah 

ditindaklanjuti, maka dinilai A

b. Dinilai B, jika:

1) Jika substansi laporan monev tidak memuat seluruhnya pada poin 1; atau

2) Jika laporan monev tidak dilengkapi bukti pelaksanaan atau 

uraian/penjelasan pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti

c. Jika laporan monev tidak dibuat, maka dinilai C;

Akan di lakukan monev KIP semester II di bulan Desember 

2024

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR5,00 4,26 85,12%

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0,25 0,22 89,00%
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a. Kebutuhan pegawai yang disusun 

oleh unit kerja mengacu kepada peta 

jabatan dan hasil analisis beban kerja 

untuk masing-masing jabatan

Ya, jika kebutuhan 

pegawai yang disusun 

oleh unit kerja mengacu 

kepada peta jabatan dan 

hasil analisis beban 

kerja untuk masing-

masing jabatan.

Ya/Tidak Ya

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) 

bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan 

satker UPT.

Kebutuhan pegawai yang disusun oleh PPS Cilacap mengacu pada peta jabatan dan 

hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan dengan data dukung berupa:

1. Permen KP Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 108 

Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan KKP Tahun 2020 - 2024.

2. Surat Kepala PPS Cilacap Nomor B.33/PPSC/KP.210/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 

perihal Usulan Kebutuhan Pegawai TA 2024 dengan rincian 

a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama sebanyak 2 orang. Di dalam Peta 

Jabatan tersedia formasi kebutuhan sebanyak 35 orang dan sudah didukung ABK;

b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil sebanyak 1 orang. di dalam 

Peta Jabatan tersedia formasi kebutuhan sebanyak 10 orang dan sudah didukung ABK;

3. Analisa Beban Kerja (ABK) 2023 dan 2024. 

4. Rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan.

5. Formulir perhitungan kebutuhan pejabat.

6. Tangkap layar bukti pengiriman penyampaian usulan kebutuhan ASN 2024 pada 

aplikasi portal.kkp.id.

1.b. Menempatkan pegawai mengacu kepada 

kebutuhan per jabatan 

1. ABK;

2. Peta Jabatan;

3. Usulan kebutuhan ASN pada unit kerja 

kepada Eselon I;

4. SK CPNS/PPPK;

5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS.

2023

2024 

Ya 1,00

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk 

Surat Tugas (ST) Pimpinan satker UPT.

Kebutuhan pegawai yang disusun oleh PPS Cilacap mengacu pada peta 

jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan dengan 

data dukung berupa:

1. Permen KP Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen KP 

Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan KKP Tahun 

2020 - 2024.

2. Surat Kepala PPS Cilacap Nomor B.33/PPSC/KP.210/I/2024 tanggal 2 

Januari 2024 perihal Usulan Kebutuhan Pegawai TA 2024 dengan 

rincian :

a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama sebanyak 2 orang. Di 

dalam Peta Jabatan tersedia formasi kebutuhan sebanyak 35 orang dan 

sudah didukung ABK;

b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil sebanyak 1 

orang. di dalam Peta Jabatan tersedia formasi kebutuhan sebanyak 10 

orang dan sudah didukung ABK;

3. Analisa Beban Kerja (ABK) 2023 dan 2024. 

4. Rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan.

5. Formulir perhitungan kebutuhan pejabat.

6. Tangkap layar bukti pengiriman penyampaian usulan kebutuhan ASN 

2024 pada aplikasi portal.kkp.id.

1. Penyusunan kebutuhan pegawai disusun mengacu pada:

a. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020;

b. PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK; dan

c. Perka BKN No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan 

Kebutuhan ASN.

2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN setiap tahun dengan 

tahapan: 

a. Penyusunan Analisis Jabatan; 

b. Penyusunan Analisis Beban Kerja; 

c. Penyusunan Peta Jabatan; 

d. Pengusulan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara; 

e. Penyampaian Usulan Kebutuhan; 

3. Usulan kebutuhan pegawai menggunakan usulan tahun terakhir, sedangkan 

ABK menggunakan dokumen periode T-1;

4. Peta Jabatan yang digunakan adalah yang telah disahkan melalui Keputusan 

Menteri KP.

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Tidak ada update data

b. Penempatan pegawai hasil 

rekrutmen murni mengacu 

kepada kebutuhan pegawai yang 

telah disusun per jabatan

a. Jika semua 

penempatan pegawai 

hasil rekrutmen murni 

mengacu kepada 

kebutuhan pegawai 

yang telah disusun per 

jabatan

b. Jika sebagian besar 

penempatan pegawai 

hasil rekrutmen murni 

mengacu kepada 

kebutuhan pegawai 

yang telah disusun per 

jabatan

c. Jika sebagian kecil 

penempatan pegawai 

hasil rekrutmen murni 

mengacu kepada 

kebutuhan pegawai 

yang telah disusun per 

jabatan

d. Jika penempatan 

pegawai hasil rekrutmen 

murni tidak mengacu 

A/B/C/D B

Penempatan pegawai hasil rekrutmen pada PPS Cilacap belum seluruhnya mengacu 

kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan yaitu:

1. Tahun 2023 terdapat 12 orang PPPK TMT 1 Juli 2023, dan 2 orang PPPK TMT 1 

Oktober 2023 dengan rincian:

a. PPPK-Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama (5 orang), usulan tahun 

2023 dan disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

b. PPPK-Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Terampil (1 orang), 

usulan tahun 2023 dan disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

c. PPPK-Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pemula (5 orang), usulan 

tahun 2023 dan disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

d. PPPK-Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (1 orang), usulan tahun 2023 dan 

disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

e. PPPK–Arsiparis Ahli Pertama (1 orang), tidak ada usulan tahun 2023 dan 

disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

f. PPPK–Pranata Komputer Ahli Terampil (1 orang), tidak ada usulan tahun 2023 dan 

disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

2. Tahun 2024 terdapat 3 orang PPPK TMT per 1 Maret 2024, terdapat usulan tahun 

2023 dan tidak sesuai ABK dengan rincian:

a. PPPK - Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama (1 orang), 

b. PPPK - Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil (2 orang).

Hal ini dikarenakan penempatan pegawai ditetapkan oleh Pusat.

1.b. Menempatkan pegawai mengacu kepada 

kebutuhan per jabatan 

Dokumentasi SK Penempatan, ABK, Peta 

Jabatan, Usulan kebutuhan ASN pada unit 

kerja kepada Eselon I, SK CPNS/PPPK

2023

2024  

B 0,67

Penempatan pegawai hasil rekrutmen pada PPS Cilacap belum 

seluruhnya mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per 

jabatan yaitu:

1. Tahun 2023 terdapat 12 orang PPPK TMT 1 Juli 2023, dan 2 orang 

PPPK TMT 1 Oktober 2023 dengan rincian:

a. PPPK-Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama (5 orang), 

usulan tahun 2023 dan disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

b. PPPK-Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Terampil (1 

orang), usulan tahun 2023 dan disesuaikan dengan ABK per Januari 

2024.

c. PPPK-Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pemula (5 

orang), usulan tahun 2023 dan disesuaikan dengan ABK per Januari 

2024.

d. PPPK-Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (1 orang), usulan 

tahun 2023 dan disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

e. PPPK–Arsiparis Ahli Pertama (1 orang), tidak ada usulan tahun 2023 

dan disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

f. PPPK–Pranata Komputer Ahli Terampil (1 orang), tidak ada usulan tahun 

2023 dan disesuaikan dengan ABK per Januari 2024.

2. Tahun 2024 terdapat 3 orang PPPK TMT per 1 Maret 2024, terdapat 

usulan tahun 2023 dan tidak sesuai ABK dengan rincian:

a. PPPK - Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama (1 orang), 

b. PPPK - Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil (2 

orang).

Hal ini dikarenakan penempatan pegawai ditetapkan oleh Pusat.

1. Penempatan pegawai hasil rekrutmen yang dibuktikan dengan SK 

CPNS/PPPK dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang sesuai dengan 

usulan kebutuhan tahun sebelumnya;

2. Jumlah dan jabatan pegawai yang diterima dan ditempatkan sesuai dengan 

usulan kebutuhan dan selaras dengan ABK dan peta jabatan;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Sebagian besar, jika ≥ 50% sesuai, maka dinilai B;

b. Sebagian kecil, jika < 50% sesuai, maka dinilai C.

c. Jika terjadi kondisi rekrutmen yang sifatnya droping dan jabatan pegawai ybs 

belum terdapat dalam ABK dan Peta Jabatan Unit Kerja, unit kerja menyusun 

analisis jabatan, ABK, dan Peta Jabatan sebagai dasar penyesuaian dan usulan 

kepada Eselon I terkait penempatan pegawai rekrutmen tersebut. Jika tidak 

dilakukan, maka dinilai D.

4. Penjelasan kesesuaian dilengkapai dengan persentase. Contoh: 3 dari 4 

(75%) penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan pegawai 

yang telah disusun per jabatan;

5. Dalam hal rekrutmen dilakukan sebelum periode pembangunan ZI, maka 

dokumen yang digunakan berdasarkan rekrutmen terakhir.

Tidak ada update data

c. Telah dilakukan monitoring dan 

dan evaluasi terhadap 

penempatan pegawai rekrutmen 

untuk memenuhi kebutuhan 

jabatan dalam organisasi telah 

memberikan perbaikan terhadap 

kinerja unit kerja

Ya, jika sudah dilakukan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap penempatan 

pegawai hasil rekrutmen 

untuk memenuhi 

kebutuhan jabatan 

dalam organisasi telah 

memberikan perbaikan 

terhadap kinerja unit 

kerja.

Ya/Tidak Ya

Telah dilakukan monev terhadap penempatan pegawai (CPNS dan PPPK) pada Tahun 

2022 dan 2023, dengan kondisi:

1. Monev dilakukan hanya terhadap CPNS hasil seleksi 2021 dan PPPK hasil seleksi 

2022-2023.

2. Laporan monev telah memuat informasi:

a. Data pegawai (CPNS/PPPK) hasil rekrutmen; 

b. Pengaruh hasil rekrutmen terhadap perbaikan kinerja unit kerja; 

c. Perbaikan kinerja unit kerja bersifat kuantitatif, sehingga dapat terukur dengan 

jelas; 

d. Perbandingan rekomendasi dan realisasi atas tindak lanjut hasil monev 

sebelumnya. 

e. Monev terhadap pegawai hasil rekrutmen dilakukan selama 2 tahun sejak 

penerimaan;

Laporan Monev Penempatan Pegawai

1.C. MONEV PENEMPATAN 2023.pdf 

1c. Laporan Monev Penempatan Pegawai 

2022.pdf 

Ya 1,00

Telah dilakukan monev terhadap penempatan pegawai (CPNS dan PPPK) 

pada Tahun 2022 dan 2023, dengan kondisi:

1. Monev dilakukan hanya terhadap CPNS hasil seleksi 2021 dan PPPK 

hasil seleksi 2022-2023.

2. Laporan monev telah memuat informasi:

a. Data pegawai (CPNS/PPPK) hasil rekrutmen; 

b. Pengaruh hasil rekrutmen terhadap perbaikan kinerja unit kerja; 

c. Perbaikan kinerja unit kerja bersifat kuantitatif, sehingga dapat terukur 

dengan jelas; 

d. Perbandingan rekomendasi dan realisasi atas tindak lanjut hasil 

monev sebelumnya. 

e. Monev terhadap pegawai hasil rekrutmen dilakukan selama 2 tahun 

sejak penerimaan;

1. Laporan monev terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen minimal 

memuat informasi tentang:

a. Data pegawai (CPNS/PPPK) hasil rekrutmen;

b. Pengaruh hasil rekrutmen terhadap perbaikan kinerja unit kerja;

c. Perbaikan kinerja unit kerja bersifat kuantitatif, sehingga dapat terukur 

dengan jelas;

d. Perbandingan rekomendasi dan realisasi atas tindak lanjut hasil monev 

sebelumnya.

2. Monev terhadap pegawai hasil rekrutmen dilakukan selama 2 tahun sejak 

penerimaan;

3. Periode pelaporan monev minimal satu kali dalam setahun;

4. Jika kondisi tidak terdapat penerimaan CPNS/PPPK selama 2 tahun terakhir, 

tetap dilakukan monev dengan hasil yang menjelaskan bahwa tidak terdapat 

penerimaan CPNS/PPPK;

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

1. Monev Penempatan akan dipenuhi Desember 2024 (Mencakup T-2 

tahun) yaitu :

a. CPNS Pengangkatan 2022

b. PPPK Pengangkatan 2022

c. PPPK Pengangkatan 2023 dan optimalisasi

d. PPPK Pengangkatan 2024

ii. Pola Mutasi Internal 0,50 0,46 91,67%

a. Dalam melakukan 

pengembangan karier pegawai, 

telah dilakukan mutasi pegawai 

antar jabatan

Ya, jika dilakukan 

mutasi pegawai antar 

jabatan sebagai wujud 

dari pengembangan 

karier pegawai.

Ya/Tidak Ya

Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir 

pegawai, dengan adanya:

1. SK Dirjen PT Nomor 4/DJ.1/KP.440/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang 

Ketua Kelompok Kerja dan Ketua Subkelompok Kerja Lingkup UPT DJPT.

2. Surat Plt. Dirjen PT Nomor B.24/DJPT/TU.110/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 

perihal Persetujuan Usulan Ketua Tim Kerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3. ST Kepala PPS Cilacap Nomor B.13/PPSC/KP.440/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 

perihal Struktur Organisasi dan Tata Kelola PPS Cilacap TA 2023.

4. ST Kepala PPS Cilacap Nomor B.94/PPSC/KP.440/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 

perihal Susunan Keanggotaan Tim Kerja lingkup PPS Cilacap.

5. Usulan pengangkatan jabatan fungsional PBJ perpindahan dari jabatan lain (Analis 

Saranan dan Prasarana.

6. SK Mutasi Sdr. Nurdiyana Sigit ke PPN Kejawanan tahun 2022.

7. Usulan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional penata perizinan tahun 2024.

Mutasi pegawai

2.a. Dokumen Usulan Mutasi 

2023 

2024 

Ya 1,00

Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari 

pengembangan karir pegawai, dengan adanya:

1. SK Dirjen PT Nomor 4/DJ.1/KP.440/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 

tentang Ketua Kelompok Kerja dan Ketua Subkelompok Kerja Lingkup 

UPT DJPT.

2. Surat Plt. Dirjen PT Nomor B.24/DJPT/TU.110/I/2024 tanggal 5 

Januari 2024 perihal Persetujuan Usulan Ketua Tim Kerja Lingkup Ditjen 

Perikanan Tangkap.

3. ST Kepala PPS Cilacap Nomor B.13/PPSC/KP.440/I/2023 tanggal 2 

Januari 2023 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kelola PPS Cilacap TA 

2023.

4. ST Kepala PPS Cilacap Nomor B.94/PPSC/KP.440/I/2024 tanggal 8 

Januari 2024 perihal Susunan Keanggotaan Tim Kerja lingkup PPS 

Cilacap.

5. Usulan pengangkatan jabatan fungsional PBJ perpindahan dari jabatan 

lain (Analis Saranan dan Prasarana.

6. SK Mutasi Sdr. Nurdiyana Sigit ke PPN Kejawanan tahun 2022.

7. Usulan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional penata perizinan 

tahun 2024.

1. Pengembangan Karir pegawai antar jabatan (sesuai PP No. 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS Pasal 189) dapat berupa:

a. Mutasi horisontal;

b. Mutasi vertikal; dan

c. Mutasi diagonal.

2. Jika kebijakan pola karir di lingkungan KKP tidak tersedia, maka dapat 

menggunakan kebijakan unit kerja berupa usulan kepada unit Eselon I atau 

Biro SDMAO;

3. Analisis dan bandingkan antara jabatan lama dengan jabatan baru pada SK 

Mutasi, apakah merupakan mutasi antar jabatan dan wujud pengembangan 

karir pegawai yang dimutasi;

4. Penetapan mutasi dilakukan sesuai Kepmen KP No.157 Tahun 2023 tanggal 6 

Oktober 2023 tentang Pendelegasian wewenang dalam penandatanganan 

Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian 

5. Data mutasi yang digunakan adalah data tahun terakhir dilakukannya 

mutasi;

6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan keterangan tambahan:

a. Selama terdapat mutasi antar jabatan sebagai wujud pengembangan karir 

baik horisontal/vertikal/diagonal pada unit kerja yang ditetapkan oleh pejabat 

berwenang, dinilai Ya;

b. Jika terdapat rolling  pegawai secara internal dalam rangka pengembangan 

karir pegawai unit kerja sepanjang terdapat usulan ke Eselon I serta Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi, maka dinilai Ya.

1. Terdapat beberapa mutasi yang sudah diusulkan dan keluar SK 

pengangkatannya selama TA 2024 diantaranya sbb :

a. Bambang Triyono,ST mutasi perpindahan jabatan dari sebelumnya 

sebagai JFU Analis Pengembangan Sarpras menjadi Analis Pengadaan 

Barang dan Jasa Ahli Pertama

b. Fanny Jatmike, SM mutasi perpindahan jabatan dari sebelumnya sebagai 

analis perencanaan menjadi Perencana ahli pertama.

2. Terdapat beberapa mutasi yang sudah diusulkan dan belum keluar SK 

pengangkatannya selama TA 2024 diantaranya sbb :

a. Yan Luby Widriyanti, S.IP diusulkan untuk mutasi inpassing, dari jabatan 

sebelumnya analis tata laksana menjadi analis pengelola perizinan ahli 

muda.

b. Yusvi Widya Ardiana, SE diusulkan untuk mutasi inpassing, dari jabatan 

sebelumnya analis tata laksana menjadi analis pengelola perizinan ahli 

muda.

b. Dalam melakukan mutasi 

pegawai antar jabatan telah 

memperhatikan kompetensi 

jabatan dan mengikuti pola 

mutasi yang telah ditetapkan

a. Jika semua mutasi 

pegawai antar jabatan 

telah memperhatikan 

kompetensi jabatan dan 

mengikuti pola mutasi 

yang telah ditetapkan 

organisasi dan juga unit 

kerja memberikan 

pertimbangan terkait 

hal ini

b. Jika semua mutasi 

pegawai antar jabatan 

telah memperhatikan 

kompetensi jabatan dan 

mengikuti pola mutasi 

yang telah ditetapkan 

organisasi

c. Jika sebagian besar 

mutasi pegawai antar 

jabatan telah 

memperhatikan 

kompetensi jabatan dan 

mengikuti pola mutasi 

yang telah ditetapkan 

organisasi

d. Jika sebagian kecil 

semua mutasi pegawai 

A/B/C/D/E B

Telah dilakukan mutasi pegawai, dengan bukti dukung :

1. Ditjen Perikanan Tangkap telah menetapkan Pola Mutasi Jabatan Karier di 

Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dengan Keputusan DIrjen Nomor 10/PER-

DJPT/2019 tanggal 27 September 2019

2. PPS Cilacap telah menetapkan Mekanisme mutasi internal pegawai di lingkungan 

PPS Cilacap tahun 2021 dengan Keputusan Kepala PPS Cilacap Nomor 

60/PPSC/TU.110/I/2021 tanggal 5 Januari 2021. 

3. Terdapat surat usulan mutasi pegawai kepada Pusat.

Mutasi pegawai telah memperhatikan 

kompetensi jabatan dan pola mutasi

2.b. Menyusun dan Menyampaikan Rencana 

Mutasi Pegawai antar Jabatan

Pola Mutasi DJPT

Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan 

DJPT_2021n.pdf 

SK Mutasi dan persuratan

2023 

2024 

B 0,75

Telah dilakukan mutasi pegawai, dengan bukti dukung :

1. Ditjen Perikanan Tangkap telah menetapkan Pola Mutasi Jabatan 

Karier di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dengan Keputusan 

DIrjen Nomor 10/PER-DJPT/2019 tanggal 27 September 2019

2. PPS Cilacap telah menetapkan Mekanisme mutasi internal pegawai di 

lingkungan PPS Cilacap tahun 2021 dengan Keputusan Kepala PPS 

Cilacap Nomor 60/PPSC/TU.110/I/2021 tanggal 5 Januari 2021. 

3. Terdapat surat usulan mutasi pegawai kepada Pusat.

Mengacu Pada PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen PNS, Permen PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pola 

Sistem Merit, dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Mutasi:

1. Instansi Pusat (kementerian) harus menyusun perencanaan Mutasi PNS di 

lingkungannya;

2. yang di maksud mutasi :

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam:

a. 1 (satu) Instansi Pusat;

b. Antar Instansi Pusat;

c. 1 (satu) Instansi Daerah;

d. Antar Instansi Daerah;

e. Antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

f. Ke Perwakilan Negara RI di Luar Negeri;

3. Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) 

Tahun;

4. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan 

Persyaratan Jabatan, Klasifikasi jabatan dan Pola Karier dengan 

memperhatikan kebutuhan organisasi;

5. Memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;

6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi 

tugas dan/ atau lokasi atas permintaan sendiri.

b. Jika terdapat pola karier, Perencanaan Mutasi, Peta Jabatan, SK Mutasi dan 

surat pertimbangan dari unit kerja, maka dinilai A. 

c. Jika tidak terdapat pertimbangan dari unit kerja, maka dinilai B;

d. Jika poin B telah dipenuhi, namun masih sebagian besar memperhatikan 

kompetensi jabatan dan pola mutasi (diatas 50%), maka dinilai C. 

e. Jika sebagian kecil (dibawah 50%), maka dinilai D;

1. Terdapat beberapa mutasi yang sudah diusulkan dan keluar SK 

pengangkatannya selama TA 2024 diantaranya sbb :

a. Bambang Triyono,ST mutasi perpindahan jabatan dari sebelumnya 

sebagai JFU Analis Pengembangan Sarpras menjadi Analis Pengadaan 

Barang dan Jasa Ahli Pertama

b. Fanny Jatmike, SM mutasi perpindahan jabatan dari sebelumnya sebagai 

analis perencanaan menjadi Perencana ahli pertama.

2. Terdapat beberapa mutasi yang sudah diusulkan dan belum keluar SK 

pengangkatannya selama TA 2024 diantaranya sbb :

a. Yan Luby Widriyanti, S.IP diusulkan untuk mutasi inpassing, dari jabatan 

sebelumnya analis tata laksana menjadi analis pengelola perizinan ahli 

muda.

b. Yusvi Widya Ardiana, SE diusulkan untuk mutasi inpassing, dari jabatan 

sebelumnya analis tata laksana menjadi analis pengelola perizinan ahli 

muda.

c. Telah dilakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap kegiatan 

mutasi yang telah dilakukan 

dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja

Ya, jika sudah dilakukan 

monitoring dan evaluasi 

terhadap kegiatan 

mutasi yang telah 

dilakukan dalam 

kaitannya dengan 

perbaikan kinerja.

Ya/Tidak Ya

Telah dilakukan monev pada tahun 2023 terhadap 5 pegawai yang melakukan mutasi 

internal pada awal Tahun 2022 dan 3 pegawai yang perubahan jabatan pada tahun 

2023 disertai analisa dampak kinerja tiap pegawai bagi pencapaian target kinerja 

organisasi.

Laporan Monev Mutasi Pegawai 

2.c Monev Mutasi terkait perbaikan Kinerja 

Monev Mutasi 2023.pdf 

Ya 1,00

Telah dilakukan monev pada tahun 2023 terhadap 5 pegawai yang 

melakukan mutasi internal pada awal Tahun 2022 dan 3 pegawai yang 

perubahan jabatan pada tahun 2023 disertai analisa dampak kinerja tiap 

pegawai bagi pencapaian target kinerja organisasi.

Monev mutasi pegawai 2024 dilaksanakan akhir tahun

1. Hasil monev harus memuat informasi mutasi pegawai dan dampaknya 

terhadap perbaikan kinerja organisasi;

2. Perbaikan kinerja diharapkan bersifat kuantitatif sehingga dapat terukur; 

3. Monev dilakukan pada T+1 setelah pelaksanaan mutasi hingga 2 tahun 

setelah pelaksanaan mutasi atas setiap pegawai yang dimutasikan;

4. Data mutasi yang digunakan adalah data tahun terakhir dilakukannya 

mutasi;

5. Jika yang dimutasi adalah kepala unit kerja, maka yang melakukan monev 

adalah pejabat diatasnya;

6. Monev dilakukan terhadap mutasi dengan SK yang ditandatangani oleh 

pejabat berwenang sesuai KepMen KP No. 157 Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 

2023

7. Hitung jumlah pegawai hasil mutasi yang dimonev. Penilaian mengacu 

kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Hasil monev yang memuat informasi mutasi pegawai berdampak pada 

perbaikan kinerja namun bersifat kualitatif, dinilai Ya;

b. jika ≥ 50%, maka dinilai Ya;

c. jika < 50%, maka dinilai Tidak.

1. Monev mutasi akan dipenuhi bulan Desember 2024

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1,25 1,11 89,00%

a. Unit Kerja melakukan Training 

Need Analysis Untuk 

pengembangan kompetensi

Ya, jika sudah dilakukan 

Training Need Analysis 

Untuk pengembangan 

kompetensi.

Ya/Tidak Ya

Telah dilakukan TNA pada Tahun 2023 dan 2024 terhadap 79 pegawai (PNS dan PPPK) 

yang dilengkapi dengan Peta Jabatan di dalam PermenKP 64 Tahun 2022, Form 

Analisis Tugas (Standar Kompetensi Jabatan), Analisis Kesenjangan (gap) Kompetensi, 

dan dituangkan dalam Form Penetuan Kebutuhan Diklat.

Analisis kebutuhan diklat 2023

2023 

Analisis penentuan Kebutuhan Diklat 2024

2024 Ya 1,00

Telah dilakukan TNA pada Tahun 2023 dan 2024 terhadap 79 pegawai 

(PNS dan PPPK) yang dilengkapi dengan Peta Jabatan, Analisis Tugas 

(Standar Kompetensi Jabatan), Analisis Kesenjangan (gap) Kompetensi, 

dan Penetuan Kebutuhan Diklat.

1. Training need analysis/analisis kebutuhan diklat disusun untuk seluruh 

pegawai berstatus PNS dan CPNS dilengkapi dengan Analisis Tugas (Standar 

Kompetensi Jabatan), Analisis Kesenjangan (GAP) Kompetensi, dan Penetuan 

Kebutuhan Diklat (PERKA BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen 

PNS). Penyusunan standar kompetensi jabatan ASN dapat mengacu Permen PAN 

dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN ;

2. Training dapat berupa diklat, bimbingan teknis, workshop, magang, in house 

training , dll;

3. Analisis kebutuhan diklat diperbaharui jika terdapat perubahan berupa 

penambahan pegawai dan perubahan jabatan;

Sudah terpenuhi di awal2024
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b. Dalam menyusun rencana 

pengembangan kompetensi 

pegawai, telah 

mempertimbangkan hasil 

pengelolaan kinerja pegawai

a. Jika semua rencana 

pengembangan 

kompetensi pegawai 

mempertimbangkan 

hasil pengelolaan 

kinerja pegawai

b. Jika sebagian besar 

rencana pengembangan 

kompetensi pegawai 

mempertimbangkan 

hasil pengelolaan 

kinerja pegawai

c. Jika sebagian kecil 

rencana pengembangan 

kompetensi pegawai 

mempertimbangkan 

hasil pengelolaan 

kinerja pegawai

d. Jika belum ada 

rencana pengembangan 

kompetensi pegawai 

yang 

mempertimbangkan 

hasil pengelolaan 

kinerja pegawai

A/B/C/D B

Rencana pengembangan kompetensi pegawai berupa rencana diklat Tahun 2023 dan 

2024 telah disusun. untuk Tahun 2023 disusun terhadap 23 pegawai, sedangkan 

rencana diklat Tahun 2024 ditetapkan untuk 34 pegawai. 

Rencana pengembangan kompetensi telah ditetapkan dan mempertimbangan predikat 

nilai SKP 2022 dan 2023 sebagai pertimbangan hasil pengelolaan kinerja pegawai 

tahun sebelumnya

Form kebutuhan diklat 2023

FORM PENENTUAN KEBUTUHAN DIKLAT 

TAHUN 2023 rev.pdf  

Form Penentuan Kebutuhan Diklat 2024

FORM PENENTUAN KEBUTUHAN DIKLAT 

TAHUN 2024.pdf 

B 0,67

Rencana pengembangan kompetensi 2023-2024 telah disusun 

berdasarkan analisis tugas, analisis gap kompetensi tahun sebelumnya 

dan telah mempertimbangkan hasil SKP sebagai dasar pertimbangan 

pengelolaan kinerja pegawai

1. Pengujian kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan hasil 

pengelolaan kinerja pegawai dengan melakukan konfirmasi apakah penyusunan 

rencana pengembangan kompetensi pegawai telah memperhatikan kinerja 

pegawai (SKP), dan dapatkan dokumen pendukungnya;

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sebagian besar jika ≥ 50% rencana mempertimbangkan hasil 

pengelolaan kinerja pegawai, dinilai B;

b. Jika sebagian kecil jika < 50% rencana mempertimbangkan hasil pengelolaan 

kinerja pegawai, dinilai C;

3. Prioritas pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan pada gap 

kompetensi yang besar dan hasil pengelolaan kinerja rendah.

Tidak ada update selama Oktober November 2024, update terakhir pada 

Januari 2024, dan seluruh pegawai sudah memenuhi target bangkom 20 JP 

Selama 1 tahun anggaran

c.  Tingkat kesenjangan 

kompetensi pegawai yang ada 

dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan untuk masing-masing 

jabatan

a. Jika persentase 

kesenjangan 

kompetensi pegawai 

dengan standar 

kompetensi yang 

ditetapkan sebesar 

<25%

b. Jika persentase 

kesenjangan 

kompetensi pegawai 

dengan standar 

kompetensi yang 

ditetapkan sebesar 

>25%-50%

c. Jika  sebagian besar 

kompetensi pegawai 

dengan standar 

kompetensi yang 

ditetapkan untuk 

masing-masing jabatan 

>50% -75%

d. Jika persentase 

kesenjangan 

kompetensi pegawai 

dengan standar 

kompetensi yang 

ditetapkan sebesar 

A/B/C/D A

Telah dilakukan perhitungan kesenjangan (GAP) kompetensi pegawai 2023 sebesar 

7,20% (dihitung dari hasil akhir tahun 2022) dan 2024 sebesar 17,61% (dihitung dari 

hasil akhir tahun 2023) dengan standar kompetensi pegawai

Perhitungan kesenjangan (GAP) kompetensi pegawai untuk Tahun 2025 akan 

dilaksanakan pada akhir tahun 2024

Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai 

dengan standar kompetensi

2023 adalah sebesar 7,20%

FORM ANALISIS KESENJANGAN GAP 

2023.pdf 

PRESENTASE KESENJANGAN GAP 

KOMPETENSI TAHUN 2022 SEMESTER II.pdf

Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai 

dengan standar kompetensi

2024 adalah sebesar 17,61%

FORM ANALISIS KESENJANGAN GAP 2024 

fix.pdf 

PRESENTASE KESENJANGAN GAP 

KOMPETENSI TAHUN 2023 SEMESTER II.pdf A 1,00

Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai telah dihitung per jabatan 

pegawai Tahun 2023 dan 2024 dengan persentase sebesar 7,20% dan 

17,61%  

1. Kesenjangan kompetensi pegawai (PNS) yang ada dengan standar kompetensi 

yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan berpedoman pada Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pedidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen 

PNS (Lampiran 5 tentang Formulir Analisis Kesenjangan (Gap) Kompetensi);

2.Hitung kesenjangan kompetensi pegawai (PNS) dengan standar kompetensi, 

tuangkan dalam presentase. 

3.Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Seluruh Pegawai sudah memenuhi target Bangkom 20 JP selama 1 Tahun 

anggaran

d. Pegawai di Unit Kerja telah 

memperoleh kesempatan/hak 

untuk mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi 

lainnya

a. Jika seluruh pegawai 

di Unit Kerja telah 

memperoleh 

kesempatan/hak untuk 

mengikuti diklat 

maupun pengembangan 

kompetensi lainnya

b. Jika sebagian besar 

pegawai di Unit Kerja 

telah memperoleh 

kesempatan/hak untuk 

mengikuti diklat 

maupun pengembangan 

kompetensi lainnya

c. Jika sebagian kecil 

pegawai di Unit Kerja 

telah memperoleh 

kesempatan/hak untuk 

mengikuti diklat 

maupun pengembangan 

kompetensi lainnya

d. Jika belum ada 

pegawai di Unit Kerja 

telah memperoleh 

kesempatan/hak untuk 

mengikuti diklat 

maupun pengembangan 

A/B/C/D A

Seluruh pegawai di PPS Cilacap telah memperoleh kesempatan/hak Tahun 2023 dan 

2024 untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya melalui 

pemberitahuan diklat/pengembangan kompetensi diumumkan melalui WA grup 

pegawai dan/atau papan pengumuman. 

Bukti Pemberitahuan Diklat/Pengembangan 

Kompetensi media sosial 2023 dan 2024

a. Media Sosial 

a. Media Sosial 

Bukti Pemberitahuan Diklat/Pengembangan 

Kompetensi media offline papan 

pengumuman 2023 dan 2024

b. Media Cetak 

b. Media Cetak 

A 1,00

Seluruh pegawai di PPS Cilacap telah memperoleh kesempatan/hak  

untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya 

Tahun 2023 dan 2024 melalui pemberitahuan diklat/pengembangan 

kompetensi diumumkan melalui WA grup pegawai dan/atau papan 

pengumuman. 

1. Pemberian kesempatan diklat dan pengembangan kompetensi lainnya 

berdasarkan: 

a. rencana pengembangan kompetensi pegawai; dan 

b. pemberitahuan penyelenggaraan (webinar, workshop, in house training , bimtek, 

diklat, pengembangan kompetensi lainya).

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sebagian besar ≥50% pegawai, maka dinilai B;

b. Jika sebagian kecil <50% pegawai, maka dinilai C.

Tidak ada update selama Oktober November 2024, update terakhir pada 

Desember 2024, karena seluruh pegawai sudah memenuhi target bangkom 

20 JP Selama 1 tahun anggaran

e. Dalam pelaksanaan 

pengembangan kompetensi, unit 

kerja melakukan upaya 

pengembangan kompetensi 

kepada pegawai (seperti 

pengikutsertaan pada lembaga 

pelatihan, in-house training , 

coaching, atau mentoring)

a. Jika unit kerja 

melakukan upaya 

pengembangan 

kompetensi kepada 

seluruh pegawai

b. Jika unit kerja 

melakukan upaya 

pengembangan 

kompetensi kepada 

sebagian besar pegawai

c. Jika unit kerja 

melakukan upaya 

pengembangan 

kompetensi kepada 

sebagian kecil pegawai

d. Jika unit kerja belum 

melakukan upaya 

pengembangan 

kompetensi kepada 

pegawai

A/B/C/D B

PPS Cilacap telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar 

pegawai dengan kondisi:

1. Sampai dengan Desember tahun 2023 seluruh pegawai (76 pegawai ) telah 

mengikuti pengembangan kompetensi.

2. Tahun 2024 (Januari s.d. April) terdapat 28 pegawai telah mengikuti pengembangan 

kompetensi, namun terdapat PPPK sebanyak 3 orang yang masuk per Maret 2024 dan 

belum mengikuti kompetensi pegawai.

Upaya Pengembangan Kompetensi Pegawai 

2023 sudah dilakukan ke seluruh pegawai

INHAOUSE TRAINING 2023

SPT DIKLAT & SERTIFIKAT DIKLAT 2023 

Upaya Pengembangan Kompetensi Pegawai 

2024

SPT DIKLAT & SERTIFIKAT DIKLAT 2024 

Salinan TTDE PERBANDINGAN JUMLAH 

KESELURUHAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI 

YANG TELAH MENGIKUTI PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI SMT I 2024.pdf 

B 0,67

PPS Cilacap telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada 

sebagian besar pegawai dengan kondisi:

1. Tahun 2023 seluruh pegawai (76 pegawai ) telah mengikuti 

pengembangan kompetensi.

2. Tahun 2024 (Semester I) seluruh pegawai telah mengikuti 

pengembangan kompetensi,termasuk pegawai PPPK sebanyak 3 orang 

yang masuk per Maret 2024 

1. Upaya pengembangan kompetensi merupakan realisasi dari rencana 

pengembangan kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil 

Gap Kompetensi dan/atau hasil usulan pengembangan kompetensi lainnya;

2. Menyampaikan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat maupun 

pengembangan kompetensi lainnya dibandingkan jumlah PNS;

3. Menyusun daftar rekapitulasi diklat/ pengembangan kompetensi yang telah 

diikuti oleh masing-masing pegawai;

4. Menghitung realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. 

Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sebagian besar PNS (≥ 50%) mendapat upaya pengembangan kompetensi, 

maka dinilai B;

b. Jika sebagian besar PNS (<50%) mendapat upaya pengembangan kompetensi, 

maka dinilai C.

Tidak ada update selama Oktober November 2024, update terakhir pada 

Desember 2024, karena seluruh pegawai sudah memenuhi target bangkom 

20 JP Selama 1 tahun anggaran

f. Telah dilakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap hasil 

pengembangan kompetensi 

dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja

a. Jika monitoring dan 

evaluasi terhadap hasil 

pengembangan 

kompetensi dalam 

kaitannya dengan 

perbaikan kinerja telah 

dilakukan secara 

berkala

b. Jika monitoring dan 

evaluasi terhadap hasil 

pengembangan 

kompetensi dalam 

kaitannya dengan 

perbaikan kinerja telah 

dilakukan namun tidak 

secara berkala

c. Jika monitoring dan 

evaluasi terhadap hasil 

pengembangan 

kompetensi dalam 

kaitannya dengan 

perbaikan kinerja belum 

dilakukan

A/B/C A

Telah dilakukan monev pengembangan kompetensi pada Tahun 2023 dengan kondisi:

1. Telah dilakukan monev terhadap seluruh pegawai yang melakukan pengembangan 

kompetensi

2. Terjadi peningkatan nilai IP ASN semula sebesar 78,06 (semester I 2023) menjadi 

sebesar 90,19 (Semester II 2023).

Monev Hasil Pengembangan Kompetensi 

3.f Monev Pengembangan Kompetensi 

Pegawai

 

Laporan Monev dan Rekapitulasi Pegawai 

yang mengikuti pengembangan kompetensi

2023 

2024 

A 1,00

Telah dilakukan monev pengembangan kompetensi pada Tahun 2023 

dengan kondisi:

1. Telah dilakukan monev terhadap seluruh pegawai yang melakukan 

pengembangan kompetensi

2. Terjadi peningkatan nilai IP ASN semula sebesar 78,06 (semester I 

2023) menjadi sebesar 90,19 (Semester II 2023).

1. Monev terhadap setiap pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi 

dipantau selama 1 tahun sejak berakhirnya mengikuti pengembangan 

kompetensi dan dilaporkan minimal persemester;

2. Monev terhadap hasil pengembangan kompetensi memuat informasi 

pemenuhan kesenjangan kompetensi dan perbaikan kinerja pegawai yang 

bersifat kuantitatif;

contoh: pelaksanaan diklat MR dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan 

perencanaan, diklat pengendalian gratifikasi dapat memberikan dampak 

terhadap pemahaman dan pelaporan adanya gratifikasi, dll;

3. Hasil Monev dapat berbentuk tabel, narasi atau memorandum termasuk 

realisasi tindak lanjut hasil monev sebelumnya. Penilaian mengacu kriteria 

jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan 

menginformasikan adanya perbaikan kinerja, maka dinilai A (contoh: nilai 

SPIP/SAKIP/Yanblik (kinerja UPP)/SKM/capaian IKU/nilai SKP meningkat, 

temuan hasil pemeriksaan APIP dan Eksternal berkurang);

b. Jika monitoring dan evaluasi tidak secara berkala, namun menginformasikan 

adanya perbaikan kinerja, maka dinilai B;

c. Jika monitoring dan evaluasi tidak dilakukan, maka dinilai C.

Monev Bangkom TW II akan disusun bulan Desember 2024

iv. Penetapan Kinerja Individu 2,00  1,71 85,50%
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a. Terdapat penetapan kinerja 

individu yang terkait dengan 

perjanjian kinerja organisasi

a. Jika seluruh 

penetapan kinerja 

individu terkait dengan 

kinerja organisasi serta 

perjanjian kinerja 

selaras dengan sasaran 

kinerja pegawai (SKP)

b. Jika sebagian besar 

penetapan kinerja 

individu terkait dengan 

kinerja organisasi

c. Jika sebagian kecil 

penetapan kinerja 

individu terkait dengan 

kinerja organisasi

d. Jika belum ada 

penetapan kinerja 

individu terkait dengan 

kinerja organisasi

A/B/C/D A

Terdapat penetapan kinerja individu/pegawai terkait dengan kinerja organisasi serta 

Perjanjian Kinerja (PK) selaras dengan Sasaran kinerja pegawai (SKP), dengan adanya 

Matriks Peran Hasil (MPH) dan SKP seluruh pegawai tahun 2024 (79 pegawai).

Hal ini terlihat pada penyusunan SKP pegawai yang merupakan cascading dari 

penetapan kinerja pimpinan yang telah selaras dengan perjanjian kinerja organisasi.

MPH, PK dan SKP seluruh pegawai

4.a. Penetapan Kinerja Individu (SKP 

Pejabat, Fungsional dan Staf)_2022 

2023 

2024 

A 1,00

Terdapat penetapan kinerja individu/pegawai terkait dengan kinerja 

organisasi serta Perjanjian Kinerja (PK) selaras dengan Sasaran kinerja 

pegawai (SKP), dengan adanya Matriks Peran Hasil (MPH) dan SKP 

seluruh pegawai tahun 2024 (79 pegawai).

Hal ini terlihat pada penyusunan SKP pegawai yang merupakan 

cascading dari penetapan kinerja pimpinan yang telah selaras dengan 

perjanjian kinerja organisasi.

1. Penetapan kinerja individu menggunakan SKP Pimpinan unit kerja s.d. staff;

2. Membandingkan kesesuaian IKU unit kerja dengan IKU Eselon I;

3. Membandingkan SKP dengan IKU unit kerja;

4. Indikator Kinerja Individu (IKI) harus terkait dengan kinerja organisasi;

5. Pengujian dilakukan dari SKP Pimpinan unit kerja sampai dengan jabatan 

terendah pada unit kerja, dilakukan secara sampling;

6. Hitung kesesuaian penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan 

penetapan kinerja organisasi, dituangkan dalam presentase; 

7. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika ≥ 50% penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) terkait dengan IKU 

organisasi,maka dinilai B;

b. Jika <50% penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) terkait dengan IKU 

organisasi, maka dinilai C.

Tidak ada perubahan data (Renja Jan 2024)

b. Ukuran kinerja individu telah 

memiliki kesesuaian dengan 

indikator kinerja individu level 

diatasnya

a. Jika seluruh ukuran 

kinerja individu telah 

memiliki kesesuaian 

dengan indikator kinerja 

individu level diatasnya 

serta menggambarkan 

logic model

b. Jika sebagian besar 

ukuran kinerja individu 

telah memiliki 

kesesuaian dengan 

indikator kinerja 

individu level diatasnya

c. Jika sebagian kecil 

ukuran kinerja individu 

telah memiliki 

kesesuaian dengan 

indikator kinerja 

individu level diatasnya

d. Jika ukuran kinerja 

individu belum memiliki 

kesesuaian dengan 

indikator kinerja 

individu level diatasnya

A/B/C/D B

Ukuran linerja individu sebagian besar telah memiliki kesesuaian dengan indikator 

kinerja individu level diatasnya, dengan adanya:

1. Cascading IKU PPS Cilacap

2. Matrik Peran Hasil dari aplikasi kinerja.bkn.go.id

3. SKP seluruh pegawai tahun 2024 (79 pegawai).

Matrik Peran Hasil dan Matrik Cascading 

4.b Dokumen Kesesuaian SKP Individu 

dengan Level Diatasnya_2022

 MPH EKINERJA 2023.pdf

MPH PPS CILACAP 2024.pdf  

B 0,67

Ukuran linerja individu sebagian besar telah memiliki kesesuaian 

dengan indikator kinerja individu level diatasnya, dengan adanya:

1. Cascading IKU PPS Cilacap

2. Matrik Peran Hasil dari aplikasi kinerja.bkn.go.id

3. SKP seluruh pegawai tahun 2024 (79 pegawai).

1. Menguji kesesuaian melalui analisis cascading dalam aplikasi SKP unit 

kerja, apakah IKU organisasi telah dijabarkan ke seluruh pegawai dan apakah 

antara SKP pimpinan s.d. staf telah selaras;

2. Pengujian dilakukan dari SKP Pimpinan unit kerja sampai dengan jabatan 

terendah pada unit kerja, dilakukan secara sampling secara satu garis 

cascading;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika ≥ 50 ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu 

level di atasnya, maka dinilai B;

b. Jika <50% ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu 

level di atasnya, maka dinilai C.

Tidak ada perubahan data (Renja Jan 2024)

c. Pengukuran kinerja individu 

dilakukan secara periodik

a. Jika pengukuran 

kinerja individu 

dilakukan secara 

bulanan

b. Jika pengukuran 

kinerja individu 

dilakukan secara 

triwulanan

c. Jika pengukuran 

kinerja individu 

dilakukan secara 

semesteran

d. Jika pengukuran 

kinerja individu 

dilakukan secara 

tahunan

e. Jika pengukuran 

kinerja individu belum 

dilakukan

A/B/C/D/E B

Pengukuran kinerja individu Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan secara periodik 

(triwulanan) menggunakan aplikasi kinerja.bkn.go.id dengan adanya SKP Triwulan I, 

II, III, IV dan SKP Final (tahunan) 2023 serta SKP Triwulan I dan II Tahun 2024.

Pengukuran kinerja individu dilakukan 

secara periodik

2023 

2024 

B 0,75

Pengukuran kinerja individu Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan 

secara periodik (triwulanan) menggunakan aplikasi kinerja.bkn.go.id 

dengan adanya SKP Triwulan I, II, III, IV dan SKP Final (tahunan) 2023 

serta SKP Triwulan I dan II Tahun 2024.

Telah jelas, penilaian mengacu kriteria jawaban.

Penilaian SKP menggunakan aplikasi kinerja.bkn.go.id

Penilaian SKP SUdah hingga TW III 2024, penilaian TW IV 2024 pada Januari 

2025

d. Hasil penilaian kinerja individu 

telah dijadikan dasar untuk 

pemberian reward

Ya, jika hasil hasil 

penilaian kinerja 

individu telah dijadikan 

dasar untuk pemberian 

reward  (Seperti: 

pengembangan karir 

individu, atau 

penghargaan)

Ya/Tidak Ya

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward:

1. Terdapat kebijakan tentang mekanisme dan krieria penialain PNS dan Tenaga 

Kontrak yang berprestasi untuk pemberian reward berdasarkan Keputusan kepala PPS 

Cilacap Nomor 811/PPSC.KP.700/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang didalamnya 

memuat antara lain reward diberikan berupa usulan untuk diikutsertakan dalam 

diklat. Salah satu kriteria pemberian reward yaitu nilai sasaran kinerja pegawai 

dengan kategori Baik

2. Telah terdapat pelaksanaan pemilihan bagi pegawai berprestasi secara semesteran 

Tahun 2023 dan pemberian pengharaan berupa sertifikat.

3. Pemilihan pegawai prestasi Tahun 2024 belum dilaksanakan

4.d. Kebijakan Pemberian Reward n 

Punishment Pegawai_2022 

SK Mekanisme Reward dan Punishment 

Pegawai

Copy of SK Mekanisme dan Kriteria 

Penilaian untuk Reward_2020.pdf 

 

Data Dukung dan Kertas Kerja Penilaian 

Perhitungan Penyelenggaraan Pemilihan 

Pegawai Berprestasi 

2023 

SEMESTER I 2024 

Ya 1,00

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian 

reward:

1. Terdapat kebijakan tentang mekanisme dan krieria penialain PNS dan 

Tenaga Kontrak yang berprestasi untuk pemberian reward berdasarkan 

Keputusan kepala PPS Cilacap Nomor 811/PPSC.KP.700/I/2020 tanggal 3 

Januari 2020 yang didalamnya memuat antara lain reward diberikan 

berupa usulan untuk diikutsertakan dalam diklat. Salah satu kriteria 

pemberian reward yaitu nilai sasaran kinerja pegawai dengan kategori 

Baik

2. Telah terdapat pelaksanaan pemilihan bagi pegawai berprestasi secara 

semesteran Tahun 2023 dan pemberian pengharaan berupa sertifikat.

3. Pemilihan pegawai prestasi Tahun 2024 belum dilaksanakan

1. Terdapat Tim Penilai atau mekanisme/kriteria pemberian reward  pegawai, 

antara lain dapat berupa prioritas dalam pengikutsertaan diklat atau 

penghargaan dalam bentuk lainnya;

2. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Pemberian reward Pegawai Berprestasi Kategori ASN dan TKK Smt II akan 

dijalankan Desember 2024

v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0,75 0,50 67,00%

a. Aturan disiplin/kode etik/kode 

perilaku telah 

dilaksanakan/diimplementasika

n

a. Jika unit kerja telah 

mengimplementasikan 

seluruh aturan 

disiplin/kode etik/kode 

perilaku yang 

ditetapkan organisasi 

dan juga membuat 

inovasi terkait aturan 

disiplin/kode etik/kode 

perilaku yang sesuai 

dengan karakteristik 

unit kerja

b. Jika unit kerja telah 

mengimplementasikan 

seluruh aturan 

disiplin/kode etik/kode 

perilaku yang 

ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja telah 

mengimplementasikan 

sebagian aturan 

disiplin/kode etik/kode 

perilaku yang 

ditetapkan organisasi

d. Jika unit kerja belum 

mengimplementasikan 

aturan disiplin/kode 

A/B/C/D B

Aturan disiplin/kode etik perilaku telah diimplementasikan PPS Cilacap melalui:

1. Terdapat kode etik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PPS Cilacap 

Nomor 137/PPSC/KP.150/I/2020 dan Perdirjen No 5.PER-DJPT/2019 tentang Kode 

Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai ASN lingkup DJPT

2. Terdapat penetapan Tim monev pelaksana kode etik Tahun 2023 melalui ST Kepala 

PPS Cilacap Nomor B.7/PPSC/KP.440/I/2023 tanggal 2 Januari 2023.

3. Telah disusun laporan monev kode etik tahun 2023 yang memuat pelaksanaan 

kewajiban dan larangan. 

4. Tidak terdapat pelanggaran disiplin Tahun 2023 dan 2024

5.a. Dokumen Implementasi atau 

Pelaksanaan Kode Etik 

Kode etik/kode perilaku/kode etik profesi

Copy of 35. SK Penetapan Kode Etik 

Pegawai_2020.pdf 

Laporan monev dan bukti tindak lanjut hasil 

monev sebelumnya

2023

Laporan Monev Implementasi Kode Etik TA 

2023.pdf

2. ST Tim Kode Etik.pdf  

2024

2. ST Tim Kode Etik.pdf 

B 0,67

Aturan disiplin/kode etik perilaku telah diimplementasikan PPS Cilacap 

melalui:

1. Terdapat kode etik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PPS 

Cilacap Nomor 137/PPSC/KP.150/I/2020 dan Perdirjen No 5.PER-

DJPT/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai ASN 

lingkup DJPT

2. Terdapat penetapan Tim monev pelaksana kode etik Tahun 2023 

melalui ST Kepala PPS Cilacap Nomor B.7/PPSC/KP.440/I/2023 tanggal 2 

Januari 2023.

3. Telah disusun laporan monev kode etik tahun 2023 yang memuat 

pelaksanaan kewajiban dan larangan. 

4. Tidak terdapat pelanggaran disiplin Tahun 2023 dan 2024

1. Implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dilaporkan dalam 

laporan monev minimal memuat informasi tentang:

a. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan monev aturan displin/kode 

etik/dan kode perilaku;

b. Pelaksanaan kewajiban dan larangan sesuai butir-butir kewajiban dan 

larangan pada:

1) Permen KP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi 

ASN di lingkungan KKP; dan 

2) Kode Etik Profesi yang berlaku pada unit kerja.

c. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang terjadi; dan 

d. Sanksi hukuman disiplin/sanksi moral yang telah dijatuhkan;

2. Laporan monev terhadap penerapan kode etik minimal disusun setiap tahun 

berisi narasi dengan matriks perbandingan rekomendasi dan implementasi 

hasil monev serta bukti implementasi menjadi lampiran; 

4. Monev tetap disusun meskipun tidak ada pelanggaran terhadap kode 

etik/kode perilaku;

5. Inovasi dapat berupa metode/cara penilaian/pemantauan kode etik atau 

penambahan butir kode etik yang baru yang dapat mengatur lebih tajam 

etika/perilaku pegawai;

6. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Sudah terpenuhi hingga November 2024

vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0,25 0,25 100,00%

a. Data informasi kepegawaian unit 

kerja telah dimutakhirkan secara 

berkala

a. Jika data informasi 

kepegawaian unit kerja 

dapat diakses oleh 

pegawai dan 

dimutakhirkan setiap 

ada perubahan data 

pegawai

b. Jika data informasi 

kepegawaian unit kerja 

dapat diakses oleh 

pegawai dan  

dimutakhirkan namun 

secara berkala

c. Jika data informasi 

kepegawaian unit kerja 

belum dimutakhirkan

A/B/C A

Data kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala setiap ada perubahan 

pegawai pada Tahun 2023 s.d. Mei 2024. 6.a Pemutakhiran Informasi Kepegawaian 

(Aktifitas Operator)

Monitoring Pemutakhiran berkala data SDM 

oleh Operator ePegawai

2023 

2024 

A 1,00

Data kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala setiap 

ada perubahan pegawai pada Tahun 2023 s.d. Mei 2024.
1. Melakukan update data kepegawaian pada aplikasi e-Pegawai dan 

memutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai (real time ).

2. Data update yang perlu dicek pada tahun berjalan yaitu:

a. Daftar pegawai pensiun;

b. Daftar pegawai mutasi;

c. Daftar pegawai yang mengalami perpindahan jabatan/kenaikan 

pangkat/pegawai baru;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika pemutakhiran data informasi kepegawaian telah dilakukan secara real 

time dan seluruhnya valid, maka dinilai A;

b. Jika pemutakhiran data informasi kepegawaian telah dilakukan secara 

berkala atau real time , namun terdapat data/informasi yang tidak valid, maka 

dinilai B.

c. Jika tidak dilakukan pemutakhiran data informasi kepegawaian, maka dinilai 

C.

Sudah Terpenuhi Hingga November 2024

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 5,00 3,74 74,71%

i. Keterlibatan Pimpinan 2,50 1,39 55,67%
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a. Unit kerja telah melibatkan 

pimpinan secara langsung pada 

saat penyusunan perencanaan

a. Jika pimpinan selalu 

terlibat dalam seluruh 

tahapan penyusunan 

perencanaan

b. Jika pimpinan ikut 

terlibat dalam sebagian 

tahapan penyusunan 

perencanaan

c. Jika tidak ada 

keterlibatan pimpinan 

dalam penyusunan 

perencanaan (hanya 

menandatangani) A/B/C B

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) 

bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan 

satker UPT.

PPS Cilacap telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan 

perencanaan, antara lain keterlibatan pada:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja tanggal 9 Januari 2024

2. Rapat Penetapan Target Indikator Kinerja Tahun 2024 Lingkup UPT Tanggal 21 

Februari 2024

2. Rapat Monev Anggaran PPS Cilacap dan Penyusunan Rapat RKT 2024. 

3. Rakor pembahasan target kinerja. membahas target penyerapan anggaran Tahun 

2024 tanggal 17 Januari 2024

4. Penyusunan Manual Indikator Kinerja tanggal 22 Februari 2024

5. Penyusunan Rencana Aksi tanggal 22 Februari 2024

6. Penyusunan Rapat RKT 2024 tanggal 9 Oktober 2024

1.a Unit kerja telah melibatkan pimpinan 

secara langsung pd saat peny perencanaan

B 0,50

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk 

Surat Tugas (ST) Pimpinan satker UPT.

PPS Cilacap telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat 

penyusunan perencanaan, antara lain keterlibatan pada:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja tanggal 9 Januari 2024

2. Rapat Penetapan Target Indikator Kinerja Tahun 2024 Lingkup UPT 

Tanggal 21 Februari 2024

2. Rapat Monev Anggaran PPS Cilacap dan Penyusunan Rapat RKT 2024. 

3. Rakor pembahasan target kinerja. membahas target penyerapan 

anggaran Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024

4. Penyusunan Manual Indikator Kinerja tanggal 22 Februari 2024

5. Penyusunan Rencana Aksi tanggal 22 Februari 2024

6. Penyusunan Rapat RKT 2024 tanggal 9 Oktober 2024

1. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah Kepala Unit Organisasi Eselon II dan 

UPT 

2. Tahapan penyusunan perencanaan kinerja terdiri dari : 

a. Usulan/masukan atas Konsep Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya, 

b. Penyusunan Perjanjian Kinerja

c. Penyusunan Manual Indikator Kinerja

d. Penyusunan Rencana Aksi

e. Usulan/Masukan atas SK IKU Unit Kerja Atasannya

3. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan 

kinerja dapat berupa:

a. Memo usulan/Masukan atas konsep Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya 

atau keikusertaan unit kerja dalam proses penyusunan Renstra/Renja Unit 

Kerja Atasannya dibuktikan dengan daftar kehadiran pimpinan unit kerja 

eselon II/UPT dan notulensi kegiatan. Dapat juga berupa rapat internal yang 

membahas masukan Renstra

b. Keikutsertaan Pimpinan di unit kerja dalam kegiatan penyusunan dan/atau 

Reviu/Validasi Perjanjian Kinerja, Manual indikator Kinerja, Rencana Aksi

c. Memo usulan/Masukan atas Usulan/MAsukan atas SK IKU unit kerja 

atasannya atau keikutsertaan unit kerja dalam proses penyusunan SK IKU Unit 

Kerja Atasannya dibuktikan dengan daftar kehadiran pimpinan unit kerja 

eselon II/UPT dan notulensi kegiatan. Dapat juga berupa rapat internal yang 

membahas masukan SK IKU unit kerja atasannya

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban:

a. Jika pimpinan terlibat dalam penyusunan 3 dokumen perencanaan pada poin 

2b,2c,2d, dinilai A

b. Jika pimpinan terlibat dalam penyusunan salah satu dokumen perencanaan 

pada poin 2b,2c,2d, dinilai B

b. Unit kerja telah melibatkan 

secara langsung pimpinan saat 

penyusunan penetapan kinerja

a. Jika pimpinan selalu 

terlibat dalam seluruh 

tahapan penyusunan 

perjanjian kinerja

b. Jika pimpinan terlibat 

dalam sebagian tahapan 

penyusunan perjanjian 

kinerja

c. Jika tidak ada 

keterlibatan pimpinan 

dalam penyusunan 

perjanjian kinerja

A/B/C B

PPS Cilacap telah melibatkan pimpinan secara langsung saat penyusunan penetapan 

kinerja, berupa keterlibatan pada:

1. Rapat koordinasi Satker Pusat dan UPT lingkup DJPT Tahun 2024 dengan 

pembahasan target kinerja, dialog kinerja dan target penyerapan anggaran Tahun 2024 

tanggal 17 Januari 2024.

2. Pembahasan Perjanjian Kinerja (PK) secara internal pada tanggal 22 Februari 2024.

3. Penyusunan dan Penetapan PK lingkup UPT pada tanggal 21 Februari 2024.

Pimpinan terlibat dalam tahapan 

penyusunan perjanjian kinerja

1.b Unit kerja telah melibatkan secara 

langsung pim saat peny PK 

B 0,50

PPS Cilacap telah melibatkan pimpinan secara langsung saat penyusunan 

penetapan kinerja, berupa keterlibatan pada:

1. Rapat koordinasi Satker Pusat dan UPT lingkup DJPT Tahun 2024 

dengan pembahasan target kinerja, dialog kinerja dan target penyerapan 

anggaran Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024.

2. Pembahasan Perjanjian Kinerja (PK) secara internal pada tanggal 22 

Februari 2024.

3. Penyusunan dan Penetapan PK lingkup UPT pada tanggal 21 Februari 

2024.

1. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah Kepala Unit Organisasi Eselon II dan 

UPT ;

2. Tahapan penyusunan penetapan kinerja terdiri dari : 

a. Dialog Kinerja Organisasi antara Kepala Unit Organisasi Eselon I dan Kepala 

Unit Organisasi Eselon II dan UPT;

b. Reviu Perjanjian Kinerja 

c. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja

3. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat tahapan penyusunan 

perjanjian kinerja dapat berupa pemberian arahan, Notulensi Kegiatan, 

Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja yang disahkan pimpinan dan Perjanjian 

Kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja.

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

a. jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian 

kinerja pada poin 2 , dinilai A

b. jika pimpinan terlibat dalam salah satu tahapan penyusunan perjanjian 

kinerja pada poin 2 , dinilai B

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024 

c. Pimpinan memantau pencapaian 

kinerja secara berkala

a. Jika pimpinan selalu 

terlibat dalam seluruh 

pemantauan pencapaian 

kinerja dan 

menindaklanjuti hasil 

pemantauan

b. Jika pimpinan unit 

kerja terlibat dalam 

seluruh pemantauan 

pencapaian kinerja 

tetapi tidak ada tindak 

A/B/C/D B

Kepala PPS Cilacap selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala (triwulanan) 

melalui rapat/monev kinerja triwulanan, Laporan Kinerja (LKj) yang terbit setiap 

triwulan, dan dilakukan monitoring rutin setiap minggu pada kegiatan apel pagi. 

Telah terdapat matriks capaian target IKU Triwulan I dan II 2024 yang memuat capaian 

terhadap target dan justifikasi. Terdapat kenaikan angka NPSS pada triwulan II yaitu 

sebesar 115,79% dibandingkan dengan Triwulan I sebesar 115,59%

Notulensi, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat 

Monev LKj dan Bukti Tindak Lanjut 

Pemantauan Pimpinan 

1.c Pemantauan Pimpinan dalam Pencapaian 

Kinerja secara berkala 

B 0,67

Kepala PPS Cilacap selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala 

(triwulanan) melalui rapat/monev kinerja triwulanan, Laporan Kinerja 

(LKj) yang terbit setiap triwulan, dan dilakukan monitoring rutin setiap 

minggu pada kegiatan apel pagi. 

Telah terdapat matriks capaian target IKU Triwulan I, II dan III 2024 yang 

memuat capaian terhadap target dan justifikasi. Terdapat kenaikan angka 

NPSS pada triwulan III yaitu sebesar 117. 14% dibandingkan TW II 

sebesar 115,79% dan dibandingkan dengan Triwulan I sebesar 115,59%

1. Pimpinan di unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala 

dilakukan melalui:

a. Akun pimpinan untuk memantau capaian kinerja organisasi dalam aplikasi 

Kinerjaku;

b. Melakukan rapat internal/masukan pimpinan/apel pagi di unit kerja 

terhadap evaluasi kinerja secara triwulanan

Apel pagi yang dilaksanakan berkala dengan substansi mencantumkan kinerja 

organisasi dan dipimpin oleh pimpinan serta dilampirkan notulen apel pagi yang 

memuat pencapaian kinerja.

2. Hasil pemantauan ditindaklanjuti disertai dokumen pendukung;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Screenshoot Capaian Kinerja PPS Cilacap TW III Tahun 

2024 di Aplikasi Kinerjaku

2.  Rapat MONEV TW III yang dilaksanakan 8 Oktober 2024;

3. Laporan Kinerja TW III Tahun 2024

4. Matriks Capaian Target IKU  TW III PPSC 2024

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2,50 2,34 93,75%

a. Dokumen perencanaan kinerja 

sudah ada

ya, jika unit kerja 

memiliki dokumen 

perencanaan kinerja 

lengkap

Ya/Tidak Ya

PPS Cilacap telah memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap yaitu:

1. Renstra 2020 - 2024;

2. Rencana Kerja Tahun 2024 dari aplikasi Krisna;

3. Perjanjian Kinerja TA 2023 s.d. 2024;

4. Manual indikator kinerja;

5. Rencana Aksi.

1. Renstra 2020-2024

2. Renja Tahun 

3. Perjanjian Kinerja 

4. Manual indikator kinerja

5. Rencana Aksi

2.a Dokumen perencanaan kinerja sudah 

ada 

2023 

2024 

Ya 1,00

PPS Cilacap telah memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap yaitu:

1. Renstra 2020 - 2024;

2. Rencana Kerja Tahun 2024 dari aplikasi Krisna;

3. Perjanjian Kinerja TA 2023 s.d. 2024;

4. Manual indikator kinerja;

5. Rencana Aksi.

1.Dokumen perencanaan kinerja terdiri atas : 

a. Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya yang telah disahkan, 

b. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan,

c. Manual Indikator Kinerja yang telah disahkan dalam bentuk Kata Pengantar

d. Rencana Aksi yang telah disahkan,

e. SK IKU Unit Kerja Atasannya yang telah disahkan,

2.Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan Jika salah 

satu dokumen tidak terpenuhi maka dinilai Tidak)

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024 yang 

dilengkapi dengan nota dinas dari Kepala Biro Keuangan 

dan BMN Hal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 

2024

2. Rencana Aksi TW III 2024

b. Perencanaan kinerja telah 

berorientasi hasil

ya, jika perencanaan 

kinerja telah 

berorientasi hasil

Ya/Tidak Ya

Perencanaan kinerja PPS Cilacap telah berorientasi hasil didukung dengan dokumen: 

1. Renstra 2020 - 2024 ; 

2. Tangkap layar Rencana Kerja Tahun 2024 dari aplikasi Krisna ; 

3. Perjanjian Kinerja TA 2024 

1. Renstra 2020-2024

2. Renja

3. PK 

4. Matrik IKU berorientasi Hasil

2.b Perencanaan kinerja telah berorientasi 

hasil

 2024

2023  

PPS CILACAP-LEMBAR KERJA VALIDASI 

INDIKATOR KINERJA DG ESELON I.pdf

Ya 1,00

Perencanaan kinerja PPS Cilacap telah berorientasi hasil didukung 

dengan dokumen: 

1. Renstra 2020 - 2024 ; 

2. Tangkap layar Rencana Kerja Tahun 2024 dari aplikasi Krisna ; 

3. Perjanjian Kinerja TA 2024 

1. Sasaran berorientasi hasil apabila memenuhi ketentuan :

a. Menggambarkan kondisi ideal dan realistis

b. Sasaran bersifat Penting dan memperoleh Prioritas Tinggi

c. Merupakan Outcome atau Output Penting Bukan kegiatan atau proses

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jumlah sasaran yang telah berorientasi hasil dibandingkan jumlah sasaran 

keseluruhan;

b. Jika >50% sasaran telah berorientasi hasil, maka dinilai Ya.

Catatan:

sasaran dengan kalimat pasif (tercapainya, dsb)

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024 

c. Terdapat penetapan Indikator 

Kinerja Utama (IKU)

ya, jika unit kerja 

memiliki IKU
Ya/Tidak Ya

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap telah ditetapkan dalam 

Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 11 Tahun 2023, terdapat 21 IKU pada 

Pelabuhan Perikanan Samudera

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap telah ditetapkan dalam 

Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2024. terdapat 18 IKU untuk 

pelabuhan perikanan samudera 

SK IKU PPS Cilacap

2.c Terdapat penetapan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Ya 1,00

Terdapat Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Cilacap telah 

ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor Nomor 11 

tahun 2023 dan 15 Tahun 2024

IKU yang ditetapkan oleh Eselon I melalui SK IKU dan Perjanjian Kinerja yang 

telah disahkan

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024.

d. Indikator kinerja telah telah 

memenuhi kriteria SMART

a. Jika seluruh indikator 

kinerja telah SMART

b. Jika sebagian besar 

indikator kinerja telah 

SMART

c. Jika sebagian kecil 

indikator kinerja telah 

SMART

d. Jika belum ada 

indikator kinerja yang 

SMART

A/B/C/D A

Dokumen yang tersedia :

1. Renstra 2020 - 2024;

2. Perjanjian Kinerja TA 2024 (telah dittd Kepala PPS dan dalam proses ttd Plt. DJPT).

3. Manual IKU 2024;

4. Surat Setditjen PT Nomor B.2934/DJPT.1/TU.330/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 

perihal Penyampaian Hasil Verifikasi SAKIP.

5. Berita Acara Rekonsiliasi Kinerja Pusat dan UPT Triwulan III Tahun 2023

6. Hasil analisa IKU SMART PPS Cilacap

2.d Indikator kinerja telah telah memenuhi 

kriteria SMART

 

IKU SMART

6. Tabel analisis SMART sesuai Lampiran II 

Permen KP 35 Tahun 2023

A 1,00

Indikator telah memenuhi kriteria SMART dengan dibuktikan data 

dukung sbb:

1. Renstra 2020 - 2024;

2. Perjanjian Kinerja TA 2024 (telah dittd Kepala PPS dan dalam proses ttd 

Plt. DJPT).

3. Manual IKU 2024;

4. Surat Setditjen PT Nomor B.2934/DJPT.1/TU.330/VII/2023 tanggal 17 

Juli 2023 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi SAKIP.

5. Berita Acara Rekonsiliasi Kinerja Pusat dan UPT Triwulan III Tahun 

2023

6. Hasil analisa IKU SMART PPS Cilacap

1.Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria:

a. Spesific (spesifik);

b. Measurable (dapat diukur);

c. Achievable (dapat dicapai);

d. Relevant (relevan); dan 

e. Time Bond (sesuai dengan kurun waktu tertentu).

2. Untuk mempermudah penilaian IKU SMART dapat dilakukan pengecekan 

manual IKU;

3. Jumlah IKU dijabarkan per tahun, kemudian bandingkan jumlah IKU yang 

telah memenuhi kriteria SMART dengan seluruh jumlah IKU, tuangkan dalam 

presentase.

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika sebagian besar (≥50%) indikator kinerja unit kerja telah SMART, maka 

dinilai B; 

b. Jika sebagian kecil (<50%) indikator kinerja unit kerja telah SMART, maka 

dinilai C; 

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024;

2. Rencana Aksi TW III 2024

e. Laporan kinerja telah disusun 

tepat waktu

Ya, jika unit kerja telah 

menyusun laporan 

kinerja tepat waktu

Ya/Tidak Ya

Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, dengan rincian 

sebagai berikut:

1. Lkj tahun 2022 : 13 Januari 2023.

2. Lkj Tw I 2023 : ditandatangan dan disampaikan tangal 13 April 2023

3. Lkj Tw II 2023 : ditandatangan dan disampaikan tanggal 14 Juli 2023.

4. Lkj Tw III 2023 : ditandatangan dan disampaikan tanggal 16 Oktober 

2023.

5. Lkj Tahun 2023 : ditandatangan dan disampaikan tanggal 18 Januari 

2024.

6. LKj Triwulan I 2024 : ditandatangan dan disampaikan 19 April 2024

7. LKj Triwulan II 2024 : ditandatangan dan disampaikan tanggal 15 Juli 

2024

2.e Laporan kinerja telah disusun tepat 

waktu 

2023

e.2 LKJ Tahunan 

e.1 LKJ Triwulanan 

2024

1. LKJ Triwulanan

3. Bukti Penyampaian Laporan Kinerja 

Ya 1,00

Penjelasan unit kerja dan dokumen sudah sesuai

Unit kerja telah menyusun seluruh laporan kinerja tepat waktu

1. LKJ disusun secara tepat waktu dilihat berdasarkan Penyampaikan kepada 

atasan Unit Kerja dengan ketentuan : 

A. LKj tahunan

1). Untuk Level 0/Kementerian: minggu ke-3 Bulan Februari setelah Tahun 

Anggaran berakhir

2). Untuk Level I/Eselon I: minggu ke-2 Bulan Februari setelah Tahun Anggaran 

berakhir;

3). Untuk Level II/Eselon II / UPT yang betanggung jawab kepada Eselon I: 3 

minggu setelah Tahun Anggaran berakhir;

4). Untuk Level III/UPT yang bertanggung jawab kepada Eselon II : 3 minggu 

setelah Tahun Anggaran berakhir;

B. LKj interim (triwulanan) :

1). Untuk Level I/Eselon I : 4 minggu setelah triwulan berakhir;

2). Untuk Level II/Eselon II/UPT yang betanggung jawab kepada Eselon I : 3 

minggu setelah triwulan berakhir.

3) Untuk Level III/UPT yang bertanggung jawab kepada Eselon II: 3 minggu 

setelah triwulan berakhir.

2. Penilaian dilakukan terhadap seluruh LKj pada periode penilaian;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika 100% LKj tepat waktu, maka dinilai Ya;

b. Jika kata pengantar tidak dilengkapi tanggal, maka dinilai Tidak;

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan Kinerja TW III yang ditandatangani 18 Oktober 

2024;

2. bukti penyampaian Laporan Kinerja TW III melalui portal

https://drive.google.com/drive/folders/1HMWN1Hb7t8dUcACn_Sh8aBOrrX-1T4Eu?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HMWN1Hb7t8dUcACn_Sh8aBOrrX-1T4Eu?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRwqfgyLoa-rhEoaaGd2DrmzItXRMTtV?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRwqfgyLoa-rhEoaaGd2DrmzItXRMTtV?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRwqfgyLoa-rhEoaaGd2DrmzItXRMTtV?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HRwqfgyLoa-rhEoaaGd2DrmzItXRMTtV?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mzDMmpSwUkgQ_V0OIjXp163NUwXYn0kq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mzDMmpSwUkgQ_V0OIjXp163NUwXYn0kq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mzDMmpSwUkgQ_V0OIjXp163NUwXYn0kq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mzDMmpSwUkgQ_V0OIjXp163NUwXYn0kq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mzDMmpSwUkgQ_V0OIjXp163NUwXYn0kq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10H58SF8iNiYxQiAstDgxv7nW6_Rn1dxE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NWtoGNgpifIRlfCAIeTIrf3bduZ6VNS3?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/14WNz3bjPXt4R4fjMeTJxrFX6y6UHaQHw?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/14WNz3bjPXt4R4fjMeTJxrFX6y6UHaQHw?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/14WNz3bjPXt4R4fjMeTJxrFX6y6UHaQHw?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Z54ehJeClPBMGzj_fhd4XBILINe6W3L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Z54ehJeClPBMGzj_fhd4XBILINe6W3L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Z54ehJeClPBMGzj_fhd4XBILINe6W3L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Z54ehJeClPBMGzj_fhd4XBILINe6W3L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Z54ehJeClPBMGzj_fhd4XBILINe6W3L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Z54ehJeClPBMGzj_fhd4XBILINe6W3L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Z54ehJeClPBMGzj_fhd4XBILINe6W3L?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU91lFXeZ3lHxqpLQYlpl_sXYdl3gSMa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU91lFXeZ3lHxqpLQYlpl_sXYdl3gSMa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU91lFXeZ3lHxqpLQYlpl_sXYdl3gSMa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU91lFXeZ3lHxqpLQYlpl_sXYdl3gSMa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU91lFXeZ3lHxqpLQYlpl_sXYdl3gSMa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU91lFXeZ3lHxqpLQYlpl_sXYdl3gSMa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU91lFXeZ3lHxqpLQYlpl_sXYdl3gSMa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU91lFXeZ3lHxqpLQYlpl_sXYdl3gSMa?usp=drive_link


f. Laporan kinerja telah 

memberikan informasi tentang 

kinerja

a. Jika seluruh 

pelaporan kinerja telah 

memberikan informasi 

tentang kinerja

b. Jika sebagian 

pelaporan kinerja belum 

memberikan informasi 

tentang kinerja

c. Jika seluruh 

pelaporan kinerja belum 

memberikan informasi 

tentang kinerja

A/B/C B

PPS Cilacap secara berkala telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) setiap Triwulan dan 

memberikan informasi tentang Kinerja.

Dokumen yang tersedia :

1. Renstra 2020 - 2024;

2. LKj Triwulan I Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2024.

3. LKj Tahunan 2023.

2.f  Laporan kinerja telah memberikan 

informasi tentang kinerja

B 0,50

PPS Cilacap secara berkala telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) setiap 

Triwulan dan memberikan informasi tentang Kinerja.

Dokumen yang tersedia :

1. Renstra 2020 - 2024;

2. LKj Triwulan I Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2024.

3. LKj Tahunan 2023.

1. Laporan kinerja minimal memuat informasi:

A. Pada LKj tahunan : 

Memuat informasi kinerja Capaian kinerja sebagaimana dalam Lampiran 8 

Halaman 44 Permen KP 35/2023 yaitu :

1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi;

4). Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5). Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6). Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya 

7). Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja

8). Realisasi anggaran

B. Pada LKj triwulan : 

Memuat informasi kinerja Capaian kinerja sebagaimana dalam Lampiran 8 

Halaman 44 Permen KP 35/2023 yaitu :

1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan berjalan;

2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan 

berjalan dengan Triwulan tahun sebelumnya (opsional);

3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan berjalan dengan 

target Tahunan;

4). Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

5). Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan Kinerja TW III yang ditandatangani 18 Oktober 

2024;

g. Terdapat sistem 

informasi/mekanisme informasi 

kinerja

ya, jika terdapat sistem 

informasi/mekanisme 

informasi kinerja

Ya/Tidak Ya

Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja, dengan adanya :

1. Manual IKU 2023;

2. Tangkap layar capaian kinerja di aplikasi Kinerjaku periode Triwulan I s.d. III Tahun 

2023 dan capaian Tahun 2023;

3. Laporan Monev Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2023

4. Manual IKU TA 2024

unit kerja menggunakan sistem informasi kinerjaku dan mengupload capaian kinerja 

secara berkala sesuai dengan pelaporannya ke aplikasi Kinerjaku

2.g Terdapat sistem informasi-mekanisme 

informasi kinerja

Ya 1,00

Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja, dengan adanya :

1. Manual IKU 2023;

2. Tangkap layar capaian kinerja di aplikasi Kinerjaku periode Triwulan I 

s.d. III Tahun 2023 dan capaian Tahun 2023;

3. Laporan Monev Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2023

4. Manual IKU TA 2024

unit kerja menggunakan sistem informasi kinerjaku dan mengupload 

capaian kinerja secara berkala sesuai dengan pelaporannya ke aplikasi 

Kinerjaku

1. Terdapat sistem informasi dalam pengelolaan kinerja, yaitu aplikasi 

Kinerjaku; 

2. Terdapat dasar hukum pengelolaan kinerja organisasi (Permen KP No. 

35/PERMEN-KP/2023); 

3. Capaian kinerja diinput secara berkala sesuai periode pelaporannya ke 

aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id).

4. Penilaian:

a. Jika unit kerja menggunakan sistem informasi kinerja dan mengupload 

capaian kinerja secara berkala sesuai dengan pelaporannya ke aplikasi 

Kinerjaku, maka dinilai Ya.

b. Jika unit kerja menggunakan sistem informasi kinerja, namun tidak 

mengupload capaian kinerja secara berkala sesuai dengan pelaporannya ke 

aplikasi Kinerjaku, maka dinilai Tidak.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Screenshoot NPSS TW III Tahun 2024;

2. Laporan Verifikasi Capaian Kinerja TW III PPS Cilacap 

Tahun_2024

3. Hasil Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap Tahun 2024 tanggal 29 November 2024

h Unit kerja telah berupaya 

meningkatkan kapasitas SDM 

yang menangangi akuntabilitas 

kinerja

a. Jika seluruh SDM 

pengelola akuntabilitas 

kinerja kompeten

b. Jika sebagian SDM 

pengelola akuntabilitas 

kinerja kompeten

c. Jika seluruh SDM 

pengelola akuntabilitas 

kinerja belum ada yang 

kompeten
A/B/C A

Tim Pengelola Kinerja PPS Cilacap tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat 

Tugas Nomor B.1/PPSC/KP.440/I/2023 yaitu Sigit Purwoko, Yan Luby, Lutfi Atikoh, 

Bambang Triyono, Fanni Jatmike, Hendriyanto, Agung Fereigna, Nugroho Wahyu 

Kusumo

Tim Pengelola Kinerja PPS Cilacap tahun 2024 yang ditetpakan berdasarkan Surat 

tugas Nomor B.17/PPSC/KP.440/I/2024 yaitu Sigit Purwoko, Yan Luby, Lutfi Atikoh, 

Bambang Triyono, Fanni Jatmike, Hendriyanto, Agung Fereigna, Nugroho Wahyu 

Kusumo

Seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja telah kompeten dengan dilakukan upaya 

peningkatan kompetensi yang melalui webinar, sosialiasi maupun forum manajemen 

kinerja yang dibuktikan dengan sertifikat

Seluruh tim pengelola kinerja telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi antara 

lain melalui:

1. Webinar "Memahami SAKIP berdasarkan Perpres No 29 tahun 2014

2. Webinar "penguatan akuntabilitas keuangan dalam rangka implementasi reformasi 

birokrasi

3. Webinar "memahami LKE AKIP (OPD) komponen perencanaan (Permenpan RN 

88/2021)

4. "Sosialisasi PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

5. Webinar penguatan implementasi SAKIP tanggal 14 Maret 2024

6. Forum manajemen kinerja organisasi KKP

2.h Unit kerja telah berupaya meningkatkan 

kapasitas SDM yang menangangi 

akuntabilitas kinerja

2023 

2024 

A 1,00

Seluruh pengelola kinerja PPS Cilacap telah kompeten dan dilakukan 

upaya peningkatan kompetensi kepada SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja, 

Kompeten minimal memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Telah mengikuti diklat AKIP atau telah mengikuti bimtek/sosialisasi/in 

house training yang dibuktikan dengan Sertifikat tentang AKIP atau 

pengelolaan kinerja

2. Perhitungan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berdasarkan 

Penetapan ST/SK PImpinan Unit Kerja Organisasi dan bandingkan dengan SDM 

yang kompeten tuangkan dalam presentase.

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang 

kompeten, maka dinilai A; 

b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh ≥30%-<100% SDM 

yang kompeten, maka dinilai B; 

c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja < 30%, maka dinilai C.

5. PENGUATAN PENGAWASAN 7,50 4,78 63,74%

i. Pengendalian Gratifikasi 1,50 1,25 83,50%

a. Telah dilakukan public 

campaign tentang pengendalian 

gratifikasi

a. Jika public campaign 

telah dilakukan secara 

berkala

b. Jika public campaign 

dilakukan tidak secara 

berkala

c. Jika belum dilakukan 

public campaign

A/B/C A

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) 

bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan 

satker UPT.

Telah dilakukan kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi Tahun 2023 dan 

2024 yang dilakukan secara bulanan dengan data dukung:

1. rencana kerja public campaign 2023 dan 2024. Berupa:

- Apel pagi

- Pencantuman larangan gratifikasi dalam ST

- Pembuatan baliho, PIN, video anti gratifikasi, serta larangan menerima parcel hari 

raya

- Sosialisasi anti gratifikasi

2. Bukti dukung pelaksanaan giatan PC berkala bulanan yaitu Apel Pagi, publikasi 

medsos, pemakaian PIN, pencantuman larangan KKN,  

Laporan pelaksanaan Public Campaign 

Pengendalian gratifikasi 

1.A.PELAKSANAAN PUBLIC CAMPAIGN 

TENTANG GRATIFIKASI

A 1,00

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk 

Surat Tugas (ST) Pimpinan satker UPT.

Telah dilakukan kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi 

Tahun 2023 dan 2024 yang dilakukan secara bulanan dengan data 

dukung:

1. rencana kerja public campaign 2023 dan 2024. Berupa:

- Apel pagi

- Pencantuman larangan gratifikasi dalam ST

- Pembuatan baliho, PIN, video anti gratifikasi, serta larangan menerima 

parcel hari raya

- Sosialisasi anti gratifikasi

2. Bukti dukung pelaksanaan giatan PC berkala bulanan yaitu Apel Pagi, 

publikasi medsos, pemakaian PIN, pencantuman larangan KKN,  

1. Public campaign  pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkala/minimal 

tiap semester;

2. Untuk menentukan berkala/tidak, dapat dilihat dari ada tidaknya dokumen 

rencana (jadwal, materi) pelaksanaan public campaign  kepada pegawai dan 

stakeholders dalam setahun;

3. Media public campaign  dapat berupa:

a. Pertemuan tatap muka; 

b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website );

c. Media elektronik (running text, videotron,  dll);

d. Papan pengumuman.

4. Substansi public campaign  dapat berupa:

a. informasi tentang gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) unit 

kerja;

b. tata cara pelaporan gratifikasi;

c. imbauan untuk menolak/menghindari gratifikasi;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) 

unit kerja.

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Bukti pelaksanaan public campaign  dilakukan secara berkala yang ditunjukan 

dengan indikator waktu dan sesuai perencanaan, maka dinilai A;

b. Bukti pelaksanaan public campaign  tidak dilakukan secara berkala, maka 

dinilai B;

c. Tidak dilakukan public campaign , maka dinilai C.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Public campaign sampai dengan bulan September;

2. Screenshoot media sosial sd bulan November;

3. Apel pagi sd bulan November;

https://drive.google.com/drive/folders/1BTz_wWTFnb5Ly_SCXhXDje4dQkPTxa6o?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BTz_wWTFnb5Ly_SCXhXDje4dQkPTxa6o?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rQLAcWjHntAq8-2pAaETzmmSne6aLj7g?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rQLAcWjHntAq8-2pAaETzmmSne6aLj7g?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pg6GiVXCFLtFH_QJ6zi1UDTfsJGF2iSR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pg6GiVXCFLtFH_QJ6zi1UDTfsJGF2iSR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pg6GiVXCFLtFH_QJ6zi1UDTfsJGF2iSR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pg6GiVXCFLtFH_QJ6zi1UDTfsJGF2iSR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pg6GiVXCFLtFH_QJ6zi1UDTfsJGF2iSR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pg6GiVXCFLtFH_QJ6zi1UDTfsJGF2iSR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pg6GiVXCFLtFH_QJ6zi1UDTfsJGF2iSR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QIeNCP8Ht8T0BX1iRHnsxeHRl6LwaRtF?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QIeNCP8Ht8T0BX1iRHnsxeHRl6LwaRtF?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QIeNCP8Ht8T0BX1iRHnsxeHRl6LwaRtF?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QIeNCP8Ht8T0BX1iRHnsxeHRl6LwaRtF?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QIeNCP8Ht8T0BX1iRHnsxeHRl6LwaRtF?usp=share_link


b. Pengendalian gratifikasi telah 

diimplementasikan

a. Jika Unit 

Pengendalian 

Gratifikasi, 

pengendalian gratifikasi 

telah menjadi bagian 

dari prosedur

b. Jika Unit 

Pengendalian 

Gratifikasi, upaya 

pengendalian gratifikasi 

telah mulai dilakukan

c. Jika telah 

membentuk Unit 

Pengendalian Gratifikasi 

tetapi belum terdapat 

prosedur pengendalian

d. Jika belum memiliki 

Unit Pengendalian 

Gratifikasi

A/B/C/D B

Implementasi Pengendalian Gratifikasi telah dilakukan,antara lain:

1. Melakukan kampanye publik pengendalian gratifikasi secara berkala dan 

berkelanjutan di tahun 2020-2024 secara elektronik dan non-elektronik;

2. Menyusun laporan Implementasi Publik Campaign Pengendalian Gratifikasi 

semesteran tahun 2022;

3. Menyusun laporan Monev Pengendalian Gratifikasi semesteran tahun 2022;

4. Telah membentuk UPG pada tahun 2022 dan 2023

5. Mencantumkan larangan gratifikasi pada surat tugas, dokumen pengadaan 

barang/jasa;

6. Pengendalian gratifikasi menjadi bagian dari prosedur, antara lain terdapat pada 

peringatan di dalam SOP kegiatan, mewajibkan pembuatan Pakta Integritas kepada 

penyedia jasa dalampengadaan

barang/jasa;

7. Menerbitkan edaran larangan gratifikasi pada momen hari raya keagamaan;

8. Melakukan internalisasi pengendalian gratifikasi kepada pegawai pada Junli 2020;

9. Pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur, antara lain terdapat 

pada peringatan di dalam SOP-SOP kegiatan, mewajibkan pembuatan Pakta Integritas 

kepada penyedia jasa dalam pengadaan barang/jasa.

10. MR KKN Tahun 2023

Tahun 2024 sudah dilengkapi dengan:

- Tim UPG ST Nomor B.4/PPSC/KP.440/I/2024 tanggal 2 Januari 2024

- SOP UPG

- MR KKN 

1.B. IMPLEMENTASI PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI

1. SURAT TUGAS TIM UPG 

2. SOP 

3. CATATAN PELAPORAN GRATIFIKASI 

4. PENCANTUMAN LARANGAN GRATIFIKASI 

5. PEMASANGAN LARANGAN GRATFIKASI 

6. SE LARANGAN GRATIFIKASI 

7.SERTIFIKAT E-LEARNING PENINGKATAN 

PEMAHAMAN GRATIFIKASI 

B 0,67

Implementasi Pengendalian Gratifikasi telah dilakukan,antara lain:

1. Melakukan kampanye publik pengendalian gratifikasi secara berkala 

dan berkelanjutan di tahun 2020-2024 secara elektronik dan non-

elektronik;

2. Menyusun laporan Implementasi Publik Campaign Pengendalian 

Gratifikasi semesteran tahun 2022;

3. Menyusun laporan Monev Pengendalian Gratifikasi semesteran tahun 

2022;

4. Telah membentuk UPG pada tahun 2022 dan 2023

5. Mencantumkan larangan gratifikasi pada surat tugas, dokumen 

pengadaan barang/jasa;

6. Pengendalian gratifikasi menjadi bagian dari prosedur, antara lain 

terdapat pada peringatan di dalam SOP kegiatan, mewajibkan pembuatan 

Pakta Integritas kepada penyedia jasa dalampengadaan

barang/jasa;

7. Menerbitkan edaran larangan gratifikasi pada momen hari raya 

keagamaan;

8. Melakukan internalisasi pengendalian gratifikasi kepada pegawai pada 

Junli 2020;

9. Pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur, antara 

lain terdapat pada peringatan di dalam SOP-SOP kegiatan, mewajibkan 

pembuatan Pakta Integritas kepada penyedia jasa dalam pengadaan 

barang/jasa.

10. MR KKN Tahun 2023

Tahun 2024 sudah dilengkapi dengan:

- Tim UPG ST Nomor B.4/PPSC/KP.440/I/2024 tanggal 2 Januari 2024

- SOP UPG

- MR KKN 

1. Implementasi pengendalian gratifikasi di unit kerja dilakukan sesuai Permen 

KP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP, 

meliputi pembentukan UPG di unit Eselon I dan UPT beserta pelaksanaan 

tugasnya dan didokumentasikan

Laporan gratifikasi memuat pengukuran pemahaman internalisasi gratifikasi di 

unit kerja dan hasil monev atas kebijakan penanganan gratifikasi yang sudah 

berjalan.

2. Kebijakan pengendalian gratifikasi di unit kerja telah dintegrasikan kedalam 

prosedur pelayanan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja lainnya. 

Contoh: Penyampaian larangan gratifikasi pada standar pelayanan dan sebelum 

petugas memberikan pelayanan, terlebih dahulu menyampaikan informasi 

larangan gratifikasi pada pengguna jasa;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi 

bagian dari prosedur layanan maupun tugas fungsi lainnya, maka dinila A;

b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah 

mulai dilakukan, namun belum dituangkan dalam prosedur layanan maupun 

tugas fungsi lainnya, maka dinilai B;

c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum ada 

aktivitas dan prosedur pengendalian gratifikasi, maka dinilai C ;

d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi, maka dinilai D.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan Semester II di akhir bulan Desember

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)1,50 0,94 62,50%

a. Telah dibangun lingkungan 

pengendalian

a. Jika unit kerja 

membangun seluruh 

lingkungan 

pengendalian sesuai 

dengan yang ditetapkan 

organisasi dan juga 

membuat inovasi terkait 

lingkungan 

pengendalian yang 

sesuai dengan 

karakteristik unit kerja

b. Jika unit kerja 

membangun seluruh 

lingkungan 

pengendalian sesuai 

dengan yang ditetapkan 

organisasi

c. Jika unit kerja 

membangun sebagian 

besar lingkungan 

pengendalian sesuai 

dengan yang ditetapkan 

organisasi

d. Jika unit kerja 

membangun sebagian 

kecil lingkungan 

pengendalian sesuai 

A/B/C/D/E B

Unit kerja telah membangun 8 unsur lingkungan

pengendalian, sbb.:

1. Penegakan integritas dan nilai etika, berupa: presensi, SE Anti gratifikasi pada hari 

raya, pakta integritas KepDirjenPT tentang Tim pembangunan ZI 2024,Surat tugas 

Kepala PPS Cilacap atas Tim WBK, Surat Tugas Tim Kode Etik;

2. Komitmen terhadap kompetensi, berupa: keterlibatan penyusunan kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan diklat, pemberian reward and punishment dan kebijakan 

pengembangan kompetensi (Form penentuan kebutuhan diklat 2024, form analisis 

tugas, dan form kesenjangan (GAP);

3. Kepemimpinan yang kondusif, berupa bukti dukung role model, sosialisasi aturan 

kepemimpinan PPSC kepada seluruh pegawai, bukti pimpinan membangun PTSA dan 

membangun komunikasi dengan instansi lain untuk meningkatkan pelayanan publik, 

bukti penghargaan/prestasi satker;

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, berupa: struktur 

organisasi (SOTK);

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, berupa: penunjukan 

penugasan Plh, SPT, PK Pegawai, MPH ke seluruh pegawai, bukti SKP 2024

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya 

manusia, berupa: kebijakan pengembangan kompetensi (Form penentuan kebutuhan 

diklat 2024, form analisis tugas, dan form kesenjangan (GAP)), laporan monev diklat, 

laporan monev mutasi pegawai, penilaian SKP;

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, berupa: 

Laporan Hasil Pengawasan Itjen dan tindak lanjutnya.

8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi

Pemerintah terkait, berupa: pembentukan tim terpadu dengan instansi lain dan 

MoU/PKS dengan instansi lain

2.A. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN SPIP

B 0,75

Unit kerja telah membangun 8 unsur lingkungan

pengendalian, sbb.:

1. Penegakan integritas dan nilai etika, berupa: presensi, SE Anti 

gratifikasi pada hari raya, pakta integritas KepDirjenPT tentang Tim 

pembangunan ZI 2024,Surat tugas Kepala PPS Cilacap atas Tim WBK, 

Surat Tugas Tim Kode Etik;

2. Komitmen terhadap kompetensi, berupa: keterlibatan penyusunan 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan diklat, pemberian reward and 

punishment dan kebijakan pengembangan kompetensi (Form penentuan 

kebutuhan diklat 2024, form analisis tugas, dan form kesenjangan (GAP);

3. Kepemimpinan yang kondusif, berupa bukti dukung role model, 

sosialisasi aturan kepemimpinan PPSC kepada seluruh pegawai, bukti 

pimpinan membangun PTSA dan membangun komunikasi dengan 

instansi lain untuk meningkatkan pelayanan publik, bukti 

penghargaan/prestasi satker;

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, 

berupa: struktur organisasi (SOTK);

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, berupa: 

penunjukan penugasan Plh, SPT, PK Pegawai, MPH ke seluruh pegawai, 

bukti SKP 2024

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia, berupa: kebijakan pengembangan kompetensi 

(Form penentuan kebutuhan diklat 2024, form analisis tugas, dan form 

kesenjangan (GAP)), laporan monev diklat, laporan monev mutasi pegawai, 

penilaian SKP;

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, 

berupa: Laporan Hasil Pengawasan Itjen dan tindak lanjutnya.

8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi

Pemerintah terkait, berupa: pembentukan tim terpadu dengan instansi 

lain dan MoU/PKS dengan instansi lain

1. Unit kerja wajib membangun lingkungan pengendalian sesuai PP No. 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Lingkungan pengendalian terdiri atas 8 unsur:

a. penegakan integritas dan nilai etika (penerapan core value  BerAKHLAK);

b. komitmen terhadap kompetensi;

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia;

g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Bukti pendukung pelaksanaan pembangunan lingkungan pengendalian 

berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada Pasal 4-12;

3. Unit kerja dapat membuat inovasi lingkungan pengendalian yang sesuai 

dengan karakteristik unit kerja yang berbeda dari 8 unsur lingkungan 

pengendalian yang ada;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a Jika memiliki inovasi, namun hanya membangun sebagian besar (≥ 50) 

lingkungan pengendalian, maka dinilai B;

b. Jika memiliki inovasi, namun hanya membangun sebagian kecil (<50%) 

lingkungan pengendalian, maka dinilai C;

c. Jika membangun sebagian kecil (<50%) lingkungan pengendalian, maka 

dinilai D;

5. Perjelas dengan informasi jumlah lingkungan pengendalian yang telah 

dibangun. Contoh: 4 dari 8 lingkungan pengendalian telah dibangun (≥50%), 

yaitu unsur ..., maka dinilai C.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan SPIP Triwulan III terpenuhi;

2. Laporan SPIP Triwulan IV di akhir bulan Desember

b. Telah dilakukan penilaian risiko 

atas pelaksanaan kebijakan

a. Jika unit kerja 

melakukan penilaian 

risiko atas seluruh 

pelaksanaan kebijakan 

sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi 

dan juga membuat 

inovasi terkait 

lingkungan 

pengendalian yang 

sesuai dengan 

karakteristik unit kerja; 

b. Jika unit kerja 

melakukan penilaian 

risiko atas seluruh 

pelaksanaan kebijakan 

sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi

c. Jika melakukan 

penilaian risiko atas 

sebagian besar 

pelaksanaan kebijakan 

sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi

d. Jika melakukan 

penilaian risiko atas 

sebagian kecil 

A/B/C/D/E B

Telah dilakukan penilaian risiko atas kebijakan dan kegiatan Tahun 2023-2024 dan 

mitigasi risiko terkait integritas/KKN Tahun 2024 yaitu berupa:

- MR sesuai PermenKP 10 Tahun 2016 dan MR KKN sesuai pendampingan 2024 terdiri 

atas MR di kegiatan Dukman (Operasional K5 Kawasan PP), MR di TKPU (Sosialisasi 

Pengusahaan PP dalam rangka persiapan outer fishing port), dan MR di Operasional 

Pelabuhan dan Kesyahbandaran berupa MR keselamatan kerja penanggulangan risiko 

kebakaran dan pasca produksi 

- MR KKN pada area PBJ, pelayanan publik, dan perizinan

- form penilaian risiko telah disusun utk memitigasi risiko kegiatan programprioritas 

KKP yaitu Ekonomi Biru 

Data dukung

2.B. PENILAIAN RESIKO ATAS PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN 

1. HASIL PENILAIAN RESIKO 

2023 

2024 

2. RKAKL 

3. BUKTI PENGIRIMAN SPIP KE PUSAT 

B 0,75

Telah dilakukan penilaian risiko atas kebijakan dan kegiatan Tahun 

2023-2024 dan mitigasi risiko terkait integritas/KKN Tahun 2024 yaitu 

berupa penyusunan:

- Form Penilaian Risiko sesuai PermenKP 10 Tahun 2016 dan MR KKN 

2024 terdiri atas MR di kegiatan Dukman (Operasional K5 Kawasan PP), 

MR di TKPU (Sosialisasi Pengusahaan PP dalam rangka persiapan outer 

fishing port), dan MR di Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran 

berupa MR keselamatan kerja penanggulangan risiko kebakaran dan 

pasca produksi 

- MR KKN pada area PBJ dan pelayanan publik

- form penilaian risiko telah disusun utk memitigasi risiko kegiatan 

programprioritas KKP yaitu Ekonomi Biru 

1. Menggunakan formulir penilaian risiko sesuai lampiran dalam Permen KP 

Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan KKP; 

2. Manajemen Risiko yang disusun agar selaras dengan perencanaan strategis, 

manajemen kinerja, peta proses bisnis, IKU dan RKAKL. Untuk kegiatan yang 

berbasis RKAKL, identifikasi risiko agar dilakukan terhadap Klasifikasi Rincian 

Outut (KRO) dan Rincian Output (RO) dalam RKAKL. Matrik Manajemen Risiko 

dapat ditambahkan Kolom Sasaran Kegiatan/strategis, kolom realisasi kegiatan 

pengendalian beserta waktu pelaksanaannya;

3. Risiko tinggi dan sangat tinggi pada hasil identifikasi harus dikendalikan, 

yaitu melaksanakan rencana pengendalian dan didukung bukti dokumen;

4. Menyusun Manajemen Risiko KKN unit kerja sesuai format dalam lampiran 

VIII Permen KP No 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di 

lingkungan KKP yang memuat informasi mengenai identifikasi risiko terhadap 

area rawan (untuk Tindak Lanjut Rekomendasi SPI KPK) yaitu:

a. Perencanaan program/kegiatan prioritas (alokasi anggaran, penentuan lokasi 

dan calon penerima bantuan pemerintah) : mark-up anggaran (kerugian 

negara), suap;

b. Pelaksanaan program/kegiatan prioritas

c. Pelaporan dan pertanggungjawaban 

5. Susun daftar rekapitulasi kebijakan/kegiatan yang telah dinilai risikonya 

setiap tahun;

6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika telah melakukan sebagian besar (≥50%) penilaian risiko atas seluruh 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, maka dinilai 

C;

b. Jika telah melakukan sebagian kecil (<50%) penilaian risiko atas seluruh 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, maka dinilai 

D.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan SPIP Triwulan III terpenuhi;

2. Laporan SPIP Triwulan IV di akhir bulan Desember

c. Telah dilakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi

a. Jika unit kerja 

melakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir resiko 

sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi 

dan juga membuat 

inovasi terkait kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir resiko 

yang sesuai dengan 

karakteristik unit kerja

b. Jika unit kerja 

melakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir resiko 

sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja belum 

melakukan kegiatan 

pengendalian untuk 

meminimalisir resiko

A/B/C B

Telah dilaksanakan pengendalian untuk meminimalisir resiko Tahun 2022 dan 2023 

namun belum seluruhnya didukung bukti pengendalian.

- Lengkapi Bukti dukung realisasi kegiatan pengendalian atas MR Tahun 2023 dan 

2024 dengan (cantumkan tautan dalam matrik MR 2024)

- inovasi yang dinilai adalah inovasi yang berperan dalam mempermudah pelaksanaan 

dan minitoring kegiatan pengendalian risiko pada MR

Form Penilaian Risiko berisi Identifikasi 

Risiko Operasional dan Risiko Integritas 

(KKN)

1. MATRIK PENGENDALIAN MR 

2023

2024  

Bukti Dokumen Pengendalian MR

2. BUKTI DOKUMEN PENGENDALIAN DAN 

PEMANTAUAN 

2023 

2024 
B 0,50

Telah dilaksanakan pengendalian untuk meminimalisir resiko Tahun 

2022 dan 2023 namun belum seluruhnya didukung bukti pengendalian.

- Lengkapi Bukti dukung realisasi kegiatan pengendalian atas MR 

Tahun 2023 dan 2024 dengan (cantumkan tautan dalam matrik MR 

2024)

- inovasi yang dinilai adalah inovasi yang berperan dalam mempermudah 

pelaksanaan dan minitoring kegiatan pengendalian risiko pada MR

1. Menggunakan formulir penilaian risiko sesuai lampiran dalam Permen KP 

Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan KKP dengan menambah kolom realisasi 

kegiatan pengendalian dan mengisi aktivitas pengendalian yang dilakukan 

beserta waktu realisasi pelaksanaannya untuk menjamin keselarasan dengan 

peta proses bisnis dan pencapaian IKU. Kegiatan pengendalian harus selaras 

dengan risiko yang dimiliki;

2. Menggunakan formulir penilaian risiko KKN sesuai Permen KP 49 tahun 2021 

disertai dengan realisasi kegiatan pengendalian,

Dalam laporan diberikan narasi yang menjelaskan dampak dari kegiatan 

pengendalian telah mengurangi risiko secara significant,

3. Inovasi terkait kegiatan pengendalian adalah kegiatan pengendalian 

tambahan yang dilakukan unit kerja diluar yang telah ditetapkan organisasi 

dapat berupa perbaikan sistem/prosedur/waktu,dll;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan SPIP Triwulan III terpenuhi;

2. Laporan SPIP Triwulan IV di akhir bulan Desember
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https://drive.google.com/drive/folders/1rxcXltAZbqm3nXI1f88OyNmcfM4slB4a?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rxcXltAZbqm3nXI1f88OyNmcfM4slB4a?usp=share_link
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1UIIqwHyAbGzojEND4C5fIwfo7cgUHhDL?usp%3Dshare_link&sa=D&source=editors&ust=1722048987521483&usg=AOvVaw0eqp1Mp6m5BIooy_9mY5zb
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1UIIqwHyAbGzojEND4C5fIwfo7cgUHhDL?usp%3Dshare_link&sa=D&source=editors&ust=1722048987521483&usg=AOvVaw0eqp1Mp6m5BIooy_9mY5zb
https://drive.google.com/drive/folders/1eRxijA-otrO22ntv8IQxqZunKKwmWIhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eRxijA-otrO22ntv8IQxqZunKKwmWIhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eRxijA-otrO22ntv8IQxqZunKKwmWIhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eRxijA-otrO22ntv8IQxqZunKKwmWIhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eRxijA-otrO22ntv8IQxqZunKKwmWIhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eRxijA-otrO22ntv8IQxqZunKKwmWIhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eRxijA-otrO22ntv8IQxqZunKKwmWIhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eRxijA-otrO22ntv8IQxqZunKKwmWIhV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o4tTSykByEu4yD8j4QbDtnIR_SQL5IyK?usp=drive_link


d. SPI telah diinformasikan dan 

dikomunikasikan kepada 

seluruh pihak terkait

a. Jika SPI telah 

diinformasikan dan 

dikomunikasikan 

kepada seluruh pihak 

terkait

b. Jika SPI telah 

diinformasikan dan 

dikomunikasikan 

kepada sebagian pihak 

terkait

c. Jika SPI belum 

diinformasikan dan 

dikomunikasikan 

kepada pihak terkait

A/B/C B

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, yaitu 

dengan mempublikasikan Laporan SPIP melalui website dan pengiriman email kepada 

Pusat, namun belum memuat seluruh substansi pada unsur-unsur SPIP.

1. Data Dukung Publikasi SPIP Tahun 2022 

dan 2023

B 0,50

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak 

terkait, yaitu dengan mempublikasikan Laporan SPIP melalui website dan 

pengiriman email kepada Pusat, namun belum memuat seluruh substansi 

pada unsur-unsur SPIP.

1. SPI yang dinformasikan dan dikomunikasikan berpedoman pada Lampiran PP 

No. 60 Tahun 2008 Bagian IV tentang Informasi dan Komunikasi;

2. Subtansi SPI yang diinformasikan, berupa:

a. Lingkungan pengendalian yang telah dibangun (8 unsur); 

b. Penilaian risiko yang telah dilakukan; 

c. Aktivitas pegendalian yang telah dilakukan untuk meminimalisir risiko

d. Informasi dan komunikasi;

e. Pemantauan SPI yang diinformasikan, antara lain dapat berupa self 

assessment maturitas SPI;

3. SPI diinformasikan kepada seluruh pihak terkait yaitu pegawai dan 

stakeholders;

4. Media Informasi dan komunikasi dapat menggunakan: 

a. Pertemuan tatap muka; 

b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website) ;

c. Media elektronik (running text, videotron, dll);

d. Media Cetak (surat,dll);

e. Papan pengumuman.

5. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak 

terkait (pegawai dan stakeholder ), maka dinilai A;

6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika unit kerja telah menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada 

seluruh pihak seluruh substansi SPI, maka dinilai A

b. Jika unit kerja telah menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada 

seluruh pihak, namun substansi SPI tidak seluruhnya, maka dinilai B.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan SPIP Triwulan III terpenuhi;

2. Laporan SPIP Triwulan IV di akhir bulan Desember

iii. Pengaduan Masyarakat 1,50 0,94 62,50%

a. Kebijakan Pengaduan 

masyarakat telah 

diimplementasikan

a. Jika unit kerja 

mengimplementasikan 

seluruh kebijakan 

pengaduan masyarakat 

sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi 

dan juga membuat 

inovasi terkait 

pengaduan masyarakat 

yang sesuai dengan 

karakteristik unit kerja

b. Jika unit kerja telah 

mengimplementasikan 

seluruh kebijakan 

pengaduan masyarakat 

sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi 

c. Jika unit kerja belum 

mengimplementasikan 

kebijakan pengaduan 

masyarakat

A/B/C B

Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan, antara lain 

1. Tim penanganan pengaduan yang ditunjuk melalui ST Kepala unit kerja Tahun 

2023 dan 2024;

2. Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan PPSC Tahun 2023 dan 2024;

2. Telah memiliki SOP dan alur proses penanganan pengaduan, sarana pengaduan 

(telepon/SMS), 

3. Melaksanakan internalisasi penanganan pengaduan dan WBS melalui kegiatan apel 

pagi, sosialisasi melalui media cetak (spanduk, banner) dan media sosial/elektronik 

(twitter, website), serta

4. Melaksanakan monev atas penanganan pengaduan secara bulanan. 

5. Laporan monev penanganan pengaduan secara semesteran dengan melampirkan 

bukti pelaksanaan keempat substansi di atas, yaitu ada/tidak adanya pengaduan yang 

masuk; 

6. Terdapat inovasi terkait pengaduan masyarakat terintegrasi dalam Aplikasi 

Antasena. Didalam Si Antasena, pengaduan masyarakat yang masuk dapat terlihat 

tracking status apakah sudah tindak lanjut atau belum.  

  

KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT

3.A. KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT 

2023 

2024 

B 0,50

Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan, 

antara lain 

1. Tim penanganan pengaduan yang ditunjuk melalui ST Kepala unit 

kerja Tahun 2023 dan 2024;

2. Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan PPSC Tahun 2023 dan 2024;

2. Telah memiliki SOP dan alur proses penanganan pengaduan, sarana 

pengaduan (telepon/SMS), 

3. Melaksanakan internalisasi penanganan pengaduan dan WBS melalui 

kegiatan apel pagi, sosialisasi melalui media cetak (spanduk, banner) dan 

media sosial/elektronik (twitter, website), serta

4. Melaksanakan monev atas penanganan pengaduan secara bulanan. 

Namun belum terintegrasi dengan LAPOR.go.id

5. Laporan monev penanganan pengaduan secara semesteran dengan 

melampirkan bukti pelaksanaan keempat substansi di atas, yaitu 

ada/tidak adanya pengaduan yang masuk; 

6. Terdapat inovasi terkait pengaduan masyarakat terintegrasi dalam 

Aplikasi Antasena. Didalam Si Antasena, pengaduan masyarakat yang 

masuk dapat terlihat tracking status apakah sudah tindak lanjut atau 

belum.  

  

1. Implementasi kebijakan pengaduan mengacu Permen KP Nomor 56 Tahun 

2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP minimal meliputi:

a. Terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan Pimpinan Eselon 

I;

b. Mekanisme/SOP penanganan pengaduan yang ditetapkan kepala satker 

mengacu SOP Penanganan Pengaduan yang diterbitkan oleh TPP Kementerian;

c. Penggunaan SP4N Lapor! dan menginput seluruh pengaduan yang bersumber 

dari saluran lain yang dimiliki unit kerja (antara lain: kotak pengaduan, ruang 

pengaduan, email,  dsb) dalam web lapor.go.id ;

d. Penyusunan dan penyampaian penanganan pengaduan bulanan (berisi 

ada/tidaknya laporan pengaduan) dan secara berjenjang disampaikan kepada 

TPP Kementerian;

2. Implementasi dapat disampaikan melalui laporan monev penanganan 

pengaduan secara semesteran dengan melampirkan bukti pelaksanaan keempat 

substansi di atas, yaitu ada/tidak adanya pengaduan yang masuk, 

SK/Penugasan sebagai Tim Penanganan Pengaduan, mekanisme/SOP 

penanganan pengaduan, dan foto/printscreen sarana pengaduan yang 

disediakan;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan 

November;

2. Screenshoot Spanlapor sampai dengan bulan November

b. pengaduan masyarakat 

dtindaklanjuti

ya,pengaduan 

masyaakat 

ditindaklanjuti

Ya/Tidak Ya

PPS Cilacap telah melakukan penanganan pengaduan Tahun 2023 (12 pengaduan) 

dan 2024 (s.d Juni 2024 sebanyak 8 pengaduan) yg seluruhnya telah tuntas 

ditindaklanjuti. Seluruhnya telah diinput kedalam aplikasi Lapor!.
3.B. PENANGANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT YG DITINDAKLANJUTI  

Laporan Penanganan Pengaduan

2023  

2024

Laporan Sekretariat Pengaduan

 2023

2024 

 

Ya 1,00

PPS Cilacap telah melakukan penanganan pengaduan Tahun 2023 (12 

pengaduan) dan 2024 (s.d Juni 2024 sebanyak 8 pengaduan) yg 

seluruhnya telah tuntas ditindaklanjuti. Seluruhnya telah diinput 

kedalam aplikasi Lapor!.

1. Memastikan TPP Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas pengaduan 

masyarakat yang hanya menjadi kewenangan unit kerja;

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan 

November;

2. Screenshoot Spanlapor sampai dengan bulan November

c. Telah dilakukan monitoring dan 

evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat

a. Jika penanganan 

pengaduan masyarakat 

dimonitoring dan 

evaluasi secara berkala

b. Jika penanganan 

pengaduan masyarakat 

dimonitoring dan 

evaluasi tetapi tidak 

secara berkala

c. Jika penanganan 

pengaduan masyarakat 

belum di monitoring dan 

evaluasi

A/B/C B

1. Pada Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan monev terhadap penanganan 

pengaduan masyarakat di setiap semester 

2. Secara substansi monev telah menginformasikan saran perbaikan tindak lanjut 

periode sebelumnya, hasil pengaduan, SDM yang menangani pengaduan/Tim 

Penanganan Pengaduan, SOP, dan sarana prasarana pengaduan.

3.C. MONEV PENANGANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT 

2023 

2024 

B 0,50

1. Pada Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan monev terhadap 

penanganan pengaduan masyarakat di setiap semester 

2. Secara substansi monev telah menginformasikan saran perbaikan 

tindak lanjut periode sebelumnya, hasil pengaduan, SDM yang 

menangani pengaduan/Tim Penanganan Pengaduan, SOP, dan sarana 

prasarana pengaduan.

1. Monev atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh unit kerja 

sesuai kewenangannya;

2. Monev dilakukan tidak hanya atas hasil dan tindak lanjut penanganan 

pengaduan, namun juga melakukan monev terhadap SDM yang menangani 

pengaduan/Tim Penanganan Pengaduan, prosedur/mekanisme penanganan 

pengaduan, dan sarana penanganan pengaduan; 

3. Laporan monev atas pengaduan masyarakat dinilai berkala jika disusun 

minimal setiap semester, dilengkapi dengan saran perbaikan, kecuali bila 

seluruh substansi sudah dibahas dalam monev namun tidak ditemukan 

permasalahan;

4. Laporan monev atas penanganan pengaduan masyarakat tetap disusun 

meskipun tidak terdapat pengaduan.

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika substansi monev tidak lengkap, maka dinilai satu tingkat lebih rendah;

b. Jika dalam monev tidak memuat saran perbaikan, maka dinilai satu tingkat 

lebih rendah;

c. Jika substansi monev tidak lengkap dan tidak memuat saran perbaikan, maka 

dinilai C.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan 

November;

2. Laporan Penanganan Pengaduan Semester II di akhir 

bulan Desember

d. Hasil evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil 

evaluasi atas 

penanganan pengaduan 

telah ditindaklanjuti 

oleh unit kerja

b. Jika sebagian hasil 

evaluasi atas 

penanganan pengaduan 

telah ditindaklanjuti 

oleh unit kerja

c. Jika hasil evaluasi 

atas penanganan 

pengaduan belum 

ditindaklanjuti

A/B/C B

laporan Monev penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, bukti 

penyelesaian periode sebelumnya belum dilengkapi foto bukti 
3.D BUKTI TINDAK LANJUT HASIL MONEV 

PENANGANAN DUMAS 

2023 

2024 

B 0,50

laporan Monev penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti, 

bukti penyelesaian periode sebelumnya belum dilengkapi foto bukti 
1. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan monev atas penanganan 

pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti;

2. Laporan monev yang tidak memberikan rekomendasi tidak akan dinilai, 

kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam monev namun tidak 

ditemukan permasalahan;

3. Jika tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk bukan berarti tidak perlu 

membuat rekomendasi. Rekomendasi tetap diperlukan untuk perbaikan 

pengelolaan pengaduan;

4. Tim menghitung jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti per tahun dan 

disimpulkan.

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Dinilai sebagian jika (≥30%) hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah 

ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika monev tidak memberikan rekomendasi, maka dinilai satu tingkat lebih 

rendah, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam monev namun 

tidak ditemukan permasalahan.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Lap Penanganan pengaduan sampai dengan bulan 

November;

2. Laporan Penanganan Pengaduan Semester II di akhir 

bulan Desember

iv. Whistle-Blowing System 1,50 0,75 50,00%

a. Whistle-Blowing System telah 

diterapkan

a. Jika unit kerja 

menerapkan seluruh 

kebijakan Whistle 

Blowing System  sesuai 

dengan yang ditetapkan 

organisasi dan juga 

membuat inovasi terkait 

pelaksanaan Whistle 

Blowing System  yang 

sesuai dengan 

karakteristik unit kerja

b. Jika unit kerja 

menerapkan kebijakan 

Whistle Blowing System 

sesuai dengan yang 

ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja belum 

menerapkan kebijakan 

Whistle Blowing System

A/B/C B

Internalisasi WBS dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain melalui media 

sosial grup Whatsapp kepada pegawai dan Twitter, poster, dan internalisasi secara tatap 

muka pada 5 Juli 2021 secara daring dengan melibatkan 95 pegawai.

Penerapan WBS juga tetap diterapkan sampai dengan TA 2024, yaitu penetapan Tim 

Penanganan Pengaduan dan WBS, penyusunan SOP dan alur proses penanganan 

pengaduan WBS, menyiapkan sarana pengaduan WBS (telepon/SMS), melaksanakan 

internalisasi penanganan pengaduan WBS melalui kegiatan apel pagi, dan kegiatan 

sosialisasi secara daring kepada pegawai, sosialisasi melalui media cetak (spanduk, 

banner) dan media sosial/elektronik (twitter, website), serta melaksanakan monev 

secara bulanan.

Internalisasi WBS

4.A. INTERNALISASI WBS 

2023 

2024

B 0,50

Internalisasi WBS dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain 

melalui media sosial grup Whatsapp kepada pegawai dan Twitter, poster, 

dan internalisasi secara tatap muka pada 5 Juli 2021 secara daring 

dengan melibatkan 95 pegawai.

Penerapan WBS juga tetap diterapkan sampai dengan TA 2024, yaitu 

penetapan Tim Penanganan Pengaduan dan WBS, penyusunan SOP dan 

alur proses penanganan pengaduan WBS, menyiapkan sarana pengaduan 

WBS (telepon/SMS), melaksanakan internalisasi penanganan pengaduan 

WBS melalui kegiatan apel pagi, dan kegiatan sosialisasi secara daring 

kepada pegawai, sosialisasi melalui media cetak (spanduk, banner) dan 

media sosial/elektronik (twitter, website), serta melaksanakan monev 

secara bulanan.

1. Implementasi kebijakan pengaduan mengacu Permen KP Nomor 56 Tahun 

2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP yaitu erbentuknya 

Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan Pimpinan Eselon I yang memiliki 

tugas melakukan sosialisasi/publikasi kebijakan dan saluran Whistleblowing 

System;

2. Implementasi dapat disampaikan melalui laporan monev penanganan 

pengaduan yang memuat bukti pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan;

3. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit 

kerja;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Lap WBS Semester II di akhir bulan desember 

b. Telah dilakukan evaluasi atas 

penerapan Whistle Blowing 

System

a. Jika penerapan 

Whistle Blowing System 

dimonitoring dan 

evaluasi secara berkala

b. Jika penerapan 

Whistle Blowing System 

dimonitoring dan 

evaluasi tidak secara 

berkala

c. Jika penerapan 

Whistle Blowing System 

belum di monitoring dan 

evaluasi

A/B/C B

Penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala tahun 

2023 s.d. 2024 (Semester I)
 4.B. PENERAPAN WBS

2023  

2024 

B 0,50

Penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara 

berkala tahun 2023 s.d. 2024 (Semester I)
1. Monev dilakukan atas penerapan WBS minimal dilakukan secara semester 

dan memuat subtansi:

a. upaya sosialisasi/publikasi kebijakan WBS termasuk sarana prasarana 

kementerian (website wbs.kkp.go.id,  email: pengaduan@kkp.go.id , tatap muka: 

Inspektorat Jenderal);

b. memantau/menilai pemahaman pegawai terkait WBS;

c. permasalahan dan saran perbaikan atas hasil monev WBS;

d. upaya tindak lanjut terhadap saran perbaikan pada laporan periode 

sebelumnya.

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika monev dilakukan berkala dan substansi lengkap sesuai poin 1, maka 

dinilai A

b. Dinilai B jika :

1) Monev dilakukan berkala, namun substansi tidak lengkap;

2) Subtansi dalam monev lengkap, namun tidak berkala.

Lap WBS Semester II di akhir bulan desember 

https://drive.google.com/drive/folders/1QVqmJn5Nk5EJcbu_SvucABP72EyGLzHq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QVqmJn5Nk5EJcbu_SvucABP72EyGLzHq?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10obfZs5A75UXpSDTi0iORhzVa-VusCOU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10obfZs5A75UXpSDTi0iORhzVa-VusCOU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10obfZs5A75UXpSDTi0iORhzVa-VusCOU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10obfZs5A75UXpSDTi0iORhzVa-VusCOU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10obfZs5A75UXpSDTi0iORhzVa-VusCOU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10obfZs5A75UXpSDTi0iORhzVa-VusCOU?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hb6c5emFgUGZOudf_5eVw3_l3OhuBEOb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LLy8JvqM4KApmeZqVTKjyOyqS69YMWv3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LLy8JvqM4KApmeZqVTKjyOyqS69YMWv3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LLy8JvqM4KApmeZqVTKjyOyqS69YMWv3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LLy8JvqM4KApmeZqVTKjyOyqS69YMWv3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kKrJ_zo5lTyTzCbk55qQV8puZlmDPROu?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kKrJ_zo5lTyTzCbk55qQV8puZlmDPROu?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kKrJ_zo5lTyTzCbk55qQV8puZlmDPROu?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kKrJ_zo5lTyTzCbk55qQV8puZlmDPROu?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xUkWrR1OjI8SIbDuJgpeuNPbwW_y2ZlO
https://drive.google.com/drive/folders/1xUkWrR1OjI8SIbDuJgpeuNPbwW_y2ZlO
https://drive.google.com/drive/folders/1xUkWrR1OjI8SIbDuJgpeuNPbwW_y2ZlO
https://drive.google.com/drive/folders/1xUkWrR1OjI8SIbDuJgpeuNPbwW_y2ZlO
https://drive.google.com/drive/folders/1xUkWrR1OjI8SIbDuJgpeuNPbwW_y2ZlO
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4H1d1JTC0K5Q93elSwnrXlP_ilQyjps
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4H1d1JTC0K5Q93elSwnrXlP_ilQyjps
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4H1d1JTC0K5Q93elSwnrXlP_ilQyjps


c. Hasil evaluasi atas penerapan 

Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil 

evaluasi atas penerapan 

Whistle Blowing System 

telah ditindaklanjuti 

oleh unit kerja

b. Jika sebagian hasil 

evaluasi atas penerapan 

Whistle Blowing System 

telah ditindaklanjuti 

oleh unit kerja

c. Jika hasil evaluasi 

atas penerapan Whistle 

Blowing System  belum 

ditindaklanjuti

A/B/C B

Sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah disusun dalam 

Laporan Monev Semester I dan II 2023, namun isi monev belum menyajikan 

permasalahan serta saran pelaksanaan sosialisasi dan public campaign yang 

dilakukan selama Tahun 2023. 

4.C. MONEV PENERAPAN WBS 

2023 

2024 

B 0,50

Sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah 

disusun dalam Laporan Monev Semester I dan II 2023, namun isi monev 

belum menyajikan permasalahan serta saran pelaksanaan sosialisasi dan 

public campaign yang dilakukan selama Tahun 2023. 

1. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan monev atas penerapan WBS 

harus ditindaklanjuti termasuk rekomendasi pada laporan periode sebelumnya;

2. Laporan monev yang tidak memberikan rekomendasi tidak akan dinilai, 

kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam monev namun tidak 

ditemukan permasalahan;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti, maka 

dinilai A;

b. Jika sebagian (≥30%) hasil evaluasi atas penerapan WBS telah 

ditindaklanjuti, maka dinilai B;

c. Jika hasil evaluasi belum ditindaklanjuti atau sebagian kecil (<30%) hasil 

evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti, maka dinilai C

Lap WBS Semester II di akhir bulan desember 

v. Penanganan Benturan Kepentingan 1,50 0,90 60,20%

a. Telah terdapat 

identifikasi/pemetaan benturan 

kepentingan dalam tugas fungsi 

utama

a. Jika terdapat  

identifikasi/pemetaan 

benturan kepentingan 

pada seluruh tugas 

fungsi utama

b. Jika terdapat  

identifikasi/pemetaan 

benturan kepentingan 

tetapi pada sebagian 

besar tugas fungsi 

utama

c. Jika terdapat  

identifikasi/pemetaan 

benturan kepentingan 

tetapi pada sebagian 

kecil tugas fungsi utama

d. Jika belum terdapat  

identifikasi/pemetaan 

benturan kepentingan 

dalam tugas fungsi 

utama

A/B/C/D B

Telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kebijakan penanganan benturan 

kepentingan tahun 2023 dan 2024 kepada seluruh pegawai, petugas dan pengguna 

layanan pada media 

   a. Pertemuan tatap muka (apel pagi); 

   b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website);

   c. Media Cetak (surat pengumuman deklarasi COI)

  

5.A. PEMETAAN BENTURAN KEPENTINGAN 

2023

2024 

B 0,67

Telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kebijakan penanganan 

benturan kepentingan tahun 2023 dan 2024 kepada seluruh pegawai, 

petugas dan pengguna layanan pada media 

   a. Pertemuan tatap muka (apel pagi); 

   b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, 

Website);

   c. Media Cetak (surat pengumuman deklarasi COI)

  

1. Identifikasi/pemetaan terhadap benturan kepentingan dalam tugas fungsi 

utama yang disesuaikan dengan karakteristik unit kerja dan jenis layanan, 

minimal meliputi:

a. Pejabat di lingkungan KKP yang berwenang dalam pengambilan keputusan 

dan penentuan kebijakan;

b. Perencana dan/atau pejabat di lingkungan KKP yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu;

c. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang 

yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan 

pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lingkungan KKP;

d. Pejabat lain yang diangkat oleh Menteri dan dibiayai oleh Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN);

e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk dan diberi kewenangan 

untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu di lingkungan KKP 

(jika ada);

f. Pengawas/Auditor yang diberikan tugas secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada KKP; dan/atau

g. Penilai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan 

lainnya (jika ada);

2. Merumuskan penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada jabatan-

jabatan tersebut;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika unit kerja telah melakukan identifikasi/pemetaan benturan 

kepentingan terhadap tugas dan fungsi utama sebagaimana ditetapkan dalam 

Permen KP. No. 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan 

Kepentingan di Lingkungan KKP dan merumuskan penanganan benturan 

kepentingan yang terjadi pada jabatan-jabatan tersebut, maka dinilai A;

b. Jika unit kerja telah melakukan identifikasi/pemetaan benturan 

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Deklarasi Benturan Kepentingan Semester II sudah 

terpenuhi;

2. Laporan COI Semester II di akhir bulan Desember

b. Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

disosialisasikan/internalisasi

a. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

disosialiasikan/diintern

alisasikan ke seluruh 

layanan

b. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

disosialiasikan/diintern

alisasikan ke sebagian 

besar layanan

c.  Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

disosialiasikan/diintern

alisasikan ke sebagian 

kecil layanan

d.  Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

belum 

disosialiasikan/diintern

alisasikan ke seluruh 

layanan

A/B/C/D B

Telah dilakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama 

pada tahun 2022, 2023 dan 2024 terhadap seluruh subyek jabatan yaitu pejabat 

struktural, pejabat fungsional, perencana, tim PBJ, Tim pelaksana keuangan, Tim 

Operasional Pelabuhan, Tim pelayanan publik PTSP, termasuk petugas layanan 

lapangan hingga satuan pengamanan dan Tenaga Kontrak 

5.B. SOSIALISASI INTERNALISASI COI

 2023 

2024 

B 0,67

Telah dilakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan 

fungsi utama pada tahun 2022, 2023 dan 2024 terhadap seluruh subyek 

jabatan yaitu pejabat struktural, pejabat fungsional, perencana, tim PBJ, 

Tim pelaksana keuangan, Tim Operasional Pelabuhan, Tim pelayanan 

publik PTSP, termasuk petugas layanan lapangan hingga satuan 

pengamanan dan Tenaga Kontrak 

1. Hasil identifikasi/pemetaan dan penanganan benturan kepentingan yang 

telah disusun untit kerja disosialisasikan/internalisasi kepada seluruh 

pegawai, petugas dan pengguna layanan, dapat dilakukan melalui:

a. Pertemuan tatap muka; 

b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website );

c. Media elektronik (running text, videotron, dll) 

d. Media Cetak (surat, edaran dll)

e. Papan pengumuman

2. Layanan yang dimaksud adalah layanan publik dan administratif;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan 

ke sebagian besar ≥50% layanan, maka dinilai B;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan 

ke sebagian kecil <50% layanan, maka dinilai C.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Deklarasi Benturan Kepentingan Semester II sudah 

terpenuhi;

2. Laporan COI Semester II di akhir bulan Desember

c. Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

diimplementasikan

a. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

diimplementasikan ke 

seluruh layanan

b. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

diimplementasikan ke 

sebagian besar layanan

c. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

diimplementasikan ke 

sebagian kecil layanan

d. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

belum 

diimplementasikan ke 

seluruh layanan

A/B/C/D B

Telah dilakukan implementasi terhadap penanganan benturan kepentingan, antara 

lain melalui:

 1. Dibentuknya tim penanganan benturan kepentingan

 2. Penyusunan matriks identifikasi penanganan benturan kepentingan 

 3. Pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan yang dilakukan secara 

triwulanan berdasarkan hasil monev belum ditemukan/dilaporkan adanya peristiwa 

benturan kepentingan.

 4. Sosialisasi hasil identifikasi penanganan benturan kepentingan kepada pegawai 

melalui tatap muka, media sosial, grup Whatsapp, dan surat pengisian kuesioner COI;

 5. Kegiatan terkait penanganan benturan kepentingan, seperti publikasi konten 

mengenai benturan kepentingan, pembuatan pakta integritas pegawai, sosialisasi 

mengenai mengenalkan benturan kepentingan kepada pegawai, dsb;

 6. Dilakukan deklarasi COI dan hasilnya diumumkan melalui Memorandum Daftar 

Hubungan Kekerabatan pegawai hasil pengisian kuesioner COI

 5.C. BUKTI INTERNALISASI COI 

2023 

2024 

Matrik Implementasi Penanganan Benturan 

Kepentingan.pdf

  

B 0,67

Telah dilakukan implementasi terhadap penanganan benturan 

kepentingan, antara lain melalui:

 1. Dibentuknya tim penanganan benturan kepentingan

 2. Penyusunan matriks identifikasi penanganan benturan kepentingan 

 3. Pelaksanaan monev penanganan benturan kepentingan yang 

dilakukan secara triwulanan berdasarkan hasil monev belum 

ditemukan/dilaporkan adanya peristiwa benturan kepentingan.

 4. Sosialisasi hasil identifikasi penanganan benturan kepentingan 

kepada pegawai melalui tatap muka, media sosial, grup Whatsapp, dan 

surat pengisian kuesioner COI;

 5. Kegiatan terkait penanganan benturan kepentingan, seperti publikasi 

konten mengenai benturan kepentingan, pembuatan pakta integritas 

pegawai, sosialisasi mengenai mengenalkan benturan kepentingan 

kepada pegawai, dsb;

 6. Dilakukan deklarasi COI dan hasilnya diumumkan melalui 

Memorandum Daftar Hubungan Kekerabatan pegawai hasil pengisian 

kuesioner COI

namun implementasi terhadap pegawai yg punya kekerabatan belum 

dilaporkan, apakah ada bentuk penanganannya (rolling pegawai atau 

pembatasan BMN dll)

1. Bandingkan strategi penanganan dalam matrik hasil identifikasi/pemetaan 

dengan implementasinya;

2. Untuk peningkatan kualitas harus dilengkapi subtansi:

a. Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi hasil identifikasi/pemetaan dan 

penanganan benturan kepentingan; 

b. Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam hasil identifikasi/pemetaan benturan kepentingan;

c. Pelaporan adanya benturan kepentingan yang dialami pegawai dan 

penanganan yang telah dilakukan. 

d. Upaya percepatan penanganan benturan kepentingan

e. Seluruhnya dilengkapi dengan bukti pelaksanaan;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian 

besar ( ≥50%) layanan, maka dinilai B;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian 

kecil (<50%) layanan, maka dinilai C;

c. Jika subtansi tidak lengkap, maka dinilai satu tingkat lebih rendah.

Contoh penangganan Benturan Kepentingan:

Penyusunan kode etik;

Pelatihan, arahan, dalam memberi contoh praktis;

Deklarasi konflik kepentingan;

Dukungan kelembagaan.

Rotasi/mutasi pegawai untuk menghindari potensi CoI

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Deklarasi Benturan Kepentingan Semester II sudah 

terpenuhi;

2. Laporan COI Semester II di akhir bulan Desember

d. Telah dilakukan evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan

a. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

dievaluasi secara berkala 

oleh unit kerja

b. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

dievaluasi tetapi tidak 

secara berkala oleh unit 

kerja

c. Jika penanganan 

Benturan Kepentingan 

belum dievaluasi oleh 

unit kerja

A/B/C B

Dalam drive Monev dan TL Hasil monev dilampirkan Matriks penanganan potensi 

benturan kepentingan Jan s.d Des 2022 dan belum terdapat hasil evaluasi yang 

mengulas antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan;

2. Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam hasil identifikasi benturan kepentingan dan bukti kegiatan dilampirkan.

3. Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan maupun laporan adanya benturan 

kepentingan, sehingga implementasi penanganan atas peristiwa yang muncul tidak 

diperlukan

5.D. MONEV COI  

2023 

2024 

B 0,50

Dalam drive Monev dan TL Hasil monev dilampirkan Matriks penanganan 

potensi benturan kepentingan Jan s.d Des 2022 dan belum terdapat hasil 

evaluasi yang mengulas antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi penanganan benturan 

kepentingan;

2. Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam hasil identifikasi benturan kepentingan dan bukti 

kegiatan dilampirkan.

3. Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan maupun laporan 

adanya benturan kepentingan, sehingga implementasi penanganan atas 

peristiwa yang muncul tidak diperlukan

1. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dilakukan per semester dan 

memuat substansi sosialisasi/publikasi, penanganan dan pelaporan, dan 

dilengkapi dengan rekomendasi, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas 

dalam monev namun tidak ditemukan permasalahan;

2. Monev dilakukan atas penanganan benturan kepentingan minimal dilakukan 

secara semester dan memuat subtansi:

a. upaya sosialisasi/publikasi kebijakan;

b. memantau/menilai pemahaman pegawai terkait penanganan benturan 

kepentingan;

c. permasalahan dan saran perbaikan atas hasil monev penanganan benturan 

kepentingan;

d. upaya tindak lanjut terhadap saran perbaikan pada laporan periode 

sebelumnya.

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika substansi monev tidak lengkap dan tidak memuat saran perbaikan, 

maka dinilai C;

b. Jika substansi monev tidak lengkap, maka dinilai satu tingkat lebih rendah 

dari nilai seharusnya;

c. Jika dalam monev tidak memuat saran perbaikan, maka dinilai satu tingkat 

lebih rendah dari nilai seharusnya.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Deklarasi Benturan Kepentingan Semester II sudah 

terpenuhi;

2. Laporan COI Semester II di akhir bulan Desember

e. Hasil evaluasi atas Penanganan 

Benturan Kepentingan telah 

ditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil 

evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

ditindaklanjuti oleh unit 

kerja

b. Jika sebagian hasil 

evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan telah 

ditindaklanjuti oleh unit 

kerja

c. Jika belum ada hasil 

evaluasi atas 

Penanganan Benturan 

Kepentingan yang 

ditindaklanjuti unit 

kerja

A/B/C B

Laporan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan Sem II 2023 telah disusun 

berisi penjelasan tindak lanjut periode sebelumnya. 5.E. LAP IMPLEMENTASI MONEV TINJUT COI 

2023

2024  

B 0,50

Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dilakukan evaluasi 

dari hasil identifikasi kekerabatan telah disusun berisi penjelasan tindak 

lanjut periode sebelumnya 

1. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan monev penanganan benturan 

kepentingan harus ditindaklanjuti termasuk rekomendasi pada laporan periode 

sebelumnya;

2. Laporan monev yang tidak memberikan saran perbaikan tidak akan dinilai, 

kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam monev namun tidak 

ditemukan permasalahan;

3. Bila tidak ada terdapat benturan kepentingan bukan berarti tidak perlu 

membuat rekomendasi. Rekomendasi tetap diperlukan untuk perbaikan dalam 

penanganan benturan kepentingan;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Dinilai sebagian besar jika ≥30% hasil evaluasi atas Penanganan Benturan 

Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika monev tidak memberikan rekomendasi, maka dinilai satu tingkat lebih 

rendah, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam monev namun 

tidak ditemukan permasalahan.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Deklarasi Benturan Kepentingan Semester II sudah 

terpenuhi;

2. Laporan COI Semester II di akhir bulan Desember

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK5,00 4,70 93,90%

i. Standar Pelayanan 1,00 1,00 100,00%
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a. Terdapat kebijakan standar 

pelayanan

a. Terdapat penetapan 

Standar Pelayanan 

terhadap seluruh jenis 

pelayanan, dan sesuai 

asas serta komponen 

standar pelayanan 

publik yang berlaku

b. Terdapat penetapan 

Standar Pelayanan 

terhadap sebagian jenis 

pelayanan, dan sesuai 

asas serta komponen 

standar pelayanan 

publik yang berlaku

c. Terdapat penetapan 

Standar Pelayanan 

terhadap seluruh jenis 

pelayanan, namun tidak 

sesuai asas serta 

komponen standar 

pelayanan publik yang 

berlaku

d. Terdapat penetapan 

Standar Pelayanan 

terhadap sebagian jenis 

pelayanan, namun tidak 

sesuai asas serta 

A/B/C/D/E A

PPS Cilacap menerapakan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dalam memberikan 

pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, PPS Cilacap juga menerapkan ISO 

14001:2015 tentang Manajemen Lingkungan.

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) 

bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas (ST) Pimpinan 

satker UPT.

Telah terdapat standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan sesuai 

PermenPANRB Nomor 15/2014 :

1. Tahun 2023 terdapat 20 Standar Pelayanan yang ditetapkan sesuai memorandum 

Kepala Nomor 32/PPSC/OT.710/I/2003, memuat diantaranya 10 Layanan utama pada 

PPS Cilacap yaitu Pelayanan Penerbitan STBLK Kedatangan Kapal, Penerbitan Surat 

Tanda Bukti

Lapor Keberangkatan Kapal, Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Penerbitan 

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, Pelayanan Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau 

Bangunan, Pelayanan Perjanjian Penggunaan Tanah dan atau Bangunan, Pelayanan 

Penggunaan Alat Berat, Pelayanan Pengembalian Alat Berat, Pelayanan Tambat Labuh, 

Pelayanan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB), Pelayanan 

Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, pelayanan floating repair kapal 

perikanan, penerbitan persetujuan pengisian BBM non subsidi, pelayanan pengesahan 

perjanjian kerja laut, pelayanan e-logbook penangkapan ikan, pelayanan pas masuk 

harian, pelayanan pas masuk langganan, pelayanan penumpukan barang, pelayanan 

penyimpanan pada unit pendingin, pelayanan jasa listrik, pelayanan data dan 

informasi publik

3. Tahun 2024 ditetapkan Standar Pelayanan yang memuat 15 standar pelayanan, 

memuat diantanya 9 layanan utama pada PPS Cilacap. yaitu Pelayanan Penerbitan 

STBLK Kedatangan Kapal, Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), 

Pelayanan Penerbitan SHTI, Pelayanan Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau 

Bangunan, Pelayanan Perjanjian Penggunaan Tanah dan atau Bangunan, pelayanan 

penggunaan transportasi, pelayanan tambat dan labuh,  Pelayanan Sertifikat CPIB, 

Pelayanan penerbitan Surat kalikan kapal perikanan, Pelayanan Floating repair, 

Pelayanan penerbitan perjanjian kerja laut, pelayanan e-logbook penangkapan ikan, 

1.a Kebijakan Standar Pelayanan 

Daftar jenis pelayanan publik pada Unit 

Kerja                  

1. Memo Daftar Jenis Pelayanan Publik di 

PPSC.pdf 

1. Jenis Layanan PPS Cilacap.pdf 

Standar pelayanan unit kerja

2. Standar Pelayanan PPSC.pdf 

2. STANDAR PELAYANAN 2024.pdf 

Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik

3. Hasil Pembahasan SP (FKP) 

3. LAPORAN FKP PPS CILACAP 2023.pdf 

Sertifikat ISO 9001:2015 tentang Manajemen 

Mutu Pelayanan

ISO 9001:2015 

Sertifikat ISO 14001:2015 tentang 

Manajemen Lingkungan

ISO 1400!:2015

A 1,00

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk 

Surat Tugas (ST) Pimpinan satker UPT.

Telah terdapat standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan 

sesuai PermenPANRB Nomor 15/2014 :

1. Tahun 2021 dan 2022 terdapat 10 Standar Pelayananan yang 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala PPS Cilacap Nomor 

39/PPSC/OT.310/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Keputusan 

Kepala PPS Cilacap Nomor: B13/PPSC/OT.310/I/2022 yaitu Pelayanan 

Penerbitan STBLK Kedatangan Kapal, Pelayanan Penerbitan STBLK 

Keberangkatan Kapal, Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar 

(SPB), Pelayanan Penerbitan SHTI, Pelayanan Rekomendasi Penggunaan 

Tanah dan atau Bangunan, Pelayanan Perjanjian Penggunaan Tanah dan 

atau Bangunan, Pelayanan Penggunaan Alat Berat, Pelayanan Jasa 

Tambat Labuh, Pelayanan Sertifikat CPIB, Pelayanan Data dan Informasi.

2. Tahun 2023 terdapat 20 Standar Pelayanan yang ditetapkan sesuai 

memorandum Kepala Nomor 32/PPSC/OT.710/I/2003, memuat 

diantaranya 10 Layanan utama pada PPS Cilacap

3. Tahun 2024 ditetapkan Standar Pelayanan yang memuat 15 standar 

pelayanan, memuat diantanya 9 layanan utama pada PPS Cilacap

1. Identifikasi jenis layanan berdasarkan PermenKP Nomor 15/2021 (atau 

sesuai dengan tusi pelayanan masing-masing yang dilaksanakan oleh Satker);

2. Penyusunan standar pelayanan berdasarkan PermenPANRB Nomor 15/2014 :

a.1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan (service point) meliputi:

1) Persyaratan

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur

3) Jangka waktu pelayanan

4) Biaya/tarif

5) Produk pelayanan

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi

a.2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 

pelayanan (manufacturing ) meliputi:

1) Dasar hukum

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

3) Kompetensi pelaksana

4) Pengawasan internal

5) Jumlah pelaksana

6) Jaminan pelayanan

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana

b. Proses penyusunan standar pelayanan melibatkan stakeholders  (tokoh 

masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta 

memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.

c. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dinilai sebagian jika unit kerja telah 

memiliki ≥30% jenis pelayanan.

TERPENUHI

b. Standar pelayanan telah 

dimaklumatkan

a. Standar pelayanan 

telah dimaklumatkan 

pada seluruh jenis 

pelayanan dan 

dipublikasikan di 

website dan media 

lainnya

b. Standar pelayanan 

telah dimaklumatkan 

pada sebagian besar 

jenis pelayanan dan 

dipublikasikan minimal 

di website

c. Standar pelayanan 

telah dimaklumatkan 

pada sebagian kecil  

jenis pelayanan dan 

belum dipublikasikan

d. Standar pelayanan 

belum dimaklumatkan 

pada seluruh jenis 

pelayanan dan belum 

dipublikasikan

A/B/C/D A

Standar pelayanan telah dimaklumatkan untuk seluruh jenis layanan, pada Tahun 

2023 sebanyak  20 pelayanan dan tahun 2024 sebanyak 15 pelayanan

Maklumat pelayanan telah disusun telah mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 

15 Tahun 2014

Standar pelayanan Tahun 2024 telah dimaklumatkan melalui website. media sosial 

(twitter, facebook, instagram) dan digital banner yang ditempatkan di gedung PTSA, 

dalam bentuk buku yang diletakkan di ruang tunggu pelayanan dan receptionist 

gedung pelayanan (PTSA)

Maklumat pelayanan PTSA Tahun 2024 telah dipublikasi melalui website, dipasang 

pada gedung PTSA

Tahun 2023

1. SP PPSC.pdf

2. Maklumat Pelayanan.pdf

3.publikasi Maklumat pelayanan

4.publikasi standar pelayanan media 

elektronik

Tahun 2024

1. STANDAR PELAYANAN 2024.pdf

2. Publikasi Maklumat Pelayanan, SP, dan 

Jenis Layanan

A 1,00

Standar pelayanan telah dimaklumatkan untuk seluruh jenis layanan, 

pada Tahun 2023 sebanyak  20 pelayanan dan tahun 2024 sebanyak 15 

pelayanan

Maklumat pelayanan telah disusun telah mengacu kepada Permen PAN 

dan RB Nomor 15 Tahun 2014

Standar pelayanan Tahun 2024 telah dimaklumatkan melalui website. 

media sosial (twitter, facebook, instagram) dan digital banner yang 

ditempatkan di gedung PTSA, dalam bentuk buku yang diletakkan di 

ruang tunggu pelayanan dan receptionist gedung pelayanan (PTSA)

Maklumat pelayanan PTSA Tahun 2024 telah dipublikasi melalui website, 

dipasang pada gedung PTSA

1. Identifikasi SP yang telah dimaklumatkan;

2. Media yang digunakan untuk publikasi SP dan Maklumat pelayanan adalah 

website dan media lainnya (media cetak, elektronik dan media sosial);

3. Penilaian:

a. Jika standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan 

dan dipublikasikan di website  dan media lainnya, maka dinilai A;

b. Jika standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar (≥50%) 

jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website , maka dinilai B;

c. Jika standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil (<50%) 

jenis pelayanan dan belum dipublikasikan, maka dinilai C;

d. Jika standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan 

dan belum dipublikasikan, maka dinilai D.

Catatan:

Maklumat Pelayanan mengacu Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 

memuat hal-hal yaitu:

a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan Standar Pelayanan. 

b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan 

melakukan perbaikan secara terus-menerus. 

c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan 

kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 

TERPENUHI

c. Dilakukan reviu dan perbaikan 

atas standar pelayanan

a. Dilakukan reviu dan 

perbaikan atas standar 

pelayanan dan 

dilakukan dengan 

melibatkan stakeholders 

(antara lain : tokoh 

masyarakat,  akademisi, 

dunia usaha, dan 

lembaga swadaya 

masyarakat), serta 

memanfaatkan masukan 

hasil SKM dan 

pengaduan masyarakat

b. Dilakukan reviu dan 

perbaikan atas standar 

pelayanan dan 

dilakukan dengan 

memanfaatkan masukan 

hasil SKM dan 

pengaduan masyarakat, 

namun tanpa 

melibatkan stakeholders

c. Dilakukan reviu dan 

perbaikan atas standar 

pelayanan, namun  

dilakukan tanpa 

memanfaatkan masukan 

A/B/C/D A

PPS Cilacap telah melakukan reviu atas perbaikan standar pelayanan melalui kegiatan 

Forum Konsultasi Publik pada November 2023 yang melibatkan stakeholder yaitu 

Pusdatin, TNI AL, dinas KP Provinsi jateng, Dinas Perikanan Kab Cilacap, BPPI 

Semarang, Satpol PP Kab Cilacap, BPBD Kab Cilacap, Satpolair Cilacap, BKIPM 

Yogyakarta, BPPP Tegal, LPSPL Serang, KKP Kelas II Cilacap, Balai Monitor Spektrum 

Frekuensi Radio, Statsiun Meteorologi Kelas III Tunggul Wulung, Satsiun PSDKP 

Cilacap, BPJS Ketenagakerjaan, BNI Cilacap, HNSI Cilacap, KUD Mino Saroyo, 

Politeknik Negeri Cilacap, SMKN 2 Cilacap, inews, pengguna jasa. 

Pelaksanaan reviu standar pelayanan juga dilakukan pembahasan hasil SKM. 

Hasil reviu standar pelayanan telah ditindaklanjuti dengan penetapan standar 

pelayanan Tahun 2024 mengacu hasil reviu

Tahun 2023

LAPORAN FKP PPS CILACAP 

2023_compressed.pdf

Review SP 2023 .pdf

STANDAR PELAYANAN 2024.pdf

Tahun 2024

LAPORAN HASIL FKP PPS CILACAP 2024.pdf

A 1,00

PPS Cilacap telah melakukan reviu atas perbaikan standar pelayanan 

melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik pada November 2023 yang 

melibatkan stakeholder yaitu Pusdatin, TNI AL, dinas KP Provinsi jateng, 

Dinas Perikanan Kab Cilacap, BPPI Semarang, Satpol PP Kab Cilacap, 

BPBD Kab Cilacap, Satpolair Cilacap, BKIPM Yogyakarta, BPPP Tegal, 

LPSPL Serang, KKP Kelas II Cilacap, Balai Monitor Spektrum Frekuensi 

Radio, Statsiun Meteorologi Kelas III Tunggul Wulung, Satsiun PSDKP 

Cilacap, BPJS Ketenagakerjaan, BNI Cilacap, HNSI Cilacap, KUD Mino 

Saroyo, Politeknik Negeri Cilacap, SMKN 2 Cilacap, inews, pengguna jasa. 

Pelaksanaan reviu standar pelayanan juga dilakukan pembahasan hasil 

SKM. 

Hasil reviu standar pelayanan telah ditindaklanjuti dengan penetapan 

standar pelayanan Tahun 2024 mengacu hasil reviu

PPS Cilacap juga telah melaksanakan FKP Tahun 2024 pada bulan 

November 2024

1. Reviu/evaluasi wajib dilaksanakan minimal satu tahun sekali sesuai Permen 

KP Nomor 15 Tahun 2021 (Pasal 20 ayat 1);

2. Reviu dilakukan melalui proses konsultansi publik melibatkan stakeholders 

sesuai unsur yang terlibat dalam pelayanan unit kerja (antara lain 

penyelenggara layanan, tokoh masyarakat, instansi terkait, praktisi/akademisi, 

dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pengguna layanan), 

serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat;

3. Reviu dilakukan terhadap seluruh (14 komponen) standar pelayanan pada 

seluruh layanan. dengan mempertimbangkan: 

a. perubahan kebijakan;

b. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. inovasi dalam pelayanan;

d. penerapan teknologi informasi;

e. proses bisnis;

f. masukan dari Masyarakat (survey kepuasan masyarakat/pengaduan);

4. Hasil reviu ditindaklanjuti berupa perbaikan standar pelayanan dan 

dikomunikasikan/ dipublikasikan kepada masyarakat;

5. Jika SP terpusat maka hasil reviu unit kerja agar diusulkan secara tertulis 

kepada Unit Eselon I;

6. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

TERPENUHI

Telah dilakukan penambahan dokumen 

laporan hasil FKP Tahun 2024

d. telah melakukan publikasi atas 

standar pelayanan dan 

maklumat pelayanan

ya,telah melakukan 

publikasi atas tandar 

pelayanan dan 

maklumat pelayanan
Ya/Tidak Ya

Standar Pelayanan dan Maklumat pelayanan telah dipublikasikan melalui 

website, media sosial (facebook, instagram, twitter), papan pengumuman, 

digital banner yang ditempatkan di gedung PTSA, SIPPN menpan, media 

cetak di ruang pelayanan, dalam bentuk buku yang diletakkan di ruang 

tunggu pelayanan dan receptionist gedung pelayanan (PTSA)

Publikasi SP dan Maklumat Pelayanan Tahun 

2023

Publikasi SP dan Maklumat Pelayanan Tahun 

2024

Ya 1,00

Standar Pelayanan dan Maklumat pelayanan telah dipublikasikan 

melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter), papan 

pengumuman, digital banner yang ditempatkan di gedung PTSA, SIPPN 

menpan, media cetak di ruang pelayanan, dalam bentuk buku yang 

diletakkan di ruang tunggu pelayanan dan receptionist gedung 

pelayanan (PTSA)

1. Media yang digunakan untuk publikasi SP dan Maklumat pelayanan adalah 

website dan media lainnya (media cetak: papan pengumunan, brosur/leaflet, 

poster, spanduk, media elektronik dan media sosial);

2. Publikasi standar layanan dilakukan terhadap seluruh layanan (mengingat 

tiap layanan memiliki standar pelayanan berbeda);

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban. 

TERPENUHI

ii. Budaya Pelayanan Prima 1,00 0,86 86,17%

a. Telah dilakukan berbagai upaya 

peningkatan kemampuan 

dan/atau kompetensi tentang 

penerapan budaya pelayanan 

prima

a. Telah dilakukan 

pelatihan/sosialisasi 

pelayanan prima secara 

berkelanjutan dan 

terjadwal, sehingga 

seluruh 

petugas/pelaksana 

layanan memiliki 

kompetensi sesuai 

kebutuhan jenis 

layanan serta telah dan 

terdapat monev yang 

melihat 

kemampuan/kecakapan 

petugas/pelaksana 

layanan

b. Telah dilakukan 

pelatihan/sosialisasi 

pelayanan prima, dan  

seluruh 

petugas/pelaksana 

layanan memiliki 

kompetensi sesuai 

kebutuhan jenis 

layanan

c. Telah dilakukan 

pelatihan/sosialisasi 

A/B/C/D/E B

PPS Cilacap telah melakukan upaya peningkatan kemampuan/kompetensi 

tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui kegiatan sosialisasi 

yang terjadwal kepada 9 dari 10 petugas pelayanan

Tahun 2023 telah dilakukan monev kecakapan petugas pelayanan 

menggunakan perolehan nilai beberapa unsur yang ada dalam survey 

kepuasan masyarakat pada periode triwulan I dan III 2023. Berdasarkan 

hasil SKM, hasil pengukuran unsur kompetensi pelaksana, waktu 

penyelesaian dan unsur perilaku pelaksana/kecepatan respon yang 

dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat pada periode Triwulan I dan 

Triwulan III tahun 2023 menunjukkan peningkatan. Pelaksanaan monev 

dilihat dari sebelum dan setelah mengikuti pelatihan.

Pada Tahun 2024 sudah dilaksanakan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima 

kepada seluruh petugas pelayanan pada Tahun 2024 pada tanggal 14 Juni 

2024. Monev akan dilaksanakan pada bulan November 2024

Tahun 2023

JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN BUDAYA 

PELAYANAN PRIMA 2023.pdf

Laporan Kegiatan Sosialisasi terkait budaya 

pelayanan prima tahun 2023.pdf

Laporan Monev Kecakapan Petugas 

Pelayanan 2023.pdf

ST Petugas Pelayanan Publik.pdf

Tahun 2024

JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN BUDAYA 

PELAYANAN PRIMA 2024.pdf

Lap Keg Sosialisasi Budaya Pelayanan 

Prima.pdf

PELAKSANAAN KOLABORASI DAN 

SINERGITAS DALAM PENINGKATAN 

PELAYANAN PUBLIK PPS CILACAP.pdf

ST Petugas Pelayanan Publik.pdf

B 0,75

PPS Cilacap telah melakukan upaya peningkatan 

kemampuan/kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan 

prima melalui kegiatan sosialisasi yang terjadwal kepada 9 dari 

10 petugas pelayanan

Tahun 2023 telah dilakukan monev kecakapan petugas 

pelayanan menggunakan perolehan nilai beberapa unsur yang 

ada dalam survey kepuasan masyarakat pada periode triwulan I 

dan III 2023. Berdasarkan hasil SKM, hasil pengukuran unsur 

kompetensi pelaksana, waktu penyelesaian dan unsur perilaku 

pelaksana/kecepatan respon yang dilakukan melalui survey 

kepuasan masyarakat pada periode Triwulan I dan Triwulan III 

tahun 2023 menunjukkan peningkatan. Pelaksanaan monev 

dilihat dari sebelum dan setelah mengikuti pelatihan.

Pada Tahun 2024 sudah dilaksanakan pelatihan/sosialisasi 

pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan pada Tahun 

2024 pada tanggal 14 Juni 2024. Selain itu juga telah dilakukan 

kegiatan kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan pelayanan 

publik pada 9-10 Juni 2024.

1. Substansi materi pelatihan/sosialisasi antara lain: Aspek kebijakan 

pelayanan, Profesionalisme SDM (kode etik, estetika, capacity building, dll.), 

Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan 

Pengaduan serta Inovasi;

2. Pelaksanaan monev terkait kecakapan petugas layanan antara lain:

a. Kemampuan petugas pelayanan dinilai dari tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaiakan 

pelayanan kepada masyarakat; 

b. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

c. Keadilan memberikan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani;

d. Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati;

3. Berkelanjutan diukur dari keikutsertaan setiap petugas pelayanan dalam 

pelatihan/sosialisasi minimal sekali dalam setahun (secara online/offline ) 

sesuai kebutuhan jenis layanan, dilengkapi denga jadwal;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika pelatihan/sosialisasi pelayanan prima diberikan kepada sebagian besar 

(≥50%) petugas/pelaksana layanan; maka dinilai C;

b.Jika pelatihan/sosialisasi pelayanan prima diberikan kepada sebagian kecil 

(<50%) petugas/pelaksana layanan, maka dinilai D.

TERPENUHI
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b. Informasi tentang pelayanan 

mudah diakses melalui berbagai 

media

a. Seluruh Informasi 

tentang pelayanan dapat 

diakses secara online 

(website/media sosial) 

dan terhubung dengan 

sistem informasi 

pelayanan publik 

nasional

b. Seluruh Informasi 

tentang pelayanan dapat 

diakses secara online 

(website/media sosial), 

namun belum 

terhubung dengan 

sistem informasi 

pelayanan publik 

nasional

c. Seluruh Informasi 

tentang pelayanan 

belum online, hanya 

dapat diakses di tempat 

layanan (intranet dan 

non elektronik)

d. Informasi tentang 

pelayanan sulit diakses

A/B/C/D A

Informasi tentang pelayanan pada PPS Cilacap mudah diakses secara online 

melalui media sosial (website, instagram, facebook, twitter) dan melalui 

media offline melalui banner, papan pengumuman dan telah terhubung 

dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 

(https://sippn.menpan.go.id/) 

Tahun 2023

1.Dokumentasi publikasi informasi 

pelayanan

2.Screenshoot web,wa group,twitter dll 

untuk media sosial 2023

Tahun 2024

1. Publikasi Jenis Layanan 

 2. Publikasi Standar Pelayanan 

A 1,00

Informasi tentang pelayanan pada PPS Cilacap mudah diakses 

secara online melalui media sosial (website, instagram, facebook, 

twitter) dan melalui media offline melalui banner, papan 

pengumuman dan telah terhubung dengan Sistem Informasi 

Pelayanan Publik Nasional (https://sippn.menpan.go.id/) 

1. Seluruh Informasi layanan (SK/ST Petugas Layanan, SP, Jenis layanan, 

Maklumat Pelayanan, SOP) pada unit kerja dapat diakses melalui berbagai 

media dan terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (diuji 

dalam website : sipp.menpan.go.id );

2.Penilaian mengacu kriteria jawaban.

TERPENUHI

c. Telah terdapat sistem pemberian 

penghargaan dan sanksi bagi 

petugas pemberi pelayanan

a. Telah terdapat 

kebijakan pemberian 

penghargaan dan sanksi 

yang minimal 

memenuhi unsur 

penilaian: disiplin, 

kinerja, dan hasil 

penilaian pengguna 

layanan, dan telah 

diterapkan secara 

rutin/berkelanjutan

b. Telah terdapat 

kebijakan pemberian 

penghargaan dan sanksi 

yang minimal 

memenuhi unsur 

penilaian: disiplin, 

kinerja, dan hasil 

penilaian pengguna 

layanan, namun belum 

diterapkan secara 

rutin/berkelanjutan

c. Telah terdapat 

kebijakan pemberian 

penghargaan dan 

sanksi, namun belum 

memenuhi unsur 

A/B/C/D B

PPS Cilacap mempunyai sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi 

pemberi pelayanan sebagaimana diatur dalam mekanisme Pemberian 

Penghargaan, Hukuman dan Kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan 

Publik Lingkup PPS Cilacap.

Unsur penilaian pemberian penghargaan meliput memiliki nilai dasar 

berakhlak, dan terdapat penilaian dari penerima layanan

Mekanisme pemberian penghargaan, hukuman dan kompensasi pada 

Pelaksanaan Pelayanan Publik lingkup PPS Cilacap sudah mengatur 

penilaian dari arahan, sesama pelaksana pelayanan (rekan sejawat), dan 

penilaian dari pengguna layanan.

Tahun 2023 dan 2024 telah terdapat implementasi pemberian penghargaan 

kepada petugas layanan secara semesteran dengan penilaian berdasarkan 

mekanisme yang ditetapkan

Tahun 2023

1.Kebijakan reward dan punishment 

2.Bukti pemberian penghargaan dan sangsi 

petugas pemberi layanan

 

Tahun 2024

Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan PPSC 

2024.pdf

Mekanisme Reward n Punishment PPSC.pdf

Reward Petugas Pelayanan Publik Semester I 

B 0,67

PPS Cilacap mempunyai sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi 

pemberi pelayanan sebagaimana diatur dalam mekanisme Pemberian 

Penghargaan, Hukuman dan Kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan 

Publik Lingkup PPS Cilacap.

Unsur penilaian pemberian penghargaan meliput memiliki nilai dasar 

berakhlak, dan terdapat penilaian dari penerima layanan

Mekanisme pemberian penghargaan, hukuman dan kompensasi pada 

Pelaksanaan Pelayanan Publik lingkup PPS Cilacap sudah mengatur 

penilaian dari arahan, sesama pelaksana pelayanan (rekan sejawat), dan 

penilaian dari pengguna layanan.

Tahun 2023 dan 2024 telah terdapat implementasi pemberian 

penghargaan kepada petugas layanan secara semesteran dengan 

penilaian berdasarkan mekanisme yang ditetapkan

1. Kode etik khusus petugas layanan yang memuat kebijakan pemberian 

penghargaan dan sanksi;

2. Mekanisme penilaian pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas 

layanan, memuat minimal:

a. kriteria penilaian oleh pimpinan dan rekan sejawat meliputi: sikap dan 

perilaku, kedisplinan, profesionalitas, kecepatan respon, kerja sama, tanggung 

jawab; dan integritas; inovatif/kreatif (kemampuan dalam menuangkan ide)

b. Hasil penilaian pengguna layanan; penampilan (pakaian, atribut dll sesuai 

ketentuan), tidak pernah mendapat complain, ,

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Penilaian reward kepada petugas pelayanan 

publik semester 2 sedang berlangsung di bulan 

Desember 2024

d. Telah terdapat sistem pemberian 

kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak 

sesuai standar

a. Telah terdapat sistem 

pemberian kompensasi 

bila layanan tidak sesuai 

standar bagi penerima 

layanan di seluruh jenis 

layanan

b. Telah terdapat sistem 

pemberian kompensasi 

bila layanan tidak sesuai 

standar bagi penerima 

layanan di sebagian 

besar jenis layanan 

c. Telah terdapat sistem 

pemberian kompensasi 

bila layanan tidak sesuai 

standar bagi penerima 

layanan di sebagian 

kecil jenis layanan 

d. Belum terdapat 

sistem pemberian 

kompensasi bila layanan 

tidak sesuai standar

A/B/C/D A

Telah terdapat sistem pemberian kompensasi pada penerima layanan jika 

layanan tidak sesuai standar pada seluruh layanan sebagaimana diatur 

dalam mekanisme Pemberian Penghargaan, Hukuman dan Kompensasi pada 

Pelaksanaan Pelayanan Publik Lingkup PPS Cilacap.

Kompensasi diberikan kepada penerima layanan jika terjadi keterlambatan 

pemberian layanan selama 1-15 menit, 15-30 menit, 30-60 menit, lebih dari 

1 jam, dan keterlambatan dikarenak hal-hal diluar kendali

Selama tahun 2023 dan sampai dengan Juli 2024 belum pernah ada 

pengguna layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar. sehingga 

belum ada pemberian kompensasi 

Tahun 2023

Memo Kompensasi Pelayanan Semester I 

2023.pdf

Memo Kompensasi Pelayanan Semester II 

2023.pdf

Memorandum Mekanisme Reward, 

Punishment dan kompensasi 

penyelenggaraan Pelayanan 2023.pdf

Tahun 2024

Mekanisme Reward n Punishment PPSC 

2024.pdf

Memo Kompensasi Pelayanan Semester I 

2024.pdf

A 1,00

Telah terdapat sistem pemberian kompensasi pada penerima 

layanan jika layanan tidak sesuai standar pada seluruh layanan 

sebagaimana diatur dalam mekanisme Pemberian Penghargaan, 

Hukuman dan Kompensasi pada Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Lingkup PPS Cilacap.

Selama tahun 2023 dan sampai dengan Juli 2024 belum pernah 

ada pengguna layanan yang menerima layanan tidak sesuai 

standar. sehingga belum ada pemberian kompensasi 

1. Mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan untuk seluruh 

jenis layanan pada unit kerja, jika pemberian layanan tidak sesuai standar. 

Informasi terkait mekanisme kompensasi wajib dipublikasikan ke pengguna 

jasa;

2. Implementasi atas pemberian kompensasi selain dokumen bukti, dilengkapi 

juga dengan pernyataan puas/tidak puas dari pengguna jasa yang menerima 

kompensasi berupa dokumen tertulis/ foto/video, dll.;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai 

standar bagi penerima layanan di sebagian besar (≥ 50%) jenis layanan, maka 

dinilai B;

b. Jika telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai 

standar bagi penerima layanan di sebagian kecil (<50%) jenis layanan, maka 

diniliai C.

TERPENUHI

e. Terdapat sarana layanan 

terpadu/terintegrasi

a. Jika seluruh 

pelayanan sudah 

dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi

b. Jika sebagian besar 

pelayanan sudah 

dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi

c. Jika sebagian kecil 

pelayanan sudah 

dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi

d. Jika tidak ada 

pelayanan yang 

dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi

A/B/C/D A

Telah terdapat kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) pada PPS Cilacap 

yang ditetapkan dengan Kepmen KP Nomor 162 Tahun 2023

Seluruh layanan PPS Cilacap telah terpadu dalam PTSA dan telah terdapat 

SOP PTSA

Terdapat pengintegrasian layanan pada PTSA menggunakan aplikasi Si 

Antasena (Sistem Layanan Terpadu Satu Atap Terintegrasi) yang memuat 

fitur antrian, call center, progress tracking. Saat ini sedang dilakukan 

pengembangan untuk versi android, didalamnya nantinya akan 

mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA (termasuk instansi lain 

yang telah tergabung dalam PTSA) 

Tahun 2023

Dokumentasi dalam gedung pelayanan 

terpadu

 Gedung pelayanan terpadu baru.pdf

SOP PTSA.pdf

Tahun 2024

Gedung PTSA PPS Cilacap 

Publikasi dan Sosialisasi SIANTASENA 

SI ANTASENA 

KEPMENKP Penetapan PTSA UPT KKP.pdf

SOP Layanan di PTSA.pdf

SOP Pelayanan Terpadu Satu Atap.pdf

A 1,00

Telah terdapat kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) pada 

PPS Cilacap yang ditetapkan dengan Kepmen KP Nomor 162 

Tahun 2023

Seluruh layanan PPS Cilacap telah terpadu dalam PTSA dan 

telah terdapat SOP PTSA

Terdapat pengintegrasian layanan pada PTSA menggunakan 

aplikasi Si Antasena (Sistem Layanan Terpadu Satu Atap 

Terintegrasi) yang memuat fitur antrian, call center, progress 

tracking. Saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk versi 

android, didalamnya nantinya akan mengintegrasikan seluruh 

layanan yang ada di PTSA (termasuk instansi lain yang telah 

tergabung dalam PTSA) 

1. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam 

pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh 

sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan 

mengurangi biaya; 

2. Layanan terpadu/terintegrasi dapat berupa:

a. Layanan satu atap; atau 

b. Layanan satu pintu;

c. Layanan terpadu dalam sistem/aplikasi

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a Jika sebagian besar (≥50%) pelayanan sudah dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi; maka dinilai B;

b.Jika sebagian kecil (<50%) pelayanan sudah dilakukan secara 

terpadu/terintegrasi, maka dinilai C.

TERPENUHI

f. Terdapat inovasi pelayanan a. Jika unit kerja telah 

memiliki inovasi 

pelayanan yang  

berbeda dengan unit 

kerja lain dan 

mendekatkan pelayanan 

dengan masyarakat 

serta telah direplikasi

b. Jika unit kerja telah 

memiliki inovasi 

pelayanan yang  

berbeda dengan unit 

kerja lain dan 

mendekatkan pelayanan 

dengan masyarakat

c. Jika unit kerja 

memiliki inovasi yang 

merupakan replikasi 

dan pengembangan dari 

inovasi yang sudah ada 

d. Jika unit kerja telah 

memiliki inovasi akan 

tetapi merupakan 

pelaksanaan inovasi dari 

instansi pemerintah 

e. Jika  unit kerja belum 

memiliki inovasi 

A/B/C/D/E B

Tahun 2021 Satker memiliki inovasi berupa fasilitasi kemudahan 

pembayaran untuk seluruh pelayanan di PPS Cilacap melalui penyediaan 

layanan bank dan atm bersama dan pembayaran non tunai melalui 

penyediaan Mesin Elektronik Data Capture (EDC) serta mobile banking. 

Inovasi lain untuk pembayaran adalah menghadirkan kantor pos dalam satu 

gedung PTSP untuk kemudahan pembayaran jasa tambat labuh secara 

tunai.

Inovasi pelayanan yang dibangun dan diimplementasikan tahun 2022 yaitu 

Sistem monitoring KapaI ikan di PPS Cilacap (Srikandi PPSC) adalah aplikasi 

yang dibuat menggunakan fitur Addon (Appsheet) pada spreadsheet google 

yang dapat diakses baik melalui Smartphone maupun pc/notebook. Aplikasi 

ini dibuat untuk memonitor, mencatat, menyimpan serta mengolah data 

yang berkaitan dengan pencatatan aktivitas kapal pada Pelabuhan. Data dari 

aktivitas kapal digunakan sebagai validasi atas nilai PNBP yg harus dibayar 

oleh pengguna jasa. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mendukung aplikasi 

pelayanan yang dibuat oleh Pusat yaitu SIJAKA dan TEMAN SPB.

Tahun 2023 terdapat pengembangan Aplikasi Si Antasena (sistem layanan 

terpadu satu atap terintegrasi) merupakan aplikasi yang digunakan dalam 

PTSA yang memuat fitur antrian, call center, progress tracking. Dalam 

aplikasi antasena untuk memudahkan pelaku usaha melakukan antri 

perijinan untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, dan melakukan 

tracking proses pelayanan yang diajukan. Saat ini sedang dilakukan 

pengembangan untuk versi android, didalamnya nantinya akan 

mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA (termasuk innstansi 

lain yang telah tergabung dalam PTSA). 

Tahun 2023

1. Materi aplikasi Srikandi PPSC.pdf

2. Aplikasi srikandi2.pdf

3. Memorandum Penerapan Aplikasi 

SRIKANDI.pdf

Tahun 2024

Aplikasi srikandi2.pdf

BEFORE AFTER ANTASENA.pptx

DAMPAK IMPLEMENTASI APLIKASI 

SRIKANDI.pdf

Materi aplikasi Srikandi PPSC.pdf

Memorandum Penerapan Aplikasi 

SRIKANDI.pdf

Notulen Rapat Pengembangan Antasena.pdf

PROGRESS PENGEMBANGAN SI ANTASENA 

MELALUI RAPAT EVALUASI.pdf

REKAPITULASI PENGEMBANGAN SI 

ANTASENA NEW.pdf

SI ANTASENA.png

Summary.png

Upaya Perbaikan Pelayanan Publik (DAMPAK 

SRIKANDI).pdf

B 0,75

Tahun 2021 Satker memiliki inovasi berupa fasilitasi kemudahan 

pembayaran untuk seluruh pelayanan di PPS Cilacap melalui penyediaan 

layanan bank dan atm bersama dan pembayaran non tunai melalui 

penyediaan Mesin Elektronik Data Capture (EDC) serta mobile banking. 

Inovasi lain untuk pembayaran adalah menghadirkan kantor pos dalam 

satu gedung PTSP untuk kemudahan pembayaran jasa tambat labuh 

secara tunai.

Inovasi pelayanan yang dibangun dan diimplementasikan tahun 2022 

yaitu Sistem monitoring KapaI ikan di PPS Cilacap (Srikandi PPSC) adalah 

aplikasi yang dibuat menggunakan fitur Addon (Appsheet) pada 

spreadsheet google yang dapat diakses baik melalui Smartphone maupun 

pc/notebook. Aplikasi ini dibuat untuk memonitor, mencatat, menyimpan 

serta mengolah data yang berkaitan dengan pencatatan aktivitas kapal 

pada Pelabuhan. Data dari aktivitas kapal digunakan sebagai validasi atas 

nilai PNBP yg harus dibayar oleh pengguna jasa. Aplikasi ini 

dimanfaatkan untuk mendukung aplikasi pelayanan yang dibuat oleh 

Pusat yaitu SIJAKA dan TEMAN SPB.

Tahun 2023 terdapat pengembangan Aplikasi Si Antasena (sistem 

layanan terpadu satu atap terintegrasi) merupakan aplikasi yang 

digunakan dalam PTSA yang memuat fitur antrian, call center, progress 

tracking. Dalam aplikasi antasena untuk memudahkan pelaku usaha 

melakukan antri perijinan untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, 

dan melakukan tracking proses pelayanan yang diajukan. Saat ini sedang 

dilakukan pengembangan untuk versi android, didalamnya nantinya 

akan mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA (termasuk 

innstansi lain yang telah tergabung dalam PTSA). 

Pada Tahun 2023 aplikasi Srikandi juga dilakukan pengembangkan 

sehingga terintentegrasi dengan SiJAKA dan SIMPONI

Dampaknya memudahkan dalam melakukan monitoring dan penyajian 

data real time posisi dan aktivitas kapal selama di dalam kolam 

1. Inovasi sebagai inisiatif terobosan dari unit kerja dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan publik;

2. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty ), dapat berbentuk 

replikasi yang dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan 

Modifikasi (ATM);

3. Salah satu kriteria pelayanan publik yang inovatif jika memberikan hasil dan 

manfaat, serta "dekat" dengan masyarakat;

4. Yang dimaksud unit kerja lain dapat berasal dari Unit Eselon I yang sama;

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

6. Dampak inovasi yang mempermudah pelayanan publik telah diinformasikan kepada 

masyarakat 

Catatan: 

1. Bagi unit kerja yang karakteristik pengguna jasanya tidak kondusif untuk layanan 

berbasis TI (gagap teknologi atau remote area blank spot) maka transformasi digital 

diperbolehkan dalam bentuk selain aplikasi (non TI), contohnya layanan jemput bola 

dengan mobil pelayanan yg standby di wilayah pengguna jasa/kelililng.

2. Ketika layanan telah menggunakan aplikasi terpusat, inovasi dapat berupa kegiatan 

penunjang layanan utama.

TERPENUHI
(belum bisa A karena inovasi belum direplikasi 

oleh unit kerja lain)

iii. Pengelolaan Pengaduan 1,00 0,83 83,33%
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a. Terdapat media pengaduan dan 

konsultasi pelayanan yang 

terintegrasi dengan SP4N-Lapor!

a. Terdapat media 

konsultasi dan 

pengaduan secara 

offline dan online, 

tersedia petugas khusus 

yang menangani, dan 

terintegrasi dengan 

SP4N-LAPOR!

b. Terdapat media 

konsultasi dan 

pengaduan secara 

offline dan online, 

tersedia petugas khusus 

yang menangani namun 

belum terintegrasi 

dengan SP4N-LAPOR!

c. Terdapat media 

konsultasi dan 

pengaduan secara 

offline dan online, 

namun belum tersedia 

petugas khusus yang 

menangani

d. Hanya terdapat media 

konsultasi dan 

pengaduan secara 

offline

A/B/C/D/E A

PPSC Cilacap mempunya media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang 

terintegrasi dengan SP4N- Lapor

1. Telah terdapat Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan bertugas 

melayani konsultasi dan penanganan pengaduan dan terintegrasi dengan SP4N-

LAPOR! yang ditetapkan dengan Kep Dirjen No 6 Tahun 2023 dan Kep Dirjen Nomor 17 

Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan DJPT dan UPT lingkup DJPT.

2. Terdapat Media konsultasi dan pengaduan secara offline meliputi ruang pengaduan 

dan konsultasi serta kotak pengaduan, dan secara online melalui lapor, email, wa, 

telpon dan fax

4. Terdapat alur proses pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan SPAN-LAPOR!.

Tahun 2023

1.Sarana pengaduan Offline 

2.Sarana pengaduan online 

ALUR PROSES PENGADUAN 

MASYARAKAT.pdf

Matriks Pengaduan termasuk Informasi.pdf

SK TIM PENANGANAN PENGADUAN

ST Tim Dumas dan WBS.pdf

Tahun 2024

1. Sarana Pengaduan Offline 

2. Sarana Pengaduan Online 

ALUR PROSES PENGADUAN 

MASYARAKAT.pdf

Screenshot Aplikasi LAPOR! di web PPS 

Cilacap.JPG

SK DJPT NO 17 Tahun 2024 Tim TPP 

DJPT.pdf

A 1,00

PPSC Cilacap mempunya media pengaduan dan konsultasi pelayanan 

yang terintegrasi dengan SP4N- Lapor

1. Telah terdapat Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah 

ditetapkan bertugas melayani konsultasi dan penanganan pengaduan 

dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! yang ditetapkan dengan Kep Dirjen 

No 6 Tahun 2023 dan Kep Dirjen Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim 

Penanganan Pengaduan DJPT dan UPT lingkup DJPT.

2. Terdapat Media konsultasi dan pengaduan secara offline meliputi 

ruang pengaduan dan konsultasi serta kotak pengaduan, dan secara 

online melalui lapor, email, wa, telpon dan fax

4. Terdapat alur proses pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan 

SPAN-LAPOR!.

1. Terdapat sarana konsultasi dan pengaduan secara offline  dan online  yang 

telah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!;

2. Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan bertugas melayani 

konsultasi dan penanganan pengaduan;

3. Dalam hal unit kerja memiliki saluran pengaduan tersendiri di luar yang 

ditetapkan Kementerian, maka harus melapor pada TPP Kementerian dan 

seluruh aduan (pengaduan, permintaan informasi, aspirasi, dan konsultasi) dari 

berbagai saluran wajib diinput dalam aplikasi LAPOR! oleh Tim Penanganan 

Pengaduan. 

Contoh: jika pengaduan disampaikan melalu nomor Whatsapp  pribadi, harus 

disampaikan ke TPP untuk diinput ke LAPOR!;

4. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

TERPENUHI

b. Terdapat unit yang mengelola 

pengaduan dan konsultasi 

pelayanan

a. Terdapat unit 

pengelola khusus untuk 

konsultasi dan 

pengaduan, serta surat 

penugasan pengelola 

SP4N-LAPOR! di level 

unit kerja

b. Terdapat SK 

pengelola SP4N-LAPOR! 

di level instansi 

dan/atau surat 

penugasan pengelola 

SP4N-LAPOR! di level 

unit kerja, namun unit 

pengelola khusus untuk 

konsultasi dan 

pengaduan belum ada

c. Belum terdapat unit 

pengelola khusus untuk 

konsultasi dan 

pengaduan, serta belum 

terdapat SK pengelola 

SP4N-LAPOR! di level 

instansi dan/atau surat 

penugasan pengelola 

SP4N-LAPOR! di level 

unit kerja

A/B/C A

Telah terdapat Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan bertugas 

melayani konsultasi dan penanganan pengaduan yang telah terintegrasi dengan SP4N-

LAPOR! yang ditetapkan oleh DJPT yaitu KepDirjen No 6 Tahun 2023 dan Kep Dirjen 

Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan DJPT dan UPT lingkup 

DJPT

Dalam SK tersebut terdapat penunjukan sebagai admin Unit Penyelenggara Pelayanan 

pada PPS Cilacap yaitu Suci Monica dengan salah satu tugasnya adalah menerima dan 

menginput pengaduan dengan menggunakan aplikasi SP4N Lapor

Tahun 2023 

ALUR PROSES PENGADUAN 

MASYARAKAT.pdf

Matriks Pengaduan termasuk Informasi.pdf

ST Sekretariat Pengaduan.pdf 

Tahun 2024

ALUR PROSES PENGADUAN 2024.pdf

SK DJPT NO 17 Tahun 2024 Tim TPP DJPT-

1.pdf

ST Tim Penangan Pengaduan PPSC.pdf
A 1,00

Telah terdapat Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan 

bertugas melayani konsultasi dan penanganan pengaduan yang telah 

terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! yang ditetapkan oleh DJPT yaitu 

KepDirjen No 6 Tahun 2023 dan Kep Dirjen Nomor 17 Tahun 2024 

tentang Tim Penanganan Pengaduan DJPT dan UPT lingkup DJPT

Dalam SK tersebut terdapat penunjukan sebagai admin Unit 

Penyelenggara Pelayanan pada PPS Cilacap yaitu Suci Monica dengan 

salah satu tugasnya adalah menerima dan menginput pengaduan dengan 

menggunakan aplikasi SP4N Lapor

1.Tim Penanganan Pengaduan (TPP) yang sudah ditetapkan bertugas melayani 

konsultasi dan penanganan pengaduan;

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

TERPENUHI

c. Telah dilakukan evaluasi atas 

penanganan keluhan/masukan 

dan konsultasi

a. Evaluasi atas 

penanganan 

keluhan/masukan dan 

konsultasi dilakukan 

secara berkala

b. Evaluasi  atas 

penanganan 

keluhan/masukan dan 

konsultasi dilakukan  

tidak berkala

c. Belum dilakukan 

evaluasi penanganan 

keluhan/masukan dan 

konsultasi

A/B/C B

PPS Cilacap telah melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan 

konsultasi secara berkala setiap semesteran

laporan monev telah memuat substansi . Secara substansi monev pada Laporan Bab III 

dan IV belum lengkap berisi monev terhadap hasil pengaduan dan SDM yang 

menangani pengaduan/Tim Penanganan Pengaduan (copas dari tahun sebelumnya).

Matriks penangnaan pengaduan Tahun 2023

 Laporan Pengaduan Tahun 2024 

B 0,50

PPS Cilacap telah melakukan evaluasi atas penanganan 

keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala setiap semesteran

laporan monev telah memuay substansi . Secara substansi monev pada 

Laporan Bab III dan IV belum lengkap berisi monev terhadap hasil 

pengaduan dan SDM yang menangani pengaduan/Tim Penanganan 

Pengaduan (copas dari tahun sebelumnya).

1. Monev penanganan keluhan/masukan dan konsultasi masyarakat dilakukan 

oleh TPP unit kerja;

2. Monev berisi substansi minimal hasil penanganan keluhan/masukan, 

konsultasi, dan rekomendasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan 

publik. jika dalam kuesioner SKM memuat saran masukan dari pengguna jasa, 

dapat menjadi bahan monev oleh TPP;

3. Laporan monev penanganan pengaduan masyarakat (keluhan/masukan, 

aspirasi, permintaan informasi dan konsultasi) dinilai berkala jika disusun 

minimal setiap semester, dilengkapi dengan saran perbaikan dan tindak lanjut, 

kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam monev namun tidak 

ditemukan permasalahan;

4. Laporan monev penanganan pengaduan masyarakat (keluhan/masukan, 

aspirasi, permintaan informasi dan konsultasi) tetap disusun meskipun tidak 

terdapat pengaduan;

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

TERPENUHI

iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan1,00 1,00 100,00%

a. Telah dilakukan survey 

kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan

a. Survei kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan dilakukan 

minimal 4 kali dalam 

setahun

b. Survei kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan dilakukan 

minimal 3 kali dalam 

setahun

c. Survei kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan dilakukan 

minimal 2 kali dalam 

setahun

d. Survei kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan dilakukan 

minimal 1 kali dalam 

setahun

e. Belum dilakukan 

survei kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan

A/B/C/D/E A

PPS cilacap telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara 

triwulanan (4 kali dalam setahun)
4.a Survey kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan 

A 1,00

PPS cilacap telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan secara triwulanan (4 kali dalam setahun)
1. Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB 

14/2017 dan SE Menpan RB Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan 

Survei Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Instansi Pemerintah yaitu :

a. dilaksanakan secara berkala;

b. substansi SKM minimal 9 unsur meliputi :

1) persyaratan

2) sistem, mekanisme, prosedur

3) waktu penyelesaian

4) biaya/tarif

5) produk spesifikasi jenis layanan

6) kompetensi pelaksana/SDM

7) perilaku pelaksana/SDM

8) penanganan pengaduan, saran dan masukan

9) sarana dan prasarana

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

TERPENUHI

b. Hasil survei kepuasan 

masyarakat dapat diakses secara 

terbuka

a. Hasil survei kepuasan 

masyarakat dapat 

diakses secara  online 

(website, media sosial, 

dll) dan offline

b. Hasil survei kepuasan 

masyarakat hanya dapat 

diakses secara offline di 

tempat layanan

c. Hasil survei kepuasan 

masyarakat tidak 

dipublikasi

A/B/C A

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui website, 

media sosial (instagram, facebook, twitter) dan papan pengumuman

Laporan SKM telah dipublikasi melalui website

Publikasi SKM triwulan I Tahun 2024 meliputi indeks kepuasan masyarakat, periode 

pelaksanaan SKM, nilai per unsur, rencana tindak lanjut dan realisasi rencana tindak 

lanjut yang telah dilaksanakan

4.b Hasil survei kepuasan masyarakat dapat 

diakses secara terbuka

A 1,00

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui 

website, media sosial (instagram, facebook, twitter) dan papan 

pengumuman

Laporan SKM telah dipublikasi melalui website

Publikasi SKM triwulan I Tahun 2024 meliputi indeks kepuasan 

masyarakat, periode pelaksanaan SKM, nilai per unsur, rencana tindak 

lanjut dan realisasi rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan

Publikasi SKM meliputi:

1. Publikasi Hasil Pelaksanaan SKM

Publikasi hasil pelaksanaan SKM paling tidak memuat :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Periode Pelaksanaan

c. Nilai per Unsur

d. Rencana Tindak lanjut

Publikasi hasil SKM dapat berupa ungahan Laporan SKM pada media elektronik 

yang dimiliki

2. Publikasi Realisasi Rencana Tindak Lanjut yang telah dilakukan Publikasi 

dalam bentuk dokumentasi/laporan kegiatan (untuk transparansi tindaklanjut 

hasil SKM )

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban

TERPENUHI

c. Dilakukan tindak lanjut atas 

hasil survei kepuasan 

masyarakat

a. Jika dilakukan tindak 

lanjut atas seluruh hasil 

survei kepuasan 

masyarakat

b. Jika dilakukan tindak 

lanjut atas sebagian 

besar hasil survei 

kepuasan masyarakat

c. Jika dilakukan tindak 

lanjut atas sebagian 

kecil hasil survei 

kepuasan masyarakat

d. Jika belum dilakukan 

tindak lanjut atas hasil 

survei kepuasan 

masyarakat

A/B/C/D A

Seluruh hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah dtindaklanjuti dan dilenkapi bukti 

tindak lanjutnya 
4.c  Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan 

masyarakat

A 1,00

Seluruh hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah dtindaklanjuti dan 

dilenkapi bukti tindak lanjutnya 
1. Saran/rekomendasi dalam laporan SKM memuat masukan perbaikan secara 

konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan. 

Rekomendasi perbaikan harus relevan dengan permasalahan dalam hasil SKM;

2. Seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar (≥50%) hasil survei 

kepuasan masyarakat, maka dinilai B;

b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil (<50%) hasil survei 

kepuasan masyarakat, maka dinilai C;

c. Jika dalam laporan SKM ditemukan substansi yang menunjukkan kelemahan 

namun tidak memuat rekomendasi dan/atau belum dilakukan tindak lanjut 

atas hasil survei kepuasan masyarakat, maka dinilai D. 

Catatan:

Jika rekomendasi perbaikan membutuhkan anggaran dan waktu penyelesaian, maka 

tidak perlu dihitung sebagai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada periode 

tersebut.

TERPENUHI

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1,00 1,00 100,00%
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a. Telah menerapkan teknologi 

informasi dalam memberikan 

pelayanan

a. Terdapat pelayanan 

yang menggunakan 

teknologi informasi pada 

seluruh proses 

pemberian layanan

b. Terdapat pelayanan 

yang menggunakan 

teknologi informasi pada 

sebagian besar proses 

pemberian layanan

c. Terdapat pelayanan 

yang menggunakan 

teknologi informasi pada 

sebagian kecil proses 

pemberian layanan

d. Terdapat pelayanan 

yang belum 

A/B/C/D A

Tahun 2023 Dari 10 layanan pada PPS Cilacap terdapat 7 layanan yang menggunakan 

teknologi informasi dengan aplikasi yaitu:Aplikasi Teman SPB, SI-SHTI, STBLK 

Kedatangan Kapal dan STBLK Keberangkatan Kapal, Si JAKA, SKKP menggunakan 

aplikasi dr Pusat (SICEFI), SI SCPIB. Layanan lain telah menggunakan pelayanan 

menggunakan komputer yaitu SOP Perjanjian Pengunaan Tanah, Rekomendasi 

Penggunaan Tanah dan Penggunaan alat berat.

Tahun 2024 seluruh layanan pada PPS Cilacap menggunakan teknologi informasi 

dengan aplikasi yaitu : pelayanan SPB (teman SPB), SI SHTI, STBLK Kedatangan kapal 

(teman SPB), tambat labut (Si Jaka), SKKP (SICEFI), CPIB (SiCPIB), rekomendasi 

penggunaan tanah dan/atau bangunan, perjanjian penggunaan tanah dan/atau 

bangunan (Sipaus), sedangkan layanan penggunaan alat transportasi menggunakan 

komputer untuk pencetakan persetujuan penggunaan

Pemberian pelayanan juga menggunakan inovasi berupa aplikasi Srikandi dan 

SiAntasena

5.a Menerapkan Teknologi Informasi Dalam 

Memberikan Pelayanan

A 1,00

Tahun 2023 Dari 10 layanan pada PPS Cilacap terdapat 7 layanan yang 

menggunakan teknologi informasi dengan aplikasi yaitu:Aplikasi Teman 

SPB, SI-SHTI, STBLK Kedatangan Kapal dan STBLK Keberangkatan Kapal, 

Si JAKA, SKKP menggunakan aplikasi dr Pusat (SICEFI), SI SCPIB. 

Layanan lain telah menggunakan pelayanan menggunakan komputer 

yaitu SOP Perjanjian Pengunaan Tanah, Rekomendasi Penggunaan 

Tanah dan Penggunaan alat berat.

Tahun 2024 seluruh layanan pada PPS Cilacap menggunakan teknologi 

informasi dengan aplikasi yaitu : pelayanan SPB (teman SPB), SI SHTI, 

STBLK Kedatangan kapal (teman SPB), tambat labut (Si Jaka), SKKP 

(SICEFI), CPIB (SiCPIB), rekomendasi penggunaan tanah dan/atau 

bangunan, perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan (Sipaus), 

sedangkan layanan penggunaan alat transportasi menggunakan 

komputer untuk pencetakan persetujuan penggunaan

Pemberian pelayanan juga menggunakan inovasi berupa aplikasi 

Srikandi dan SiAntasena

1. Identifikasi proses pelayanan yang menggunakan teknologi informasi, contoh: 

penggunaan komputer dalam proses layanan;

2. Hitung jumlah tahapan pelayanan dalam SOP setiap jenis layanan 

dibandingkan dengan tahapan yang menggunakan teknologi informasi/berbasis 

komputer. Penilaian diperhitungkan mulai dari tahapan awal layanan s.d. akhir 

layanan (output). 

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika penggunaan teknologi informasi pada sebagian besar (≥50%) proses 

pelayanan, maka dinilai B;

b. Jika penggunaan teknologi informasi pada sebagian kecil (<50%) proses 

pelayanan, maka dinilai C;

Catatan: 

Bagi pengguna jasa dengan karakteristik tidak memungkinkan penggunaan 

layanan berbasis TI (gagap teknologi atau remote area blank spot) maka jika ada 

tahapan yang tetap dilakukan secara tatap muka, dapat dinilai sepanjang data 

dan informasi sudah diinput dalam komputer/tidak dicatat manual.

TERPENUHI

b Telah membangun database 

pelayanan yang terintegrasi

Ya,jika tela membangun 

database pelayanan 

yang terintegrasi

Ya/Tidak Ya

Telah dibangun database terintegrasi terpusat, berupa :

1. Integrasi DJPT, yang didalamnya memuat database mengenai:

a. STBLKK dan SPB pada menu TemanSPB

b. Data kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI), 

Kesesuaian Ikan Hasi Tangkaoan dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan (API), 

Kesesuaian Koordinat Daerah Penangkapan Ikan dengan SIPI, Kesesuaian Lama 

Operasi Penangkapan Ikan dengan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan, dan Kesesuaian 

Pelabuhan Pangkalan bagi yang melakukan transhipment pada menu Logbook 

c. Data ketertelusuran asal ikan, pada menu SHTI

PPS Cilacap telah membangun aplikasi Srikandi yang diintegrasikan dengan  aplikasi 

Es I DJPT yaitu aplikasi SI JAKA untuk Pelayanan Penerbitan STBLK Kedatangan 

Kapal, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Jasa Tambat Labuh. Aplikasi Si JAKA juga 

sudah terintegrasi dengan Aplikasi SIMPONI Kementerian Keuangan

Saat ini sedang dilakukan pengembangan aplikasi Si Antasena  yang 

mengintegrasikan seluruh pelayanan yang ada dalam PTS, didalamnya memuat fitur  

Call Center, Progres Tracking, dan penomoran Antrian.

5.b Membangun Database Pelayanan yang 

Terintegrasi

Ya 1,00

Telah dibangun database terintegrasi terpusat, berupa :

1. Integrasi DJPT, yang didalamnya memuat database mengenai:

a. STBLKK dan SPB pada menu TemanSPB

b. Data kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan Daerah Penangkapan 

Ikan (DPI), Kesesuaian Ikan Hasi Tangkaoan dengan Jenis Alat 

Penangkapan Ikan (API), Kesesuaian Koordinat Daerah Penangkapan Ikan 

dengan SIPI, Kesesuaian Lama Operasi Penangkapan Ikan dengan 

Jumlah Ikan Hasil Tangkapan, dan Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan 

bagi yang melakukan transhipment pada menu Logbook 

c. Data ketertelusuran asal ikan, pada menu SHTI

PPS Cilacap telah membangun aplikasi Srikandi yang diintegrasikan 

dengan  aplikasi Es I DJPT yaitu aplikasi SI JAKA untuk Pelayanan 

Penerbitan STBLK Kedatangan Kapal, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

dan Jasa Tambat Labuh. Aplikasi Si JAKA juga sudah terintegrasi dengan 

Aplikasi SIMPONI Kementerian Keuangan

Saat ini sedang dilakukan pengembangan aplikasi Si Antasena  yang 

mengintegrasikan seluruh pelayanan yang ada dalam PTS, didalamnya 

memuat fitur  Call Center, Progres Tracking, dan penomoran Antrian.

1. Yang dimaksud database pelayanan yang terintegrasi adalah integrasi data 

pengguna jasa yang dapat digunakan dalam beberapa layanan, sehingga tidak 

perlu double input persyaratan permohonan berulangkali. 

Contoh: Aplikasi SALMON  pada UPT PSDKP yang mengintegrasikan database 

pengguna jasa, keaktifan transmitter, batas pembiayaan air time transmitter, dan 

layanan terkait SLO, SKAT, SIKPI/SIPI dan kartu KUSUKA, yang 

mengintegrasikan database  nelayan, pembudidaya, poklahsar, asuransi 

nelayan, dll digunakan untuk bantuan pemerintah, dll.

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

TERPENUHI

c. Telah dilakukan perbaikan 

secara terus menerus

a. Perbaikan dilakukan 

secara terus-menerus

b. Perbaikan dilakukan 

tidak secara terus 

menerus

c. Belum dilakukan 

perbaikan A/B/C A

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus melalui rapat pembahasan tindak 

lanjut pengembangan aplikasi SRIKANDI dan aplikasi SiANTASENA PPSC pada Tahun 

2023

Pengembangan Aplikasi Si antasena (sistem layanan terpadu satu atap terintegrasi) 

merupakan aplikasi yang digunakan dalam PTSA yang memuat fitur antrian, call 

center, progress tracking dan menu pengadauan masyarakat. tujuan pengembangan 

dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha melakukan antri perijinan untuk 

kedatangan dan keberangkatan kapal secara online, dan melakukan tracking proses 

pelayanan yang diajukan. Pengembangan SiAntasena sudah dilakukan dalam versi 

Android, didalamnya mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA (termasuk 

instansi lain yang telah tergabung dalam PTSA)

Tahun 2024

Dilakukan pengembangan aplikasi SiAntasena untuk tampilan antasena versi website 

dan android

5.c Telah Dilakukan Perbaikan Secara Terus 

Menerus

A 1,00

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus melalui rapat 

pembahasan tindak lanjut pengembangan aplikasi SRIKANDI dan aplikasi 

SiANTASENA PPSC pada Tahun 2023

Pengembangan Aplikasi Si antasena (sistem layanan terpadu satu atap 

terintegrasi) merupakan aplikasi yang digunakan dalam PTSA yang 

memuat fitur antrian, call center, progress tracking dan menu 

pengadauan masyarakat. tujuan pengembangan dilakukan untuk 

memudahkan pelaku usaha melakukan antri perijinan untuk kedatangan 

dan keberangkatan kapal secara online, dan melakukan tracking proses 

pelayanan yang diajukan. Pengembangan SiAntasena sudah dilakukan 

dalam versi Android, didalamnya mengintegrasikan seluruh layanan 

yang ada di PTSA (termasuk instansi lain yang telah tergabung dalam 

PTSA)

Tahun 2024

Dilakukan pengembangan aplikasi SiAntasena untuk tampilan antasena 

versi website dan android

1. Teknologi informasi yang diterapkan dalam memberikan pelayanan dilakukan 

perbaikan terus menerus berdasarkan rekomendasi hasil monev pemanfaatan 

TI pada komponen tata laksana, contoh: rekomendasi penguatan 

jaringan/kapasitas, pembaharuan fitur dan peningkatan versi dalam aplikasi.

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

Catatan: jika perbaikan TI membutuhkan anggaran dan waktu peneyelesaian 

serta bukan kewenangan unit kerja, dapat dinilai sebagai upaya perbaikan 

selama unit kerja menyampaikan usulan.

Perlu update perkembangan SI 

ANTASENA target Desember

II. REFORM ### 26,39 87,98%
1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4,00 4,42 110,50%

i. Komitmen dalam perubahan 2,00 2,75 137,50%

a. Agen perubahan telah membuat 

perubahan yang konkret di 

Instansi (dalam 1 tahun) 

Misalkan dengan 

kebijakan 1 Agen 1 

Perubahan Persentase 

diperoleh dari Jumlah 

Perubahan yang dibuat 

dibagi dengan Jumlah 

Agen Perubahan

% -

Tahun 2023 terdapat 4 AP yang ditetapkan dan memiliki 7 agenda perubahan. 

Berdasarkan laporan AP Tahun 2023 telah terdapat perubahan yang berkontribusi baik 

pada organisasi yaitu:

1.  Security dan resepsionis menjadi lebih paham terkait mekanisme pelayanan 

terpadu satu atap yang ada di PPS Cilacap. Security juga menjadi pemberi informasi 

mekanisme pelayanan kepada pengguna layanan apabila pengguna layanan 

mengalami kebingungan. 

2. Pelaksanaan inhouse training digital Si Antasena mampu memberikan perubahan 

terkait pengetahuan dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penggunaan 

teknologi untuk mempercepat pelayanan.

3. Terjadi peningkatan IP ASN dibandingkan tahun 2022 yaitu 79,50 menjadi 90,19 

(113,45%). Pada Akhir Tahun 2023 IP ASN sebesar 90,19 Peningkatan terjadi pegawai 

mengikuti berbagai

kegiatan diklat dan bimtek.

4. Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara pegawai PPS

Cilacap dengan stakeholder, sehingga membentuk kondisi yang kondusif di 

Lingkungan PPS Cilacap.

5. Pegawai menjadi lebih disiplin dalam menghadiri apel pagi.

Hal tersebut terlihat dari jumlah pegawai yang mengikuti apel pagi setiap hari Senin 

Pagi dan Kamis Pagi. Diberlakukan sistem pergantian Pembina apel untuk setiap apel 

dapat meningkatan kesadaran pegawai untuk mengikuti kegiatan apel

pagi.

6. Terjadi peningkatan jumlah pengguna permohonan mandiri

Teman SPB. Pada Tahun 2022 pengguna permohonan mandiri sebanyak 40 pengguna, 

pada akhir Tahun 2023 menjadi 100 permohonan mandiri. Hal tersebut berdampak 

pada kecepatan proses pelayanan. Pada Tahun 2022, sebanyak 25 permohonan 

persetujuan berlayar diselesaikan pada pukul 18.00, sedangkan pada Tahun 2023 

sebanyak 40 permohonan persetujuan berlayar bisa diselesaikan pada pukul 16.30.

7. Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di lingkungan PPS Cilacap.

Tahun 2024 terdapat 4 orang Agen Perubahan dengan 4 Agenda Perubahan yang 

mendukung kinerja utama dan isu strategis PPS Cilacap yaitu Penangkapan Ikan 

terukur dan Pelabuhan Sehat yaitu :

i.a. Perubahan Konkreet dalam Agen 

Perubahan

175,00% 1,75

Sehubungan kebijakan KKP terkait kewenangan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) bahwa di tingkat UPT untuk SK ditetapkan dalam bentuk 

Surat Tugas (ST) Pimpinan satker UPT.

Tahun 2023 terdapat 4 AP yang ditetapkan dan memiliki 7 agenda 

perubahan. 

Berdasarkan laporan AP Tahun 2023 telah terdapat perubahan yang 

berkontribusi baik pada organisasi yaitu:

1.  Security dan resepsionis menjadi lebih paham terkait mekanisme 

pelayanan terpadu satu atap yang ada di PPS Cilacap. Security juga 

menjadi pemberi informasi mekanisme pelayanan kepada pengguna 

layanan apabila pengguna layanan mengalami kebingungan. 

2. Pelaksanaan inhouse training digital Si Antasena mampu memberikan 

perubahan terkait pengetahuan dan keterampilan petugas pelayanan 

terhadap penggunaan teknologi untuk mempercepat pelayanan.

3. Terjadi peningkatan IP ASN dibandingkan tahun 2022 yaitu 79,50 

menjadi 90,19 (113,45%). Pada Akhir Tahun 2023 IP ASN sebesar 90,19 

Peningkatan terjadi pegawai mengikuti berbagai

kegiatan diklat dan bimtek.

4. Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara pegawai PPS

Cilacap dengan stakeholder, sehingga membentuk kondisi yang kondusif 

di Lingkungan PPS Cilacap.

5. Pegawai menjadi lebih disiplin dalam menghadiri apel pagi.

Hal tersebut terlihat dari jumlah pegawai yang mengikuti apel pagi setiap 

hari Senin Pagi dan Kamis Pagi. Diberlakukan sistem pergantian Pembina 

apel untuk setiap apel dapat meningkatan kesadaran pegawai untuk 

mengikuti kegiatan apel

pagi.

6. Terjadi peningkatan jumlah pengguna permohonan mandiri

Teman SPB. Pada Tahun 2022 pengguna permohonan mandiri sebanyak 

40 pengguna, pada akhir Tahun 2023 menjadi 100 permohonan mandiri. 

Hal tersebut berdampak pada kecepatan proses pelayanan. Pada Tahun 

2022, sebanyak 25 permohonan persetujuan berlayar diselesaikan pada 

1. Perhitungan agen perubahan dapat secara individu/perorangan atau Tim;

2. Sampaikan output hasil rencana kerja tiap agen perubahan;

3. Sandingkan rencana kerja dengan realisasi agen perubahan yang secara 

jelas berkontribusi baik pada perbaikan organisasi maupun pelayanan kepada 

masyarakat;

4. Untuk rencana kerja agen perubahan yang tidak dapat dikerjakan hanya oleh 

1 orang agen perubahan, contoh pembuatan aplikasi, seluruh agen perubahan 

yang terlibat dapat dinilai, dibuktikan dengan bukti keterlibatan antara lain 

kehadiran dalam rapat penyusunan/realisasi kerja agen perubahan.

Pemenuhan dokumen Bulan Desember.

- Jumlah Agen Perubahan Jumlah 4 4

- Jumlah Perubahan yang dibuat
Jumlah 7 7

Penilaian perubahan Agen Perubahan Tahun 2023.

b. Perubahan yang dibuat Agen 

Perubahan telah terintegrasi 

dalam sistem manajemen

% 85,71%

Tahun 2023 Kegiatan dilaksanakan oleh 6 orang Agen Perubahan dengan 7 agenda 

perubahan sebagai berikut: 

1. Kerja bakti bersama stakeholder (pengguna jasa sewa kios/bangunan) setiap jumat 

kliwon (budaya bersih dan kolaboratif)

2. Mengawali doa setiap pagi sebelum mulai bekerja dan sore selesai bekerja 

3. Penertiban pakaian dinas dan atributnya melalui pengecekan secara periodik

4. Menginisiasi terlaksananya Inhouse training pasca bimtek teknis dan bimtek umum

5. Pemberian Reward bagi pemenang kuis tentang pemahaman terhadap pembangunan 

Zona Integritas/ Wilayah Bebas dari Korupsi 

6. Pembinaan penggunaan masker bagi pegawai dan stakeholder secara periodik

7. Kontribusi agen perubahan terhadap inovasi aplikasi SRIKANDI dan SIIPIN

Dampaknya : 

1. Terciptanya kawasan pelabuhan yang bersih dan terbangunnya engagement dengan 

pengguna jasa

2. meningkatkan ketaqwaan Pegawai PPS Cilacap

3. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai PPS Cilacap

4. Meningkatnya pengetahuan, kompetensi dan ketrampilan pegawai

5. Meningkatnya pemahaman pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari 

Korupsi

6. Pegawai dan stakeholder mematuhi protokol pencegahan Covid-19 untuk menekan 

penularan

(dimasukkan dalam nilai adalah keg 2023, yaitu sebanyak 7 rencana aksi dan 6 

kegiatan telah diintegrasikan dengan manajemen)

Sedangkan pada Tahun 2024, Kegiatan dilaksanakan oleh 4 orang Agen Perubahan 

dengan masing-masing memiliki 4 (empat) agenda perubahan yang telah terintegrasi 

dalam sistem manajemen sebagai berikut: 

1. Pojok PIT

2. Penataan Bongkar Kapal Perikanan 

3. Siap Manteep (Sinergi Antar Pegawai)

i.b. Perubahan pada Agen Perubahan 

terintegrasi dalam sistem manajemen

100,00% 1,00

Tahun 2023 Kegiatan dilaksanakan oleh 6 orang Agen Perubahan dengan 

7 agenda perubahan sebagai berikut: 

1. Kerja bakti bersama stakeholder (pengguna jasa sewa kios/bangunan) 

setiap jumat kliwon (budaya bersih dan kolaboratif)

2. Mengawali doa setiap pagi sebelum mulai bekerja dan sore selesai 

bekerja 

3. Penertiban pakaian dinas dan atributnya melalui pengecekan secara 

periodik

4. Menginisiasi terlaksananya Inhouse training pasca bimtek teknis dan 

bimtek umum

5. Pemberian Reward bagi pemenang kuis tentang pemahaman terhadap 

pembangunan Zona Integritas/ Wilayah Bebas dari Korupsi 

6. Pembinaan penggunaan masker bagi pegawai dan stakeholder secara 

periodik

7. Kontribusi agen perubahan terhadap inovasi aplikasi SRIKANDI dan 

SIIPIN

Dampaknya : 

1. Terciptanya kawasan pelabuhan yang bersih dan terbangunnya 

engagement dengan pengguna jasa

2. meningkatkan ketaqwaan Pegawai PPS Cilacap

3. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai PPS Cilacap

4. Meningkatnya pengetahuan, kompetensi dan ketrampilan pegawai

5. Meningkatnya pemahaman pembangunan Zona Integritas dan Wilayah 

Bebas dari Korupsi

6. Pegawai dan stakeholder mematuhi protokol pencegahan Covid-19 

untuk menekan penularan

(dimasukkan dalam nilai adalah keg 2023, yaitu sebanyak 7 rencana aksi 

dan 6 kegiatan telah diintegrasikan dengan manajemen)

Sedangkan pada Tahun 2024, Kegiatan dilaksanakan oleh 4 orang Agen 

Perubahan yang dibuat telah diintegrasikan/diimplementasikan dalam sistem 

manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan:

1. Identifikasi hasil perubahan agen perubahan;

2. Uraikan dampak manfaat perubahan agen perubahan dalam pelaksanaan 

tugas/ pelayanan.

Telah tersedia SOP Pojok PIT, SOP Pengelolaan sampah sebagai bukti 

terintegrasi dalam sistem manajemen dan masih relevan. 

- Jumlah Perubahan yang dibuat
Jumlah 7 4

- Jumlah Perubahan yang telah 

diintegrasikan dalam sistem 

manajemen

Jumlah 6 4

ii. Komitmen PimpinanKomitmen Pimpinan 1,00 1,00 100,00%

https://drive.google.com/drive/folders/1-MyDsRfGTJ4s-Yk8_aelW2OIHib7q8dE?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-MyDsRfGTJ4s-Yk8_aelW2OIHib7q8dE?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1moYQ7cRq3dRYmwRZU0W2NNYzfih7tiJM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1moYQ7cRq3dRYmwRZU0W2NNYzfih7tiJM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1C8Idh7RHTuBhS8uKaO0iSs0AX2iBxXXI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1C8Idh7RHTuBhS8uKaO0iSs0AX2iBxXXI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MXNolb6IMzPYABGZuriN4qM0OsH9GrZd?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MXNolb6IMzPYABGZuriN4qM0OsH9GrZd?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q9SN1evEJyGlkdEN3msLdaWuDeCa7huI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q9SN1evEJyGlkdEN3msLdaWuDeCa7huI?usp=share_link


- Pimpinan memiliki komitmen 

terhadap pelaksanaan reformasi 

birokrasi, dengan adanya target 

capaian reformasi yang jelas di 

dokumen perencanaan

1,00

a. Target capaian zona 

integritas sudah ada di 

dokumen perencanaan 

unit kerja dan sebagian 

besar (diatas 80%) 

sudah tercapai

b. Target capaian zona 

integritas sudah ada di 

dokumen perencanaan 

unit kerja dan sebagian 

(diatas 50%) sudah 

tercapai

c. Target capaian zona 

integritas sudah ada di 

dokumen perencanaan 

unit kerja dan sebagian 

kecil (dibawah 50%) 

sudah tercapai

d. Target capaian zona 

integritassudah ada di 

dokumen perencanaan 

unit kerja, namun 

belum ada yang tercapai 

(masih dalam tahap 

pembangunan)

e. Tidak ada target 

capaian zona 

A/B/C/D/E A

Seluruh agenda Kegiatan pembangunan ZI dalam Renja telah dilaksanakan sesuai 

rencana yaitu: 

1. Tahun 2023 sebanyak 93 dari 93 butir kegiatan (100%) 

2. Triwulan I 2024 direncanakan sebanyak 46 butir, dan seluruhnya telah 

direalisasikan (100%) atau sampai dengan Triwulan I telah terealisasi 66,7% dari total 

69 rencana aksi.

ii. Komitmen Pimpinan

A 1,00

Seluruh agenda Kegiatan pembangunan ZI dalam Renja telah 

dilaksanakan sesuai rencana yaitu: 

1. Tahun 2023 sebanyak 93 dari 93 butir kegiatan (100%) 

2. Triwulan I 2024 direncanakan sebanyak 46 butir, dan seluruhnya 

telah direalisasikan (100%) atau sampai dengan Triwulan I telah 

terealisasi 66,7% dari total 69 rencana aksi.

Persentase target capaian reformasi (pembangunan ZI) yang masuk dalam 

dokumen perencanaan dapat dihitung berdasarkan kesesuaian antara jadwal 

rencana kerja (target) dengan realisasi output, dituangkan dalam persentase.

Laporan Monev dan Matrik Perbandingan Triwulan IV.

iii. Membangun Budaya KerjaMembangun Budaya Kerja 1,00 0,67 67,00%

- Instansi membangun budaya 

kerja positif dan menerapkan 

nilai-nilai organisasi dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari

a. Budaya kerja dan 

nilai-nilai organisasi 

telah dinternalisasi ke 

seluruh anggota 

organisasi, dan 

penerapannya 

dituangkan dalam 

standar operasional 

pelaksanaan 

kegiatan/tugas 

b. Budaya kerja dan 

nilai-nilai organisasi 

telah dinternalisasi ke 

seluruh anggota 

organisasi, namun 

belum dituangkan 

dalam standar 

operasional pelaksanaan 

kegiatan/tugas

c. Budaya kerja dan 

nilai-nilai organisasi 

telah disusun, namun 

belum dinternalisasi ke 

seluruh anggota 

organisasi

d. Belum menyusun 

budaya kerja dan nilai-

A/B/C/D B

Telah terdapat budaya kerja organisasi BerAKHLAK MANTEEP (Melayani, Akuntabel, No 

Korupsi, Transparan, Efektif, Efisien dan Profesional dengan menambah Core Value 

BerAKHLAK telah dituangkan dalam SOP layanan Utama PPSC). Selain itu PPSC telah 

memiliki SOP untuk pengendalian Gratifikasi sebagai wujud pelaksanaan nilai 

Berorientasi Layanan, dan SOP Dumas dan WBS sebagai wujud pelaksanaan nilai 

Akuntabel.

Pada Triwulan II 2024 telah dilaksanakan Sinergi Antar Pegawai (SIAP) Manteep 

sebanyak satu kali yaitu Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta PTSA di Lingkungan 

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada tanggal 2 April 2024. Semua pegawai 

hadir

Budaya Melayani sudah diinternalisasi dan dituangkan dalam SOP dan dilaksanakan 

dalam bentuk kartu kendali Pelayanan Utama

Budaya Akuntabel diinternalisasi ke seluruh pegawai dan dituangkan dalam kegiatan 

apel pagi dan pakta integritas

Budaya No Korupsi diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam bentuk surat edaran 

pimpinan perihal larangan menerima gratifikasi saat hari raya, surat edaran perihal 

penggunaan kendaraan dinas, penggunaan PIN dan rompi No korupsi oleh Petugas 

layanan, public campaign pengawasan

Budaya Transparan sudah diinternalisasi ke seluruh pegawai dan diimplementasikan 

dalam bentuk publikasi laporan SKM, LKJ, RKAKL, Role model

Budaya Efektif dan Efisien diimplementasikan dalam bentuk digitalisasi pelayanan 

publik dan pembangunan inovasi layanan untuk mempercepat layanan publik, 

memotong alur prosedur dan efisiensi dari sisi waktu dan ongkos yang dikeluarkan 

oleh stakeholder

iii. Membangun Budaya Kerja

B 0,67

Telah terdapat budaya kerja organisasi BerAKHLAK MANTEEP (Melayani, 

Akuntabel, No Korupsi, Transparan, Efektif, Efisien dan Profesional 

dengan menambah Core Value BerAKHLAK telah dituangkan dalam SOP 

layanan Utama PPSC). Selain itu PPSC telah memiliki SOP untuk 

pengendalian Gratifikasi sebagai wujud pelaksanaan nilai Berorientasi 

Layanan, dan SOP Dumas dan WBS sebagai wujud pelaksanaan nilai 

Akuntabel.

Pada Triwulan II 2024 telah dilaksanakan Sinergi Antar Pegawai (SIAP) 

Manteep sebanyak satu kali yaitu Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta 

PTSA di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada 

tanggal 2 April 2024. Semua pegawai hadir

Budaya Melayani sudah diinternalisasi dan dituangkan dalam SOP dan 

dilaksanakan dalam bentuk kartu kendali Pelayanan Utama

Budaya Akuntabel diinternalisasi ke seluruh pegawai dan dituangkan 

dalam kegiatan apel pagi dan pakta integritas

Budaya No Korupsi diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam bentuk 

surat edaran pimpinan perihal larangan menerima gratifikasi saat hari 

raya, surat edaran perihal penggunaan kendaraan dinas, penggunaan PIN 

dan rompi No korupsi oleh Petugas layanan, public campaign pengawasan

Budaya Transparan sudah diinternalisasi ke seluruh pegawai dan 

diimplementasikan dalam bentuk publikasi laporan SKM, LKJ, RKAKL, 

Role model

Budaya Efektif dan Efisien diimplementasikan dalam bentuk digitalisasi 

pelayanan publik dan pembangunan inovasi layanan untuk mempercepat 

layanan publik, memotong alur prosedur dan efisiensi dari sisi waktu dan 

ongkos yang dikeluarkan oleh stakeholder

Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

1. Jika telah dilakukan internalisasi dari masing-masing core value  berAKHLAK 

dan nilai-nilai organisasi serta telah diimplementasikan dan dituangkan dalam 

SOP, dinilai A;

2. Jika internalisasi dari masing-masing core value  berAKHLAK dan nilai-nilai 

organisasi telah dilakukan namun belum dituangkan dalam SOP, dinilai B;

3. Jika masing-masing core value  berAKHLAK dan nilai-nilai organisasi belum 

diinternalisasi, dinilai C;

4. Jika masing-masing core value  berAKHLAK dan nilai-nilai organisasi belum 

disusun, dinilai D.

1. Melayani 

     a. Kartu Kendali (Bulan Oktober - Bulan Desember)

     b. Matrik Penanganan Pengaduan (Bulan Oktober - Bulan Desember)

     c. Pojok PIT (Bulan Desember)

     d. Pengelolaan Sampah (Bulan Desember)

     e. Penanganan pengaduan ofline (Matrik Bulan Oktober - Bulan 

Desember)

2. Akuntabel 

  a. Apel Pagi (Bulan Oktober - Desember)

  b. Laporan Kinerja TW III, TW IV

  c. Laporan SKM TW III, TW IV

  d. Laporan SPIP TW III, TW IV

3. No Korupsi

  a. Pencantuman larangan KKN di dokumen surat (Bulan Oktober - 

Desember)

  b. Penggunaan PIN Tolak Gratifikasi (Bulan Agustus - Desember)

  c. Surat Pernyataan Integritas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan 

4. Transparan 

   a. Publikasi Laporan Kinerja TW III, TW IV

   b. Publikasi SKM TW III, TW IV

5. Efektif, Efisien

   a. Pojok PIT (Bulan Desember)

6. Profesional

    a. Matrik rekapituasli keterlibatan anggota TW IV

2. PENATAAN TATALAKSANA 3,50 2,34 66,71%

i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan0,50 0,34 67,00%

- Telah disusun peta proses bisnis 

dengan adanya penyederhanaan 

jabatan 

a. Peta proses bisnis 

telah disusun dan 

mempengaruhi 

penyederhanaan 

seluruh jabatan

b. Peta proses bisnis 

telah disusun dan 

mempengaruhi 

penyederhanaan 

sebagian besar (lebih 

dari 50%) jabatan

c. Peta proses bisnis 

telah disusun dan 

mempengaruhi 

penyederhanaan 

sebagian kecil (kurang 

dari 50%)  jabatan

d. Peta proses bisnis 

telah disusun dan 

belum mempengaruhi 

penyederhanaan 

jabatan

A/B/C/D B

Peta proses bisnis telah disusun dengan adanya penyederhanaan jabatan 

dengan ditetapkannya Kepmen KP Nomor 127 Tahun 2021. berdasarkan 

Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 4/DJ.I/KP.440/II/2023 

tentang Ketua Kelompok Kerja dan Ketua Subkelompok Kerja Lingkup Unit 

Pelaksana Teknis Dirjen Perikanan Tangkap, pada PPS Cilacap ditetapkan 

dua kelompok kerja yaitu Kelompok kerja Opersional Pelabuhan dan 

kesyahbandaran serta kelompok kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, dan 

empat subkelompok kerja yaitu Subkelompok kerja operasional pelabuhan, 

kesyahbandaran, tata kelola sarana prasana dan Tata Kelola dan Pelayanan 

Usaha. 

Mekanisme kerja untuk penyederhanaan jabatan telah ditetapkan dengan 

Keputusan Men KP Nomor 43 Tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan 

kerja setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan 

penyetaraan jabatan.

PPS Cilacap telah menyusun kajian/monev terhadap penyederhaan jabatan 

Tahun 2022 

1.Peta Proses Bisnis yang Mempengaruhi  

2023 

2024 

KEPMEN KP Nomor 149 Tahun 2020 Ttg 

Penyetaraan Ke Jabatan Fungsional.pdf 

KEPMEN KP 43 TAHUN 2023 

PENYEDERHANAAN JABATAN.pdf 

13 ST Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

PPSC 2023.pdf 

14. ST Tim Kerja PPS Cilacap Tahun 2024.pdf 

B 0,67

Peta proses bisnis telah disusun dengan adanya 

penyederhanaan jabatan dengan ditetapkannya Kepmen KP 

Nomor 127 Tahun 2021. berdasarkan Keputusan Dirjen 

Perikanan Tangkap Nomor 4/DJ.I/KP.440/II/2023 tentang 

Ketua Kelompok Kerja dan Ketua Subkelompok Kerja Lingkup 

Unit Pelaksana Teknis Dirjen Perikanan Tangkap, pada PPS 

Cilacap ditetapkan dua kelompok kerja yaitu Kelompok kerja 

Opersional Pelabuhan dan kesyahbandaran serta kelompok kerja 

Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, dan empat subkelompok kerja 

yaitu Subkelompok kerja operasional pelabuhan, 

kesyahbandaran, tata kelola sarana prasana dan Tata Kelola dan 

Pelayanan Usaha. 

Mekanisme kerja untuk penyederhanaan jabatan telah 

ditetapkan dengan Keputusan Men KP Nomor 43 Tahun 2023 

yang digunakan sebagai acuan kerja setelah dilakukan 

penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

PPS Cilacap telah menyusun kajian/monev terhadap 

penyederhaan jabatan Tahun 2022 

Penilaian atas reform dilakukan jika unit kerja:

1. Membandingkan Proses Bisnis unit kerja sebelum dan sesudah 

penyederhanaan; 

2. Jabatan hasil penyederhanaan telah difungsikan sesuai dengan jabatannya;

3. Kajian/monev terhadap dampak atas penyederhanaan jabatan tersebut, 

minimal terhadap perubahan struktur organisasi dan pola karir, beban kerja, 

dan kinerja organisasi;

4. Masukan/usulan atas hasil monev penyesuaian jabatan;

5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan jika 

kondisi 1-4 telah dilakukan, dapat dinilai A.

akan dilakukan penyusunan kajian atau monev 

penyederhanaan jabatan

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi1,00 0,50 50,00%

a Implementasi SPBE telah 

terintegrasi dan mampu 

mendorong pelaksanaan 

pelayanan publik yang lebih 

cepat dan efisien

a. Implementasi SPBE 

telah terintegrasi dan 

mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan 

publik yang lebih cepat 

dan efisien 

b. Implementasi SPBE 

telah mampu 

mendorong pelaksanaan 

pelayanan publik yang 

lebih cepat dan efisien, 

namun belum 

terintegrasi (parsial)

c. Implementasi SPBE 

belum mendorong 

pelaksanaan pelayanan 

publik yang lebih cepat 

dan efisien

A/B/C B

Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan 

publik yang lebih cepat dan efisien yaitu:

1. melalui akses integrasi.djpt.kkp.go.id/  untuk layanan utama yakni SPB, STBLKK 

Kedatangan, SHTI, dan eloogbok. Untuk SOP Kegiatan lain seperti Perjanjian 

penggunaan Tanah dan/atau Bangunan, Penggunaan alat berat belum terintegrasi. 

2. Aplikasi SRIKANDI berupa Sistem Monitoring Kapal Ikan di PPS Cilacap (berbasis 

Android dan PC), untuk memantau, mencatat, menyimpan serta mengolah data yang 

terkait dengan pencatatan aktifitas lalu lintas/keluar masuk kapal ikan di PPS 

Cilacap, sebagai alat bantu petugas dalam menghitung pungutan PNBP Jasa Tambat 

Labuh di PPS Cilacap. Aplikasi Srikandi terintegrasi dengan Sijaka sehingga 

mempercepat verifikasi/penghitungan biaya tambat labuh

3. Aplikasi SI IPIN (sistem informasi inspeksi pembongkaran ikan) berupa penggunaan 

google form untuk pengisian hasil inspeksi pembongkaran ikan dimana sebelumnya 

dilakukan secara manual (kertas catatan) yang mudah tercecer. menjadi tersimpan 

dalam data base sehingga mempercepat penelusuran data hasil inspeksi 

pembongkaran ikan sebagai persyaratan penerbitan SCPIB 

4. Terdapat pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Satu Atap Terintegrasi (SI 

ANTASENA) yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus dokumen tanpa harus 

langsung datang ke Pelabuhan. Karena dalam aplikasi ini pelaku usaha dapat 

mengajukan dokumen dan memantau jalannya dokumen yang diajukan. Dalam 

aplikasi juga tersedia fitur antrian, call center, dan progres tracking

Belum ada informasi kuantitatif pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien

1. Tangkap layar Aplikasi Pelayanan Publik 

yang terintegrasi (integrasi.djpt.kkp.go.id)

2. Matriks Identifikasi Srikandi

B 0,50

Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien yaitu:

1. melalui akses integrasi.djpt.kkp.go.id/  untuk layanan utama yakni 

SPB, STBLKK Kedatangan, SHTI, dan eloogbok. Untuk SOP Kegiatan lain 

seperti Perjanjian penggunaan Tanah dan/atau Bangunan, Penggunaan 

alat berat belum terintegrasi. 

2. Aplikasi SRIKANDI berupa Sistem Monitoring Kapal Ikan di PPS Cilacap 

(berbasis Android dan PC), untuk memantau, mencatat, menyimpan serta 

mengolah data yang terkait dengan pencatatan aktifitas lalu lintas/keluar 

masuk kapal ikan di PPS Cilacap, sebagai alat bantu petugas dalam 

menghitung pungutan PNBP Jasa Tambat Labuh di PPS Cilacap. Aplikasi 

Srikandi terintegrasi dengan Sijaka sehingga mempercepat 

verifikasi/penghitungan biaya tambat labuh

3. Aplikasi SI IPIN (sistem informasi inspeksi pembongkaran ikan) berupa 

penggunaan google form untuk pengisian hasil inspeksi pembongkaran 

ikan dimana sebelumnya dilakukan secara manual (kertas catatan) yang 

mudah tercecer. menjadi tersimpan dalam data base sehingga 

mempercepat penelusuran data hasil inspeksi pembongkaran ikan 

sebagai persyaratan penerbitan SCPIB 

4. Terdapat pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Terpadu Satu Atap 

Terintegrasi (SI ANTASENA) yang mempermudah pelaku usaha dalam 

mengurus dokumen tanpa harus langsung datang ke Pelabuhan. Karena 

dalam aplikasi ini pelaku usaha dapat mengajukan dokumen dan 

memantau jalannya dokumen yang diajukan. Dalam aplikasi juga 

tersedia fitur antrian, call center, dan progres tracking

Belum ada informasi kuantitatif pelayanan publik menjadi lebih cepat 

dan efisien

1. Identifikasi sistem informasi pelayanan publik yang sudah reform dalam hal : 

a. percepatan waktu layanan;

b. efisiensi a.l. pengurangan biaya/prosedur/dapat memantau progres 

layanan/notifikasi dr penyedia layanan dll;

dengan indikator sebelum dan sesudah. 

2. Indikator terintegrasi jika pengguna layanan tidak memenuhi persyaratan 

yang berulang untuk beberapa pelayanan yang dilakukan;

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

b Implementasi SPBE telah 

terintegrasi dan mampu 

mendorong pelaksanaan 

pelayanan internal organisasi 

yang lebih cepat dan efisien

a. Implementasi SPBE 

telah terintegrasi dan 

mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan 

internal unit kerja yang 

lebih cepat dan efisien 

b. Implementasi SPBE 

telah mampu 

mendorong pelaksanaan 

pelayanan internal unit 

kerja yang lebih cepat 

dan efisien, namun 

belum terintegrasi 

(parsial)

c. Implementasi SPBE 

belum mendorong 

pelaksanaan pelayanan 

internal unit kerja yang 

lebih cepat dan efisien

A/B/C B

Implementasi SPBE pada bidang pelayanan internal organisasi menggunakan aplikasi 

terpusat dan aplikasi yang dibangun internal. 

SPBE aplikasi terpusat antara lain aplikasi epegawai, co office (portal kkp), kinerjaku, 

kinerja BKN

Kehadiran aplikasi tersebut berdampak pada kecepatan, kemudahan, dan integrasi 

data antara unit kerja dengan Pusat

SPBE aplikasi internal antara lain aplikasi Srikandi (Sistem Monitoring Kapal Ikan), 

aplikasi SiAntasena (Sistem Layanan Terpadu Satu Atap Terintegrasi), dan aplikasi Si 

Mata Pari  (Sistem Informasi Data Pelabuhan Perikanan) 

Aplikasi Srikandi mengintegrasikan layanan SPB ke aplikasi terpusat di Es I Si JAKA 

dan aplikasi OmSPAN Kemenkeu. Stakeholder dapat menggunakan aplikasi Srikandi 

dalam melakukan penghitungan biaya PNBP. Stakeholder dapat memonitor besaran 

biaya PNBP yang harus dibayarkan dan mengestimasi biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pengguna jasa

Aplikasi SiAntasena merupakan sistem layanan terpadu satu atap terintegrasi di dalam 

PTSA, mengintegrasikan layanan dari 18 instansi mitra dan mengintegrasikan 

layanan intenal (kedatangan dan keberangkatan kapal

Aplikasi Si Mata Pari mengintegrasikan capain kinerja pada masing-masing Tim Kerja. 

Aplikasi Si Mata Pari memuat monitoring indeks kinerja PPS Cilacap yang datanya 

dihubungkan menjadi capain IKU.

1. Proses perkembangan penggunaan aplikasi 

Srikandi dan SIPIN.

2. Matriks Identifikasi Srikandi

B 0,50

Implementasi SPBE pada bidang pelayanan internal organisasi 

menggunakan aplikasi terpusat dan aplikasi yang dibangun internal. 

SPBE aplikasi terpusat antara lain aplikasi epegawai, coofis (portal kkp), 

kinerjaku, kinerja BKN

Kehadiran aplikasi tersebut berdampak pada kecepatan, kemudahan, dan 

integrasi data antara unit kerja dengan Pusat

SPBE aplikasi internal antara lain aplikasi Srikandi (Sistem Monitoring 

Kapal Ikan), aplikasi SiAntasena (Sistem Layanan Terpadu Satu Atap 

Terintegrasi), dan aplikasi Si Mata Pari  (Sistem Informasi Data Pelabuhan 

Perikanan) 

Aplikasi Srikandi mengintegrasikan layanan SPB ke aplikasi terpusat di 

Es I Si JAKA dan aplikasi OmSPAN Kemenkeu. Stakeholder dapat 

menggunakan aplikasi Srikandi dalam melakukan penghitungan biaya 

PNBP. Stakeholder dapat memonitor besaran biaya PNBP yang harus 

dibayarkan dan mengestimasi biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pengguna jasa

Aplikasi SiAntasena merupakan sistem layanan terpadu satu atap 

terintegrasi di dalam PTSA, mengintegrasikan layanan dari 18 instansi 

mitra dan mengintegrasikan layanan intenal (kedatangan dan 

keberangkatan kapal

Aplikasi Si Mata Pari mengintegrasikan capain kinerja pada masing-

masing Tim Kerja. Aplikasi Si Mata Pari memuat monitoring indeks 

kinerja PPS Cilacap yang datanya dihubungkan menjadi capain IKU.

1. Identifikasi sistem informasi pelayanan internal (antara lain 

BMN/Anggaran/Pelaksanaan Tugas (Pelaporan perdin dll)) yang sudah reform 

dalam hal : 

a. percepatan waktu;

b. efisiensi a.l. pengurangan prosedur/biaya/SDM;

dengan indikator sebelum dan sesudah. 

2. Indikator terintegrasi jika terhubung dengan aplikasi layanan internal 

lainnya.

3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.

iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat2,00 1,50 75,00%

https://drive.google.com/drive/folders/19w8m1XhFFHQPJG66zRAh4QuwEIgRIZl9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PW5E5qaARYBj1T8PnYh2yOG5nrnaPKNk?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16dgcCk56Zdpqbc1ZQ0CnMabZ_60L7ih9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Chcr-BR_1M51BZ_uHI_ea8GJVff6snja?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Chcr-BR_1M51BZ_uHI_ea8GJVff6snja?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Chcr-BR_1M51BZ_uHI_ea8GJVff6snja?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p8oyRPOjZd8HnL6KkGN90Ce3TMmkviSQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p8oyRPOjZd8HnL6KkGN90Ce3TMmkviSQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p8oyRPOjZd8HnL6KkGN90Ce3TMmkviSQ?usp=share_link


a. Transformasi digital pada bidang 

proses bisnis utama telah 

mampu memberikan nilai 

manfaat bagi unit kerja secara 

optimal 

a. Kriteria huruf b telah 

terpenuhi dan 

penerapan atau 

penggunaan dari 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang proses bisnis 

utama bagi unit kerja 

telah dilakukan validasi 

dan evaluasi serta 

ditindaklanjuti secara 

berkelanjutan

b. Kriteria huruf c telah 

terpenuhi dan 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang proses bisnis 

utama telah 

diterapkan/digunakan 

oleh unit kerja sesuai 

dengan sasaran dan 

target manfaat/dampak

c. Kriteria huruf d telah 

terpenuhi dan 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang proses bisnis 

A/B/C/D/E B

Proses Bisnis Utama Pelabuhan Perikanan : meningkatkan pelayanan kepada 

pengguna jasa pelabuhan, tranformasi digital dari proses bisnis utama tersebut dan 

telah memberikan manfaat sbb:

1. Aplikasi SRIKANDI berupa Sistem Monitoring Kapal Ikan di PPS Cilacap (berbasis 

Android dan PC), untuk memantau, mencatat, menyimpan serta mengolah data yang 

terkait dengan pencatatan aktifitas lalu lintas/keluar masuk kapal ikan di PPS 

Cilacap, sebagai alat bantu petugas dalam menghitung pungutan PNBP Jasa Tambat 

Labuh di PPS Cilacap

2. Aplikasi TEMAN SPB (Surat Persetujuan Berlayar), akan mempermudah pengguna 

jasa dalam hal pengurusan SPB sehingga tidak perlu mendatangi pos pelayanan 

terpadu cukup dengan menggunakan permohonan dengan menggunakan aplikasi 

tersebut

3. Sistem Notifikasi e-logbook yg sangat bermanfaat bagi nahkoda kapal pada saat 

melakukan aktifitas fishing ground sehingga tidak perlu lagi mencatat secara manual 

di atas kapal seperti sebelumnya. Aplikasi e-logbook dapat langsung merekam kegiatan 

penangkapan secara digital sehingga mempermudah penginputan hasil tangkapan 

(lebih akurat/ valid).

4. Aplikasi Si Jaka yaitu Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan terkait pelayanan jasa 

tambat labuh. Aplikasi tersebut dapat memberikan perhitungan PNBP yang harus 

dibayar oleh pengguna layanan setelah pengguna layanan mengajukan permohonan 

penerbitan SPB

5. Aplikasi SI IPIN (sistem informasi inspeksi pembongkaran ikan) berupa penggunaan 

google form untuk pengisian hasil inspeksi pembongkaran ikan dimana sebelumnya 

dilakukan secara manual (kertas catatan) yang mudah tercecer menjadi tersimpan 

dalam data base sehingga mempercepat penulusuran data hasil inspeksi 

pembongkaran ikan sebagai persyaratan penerbitan SCPIB 

6. Aplikasi SICEFI (Sistem Informasi cek Fisik) merupakan aplikasi yang digunakan 

untuk melakukan pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sehingga 

mempercepat proses pelaporan pengecekan fisik kapal yang digunakan sebagai dasar 

penerbitan SKKP

7. Pengembangan Aplikasi Si antasena (sistem layanan terpadu satu atap terintegrasi) 

merupakan aplikasi yang digunakan dalam PTSA yang memuat fitur antrian, call 

center, progress tracking

Tangkap layar aplikasi Teman SPB, E-logbook 

dan SI Jaka

B 0,75

Proses Bisnis Utama Pelabuhan Perikanan : meningkatkan pelayanan 

kepada pengguna jasa pelabuhan, tranformasi digital dari proses bisnis 

utama tersebut dan telah memberikan manfaat sbb:

1. Aplikasi SRIKANDI berupa Sistem Monitoring Kapal Ikan di PPS Cilacap 

(berbasis Android dan PC), untuk memantau, mencatat, menyimpan serta 

mengolah data yang terkait dengan pencatatan aktifitas lalu lintas/keluar 

masuk kapal ikan di PPS Cilacap, sebagai alat bantu petugas dalam 

menghitung pungutan PNBP Jasa Tambat Labuh di PPS Cilacap

2. Aplikasi TEMAN SPB (Surat Persetujuan Berlayar), akan mempermudah 

pengguna jasa dalam hal pengurusan SPB sehingga tidak perlu 

mendatangi pos pelayanan terpadu cukup dengan menggunakan 

permohonan dengan menggunakan aplikasi tersebut

3. Sistem Notifikasi e-logbook yg sangat bermanfaat bagi nahkoda kapal 

pada saat melakukan aktifitas fishing ground sehingga tidak perlu lagi 

mencatat secara manual di atas kapal seperti sebelumnya. Aplikasi e-

logbook dapat langsung merekam kegiatan penangkapan secara digital 

sehingga mempermudah penginputan hasil tangkapan (lebih akurat/ 

valid).

4. Aplikasi Si Jaka yaitu Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan terkait 

pelayanan jasa tambat labuh. Aplikasi tersebut dapat memberikan 

perhitungan PNBP yang harus dibayar oleh pengguna layanan setelah 

pengguna layanan mengajukan permohonan penerbitan SPB

5. Aplikasi SI IPIN (sistem informasi inspeksi pembongkaran ikan) berupa 

penggunaan google form untuk pengisian hasil inspeksi pembongkaran 

ikan dimana sebelumnya dilakukan secara manual (kertas catatan) yang 

mudah tercecer menjadi tersimpan dalam data base sehingga 

mempercepat penulusuran data hasil inspeksi pembongkaran ikan 

sebagai persyaratan penerbitan SCPIB 

6. Aplikasi SICEFI (Sistem Informasi cek Fisik) merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk melakukan pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal 

Perikanan sehingga mempercepat proses pelaporan pengecekan fisik 

kapal yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKKP

7. Pengembangan Aplikasi Si antasena (sistem layanan terpadu satu atap 

1. Penilaian reform dilakukan jika unit kerja telah merumuskan rencana 

transformasi digital atas proses bisnis utama dengan penilaian sebagai berikut:

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Dinilai E jika rumusan rencana berupa matriks hasil identifikasi proses 

bisnis yang belum digital maupun digital yang akan dikembangkan lebih lanjut 

dilengkapi sasaran target transformasi digital yang akan dilakukan serta 

manfaat/dampaknya, dan telah disahkan oleh pimpinan unit kerja;

b. Dinilai D jika matriks pada poin E terpenuhi ditambah dengan kolom 

kapabilitas prakiraan dan pelacakan (jadwal palang, target output, dll.) terhadap 

sasaran dan target manfaat/dampak;

c. Dinilai C jika matriks pada poin D terpenuhi ditambah dengan kolom 

kemampuan merealisasikan, antara lain kemampuan SDM (operator, dll) dan 

dukungan anggaran untuk programmer/pengembang aplikasi dan infrastruktur;

d. Dinilai B jika matriks pada poin C terpenuhi ditambah dengan kolom 

implementasinya (waktu pelaksanaan dan output kegiatan);

e. Dinilai A jika matriks pada poin B terpenuhi ditambah dengan kolom monev 

dan tindak lanjut hasil monev secara berkelanjutan

Catatan:

Jika satker menggunakan transformasi digital atas proses bisnis utama secara 

terpusat dari KKP atau Esleon I, maka satker menyampaikan bukti dukung 

berupa implementasi dan dampak dari adanya transfromasi digital

b. Transformasi digital pada bidang 

administrasi pemerintahan telah 

mampu memberikan nilai 

manfaat bagi unit kerja secara 

optimal

a. Kriteria huruf b telah 

terpenuhi dan 

penerapan atau 

penggunaan dari 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang administrasi 

pemerintahan bagi unit 

kerja telah dilakukan 

validasi dan evaluasi 

serta ditindaklanjuti 

secara berkelanjutan

b. Kriteria huruf c telah 

terpenuhi dan 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang administrasi 

pemerintahan telah 

diterapkan/digunakan 

oleh unit kerja sesuai 

dengan sasaran dan 

target manfaat/dampak

c. Kriteria huruf d telah 

terpenuhi dan 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang administrasi 

A/B/C/D/E B

Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan 

nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal, melalui aplikasi terpusat antara lain e-

pegawai, e-Kinerjaku, coofis (portal KKP). Kehadiran aplikasi tersebut berdampak pada 

kecepatan, kemudahan, dan integrasi data antar unit kerja dan Pusat.

Penataan arsip dalam google drive PPS Cilacap untuk memudahkan akses terhadap 

dokumen SK, Surat Tugas, Sertifikasi, serta Peraturan dan Perundang-undangan 

lingkup KKP bagi seluruh pegawai 

namun belum dilakukan monevnya.

Selain itu PPS Cilacap sudah membangun aplikasi Si Mata Pari  (Sistem Informasi Data 

Pelabuhan Perikanan) didalamnya memuat capain kinerja masing-masing Tim Kerja 

dan datanya dihubungkan menjadi capain IKU. Pimpinan dapat memonitor capaian 

IKU secara riil time

Matriks tranformasi digital dan paparan 

terkait SI IPIN, SRIKANDI dan SI API

B 0,75

Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu 

memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal, melalui aplikasi 

terpusat antara lain e-pegawai, e-Kinerjaku, coofis (portal KKP). Kehadiran 

aplikasi tersebut berdampak pada kecepatan, kemudahan, dan integrasi 

data antar unit kerja dan Pusat.

Penataan arsip dalam google drive PPS Cilacap untuk memudahkan akses 

terhadap dokumen SK, Surat Tugas, Sertifikasi, serta Peraturan dan 

Perundang-undangan lingkup KKP bagi seluruh pegawai 

namun belum dilakukan monevnya.

Selain itu PPS Cilacap sudah membangun aplikasi Si Mata Pari  (Sistem 

Informasi Data Pelabuhan Perikanan) didalamnya memuat capain kinerja 

masing-masing Tim Kerja dan datanya dihubungkan menjadi capain IKU. 

Pimpinan dapat memonitor capaian IKU secara riil time

1. Penilaian reform dilakukan jika unit kerja telah merumuskan rencana 

transformasi digital atas bidang administrasi pemerintahan dengan penilaian 

sebagai berikut:

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a.Dinilai E jika rumusan rencana berupa matriks hasil identifikasi proses bisnis 

yang belum digital maupun digital yang akan dikembangkan lebih lanjut 

dilengkapi sasaran target transformasi digital yang akan dilakukan serta 

manfaat/dampaknya, dan telah disahkan oleh pimpinan unit kerja;

b. Dinilai D jika matriks pada poin E terpenuhi ditambah dengan kolom 

kapabilitas prakiraan dan pelacakan (jadwal palang, target output, dll.) terhadap 

sasaran dan target manfaat/dampak;

c. Dinilai C jika matriks pada poin D terpenuhi ditambah dengan kolom 

kemampuan merealisasikan, antara lain kemampuan SDM (operator, dll) dan 

dukungan anggaran untuk programmer/pengembang aplikasi dan infrastruktur;

d. Dinilai B jika matriks pada poin C terpenuhi ditambah dengan kolom 

implementasinya (waktu pelaksanaan dan output kegiatan);

e. Dinilai A jika matriks pada poin B terpenuhi ditambah dengan kolom monev 

dan tindak lanjut hasil monev secara berkelanjutan

Catatan:

Jika satker menggunakan transformasi digital atas bidang administrasi 

pemerintahan secara terpusat dari KKP atau Esleon I, maka satker 

menyampaikan bukti dukung berupa implementasi dan dampak dari adanya 

transfromasi digital

c. Transformasi digital pada bidang 

pelayanan publik telah mampu 

memberikan nilai manfaat bagi 

unit kerja secara optimal

a. Kriteria huruf b telah 

terpenuhi dan 

penerapan atau 

penggunaan dari 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang pelayanan publik 

bagi unit kerja telah 

dilakukan validasi dan 

evaluasi serta 

ditindaklanjuti secara 

berkelanjutan

b. Kriteria huruf c telah 

terpenuhi dan 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang pelayanan publik 

telah 

diterapkan/digunakan 

oleh unit kerja sesuai 

dengan sasaran dan 

target manfaat/dampak

c. Kriteria huruf d telah 

terpenuhi dan 

manfaat/dampak dari 

transformasi digital pada 

bidang pelayanan publik 

A/B/C/D/E B

Proses Bisnis Utama Pelabuhan Perikanan : meningkatkan pelayanan kepada 

pengguna jasa pelabuhan, tranformasi digital dari proses bisnis utama tersebut dan 

telah memberikan manfaat sbb:

1. Aplikasi SRIKANDI berupa Sistem Monitoring Kapal Ikan di PPS Cilacap (berbasis 

Android dan PC), untuk memantau, mencatat, menyimpan serta mengolah data yang 

terkait dengan pencatatan aktifitas lalu lintas/keluar masuk kapal ikan di PPS 

Cilacap, sebagai alat bantu petugas dalam menghitung pungutan PNBP Jasa Tambat 

Labuh di PPS Cilacap

2. Aplikasi TEMAN SPB (Surat Persetujuan Berlayar), akan mempermudah pengguna 

jasa dalam hal pengurusan SPB sehingga tidak perlu mendatangi pos pelayanan 

terpadu cukup dengan menggunakan permohonan dengan menggunakan aplikasi 

tersebut, sangat bermanfaat saat pandemi Covid

3. Sistem Notifikasi e-logbook yg sangat bermanfaat bagi nahkoda kapal pada saat 

melakukan aktifitas fishing ground sehingga tidak perlu lagi mencatat secara manual 

di atas kapal seperti sebelumnya. Aplikasi e-logbook dapat langsung merekam kegiatan 

penangkapan secara digital sehingga mempermudah penginputan hasil tangkapan 

(lebih akurat/ valid).

4. Si Jaka yaitu Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan terkait pelayanan jasa tambat 

labuh. 

5. Aplikasi SI IPIN (sistem informasi inspeksi pembongkaran ikan) berupa penggunaan 

google form untuk pengisian hasil inspeksi pembongkaran ikan dimana sebelumnya 

dilakukan secara manual (kertas catatan) yang mudah tercecer.

6. Aplikasi SICEFI (Sistem Informasi cek Fisik) merupakan aplikasi yang digunakan 

untuk melakukan pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sehingga 

mempercepat proses pelaporan pengecekan fisik kapal yang digunakan sebagai dasar 

penerbitan SKKP

7. Aplikasi Si antasena (sistem layanan terpadu satu atap terintegrasi) merupakan 

aplikasi yang digunakan dalam PTSA yang memuat fitur antrian, call center, progress 

tracking

namun belum dilakukan validasi efektifitas sistem dan monev serta tindaklanjutnya.

Tangkap layar aplikasi Teman SPB, E-logbook 

dan SI Jaka

B 0,75

Proses Bisnis Utama Pelabuhan Perikanan : meningkatkan pelayanan 

kepada pengguna jasa pelabuhan, tranformasi digital dari proses bisnis 

utama tersebut dan telah memberikan manfaat sbb:

1. Aplikasi SRIKANDI berupa Sistem Monitoring Kapal Ikan di PPS Cilacap 

(berbasis Android dan PC), untuk memantau, mencatat, menyimpan serta 

mengolah data yang terkait dengan pencatatan aktifitas lalu lintas/keluar 

masuk kapal ikan di PPS Cilacap, sebagai alat bantu petugas dalam 

menghitung pungutan PNBP Jasa Tambat Labuh di PPS Cilacap

2. Aplikasi TEMAN SPB (Surat Persetujuan Berlayar), akan mempermudah 

pengguna jasa dalam hal pengurusan SPB sehingga tidak perlu 

mendatangi pos pelayanan terpadu cukup dengan menggunakan 

permohonan dengan menggunakan aplikasi tersebut, sangat bermanfaat 

saat pandemi Covid

3. Sistem Notifikasi e-logbook yg sangat bermanfaat bagi nahkoda kapal 

pada saat melakukan aktifitas fishing ground sehingga tidak perlu lagi 

mencatat secara manual di atas kapal seperti sebelumnya. Aplikasi e-

logbook dapat langsung merekam kegiatan penangkapan secara digital 

sehingga mempermudah penginputan hasil tangkapan (lebih akurat/ 

valid).

4. Si Jaka yaitu Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan terkait pelayanan 

jasa tambat labuh. 

5. Aplikasi SI IPIN (sistem informasi inspeksi pembongkaran ikan) berupa 

penggunaan google form untuk pengisian hasil inspeksi pembongkaran 

ikan dimana sebelumnya dilakukan secara manual (kertas catatan) yang 

mudah tercecer.

6. Aplikasi SICEFI (Sistem Informasi cek Fisik) merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk melakukan pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal 

Perikanan sehingga mempercepat proses pelaporan pengecekan fisik 

kapal yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKKP

7. Aplikasi Si antasena (sistem layanan terpadu satu atap terintegrasi) 

merupakan aplikasi yang digunakan dalam PTSA yang memuat fitur 

antrian, call center, progress tracking

namun belum dilakukan validasi efektifitas sistem dan monev serta 

1. Penilaian reform dilakukan jika unit kerja telah merumuskan rencana 

transformasi digital pada bidang pelayanan publik dengan penilaian sebagai 

berikut:

2. Penilaian:

a. Dinilai E jika rumusan rencana berupa matriks hasil identifikasi proses 

bisnis yang belum digital maupun digital yang akan dikembangkan lebih lanjut 

dilengkapi sasaran target transformasi digital yang akan dilakukan serta 

manfaat/dampaknya, dan telah disahkan oleh pimpinan unit kerja; 

b. Dinilai D jika matriks pada poin E terpenuhi ditambah dengan kolom 

kapabilitas prakiraan dan pelacakan (jadwal palang, target output, dll.) terhadap 

sasaran dan target manfaat/dampak;

c. Dinilai C jika matriks pada poin D terpenuhi ditambah dengan kolom 

kemampuan merealisasikan, antara lain kemampuan SDM (operator, dll) dan 

dukungan anggaran untuk programmer/pengembang aplikasi dan infrastruktur;

d. Dinilai B jika matriks pada poin C terpenuhi ditambah dengan kolom 

implementasinya (waktu pelaksanaan dan output kegiatan); 

e. Dinilai A jika matriks pada poin B terpenuhi ditambah dengan kolom monev 

dan tindak lanjut hasil monev secara berkelanjutan

Catatan: 

1. Bagi unit kerja yang karakteristik pengguna jasanya tidak kondusif untuk 

layanan berbasis TI (gagap teknologi atau remote area blank spot) maka 

transformasi digital diperbolehkan dalam bentuk selain aplikasi (non TI), 

contohnya layanan jemput bola dengan mobil pelayanan yg standby di wilayah 

pengguna jasa/kelililng.

2. Jika satker menggunakan transformasi digital pada bidang pelayanan publik 

secara terpusat dari KKP atau Esleon I, maka satker menyampaikan bukti 

dukung berupa implementasi dan dampak dari adanya transfromasi digital

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR5,00 4,25 85,00%

i. Kinerja Individu 1,50 1,50 100,00%

a Ukuran kinerja individu telah 

berorientasi hasil (outcome ) 

sesuai pada levelnya

a. Seluruh ukuran 

kinerja individu telah 

berorientasi hasil 

(outcome ) sesuai pada 

levelnya

b. Sebagian ukuran 

kinerja individu telah 

berorientasi hasil 

(outcome ) sesuai pada 

levelnya

c. Tidak ada ukuran 

kinerja individu yang 

berorientasi hasil 

(outcome )

A/B/C A

Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada 

levelnya yaitu berdasarkan MPH Tahun 2023 dan 2024
Matriks Peran Hasil Tahun 2022 s.d. 2024

A 1,00

Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai 

pada levelnya yaitu berdasarkan MPH Tahun 2023 dan 2024
Indikator kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) dlihat dari Rencana 

Kinerja Individu bukan dilihat dari IKI.

ii. Assessment  Pegawai 1,50 0,75 50,00%

a Hasil assement telah dijadikan 

pertimbangan untuk mutasi dan 

pengembangan karir pegawai

a. Seluruh hasil 

assessment dijadikan 

dasar mutasi internal 

dan pengembangan 

kompetensi pegawai

b. Hasil assessment 

belum seluruhnya 

dijadikan mutasi 

internal dan 

pengembangan 

kompetensi pegawai

c. Hasil assessment 

belum dijadikan dasar 

mutasi internal dan 

pengembangan 

kompetensi pegawai

A/B/C B

Terdapat assesment 8 pegawai PPS Cilacap pada Tahun 2023 untuk talent 

management system yang diselenggarakan oleh Biro SDM, namun hasil asessment 

belum diterima oleh pegawai.

1. Surat rekomendasi Jabfung APT3 Sri 

Rahayu

 2. Surat rekomendasi Jabfung APT3 Siti 

Nurfaidah

 3. Surat rekomendasi Jabfung APT3 Khoirul 

Anam

 4. Sertifikat Jabfung APT3 Sri Rahayu

 5. Sertifikat Jabfung APT3 Siti Nurfaidah

 6. Sertifikat Jabfung APT3 Khoirul Anam B 0,50

Terdapat assesment 8 pegawai PPS Cilacap pada Tahun 2023 untuk talent 

management system yang diselenggarakan oleh Biro SDM, namun hasil 

asessment belum diterima oleh pegawai.

Pelaksanaan mutasi internal dan pengembangan karir/promosi pegawai harus 

melalui assessment.

Jika terdapat mutasi Kepala Unit Kerja maka dianggap telah dilakukan 

assessment oleh Es I untuk mutasi Kepala Unit Kerja.

Catatan :

assesment dapat berupa uji kompetensi, uji penjenjangan, pemetaan/penilaian dari 

pihak eksternal (BKN, instansi pembina atau lembaga sejenis)

iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 2,00 2,00 100,00%

a Penurunan pelanggaran disiplin 

pegawai

Persentase pernurunan 

pelanggaran disiplin 

pegawai diperoleh dari 

Jumlah pelanggaran 

tahun sebelumnya 

dikurangi Jumlah 

pelanggaran tahun ini 

kemudian dibagi dengan 

Jumlah pelanggaran 

tahun sebelumnya

% 100,00%

Tidak terdapat pelanggaran disiplin pegawai pada Tahun 2022 dan 2023. 3. Pelanggaran Disiplin Pegawai 

100,00% 1,00

Tidak terdapat pelanggaran disiplin pegawai pada Tahun 2022 dan 2023. Telah jelas.

- Jumlah pelanggaran tahun 

sebelumnya
Jumlah 0 0

- Jumlah pelanggaran tahun ini Jumlah 0 0

- Jumlah pelanggaran yang telah 

diberikan sanksi/hukuman Jumlah 0 0

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 5,00 5,00

i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja2,00 2,00 100,00%

https://drive.google.com/drive/folders/10_EeaLu-9KibQ3xLL7Q_YoTk6OJtkI6s?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/10_EeaLu-9KibQ3xLL7Q_YoTk6OJtkI6s?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o5Ezu6pEgCAL5u18kAoRWVcXlB6sllsK?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o5Ezu6pEgCAL5u18kAoRWVcXlB6sllsK?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MwpSsD5a7jhdiVGY4_RL2DiO5rDbdRrH?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MwpSsD5a7jhdiVGY4_RL2DiO5rDbdRrH?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rEZlkhdRjBcm-odz-_zaIZZpR13n3_m4?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/16_I6zvKL3IhVLQitDLbXTGB5zzQBuhaN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QaZgaCsLTlM0dwgth32UzhJI0nnqFnX2?usp=drive_link


- Persentase Sasaran dengan 

capaian 100% atau lebih 

Persentase diperoleh 

dari Jumlah Sasaran 

Kinerja yang tercapai 

100% atau lebih dibagi 

dengan Jumlah Sasaran 

Kinerja

% 100,00%

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan 2023 tanggal 18 Januari 2023 dan tangkap 

layar dashboard aplikasi Kinerjaku, capaian seluruh sasaran kinerja utama Tahun 

2023 (7 sasaran kinerja) telah mencapai 100% atau lebih.

i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja

100,00% 1,00

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan 2023 tanggal 18 Januari 2023 dan 

tangkap layar dashboard aplikasi Kinerjaku, capaian seluruh sasaran 

kinerja utama Tahun 2023 (7 sasaran kinerja) telah mencapai 100% atau 

lebih.

Perhitungan Sasaran Kinerja dari aplikasi Kinerjaku dihitung sebagai berikut :

(x/n)*100%

X= Sasaran Kinerja dengan nilai ≥ 100

n= jumlah sasaran kinerja

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Revisi PK yang ditandatangani 22 November 2024;

2. Screenshoot capaian kinerja TW III 2024 di aplikasi 

kinerjaku;

3. Screenshoot NPSS TW III Tahun 2024

- Jumlah Sasaran Kinerja Jumlah 7 7
Berdasarkan Dashboard aplikasi Kinerjaku triwulan IV selanjutnya hitung total 

Sasaran Kinerja (n) yang ada

- Jumlah Sasaran Kinerja yang 

tercapai 100% atau lebih 
Jumlah 7 7

Berdasarkan Dashboard aplikasi Kinerjaku triwulan IV selanjutnya Hitung 

jumlah Sasaran Kinerja. yang capaiannya ≥ 100% (x)

ii. Pemberian Reward and Punishment1,50 1,50 100,00%

- Hasil Capaian/Monitoring 

Perjanjian Kinerja telah 

dijadikan dasar sebagai 

pemberian reward and 

punishment bagi organisasi

a. Seluruh capaian 

kinerja (Perjanjian 

Kinerja) merupakan 

unsur dalam pemberian 

reward and punishment

b. Sebagian besar 

Capaian Kinerja (lebih 

dari 50% Perjanjian 

kinerja) merupakan 

unsur dalam pemberian 

reward and punishment

c. Sebagian kecil 

Capaian Kinerja (kurang 

dari 50% Perjanjian 

kinerja) merupakan 

unsur dalam pemberian 

reward and punishment

d. Capaian Kinerja 

(Perjanjian kinerja) 

belum menjadi unsur 

dalam pemberian 

reward and punishment

A/B/C/D A

1. Terdapat Surat Kepala Biro Perencanaan KKP Nomor: 110/SJ.1/RC.610/I/2024 

tanggal 19 Januari 2024 perihal Penyampaian Penetapan Penambahan Tunjangan 

Kinerja Hasil Penilaian Capaian Indikator Kinerja yang memuat pemberian insentif 2% 

kepada PPS Cilacap atas kinerja UPT atas pencapaian target IKU IP ASN dan Penetapan 

Satker sebagai UPT WBK berdasarkan hasil penilaian TPI. Satker akan 

mengimplementasikan pemberian tambahan tukin apabila anggaran telah tersedia.

2. Terdapat penghargaan PPS Cilacap dari Direktur Kepelabuhanan Perikanan untuk 

hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan periode Maret 2024 dengan kategori sangat 

baik.

3.  Terdapat penghargaan PPS Cilacap dari Direktur Kepelabuhanan Perikanan untuk 

hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan periode Mei 2024 dengan kategori sangat 

baik.

ii. Pemberian Reward and Punishment

A 1,00

1. Terdapat Surat Kepala Biro Perencanaan KKP Nomor: 

110/SJ.1/RC.610/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penyampaian 

Penetapan Penambahan Tunjangan Kinerja Hasil Penilaian Capaian 

Indikator Kinerja yang memuat pemberian insentif 2% kepada PPS 

Cilacap atas kinerja UPT atas pencapaian target IKU IP ASN dan Penetapan 

Satker sebagai UPT WBK berdasarkan hasil penilaian TPI. Satker akan 

mengimplementasikan pemberian tambahan tukin apabila anggaran telah 

tersedia.

2. Terdapat penghargaan PPS Cilacap dari Direktur Kepelabuhan 

Perikanan untuk hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan periode 

Maret 2024 dengan kategori sangat baik.

1.Apresiasi atasan Unit Kerja Organisasi Eseleon I kepada Unit Kerja 

Organisasi Eselon II/UPT melalui Surat/Memorandum yang menginformasikan 

terkait reward dan punishment yang dinilai dari Nilai KInerja Organisasi atau 

Capaian Indikator Kinerja .

2. Apresiasi Pimpinan Unit Kerja Organisasi Unit Kerja Organisasi Eseleon 

II/UPT kepada Tim Kerja/Pegawai Melalui Surat/Memorandum yang 

menginformasikan terkait reward dan punishment.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Reward Adibakti Mina Bahari - ASN JPT Pratama an. Imas 

Masriah :

2. Reward  Penghargaan Juara III Pelabuhan Perikanan 

Pusat Teladan;

3. Reward Anugerah Reksa Bandha 2024 Juara II Kategori 

Continuous Improvement;

4. Reward Penghargaan Unit kerja pelayanan berpredikat 

menuju WBK

iii. Kerangka Logis Kinerja 1,50 1,50 100,00%

- Apakah terdapat penjenjangan 

kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) 

yang mengacu pada kinerja 

utama  organisasi dan dijadikan 

dalam penentuan kinerja 

seluruh pegawai? 

a. terdapat Kerangka 

Logis kinerja yang 

mengacu pada kinerja 

utama organisasi  dan 

digunakan dalam 

penjabaran kinerja 

seluruh pegawai

b. terdapat  Kerangka 

Logis kinerja yang 

mengacu pada kinerja 

utama organisasi namun 

belum digunakan dalam 

penjabaran kinerja 

seluruh pegawai

c. Kerangka Logis 

kinerja ada namun 

belum mengacu pada 

kinerja utama organisasi 

dan belum digunakan 

dalam penjabaran 

kinerja seluruh pegawai

d. Kerangka Logis 

kinerja belum ada

A/B/C/D A

Terdapat kerangka logis kinerja mengacu pada kinerja utama organisasi dan telah 

digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai. Didokumentasikan dalam : 

1. Pohon Kinerja DJPT 2024 

2. Diagram alir/cascading IKU organisasi s.d. individu; 

3. MPH dari aplikasi kinerja.bkn.go.id kepada seluruh pegawai ASN;

4. Matrik Cascading Kinerja sesuai Lampiran IV Permen KP 35 tahun 2023.

iii. Kerangka Logis Kinerja

A 1,00

Terdapat kerangka logis kinerja mengacu pada kinerja utama organisasi 

dan telah digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai. 

Didokumentasikan dalam : 

1. Pohon Kinerja DJPT 2024 

2. Diagram alir/cascading IKU organisasi s.d. individu; 

3. MPH dari aplikasi kinerja.bkn.go.id kepada seluruh pegawai ASN;

4. Matrik Cascading Kinerja sesuai Lampiran IV Permen KP 35 tahun 

2023.

1. Matrik Peran Hasil harus selaras dan dilengkapi dengan Pohon Kinerja Level 

I dan II 

Matrik Peran Hasil Telah disusun berdasarkan kerangka logis Indikator Kinerja 

Organisasi dan tercascading ke seluruh pegawai

2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan:

a. Jika seluruh IKU organisasi telah ter-cascading ke seluruh pegawai dan 

digunakan sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI), maka dinilai A;

b. Jika seluruh IKU organisasi telah ter-cascading ke seluruh pegawai namun 

belum digunakan sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI), maka dinilai B;

c. Jika Matrik Peran Hasil organisasi s.d. individu sudah disusun namun belum 

mengacu IKU atasannya maka dinilai C; 

d Jika belum terdapat Matrik Peran Hasil organisasi s.d. individu, maka dinilai 

D.

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan Verifikasi Capaian Kinerja TW III PPS Cilacap 

Tahun_2024.pdf

5. PENGUATAN PENGAWASAN 7,50 6,88 91,67%

i. Mekanisme Pengendalian 2,50 1,88 75,00%

- Telah dilakukan mekanisme 

pengendalian aktivitas secara 

berjenjang

a. Terdapat 

pengendalian aktivitas 

utama organisasi yang 

tersistem mulai dari 

perencanaan, penilaian 

risiko, pelaksanaan, 

monitoring, dan 

pelaporan oleh 

penanggung jawab 

aktivitas serta pimpinan 

unit kerja dan telah 

menghasilkan 

peningkatan kinerja, 

mekanise kerja baru 

yang lebih efektif, 

efisien, dan terkendali

b. Terdapat 

pengendalian aktivitas 

utama organisasi yang 

tersistem mulai dari 

perencanaan, penilaian 

risiko, pelaksanaan, 

monitoring, dan 

pelaporan oleh 

penanggung jawab 

aktivitas serta pimpinan 

unit kerja namun belum 

A/B/C/D/E B

Terdapat pengendalian aktivitas utama PPS Cilacap, sebagai contoh pengendalian atas 

Kesyahbandaran penanganan kebakaran, keselamatan dan keamanan kapal. 

Terhadap kegiatan tersebut telah dibuatkan mitigasi risiko, pelaksanaan kegiatan 

berupa memasang rambu dan perawatan APAR, penetapan tim penanganan kebakaran, 

jadwal piket, dan penyusunan SOP, pelatihan dan kerjasama dengan aparat pemadam 

kebakaran. dll.

Dilakukan juga monitoring dan pelaporan atas realisasi aktivitas pengendaliannya 

oleh penanggung jawab aktivitas. Dilaporkan ke dalam Laporan SPIP Triwulan II 2024.

1. MR dan Pengendalian risiko

I. MEKANISME PENGENDALIAN 

2023 

2024 

Pelaporan SPIP berjenjang ke Es I

3. BUKTI PENGIRIMAN SPIP KE PUSAT 

2023 

2024 

Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024.pdf

Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024.pdf  

B 0,75

Terdapat pengendalian aktivitas utama PPS Cilacap, sebagai contoh 

pengendalian atas Kesyahbandaran penanganan kebakaran, keselamatan 

dan keamanan kapal. 

Terhadap kegiatan tersebut telah dibuatkan mitigasi risiko, pelaksanaan 

kegiatan berupa memasang rambu dan perawatan APAR, penetapan tim 

penanganan kebakaran, jadwal piket, dan penyusunan SOP, pelatihan 

dan kerjasama dengan aparat pemadam kebakaran. dll.

Dilakukan juga monitoring dan pelaporan atas realisasi aktivitas 

pengendaliannya oleh penanggung jawab aktivitas. Dilaporkan ke dalam 

Laporan SPIP Triwulan II 2024.

1. Reform pada pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai 

dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan 

oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja secara ter sistem, 

dapat berupa:

a. pembuatan sitem/aplikasi terpadu pengendalian aktivitas utama organisasi;

b. perubahan dalam metode/cara dalam mempermudah pengendalian aktivitas 

utama organisasi.

2. Indikator keberhasilan reform, antara lain:

a. menghasilkan peningkatan kinerja (contoh: penyerapan anggaran sesuai 

target, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, temuan berkurang, dll)

b. mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali (contoh: 

pelaporan ke unit kerja atasannya tepat waktu, sistem pengendalian tugas 

lapangan, dll)

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan Penanganan Pengaduan terpenuhi sampai 

dengan bulan November

ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 3,00 % 3,00 100,00%

- Persentase penanganan 

pengaduan masyarakat

Penilaian ini 

menghitung realisasi 

penanganan pengaduan 

masyarakat yang harus 

diselesaikan

% 100,00%

Tangkap layar SP4N Lapor! 2023

Tangkap layar SP4N lapor 2024

100,00% 1,00

1. Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang 

harus diselesaikan dalam aplikasi SP4N-LAPOR!

2. Memastikan unit kerja telah meng input seluruh pengaduan (apirasi, 

permintaan informasi, pengaduan) dalam aplikasi SP4N-LAPOR!

3. Memastikan jumlah pengaduan yang terdapat dalam laporan monev sama 

jumlahnya dengan yang ada di aplikasi SP4N-LAPOR!

Melakukan beberapa update data dukung sbb: 

1. Laporan Penanganan Pengaduan dan SPAN-LAPOR 

terpenuhi sampai dengan bulan November

- Jumlah pengaduan masyarakat 

yang harus ditindaklanjuti Jumlah 18

Jumlah pengaduan selama Tahun 2023 sampai 30 Juni 2024 sebanyak 18 pengaduan 

seluruhnya telah ditindaklanjut 18

Jumlah pengaduan selama Tahun 2023 sampai 30 Juni 2024 sebanyak 

18 pengaduan seluruhnya telah ditindaklanjut
Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti

- Jumlah pengaduan masyarakat 

yang sedang diproses Jumlah 0 0

Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses

- Jumlah pengaduan masyarakat 

yang  selesai ditindaklanjuti Jumlah 18 18

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dengan status 

tuntas.

iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

2,00

Kewajiban 

Penyelenggara Negara 

untuk melaporkan harta 

kekayaan diatur dalam: 

1. Undang-Undang No. 

28 Tahun 1999

2. Undang-Undang No. 

30 Tahun 2002

3. Undang-Undang No. 

10 Tahun 2015

4. Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

No. 07 Tahun 2016

5. Instruksi Presiden No. 

5 Tahun 2004

6. SE Menteri PANRB 

No. 

SE/03/M.PAN/01/2005

7. SE Menteri PANRB 

No. 2 Tahun 2023

% 2,00 100,00%

TERPENUHI

a. 1,00 1,00

- Persentase penyampaian LHKPN

% 100,00%

Wajib lapor LHKPN pada PPS Cilacap per 31 Desember 2023 sebanyak 9 pegawai terdiri 

dari KPA (Imas Masriah), PPK (Dwi Harto), PPSPM (Nurul Fazri), Bendahara Pengeluaran 

(Julia Komalasari) , Bendahara Penerimaan (Agung P), Panitia PBJ (Bambang Triono, 

Kushartanto, Hendriyanto, Anam)

Seluruhnya telah lapor LHKPN

Bukti Lapor LHKPN Tahun 2023

100,00% 1,00

Wajib lapor LHKPN pada PPS Cilacap per 31 Desember 2023 sebanyak 9 

pegawai terdiri dari KPA (Imas Masriah), PPK (Dwi Harto), PPSPM (Nurul 

Fazri), Bendahara Pengeluaran (Julia Komalasari) , Bendahara 

Penerimaan (Agung P), Panitia PBJ (Bambang Triono, Kushartanto, 

Hendriyanto, Anam)

Seluruhnya telah lapor LHKPN

1. Persentase penyampaian LHKPN yang mencapai 100%.

2. Kegiatan reform yang dilakukan antara lain monitoring perkembangan 

penyampaian LHKPN secara real time .

TERPENUHI

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

https://drive.google.com/drive/folders/1N8SJ48pLJ4QAiOXx76qPV7vx-NTjgPc6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sxsTQGcl7_vgmCcV7s5TzAuOZ_vkUChR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1F9xndkrAoFGjvKXqP0dUfix-IpHscIHK?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cRerN19g-gads2JOzQonb2ytm-Uk9bL6?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MDFCPJLiYM_XOjuHuX_wm9fhXU_k37LI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MDFCPJLiYM_XOjuHuX_wm9fhXU_k37LI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LEdqR3MYhTdcZgtI7JQiZwraHmcN2X3T?usp=share_link


- Jumlah yang harus melaporkan Jumlah 9,00 9,00 Jumlah yang harus melaporkan

- Kepala satuan kerja Jumlah 1,00 1,00 Kepala satuan kerja

- Pejabat yang diwajibkan 

menyampaikan LHKPN

Jumlah 8,00 8,00

1. Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN;

2. Jangka waktu pelaporan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 

pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali 

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara 

(Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan 

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020).

- Lainnya Jumlah 0,00 0,00 Pejabat Lainnya yang Ditentukan

- Jumlah yang sudah melaporkan
Jumlah 9,00 9,00

Jumlah yang sudah melaporkan

b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN)1,00 1,00

- Persentase penyampaian Non 

LHKPN

% 100,00%

Jumlah pegawai per 31 Desember 2023 yang wajib lapor LHKASN melalui pelaporan 

SPT pajak sebanyak 67 orang, seluruhnya telah melaporkan LHKAN melalui pelaporan 

SPT tahunan

Bukti Lapor SPT pajak Tahun 2023

100,00% 1,00

Jumlah pegawai per 31 Desember 2023 yang wajib lapor LHKASN melalui 

pelaporan SPT pajak sebanyak 67 orang, seluruhnya telah melaporkan 

LHKAN melalui pelaporan SPT tahunan

1. Persentase penyampaian SPT Tahunan yang mencapai 100%;

2. Kegiatan reform yang dilakukan:

a. Sosialisasi tata cara penyampaian LHKAN dan kelengkapan bukti dukung 

kepada seluruh pegawai;

b. Monitoring perkembangan penyampaian LHKAN;

TERPENUHI

- Jumlah yang harus melaporkan 

(tidak wajib LHKPN)
Jumlah 67,00 67,00

Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)

- Pejabat administrator (eselon 

III)
Jumlah 0,00 0,00

Pejabat administrator

- Pejabat Penawas (eselon IV) Jumlah 0,00 0,00 Pejabat Pengawas

- Jumlah Fungsional dan 

Pelaksana
Jumlah 67,00 67,00

Jumlah Fungsional dan Pelaksana

- Jumlah yang sudah melaporkan
Jumlah 67,00 67,00

Jumlah yang sudah melaporkan

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK5,00 3,51 70,25%

i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik2,50 1,84 73,50%

a. Upaya dan/atau inovasi telah 

mendorong perbaikan pelayanan 

publik pada:

1. Kesesuaian Persyaratan

2. Kemudahan Sistem, 

Mekanisme, dan Prosedur

3. Kecepatan Waktu 

Penyelesaian

4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis

5. Kualitas Produk Spesifikasi 

Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana/Web

7. Perilaku Pelaksana/Web

8. Kualitas Sarana dan 

prasarana

9. Penanganan Pengaduan, 

Saran dan Masukan

a. Upaya dan/atau 

inovasi yang dilakukan 

telah mendorong 

perbaikan seluruh 

pelayanan publik yang 

prima (lebih Cepat dan 

mudah) 

b. Upaya dan/atau 

inovasi yang dilakukan 

belum seluruhnya 

memberikan dampak 

pada perbaikan 

pelayanan public yang 

prima (Cepat dan 

mudah) 

c. Upaya dan/atau 

inovasi yang dilakukan 

belum sesuai 

kebutuhan 

d. Belum ada inovasi

A/B/C/D B

Telah dilakukan upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik 

pada:

1. Kesesuaian Persyaratan: Dgn menggunakan aplikasi yaitu Pelayanan Penerbitan 

Surat Persetujuan Berlayar; (TEMAN SPB) dan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil 

Tangkapan Ikan (SI-SHTI), kesesuaian persyaratan penerbitan sertifikat dapat 

dikendalikan sesuai ketentuan: 

2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: 

a. aplikasi SRIKANDI telah mengubah sisdur dr sblmnya pencatatan manual yg mudah 

tercecer dan susah diakses menjadi tersistem dlm database dg input langsung dr 

aplikasi dg fasilitasi peningkatan sarana melalui android/pc sehingga mudah, cepat 

dan menjadi dasar perhitungan biaya/tarif pungutan pnbp atas jasa tambat labuh dg 

meningkatnya kualitas data yg lebih valid karena telah mengeliminir kesalahan 

hitung manual.

b. Tersedianya kantor pos dalam satu atap telah memudahkan pembayaran sehingga 

dapat dilakukan langsung di tempat pelayanan setelah mendapatkan billing sehingga 

mengurangi waktu dan resiko di perjalanan selain itu kualitas produk layanan 

menjadi lebih baik karena tuntas diselesaikan dalam satu ruangan.

c. Pembayaran non tunai telah mengubah sistem pembayaran yang semula dilakukan 

melalui penerima sekarang dilakukan sendiri oleh pengguna jasa menggunakan alat 

EDC. Hal ini membuat tidak ada lagi jeda waktu antara pembayaran dengan penyetoran 

ke kas negara. Selain itu, meningkatkan kualitas produk layanan karena 

mempermudah pengguna tidak harus menggunakan uang tunai dan menurunkan 

peluang fraud jika terjadi kelebihan sisa bayar. 

d. Aplikasi SIIPIN yang digunakan untuk inspeksi kapal sebagai salah syarat untuk 

SCPIB yang merupakan mengubah sistem yang awalnya pengisian form menggunakan 

kertas menjadi menggunakan form elektronik (Google form) sehingga mempercepat 

prosedur dan data cepat terekam oleh sistem secara online.

e. Penyediaan form dan contoh dokumen untuk pelayanan penggunaan tanah dan 

bangunan mempermudah masyarakat dari sebelumnya harus ke kantor untuk 

mengerahui persyaratan setelahnya bisa lebih cepat dengan mengakses dan 

mengunduh contoh dokumen dari web selain itu mengecilkan kemungkinan 

banyaknya koreksi form layanan dan proposal yang tidak sesuai.

3. Kecepatan Waktu Penyelesaian: Perbaikan SOP waktu penyelesaian pelayanan terus 

a.Upaya dan/atau inovasi telah mendorong 

perbaikan pelayanan publik

B 0,67

Telah dilakukan upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan 

pelayanan publik pada:

1. Kesesuaian Persyaratan: Dgn menggunakan aplikasi yaitu Pelayanan 

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; (TEMAN SPB) dan Pelayanan 

Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SI-SHTI), kesesuaian 

persyaratan penerbitan sertifikat dapat dikendalikan sesuai ketentuan: 

2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: 

a. aplikasi SRIKANDI telah mengubah sisdur dr sblmnya pencatatan 

manual yg mudah tercecer dan susah diakses menjadi tersistem dlm 

database dg input langsung dr aplikasi dg fasilitasi peningkatan sarana 

melalui android/pc sehingga mudah, cepat dan menjadi dasar 

perhitungan biaya/tarif pungutan pnbp atas jasa tambat labuh dg 

meningkatnya kualitas data yg lebih valid karena telah mengeliminir 

kesalahan hitung manual.

b. Tersedianya kantor pos dalam satu atap telah memudahkan 

pembayaran sehingga dapat dilakukan langsung di tempat pelayanan 

setelah mendapatkan billing sehingga mengurangi waktu dan resiko di 

perjalanan selain itu kualitas produk layanan menjadi lebih baik karena 

tuntas diselesaikan dalam satu ruangan.

c. Pembayaran non tunai telah mengubah sistem pembayaran yang 

semula dilakukan melalui penerima sekarang dilakukan sendiri oleh 

pengguna jasa menggunakan alat EDC. Hal ini membuat tidak ada lagi 

jeda waktu antara pembayaran dengan penyetoran ke kas negara. Selain 

itu, meningkatkan kualitas produk layanan karena mempermudah 

pengguna tidak harus menggunakan uang tunai dan menurunkan 

peluang fraud jika terjadi kelebihan sisa bayar. 

d. Aplikasi SIIPIN yang digunakan untuk inspeksi kapal sebagai salah 

syarat untuk SCPIB yang merupakan mengubah sistem yang awalnya 

pengisian form menggunakan kertas menjadi menggunakan form 

elektronik (Google form) sehingga mempercepat prosedur dan data cepat 

terekam oleh sistem secara online.

e. Penyediaan form dan contoh dokumen untuk pelayanan penggunaan 

tanah dan bangunan mempermudah masyarakat dari sebelumnya harus 

1. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik 

terhadap 9 unsur meliputi:

a. Kesesuaian Persyaratan

b. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

c. Kecepatan Waktu Penyelesaian

d. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis

e. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

f. Kompetensi Pelaksana/Web

g. Perilaku Pelaksana/Web

h. Kualitas Sarana dan prasarana

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Penilaian mengacu pada kriteria jawaba, dengan tambahan keterangan:

a. Jika upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan 

unsur pelayanan publik yang prima dan memberikan dampak pada perbaikan 

dengan indikator antara lain : peningkatan nilai SKM, google review, tidak ada 

pengaduan dll, maka dinilai A;

b. Jika upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan 

dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (≥30% s.d <100%) pada 

indikator a. s.d.i), maka dinilai B.

TERPENUHI

b. Upaya dan/atau inovasi pada 

perijinan/pelayanan telah 

dipermudah:

1. Waktu lebih cepat

2. Pelayanan Publik yang 

terpadu

3. Alur lebih pendek/singkat

4 Terintegrasi dengan aplikasi

Persentase diperoleh 

dari Jumlah 

perijinan/pelayanan 

yang telah dipermudah 

dibagi dengan Jumlah 

perijinan/pelayanan 

yang terdata/terdaftar

% 80,00%

PPS Cilacap menerapakan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dalam memberikan 

pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, PPS Cilacap juga menerapkan ISO 

14001:2015 tentang Manajemen Lingkungan.

Telah dilakukan upaya dan/atau inovasi pada 10 layanan PPSC yang menghasilkan 

layanan yang lebih mudah dari 4 aspek (waktu lebih cepat, pelayanan terpadu, alur 

lebih pendek dan terintegrasi), sbb:

1. Dari 10 layanan pada PPS Cilacap 5 layanan telah ada Upaya dan/atau inovasi pada 

perijinan/pelayanan untuk mempermudah pelayanan menggunakan aplikasi yaitu:

a. Aplikasi SRIKANDI telah mengubah sisdur dr sblmnya pencatatan manual yg mudah 

tercecer dan susah diakses menjadi tersistem dlm database dg input langsung dr 

aplikasi dg fasilitasi peningkatan sarana melalui android/pc sehingga mudah, cepat 

dan menjadi dasar perhitungan biaya/tarif pungutan pnbp atas jasa tambat labuh dg 

meningkatnya kualitas data yg lebih valid karena telah mengeliminir kesalahan 

hitung manual

b. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar menggunakan aplikasi TEMAN 

SPB. Aplikasi TEMAN SPB mempermudah pembuatan SPB secara online dengan 

database informasi kapal yg tersimpan pada sistem sehingga lebih cepat karena petugas 

hanya memverifikasi permohonan dr pemilik. Data tersaji pada data base pada aplikasi 

DSS sehingga bisa diakses oleh semua petugas yang punya user, termasuk oleh PSDKP 

untuk pembuatan SLO online selain itu terintegrasi dengan perizinan pusat.

c. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan menggunakan aplikasi SI-

SHTI. Aplikasi SHTI mempercepat proses karena informasi data untuk penerbitan SHTI 

sudah tersedia di sistem dan sudah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan alur 

lebih singkat dari sistem manual. 

d. Pelayanan Penerbitan STBLK Kedatangan Kapal, Pelayanan Penerbitan STBLK 

Keberangkatan Kapal dan Jasa Tambat Labuh dibantu dengan aplikasi SRIKANDI. 

Aplikasi SRIKANDI memudahkan pendataan menjadi lebih cepat dengan 

menggunakan perangkat android oleh perugas dan secara realtime langsung terekap 

dalam spreadsheet selain itu data dapat langsung diakses oleh petugas lain untuk 

pelayanan STBLK Kedatangan, STBLK Keberangkatan dan perhitungan tambat labuh. 

e. Pelayanan sertfikat CPIB dibantu dengan aplikasi Sistem Informasi Inspeksi 

b.Upaya dan/atau inovasi pada 

perijinan/pelayanan dipermudah

80,00% 0,80

Telah dilakukan upaya dan/atau inovasi pada 10 layanan PPSC yang 

menghasilkan layanan yang lebih mudah dari 4 aspek (waktu lebih cepat, 

pelayanan terpadu, alur lebih pendek dan terintegrasi), sbb:

1. Dari 10 layanan pada PPS Cilacap 5 layanan telah ada Upaya dan/atau 

inovasi pada perijinan/pelayanan untuk mempermudah pelayanan 

menggunakan aplikasi yaitu:

a. Aplikasi SRIKANDI telah mengubah sisdur dr sblmnya pencatatan 

manual yg mudah tercecer dan susah diakses menjadi tersistem dlm 

database dg input langsung dr aplikasi dg fasilitasi peningkatan sarana 

melalui android/pc sehingga mudah, cepat dan menjadi dasar 

perhitungan biaya/tarif pungutan pnbp atas jasa tambat labuh dg 

meningkatnya kualitas data yg lebih valid karena telah mengeliminir 

kesalahan hitung manual

b. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar menggunakan 

aplikasi TEMAN SPB. Aplikasi TEMAN SPB mempermudah pembuatan SPB 

secara online dengan database informasi kapal yg tersimpan pada sistem 

sehingga lebih cepat karena petugas hanya memverifikasi permohonan dr 

pemilik. Data tersaji pada data base pada aplikasi DSS sehingga bisa 

diakses oleh semua petugas yang punya user, termasuk oleh PSDKP 

untuk pembuatan SLO online selain itu terintegrasi dengan perizinan 

pusat.

c. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan menggunakan 

aplikasi SI-SHTI. Aplikasi SHTI mempercepat proses karena informasi data 

untuk penerbitan SHTI sudah tersedia di sistem dan sudah terintegrasi 

dengan aplikasi teman SPB dan alur lebih singkat dari sistem manual. 

d. Pelayanan Penerbitan STBLK Kedatangan Kapal, Pelayanan Penerbitan 

STBLK Keberangkatan Kapal dan Jasa Tambat Labuh dibantu dengan 

aplikasi SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI memudahkan pendataan menjadi 

lebih cepat dengan menggunakan perangkat android oleh perugas dan 

secara realtime langsung terekap dalam spreadsheet selain itu data dapat 

langsung diakses oleh petugas lain untuk pelayanan STBLK Kedatangan, 

STBLK Keberangkatan dan perhitungan tambat labuh. 

e. Pelayanan sertfikat CPIB dibantu dengan aplikasi Sistem Informasi 

Dinilai sebagai pelayanan yang telah dipermudah apabila telah memenuhi 

minimal 3 kriteria (a,b,c) berikut:

a. Waktu lebih cepat;

b. Pelayanan Publik yang terpadu;

c. Alur lebih pendek/singkat;

d. Terintegrasi dengan aplikasi;

Apabila poin d tidak mampu dipenuhi agar diberikan penjelasan terkait 

permasalahan tersebut. Apabila berada di luar kendali unit kerja, maka dapat 

diperhitungkan sebagai jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah.

TERPENUHI

- Jumlah perijinan/pelayanan 

yang terdata/terdaftar
Jumlah 10

9
10

9

- Jumlah perijinan/pelayanan 

yang telah dipermudah 
Jumlah 8

1
8

1

ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi2,50 1,68 67,00%

- Penanganan pengaduan 

pelayanan dilakukan melalui 

berbagai kanal/media secara 

responsive dan bertanggung 

jawab

a. Pengaduan pelayanan  

dan konsultasi telah 

direspon dengan cepat 

melalui berbagai 

kanal/media

b. Pengaduan pelayanan 

dan konsultasi telah 

direspon dengan cepat 

melalui kanal/media 

yang terbatas

c. Pengaduan pelayanan 

dan konsultasi direspon 

lambat melalui berbagai 

kanal/media

d. Pengaduan pelayanan 

dan konsultasi direspon 

lambat dan kanal/media 

terbatas

A/B/C/D B

Hasil pengecekan pada aplikasi Lapor periode 1 januari 2023 s.d. 29 Februari 2024 

diketahui bahwa laju verifikasi adalah 0,0 hari (tepat waktu <=3 hari) dan laju 

tindaklanjut adalah 0,8 hari (tepat waktu <=5 hari)

Terdapat peningkatan responsivitas penanganan pengaduan Semester I Tahun 2024 

lebih cepat dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023. Rata-rata kecepatan waktu 

penyelesaian Semester I Tahun 2024 selama 3,63 hari, lebih cepat dari waktu 

penyelesaian Semester I Tahun 2023 selama 7,56 hari.

Berdasarkan laporan monev penanganan pengaduan, terdapat 2 pengaduan yang tidak 

berkadar pengawsan ditindaklanjut lebih dari 14 hari

ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan 

Konsultasi

B 0,67

Hasil pengecekan pada aplikasi Lapor periode 1 januari 2023 s.d. 29 

Februari 2024 diketahui bahwa laju verifikasi adalah 0,0 hari (tepat waktu 

<=3 hari) dan laju tindaklanjut adalah 0,8 hari (tepat waktu <=5 hari)

Terdapat peningkatan responsivitas penanganan pengaduan Semester I 

Tahun 2024 lebih cepat dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023. 

Rata-rata kecepatan waktu penyelesaian Semester I Tahun 2024 selama 

3,63 hari, lebih cepat dari waktu penyelesaian Semester I Tahun 2023 

selama 7,56 hari.

Berdasarkan laporan monev penanganan pengaduan, terdapat 2 

pengaduan yang tidak berkadar pengawsan ditindaklanjut lebih dari 14 

hari

1. Dalam mengukur tingkat rensposif pengaduan dengan membandingkan 

penyelesaian/tindak lanjut/ respon atas konsultasi/pengaduan pelayanan 

dengan SOP yang ditetapkan pada unit kerja, yaitu:

a. Permintaan informasi harus ditindaklanjuti maksimal 5 hari kerja;

b. Pengaduan tidak berkadar pengawasan maksimal 14 hari kerja;

c. Pengaduan berkadar pengawasan maksimal 60 hari kerja.

2. Saluran pengaduan dan konsultasi meliputi berbagai media, termasuk 

saluran resmi yang ditetapkan dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2020;

3. Apabila unit kerja memiliki saluran pengaduan pelayanan tersendiri/di luar 

saluran resmi, maka harus diintegrasikan dengan saluran resmi (LAPOR!).

TERPENUHI

TOTAL PENGUNGKIT 49,66

B. HASIL ### 36,94 92,34%

I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL### 21,06 93,58%
a

####

Diisi dengan nilai hasil 

Survei Eksternal atas 

Persepsi Anti Korupsi 

(Indeks Persepsi Anti 

Korupsi / IPAK) Nilai

(0-4)
3,67

Telah dilakukan survey persepsi anti korupsi pada November - Desember  

2024 kepada 81 pengguna jasa diperoleh nilai indeks persepsi anti korupssi 

sebesar 3,67

Laporan Hasil Survei PKP & PAK Tahun 

2023 dan 2024

2024 

3,67 16,06

Telah dilakukan survey persepsi anti korupsi pada November - 

Desember 2024 kepada 81 pengguna jasa diperoleh nilai indeks 

persepsi anti korupssi sebesar 3,67

Unit kerja melakukan survei mandiri SPAK dan SPKP menggunakan kueisioner 

survei sesuai kaidah yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahuan 

(sebagai contoh untuk Tahun 2023 mengacu Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 

Tahun 2023)

Jumlah responden minimal sebanyak 30 responden untuk seluruh jenis 

layanan. Apabila jumlah pengguna jasa yang dimiliki <30 responden, dapat 

ditambahkan dari jumlah pengguna jasa layanan yang bersifat 

administratif/koordinatif lintas Instansi. Contoh: Terkait layanan konservasi 

pada BPSPL bekerjasama dengan Balai Konservasi Alam, layanan 

perpustakaan/permintaan data untuk penelitian/tugas akhir mahasiswa, 

layanan magang, layanan kerjasama dengan Instansi lain, dll.

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei 

Eksternal)

https://drive.google.com/drive/folders/1IgNifVlHtRX1aME1eHb1zFcMdSya7c-O?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DSJ8oMdXBTb7Ve59Mfy7BMklz3PUT0Q9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DSJ8oMdXBTb7Ve59Mfy7BMklz3PUT0Q9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DZo3MXKxv-T8v_qW0xeG94pE8jimikzQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DZo3MXKxv-T8v_qW0xeG94pE8jimikzQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/17a8JRKjZTPc1DLU4haXLgYgWgSjavXDH?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/17a8JRKjZTPc1DLU4haXLgYgWgSjavXDH?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1exVMJJhK24dJm9Ob4a4JPXVHIv5TWctS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1exVMJJhK24dJm9Ob4a4JPXVHIv5TWctS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1exVMJJhK24dJm9Ob4a4JPXVHIv5TWctS?usp=drive_link


b

5,00

a. Target kinerja utama 

tercapai lebih dari 100% 

dan lebih baik dari 

capaian kinerja utama 

tahun sebelumnya serta 

lebih baik dari capaian 

kinerja nasional/rata-

rata capaian kinerja unit 

yang sejenis;

b.Target kinerja utama 

tercapai 100% dan lebih 

baik dari capaian kinerja 

utama tahun 

sebelumnya;

c.Target kinerja utama 

tercapai 100% atau 

lebih, namun tidak lebih 

baik dari capaian kinerja 

utama tahun 

sebelumnya;

d. Kinerja utama sudah 

orientasi hasil akan 

tetapi masih terdapat 

target kinerja utama 

yang tidak tercapai;

e. Kinerja utama tidak 

berorientasi hasil

A/B/C/D/E A

Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, dan lebih baik dari capaian 

kinerja utama tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja melalui aplikasi kinerjaku, capaain 

kinerja Tahun 2022 sebesar 112.05% dan Tahun 2023 sebesar 114,64%.

1. Laporan Kinerja Tahun 2022 dan 2023

2. Dokumen tangkap layar kinerjaku 

A 5,00

Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, dan lebih baik 

dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja melalui aplikasi kinerjaku, 

capaain kinerja Tahun 2022 sebesar 112.05% dan Tahun 2023 

sebesar 114,64%.

Dasar pemberian nilai berdasarkan data dan informasi dalam LKj tahunan unit 

kerja terkait substansi perbandingan capaian kinerja utama tahun sebelumnya, 

capaian kinerja nasional, dan capaian kinerja unit yang sejenis

Note : 

Apabila terdapat perubahan IKU (baru/hilang/berubah cara pengukuran) maka 

tidak bisa dibandingkan, maka yang diperbandingkan adalah capaian akhir 

tahun yang dinilai dengan capaian tahun sebelumnya khusus terhadap IKU 

yang sama. Dokumen data dukung berupa LKj Tahunan BAB III tentang capaian 

kinerja dan aplikasi kinerjaku.

Jika seluruh IKU pada Satker tidak megalami perubahan maka dimungkinkan 

untuk menggunakan nilai NPSS

Nilai akan diupdate jika sudah ada Capaian kinerja tahun 

2024

II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ### 15,88 90,75%
-

####

Diisi dengan Nilai Hasil 

Survei Eksternal 

Kualitas Pelayanan 

(Indeks Persepsi 

Kualitas Pelayanan 

Publik / IPKP)
Nilai

(0-4)
3,63

Telah dilakukan survey persepsi kualitas pelayanan pada Bulan November - 

Desember 2024 kepada 81 pengguna jasa diperoleh nilai indeks persepsi 

kualitas pelayanan publik sebesar 3,63

Laporan Hasil Survei PKP & PAK Tahun 

2024

3,63 15,88

Telah dilakukan survey persepsi kualitas pelayanan pada Bulan 

November - Desember 2024 kepada 81 pengguna jasa diperoleh 

nilai indeks persepsi kualitas pelayanan publik sebesar 3,63

Unit kerja melakukan survei mandiri SPAK dan SPKP menggunakan kueisioner 

survei sesuai kaidah yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahuan 

(sebagai contoh untuk Tahun 2023 mengacu Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 

Tahun 2023)

Jumlah responden minimal sebanyak 30 responden untuk seluruh jenis 

layanan. Apabila jumlah pengguna jasa yang dimiliki <30 responden, dapat 

ditambahkan dari jumlah pengguna jasa layanan yang bersifat 

administratif/koordinatif lintas Instansi. Contoh: Terkait layanan konservasi 

pada BPSPL bekerjasama dengan Balai Konservasi Alam, layanan 

perpustakaan/permintaan data untuk penelitian/tugas akhir mahasiswa, 

layanan magang, layanan kerjasama dengan Instansi lain, dll.

Nilai akan diupdate setelah ada Laporan survei mandiri 

SPAK dan SPKP semester II Bulan Desember, saat ini dalam 

proses pengisian link survei mandiri SPAK dan SPKP 

semester II 

36,94

NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS 86,59

TOTAL HASIL

Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada 

Capaian Kinerja Sebelumnya

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 

(Survei Eksternal)

https://drive.google.com/drive/folders/1jyVX6CCmEYkueTR3317odZY1VFFkzITd?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jyVX6CCmEYkueTR3317odZY1VFFkzITd?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jyVX6CCmEYkueTR3317odZY1VFFkzITd?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12DMJaIlkawfvyen8-8VOOfVMMv9WgmZR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/12DMJaIlkawfvyen8-8VOOfVMMv9WgmZR?usp=share_link




PERHITUNGAN IKU 2024 JML REKOM TL REKOM %

IKU TW IV OKTOBER 2023 - SEPTEMBER 2024 640              561                  87.66%

241              640                  537,719,139     198        561                    404,550,918     43          79                   133,168,221  

Temuan Rekomendasi
Nilai Keuangan 

(Rp)
Temuan Rekomendasi

Nilai Keuangan 

(Rp)
Temuan Rekomendasi

Nilai Keuangan 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

OKTOBER 2023

1 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.233/ITJ.2/HP.380/X/2023 Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) 

TA 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

(DJPT)

3                  4                      -                    3            4                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

2 Evaluasi SEKRETARIAT DJPT R.235/ITJ.2/HP.460/X/2023 Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 

pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1                  6                      -                    -         1                        -                    1            5                     -                 PROSES

3 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.236/ITJ.2/HP.320/X/2023 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa 

(PAPBJ) pada Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan III TA 2023

1                  2                      -                    1            2                        -                    -         -                  -                 TUNTAS 	

4 Evaluasi DIT KAPI R.240/ITJ.2/HP.470/X/2023 Evaluasi atas Pelaksanaan Bantuan Alat Penangkapan Ikan 

Tahun 2023 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat 

Penangkapan Ikan

1                  1                      -                    1            1                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

5 Evaluasi PPN TUAL R.246/ITJ.2/HP.430/X/2023 Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Tual Tahun 2023

1                  7                      -                    1            7                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

6 Audit PPN TUAL R.248/ITJ.2/HP.130/X/2023 Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

Tual Provinsi Maluku TA 2023

3                  21                    2,577,000         3            21                      2,577,000         -         -                  -                 TUNTAS

7 Pemantauan SEKRETARIAT DJPT R.248/ITJ.2/HP.130/X/2023 Pemantauan lmplementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TA 2023 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap2                  3                      -                    2            3                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

8 Audit PPS KENDARI R.279/ITJ.2/HP.130/X/2023 Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) 

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 

11                43                    139,907,100     11          43                      139,907,100     -         -                  -                 TUNTAS

9 Evaluasi DIT KAPI R.280/ITJ.2/HP.470/X/2023 Evaluasi Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Perikanan TA 2023 2                  8                      -                    2            8                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

NOVEMBER 2023

1 Pemantauan DIT PDK R.286/ITJ.2/HP.550/XI/2023 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kampung 

Nelayan Maju TA 2023 di Pulau Pasaran Kota Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung

1                  2                      -                        1            2                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

2 Audit DIT PP R.296/ITJ.2/HP.130/XI/2023 Probity Audit atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ukurlaran SKPT 

Saumlaki Provinsi Maluku

3                  5                      -                        3            5                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

DESEMBER 2023

1 Pemantauan DIT PDK R.307/ITJ.2/HP.550/XII/2023 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kampung 

Nelayan Maju TA 2023 di Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung

1                  2                      -                        1            2                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

2 Pemantauan DIT PDK R.308/ITJ.2/HP.550/XII/2023 Pemantauan Pelaksanaan Penataan Kampung Nelayan Maju 

TA 2023 di Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur

1                  1                      -                        1            1                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

3 Pemantauan DIT PDK R.312/ITJ.2/HP.550/XII/2023 Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan 

Maju TA 2023 di Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara

1                  2                      -                        1            2                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

4 Audit DIT PDK R.321/ITJ.2/HP.130/XII/2023 Audit Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Maju 

(Kalaju) Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023

2                  2                      -                        2            2                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

5 Audit DIT PP R.323/ITJ.2/HP.130/XII/2023 Probity Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan 

Sarana SKPT Morotai, Provinsi Maluku Utara

2                  8                      -                        2            8                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

6 Evaluasi DIT PSDI R.332/ITJ.2/HP.470/XII/2023 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Hibah GEF 6 TA 2020 s.d. 2023 

pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) Ditjen 

Perikanan Tangkap

13                53                    115,153,591     8            46                      92,502,192       5            7                     22,651,399    PROSES

7 Evaluasi SEKRETARIAT DJPT R.329/ITJ.2/HP.470/XI/2023 Evaluasi Penyusunan Manajemen Risiko (MR) Tahun 2023 

Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

1                  3                      -                        1            3                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

8 Evaluasi DIT PDK R.338/ITJ.2/HP.470/XII/2023 Evaluasi Kegiatan Pengembangan Korporasi Nelayan pada 

Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023

3                  11                    16,263,500       3            11                      16,263,500       -             -                      -                     TUNTAS

9 Audit DINAS KP PROV. JAWA 

TENGAH

R.340/ITJ.2/HP.130/XII/2023 Probity Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada 

Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah TA 2023

1                  3                      -                        1            3                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

10 Evaluasi SEKRETARIAT DJPT R.348/ITJ.2/HP.470/XII/2023 Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2023

6                  40                    33,344,640       2            30                      -                        4            10                   33,344,640    PROSES

11 Audit DINAS KP PROV. 

SULAWESI UTARA

R.352/ITJ.2/HP.130/XII/2023 Probity Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 

2023 pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

2                  2                      -                        2            2                        -                        -             -                      -                     TUNTAS

JANUARI 2024

1 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.9/ITJ.2/HP.380/I/2024 Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 

(PIPK) TA 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan 

Tangkap

5                  5                      -                    5            5                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

2 Pemantauan DIT PDK R.2/ITJ.2/HP.660/I/2024 Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Kampung 

Nelayan Maju TA 2023 di Desa Domas, Kecamatan Pontang, 

Kabupaten Serang, Provinsi Banten 

4                  4                      -                    4            4                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

Ket

Tindak Lanjut Setelah Tindak Lanjut

No Pengawasan Satker Nomor LHP Laporan Hasil Pengawasan

Sebelum Tindak Lanjut



3 Reviu DIT PP R.3/ITJ.2/HP.380/I/2024 Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultansi 

Konstruksi Pekerjaan Pengawasan Proteksi Tiang Pancang 

Dermaga Tambahan PPI Fandoi Kabupaten Biak Numfor.

1                  4                      -                    1            4                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

4 Reviu DKP PROV. MALUKU 

UTARA

R.18/ITJ.2/HP.380/I/2024 Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara 

(BMN) dengan Pemusnahan pada Satker Dekonsentasi/Tugas 

Pembantuan Dinas KP Provinsi Maluku Utara

1                  1                      -                    1            1                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

5 Reviu PPP TELUK BATANG R.23/ITJ.2/HP.380/I/2024 Hasil Reviu Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid 

(DED) PPP Teluk Batang TA 2024

3                  3                      -                    3            3                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

6 Reviu PPN KWANDANG R.28/ITJ.2/HP.380/I/2024 Hasil Reviu Rencana Pembangunan Fasilitas Pelabuhan pada 

PPN Kwandang TA 2024 di Prov. DKI Jakarta

1                  3                      -                    1            3                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

7 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.31/ITJ.2/HP.380/II/2024 Hasil Reviu Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan 

Pemusnahan pada PPS Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

2                  4                      -                    2            4                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

8 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.36/ITJ.2/HP.380/II/2024 Hasil Reviu atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas 

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Pengembangan 

/Rehabilitasi Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo 

Provinsi Aceh

1                  5                      -                    -         -                     -                    1            5                     -                 PENDING

FEBRUARI 2024

1 Reviu DKP Prov. Aceh R.35/ITJ.2/HP.380/II/2024 Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan BMN pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh

1 1 -                    -         -                     -                    1            1                     -                 PROSES

2 Reviu PPS NIZAM ZACHMAN R.47/ITJ.2/HP.380/II/2024 Reviu Hasil Rekonsiliasi Pendapatan Yang Masih Harus 

Diterima kepada Pemilik Pengurus Nakhoda Kapal pada PPS 

Nizam Zachman

1 4 -                    1            4                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

3 Reviu PPN PRIGI R.46/ITJ.2/HP.380/II/2024 Hasil Reviu atas Dokumen Addendum Perjanjian Pemanfaatan 

Tanah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi oleh PT 

Dayamitra Telekomunikasi

1 1 -                    1            1                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

4 Reviu PPN BRONDONG R.52/ITJ.2/HP.380/III/2024 Hasil Reviu Hasil Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan 

Outlet Pengepakan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara 

(PPN) Brondong Provinsi Jawa Timur di Prov. DKI Jakarta

5 5 -                    5            5                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

5 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.116/ITJ.2/HP.380/II/2024 Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan 

Tangkap Tahun 2023

1 5 -                    1            5                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

MARET 2024

1 Reviu PPN PRIGI R.54/ITJ.2/HP.380/III/2024 Reviu Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Gudang 

Keranjang/Trays, Peningkatan Pagar Kawasan, dan 

Pembangunan Rambu Suar/Navigasi TA 2024 pada 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi di Prov. DKI 

Jakarta

2                  3                      -                    2            3                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

2 Pemantauan PPN TERNATE R.57/ITJ.2/HP.550/III/2024 Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat 

Menuju WBK pada PPN Ternate

1                  2                      -                    1            2                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

3 Reviu DIT PP R.62/ITJ.2/HP.380/III/2024 Hasil Reviu Permohonan Pembayaran Termin Keenam (Tahap 

Pendampingan Tender) Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa 

Konsultansi Perencana Pembangunan Sentra Kelautan dan 

Perikanan Terpadu (SKPT) Moa -

1                  4                      -                    1            4                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

4 Evaluasi PPS BUNGUS R.63/ITJ.2/HP.470/III/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPS Bungus Tahun 

2024

2                  2                      -                    2            2                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

5 Reviu DIT PDK R.91/ITJ.2/HP.380/III/2024 Reviu Dokumen Perencanaan Paket Pekerjaan 

Pembangunan/Penataan Kampung Nelayan Modern Desa 

Warloka Pesisir Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT

2                  4                      -                    2            4                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

6 Reviu PPN TERNATE R.94/ITJ.2/HP.380/III/2024 Reviu atas Hasil Pekerjaan Konsultan Perencanaan Kegiatan 

Rehabilitasi TPI Higienis (Pos Pemantauan Kesyahbandaran) 

pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate

2                  3                      -                    2            3                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

7 Reviu PPN KARANGANTU R.99/ITJ.2/HP.380/III/2024 Reviu Hasil Perencanaan Pekerjaan Paket Rehab Gedung 

Perkantoran pada PPN Karangantu

2                  3                      -                    2            3                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

8 Audit PPS BUNGUS R.102/ITJ.2/HP.130/III/2024 Hasil Audit Kinerja pada PPS Bungus TA 2023/2024 7                  20                    -                    7            20                      -                    -         -                  -                 TUNTAS

9 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.142/ITJ/HP.380/III/2024 Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ Triwulan 

I TA 2024 pada Ditjen Perikanan Tangkap

1                  7                      -                    1            7                        -                    -         -                  -                 TUNTAS

APRIL 2024

1 Reviu SEKRETARIAT DJPT 97/ITJ.2/HP.380/IV/2024 Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Provinsi Maluku

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

2 Pemantauan PPN KWANDANG R.114/ITJ.2/HP.550/IV/2024 Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja 

Berpredikat Menuju WBK pada PPN Kwandang Provinsi 

Gorontalo

                  1                       3                       -   1            3                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

MEI 2024

1 Reviu SEKRETARIAT DJPT 98/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

                  1                       3                       -   1            3                        -                               -                        -                      -   TUNTAS



2 Reviu SEKRETARIAT DJPT 101/ITJ.2/HP.380/V/2024 Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan 

Barang Milik Negara (BMN) dengan Cara Pemusnahan pada 

Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, di Provinsi 

DKI Jakarta

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

3 Reviu PPN PENGAMBENGAN 106/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Pekerjaan Konstruksi Rehab Trestel Dermaga pada 

PP Teluk Awang

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

4 Reviu SEKRETARIAT DJPT 107/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada 

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Provinsi 

Sumatera Barat

                  2                       3                       -   2            3                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

5 Reviu SEKRETARIAT DJPT 108/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Provinsi 

Kalimantan Barat

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

6 Evaluasi PPN PEKALONGAN 110/ITJ.2/HP.470/V/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Pekalongan

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

7 Reviu SEKRETARIAT DJPT 114/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Penghapusan BMN Berupa Bangunan Tugu pada 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Provinsi 

Jawa Barat

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

8 Pemantauan SEKRETARIAT DJPT 119/ITJ.2/HP.550/V/2024 Hasil Pemantauan Implementasi Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan I Tahun 2024 lingkup 

Direktorat Jenderal Perikanan Perikanan Tangkap

                  2                       3                       -   -         -                     -                                2                       3                    -   PENDING

9 Evaluasi DIT PP 120/ITJ.2/HP.470/V/2024 Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan Ukurlaran Sentra 

Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Provinsi 

Maluku

                  2                       3                       -   2            3                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

10 Reviu SEKRETARIAT DJPT 123/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu 

Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

                  4                       7                       -   4            7                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

11 Reviu SEKRETARIAT DJPT 124/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Pemusnahan pada 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Kabupaten 

Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

                  1                       2                       -   1            2                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

12 Reviu SEKRETARIAT DJPT 127/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu atas Usulan Permohonan Penghapusan BMN 

dengan Cara Pemusnahan pada Satker PPN Kwandang

                  1                       2                       -   1            2                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

13 Reviu SEKRETARIAT DJPT 128/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu atas Usulan Permohonan Penghapusan BMN 

dengan cara Penjualan pada Satker PPN Pekalongan

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

14 Reviu SEKRETARIAT DJPT 134/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Atas Usulan Penghapusan Barang Milik Negara 

(BMN) Dengan Cara Pemusnahan pada Balai Besar 

Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

15 Reviu SEKRETARIAT DJPT 153/ITJ.2/HP.380/V/2024 Hasil Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang 

Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Provinsi 

Jawa Barat

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

16 Audit PPS BELAWAN R.146/ITJ.2/HP.130/V/2024 Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera 

(PPS) Belawan TA 2023-2024

                  5                     15                       -   2            11                      -                                3                       4                    -   PROSES

17 Audit BBPI SEMARANG R.147/ITJ.2/HP.130/V/2024 Hasil Audit Kinerja pada BBPI Semarang TA. 2023-2024                   5                     15                       -   4            14                      -                                1                       1                    -   PROSES

18 Evaluasi PPN PEMANGKAT R.154/ITJ.2/HP.470/V/2024 Hasil Evaluasi Pengelolaan PNBP di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Pemangkat Provinsi Kalimantan Barat

                  9                     19        17,971,209             9                       19         17,971,209            -                        -                      -   TUNTAS

JUNI 2024

1 Audit PPN PEKALONGAN R.153/ITJ.2/HP.130/VI/2024 Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2024

                  8                     14        52,230,955 7            13                      4,068,315                     1                       1     48,162,640 PROSES

2 Audit PPN PENGAMBENGAN R.166/ITJ.2/HP.130/VI/2024 Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Pengambengan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023-2024

                  6                     17        49,362,854 3            11                      34,723,312                   3                       6     14,639,542 PROSES

3 Reviu PPS BELAWAN R.169/ITJ.2/HP.380/VI/2024 Hasil Reviu atas Aset Tidak Ditemukan Keberadaannya pada 

Satker Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan

                  1                       5                       -   1            5                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

4 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.177/ITJ.2/HP.380/VI/2024 Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan 

Barang/Jasa (PAPBJ) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

Triwulan II TA 2024

                  1                       7                       -   1            7                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

5 Reviu PPN SUNGAILIAT 157/ITJ.2/HP.380/VI/2024 Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi 

Talud Penahan Pantai pada Pelabuhan Perikanan Nusantara 

(PPN) Sungailiat Tahun Anggaran (TA) 2024

                  2                       3                       -   2            3                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

6 Reviu SEKRETARIAT DJPT 163/ITJ.2/HP.380/VI/2024 Hasil Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang 

Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan Pada Satker 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

7 Reviu SEKRETARIAT DJPT 164/ITJ.2/HP.380/VI/2024 Hasil Reviu Atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang 

Milik Negara Dengan Cara Pemusnahan pada Satker 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon.

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

8 Reviu DIT PDK 169/ITJ.2/HP.380/VI/2024 Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Kampung Nelayan Modern 

(Kalamo) Desa Soure Jaya Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa 

Kuala Raja Provinsi Aceh dan Desa Warloka Provinsi NTT 

pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

                  1                       7                       -   -         6                        -                                1                       1                    -   PROSES



9 Evaluasi DIT PP 190/ITJ.2/HP.470/VI/2024 Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana 

dan Sarana Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko Sentra 

Kelautan dan Perikanan Terpadu

                  3                       4                       -   3            4                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

JULI 2024

1 Pemantauan PPS BUNGUS R.181/ITJ.2/HP.550/VII/2024 Hasil Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat 

Menuju WBK pada PPS Bungus

                  1                       3                       -   -         -                     -                                1                       3                    -   PENDING

2 Evaluasi PPN KARANGANTU R.191/ITJ.2/HP.470/VII/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPN Karangantu                   1                       5                       -   1            5                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

3 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.193/ITJ.2/HP.380/VII/2024 Hasil Reviu Penghapusan BMN dengan Cara Pemusnahan 

pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

4 Audit PPN KARANGANTU R.200/ITJ.2/HP.130/VII/2024 Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara 

(PPN) Karangantu TA 2023-2024

                  8                     19             987,409 8            19                      987,409                       -                        -                      -   TUNTAS

5 Reviu DIT KAPI R.201/ITJ.2/HP.380/VII/2024 Hasil Reviu Dokumen Persiapan Tender Pekerjaan Perbaikan 

Kapal Perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat 

Penangkapan Ikan

                  1                       4                       -   1            4                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

Agustus 2024

1 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.206/ITJ.2/HP.380/VIII/2024 Hasil Reviu atas Usulan Penghapusan BMN Karena Sebab 

Lain pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera 

(PPS) Kendari

                  1                       2                       -   -         -                     -                                1                       2                    -   PENDING

2 Audit PPN PRIGI R.219/ITJ.2/HP.130/VIII/2024 Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023-2024

                  7                     18        13,474,330 7            18                      13,474,330                  -                        -                      -   TUNTAS

3 Evaluasi PPN SIBOLGA R.220/ITJ.2/HP.470/VIII/2024 Hasil Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga 

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023-2024

                  6                     14          2,118,000 5            13                      2,118,000                     1                       1                    -   PROSES

4 Evaluasi PPN SIBOLGA R.221/ITJ.2/HP.430/VIII/2024 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Tahun 

2024

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

5 Evaluasi DIT KAPI R.223/ITJ.2/HP.430/VIII/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal 

Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI)

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

6 Reviu Dit PDK R.225/ITJ.2/HP.550/VIII/2024 Hasil Pemantauan Kegiatan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) 

di Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten 

Indramayu, Kabupaten Maros dan Pendampingan Kalaju 

Kabupaten Kebumen

                  1                       5                       -   1            5                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

7 Audit PPS BITUNG R.232/ITJ.2/HP.130/VIII/2024 Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera 

(PPS) Bitung Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023-

2024

                11                     29        40,117,563 4            18                      25,747,563                   7                     11     14,370,000 PROSES

8 Evaluasi PPN SUNGAILIAT R.240/ITJ.2/HP.430/VIII/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada PPN Sungailiat Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

                  1                       6                       -   1            6                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

9 Evaluasi SEKRETARIAT DJPT R.250/ITJ/HP.440/VIII/2023 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan 

Tangkap

                  1                       1                       -   -         -                     -                                1                       1                    -   PROSES

10 Reviu DIT PSDI R.252/ITJ/HP.470/VIII/2023 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Satker Direktorat 

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

                  1                       2                       -   -         -                     -                                1                       2                    -   PENDING

September 2024

1 Evaluasi PPN SUNGAILIAT R.258/ITJ.2/HP.470/IX/2024 Hasil Evaluasi Pengelolaan PNBP TA 2023 - 2024 pada 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, Provinsi 

Bangka Belitung

                  4                     23        15,697,692 2            18                      15,697,692                   2                       5                    -   PROSES

2 Evaluasi PPN PALABUHANRATU R.259/ITJ.2/HP.470/VIII/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Provinsi Jawa Barat

                  1                       1                       -   1            1                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

3 Evaluasi PPN PALABUHANRATU R.260/ITJ.2/HP.470/VIII/2024 Hasil Evaluasi Pengelolaan PNBP di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Palabuhanratu Provinsi Jawa Barat

                  6                     21        38,513,296 6            21                      38,513,296                  -                        -                      -   TUNTAS

4 Evaluasi DIT PP R.241/ITJ/HP.470/IX/2024 Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana 

dan Sarana Pelabuhan Perikanan Tiakur Sentra Kelautan dan 

Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Provinsi Maluku 

                  3                       3                       -   3            3                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

5 Audit DIT KAPI R.261/ITJ.2/HP.130/IX/2024 Hasil Probity Audit Perencanaan Pengadaan Bantuan Kapal 

Perikanan Berukuran Kurang dari 5 GT Tahun Anggaran 2024 

Pada Direktorat KAPI

                  2                       2                       -   2            2                        -                               -                        -                      -   TUNTAS

6 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.270/ITJ.2/HP.380/IX/2024 Hasil Reviu Maturitas Penyelenggaran SPIP 

Terintegrasi/Penjaminan Kualitas pada Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap Tahun 2024

                  1                       4                       -   -         2                        -                                1                       2                    -   PROSES

7 Evaluasi PPN TANJUNGPANDAN R.271/ITJ.2/HP.430/IX/2024 Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Tanjungpandan

                  1                       1                       -   -         -                     -                                1                       1                    -   PENDING

8 Evaluasi SEKRETARIAT DJPT R.278/ITJ.2/HP.470/IX/2024 Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 

pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)

                  4                       7                       -   -         -                     -                                4                       7                    -   PENDING

9 Reviu SEKRETARIAT DJPT R.302/ITJ.2/HP.380/IX/2024 Hasil Reviu Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 

Eks.Dana Bergulir Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

                  1                       2                       -   1            2                        -                               -                        -                      -   TUNTAS



1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

INSPEKTORAT JENDERAL 
 

NOTA DINAS 

NOMOR 6/ITJ.0/TU.140/I/2025 
 

 

Yth : 1. Para Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP  

2. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal 

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP 

Hal : Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup 

KKP Tahun 2024” 
Lampiran : Satu Berkas 

Tanggal : 3 Januari 2025 

 
 

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP Tahun 2024, 

bersama ini disampaikan capaian IKU “Tingkat Kepatuhan PBJ Lingkup KKP Tahun 

2024”, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada 

masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, 

antara lain: 

a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit 

Eselon I 

b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan 

c. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE 

d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan 

e. Laporan Penyelenggaraan PBJ 

f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan 

barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024 

2. Berdasarkan hasil evaluasi Itjen, Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup KKP mencapai 

nilai rata-rata sebesar 86,59% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. 

Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan PBJ dari masing-masing unit eselon I 

disampaikan pada lampiran. 

3. Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan 

untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain: 

a. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);  

b. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada                

Triwulan I tahun berjalan; 
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c. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan 

Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak 

periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan 

barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama; 

d. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu; 

e. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa 

 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 

Ivy Silfia Irani 

 

Tembusan: 
Inspektur Jenderal 
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Lampiran Nota Dinas 

Nomor  : 6/ITJ.0/TU.140/I/2025  
Tanggal: 3 Januari 2025 

 
 

Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP 

Tahun 2024 
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/I1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

INSPEKTORAT JENDERAL 
 

NOTA DINAS 

NOMOR 7/ITJ.0/TU.140/I/2025 
TJ.2/TU.140/XII/2023 

 

Yth : 1. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP  

2. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal 

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal 

Hal : Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP 

Tahun 2024” 
Lampiran : Satu Berkas 

Tanggal : 3 Januari 2025 
 

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP Tahun 2024, 

bersama ini disampaikan capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup 

KKP Tahun 2024”, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada 

masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, 

antara lain: 

a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN); 

b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan 

belanja modal yang sudah BAST; 

c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak 

Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 

d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita 

Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 

e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) 

secara tepat waktu. 

2. Berdasarkan hasil evaluasi Itjen, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup 

KKP mencapai nilai rata-rata sebesar 93,78%. Adapun rincian capaian Tingkat 

Kepatuhan Pengelolaan BMN dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada 

lampiran. 

3. Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan 

untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain: 

a. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit 

Eselon I lingkup KKP; 
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b. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I 

lingkup KKP; 

c. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit              

Eselon I lingkup KKP; 

d. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada 

Unit Eselon I lingkup KKP; 

e. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah 

Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP; 

f. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I 

lingkup KKP. 

 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 

Ivy Silfia Irani 

Tembusan: 
Inspektur Jenderal 
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Lampiran Nota Dinas 

Nomor  : 7/ITJ.0/TU.140/I/2025  
Tanggal: 3 Januari 2025 

 
 

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 

No Unit Eselon I Target 
Nilai Kepatuhan 

Pengelolaan BMN 

1 Sekretariat Jenderal 82,50 94,00 

2 Ditjen PKRL  80,00 100,00 

3 Ditjen Perikanan Tangkap 80,00 90,00 

4 Ditjen PSDKP 80,00 100,00 

5 Ditjen Perikanan Budi Daya 80,00 87,50 

6 BPPSDMKP 80,00 90,00 

7 Ditjen PDSPKP 80,00 87,50 

8 BPPMHKP  80,00 97,50 

9 Inspektorat Jenderal 82,00 97,50 

Sumber : Hasil Evaluasi Itjen KKP pada unit Eselon I lingkup KKP 
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 

NOTA DINAS 
NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025 

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal 
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal 
3. Para Sekretaris Badan 
4. Kepala Biro Perencanaan 
5. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi 
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan 

Perikanan 
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan 

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di 
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 
2024 

Tanggal : 15 Januari 2025 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/ 

XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan 

Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui 

Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 

Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian 

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut: 

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 

berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar 87,18 

dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) 

sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk 

capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker 

telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai 

target sebesar 71,00. 
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2. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA per level tersebut dapat digunakan sebagai 

penetapan capaian nilai Indikator Kinerja NKPA pada Triwulan IV tahun 2024 di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir). 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, 

diucapkan terima kasih. 

 
 
 
 

Setyawati 
Tembusan:   
1. Sekretaris Jenderal 
2. Inspektur Jenderal 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

hal : 1 dari 1 halaman
tanggal cetak : 03-01-25 00:29:57 oleh : 518117

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER    

No
Kode
KPPN

Kode
BA

Kode
Satker

Uraian Satker Keterangan

Kualitas
Perencanaan

Anggaran
Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas Hasil
Pelaksanaan

Anggaran
Nilai
Total

Konversi
Bobot

Dispensasi
SPM

(Pengurang)

Nilai Akhir
(Nilai

Total/Konversi
Bobot)Revisi

DIPA

Deviasi
Halaman
III DIPA

Penyerapan
Anggaran

Belanja
Kontraktual

Penyelesaian
Tagihan

Pengelolaan
UP dan TUP

Capaian
Output

1 130 032 518117

PELABUHAN
PERIKANAN
SAMUDERA
CILACAP

Nilai 100.00 89.81 96.86 100.00 100.00 99.78 100.00

97.82 100% 0.00 97.82
Bobot 10 15 20 10 10 10 25

Nilai Akhir 10.00 13.47 19.37 10.00 10.00 9.98 25.00

Nilai Aspek 94.91 99.16 100.00



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 

NOTA DINAS 
NOMOR 196/SJ.2/RC.610/I/2025 

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal 
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal 
3. Para Sekretaris Badan 
4. Kepala Biro Perencanaan 
5. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa 
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan 

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Semester II Tahun 2024 

Tanggal : 15 Januari 2025 

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 

40/SJ.1/RC.610/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja 

Mandatory Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

Semester II tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada 

tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.20 (sesuai Surat Direktur Pelaksanaan 

Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-

738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data 

Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024).  

2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2024 sebesar 93,84 dari target nilai 

93,76.  

3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit 

Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan 

capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2024 pada Unit Eselon I dan Satker di 

lingkungan KKP. 

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk 

dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup 

Unit Kerja masing-masing. 
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Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga 

profesionalitas dan memberi pelayanan secara Smart, Akuntabel, Integritas, 

Loyalitas, dan Sinergi (SAILS). 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih. 
 
 
 
 

Setyawati 
Tembusan: 
1. Sekretaris Jenderal 
2. Inspektur Jenderal 
3. Para Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal 
4. Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan BMN 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

hal : 7 dari 64 halaman
tanggal cetak : 15-01-25 13:20:47 oleh : KL032

35 050 032 310719

PELABUHAN
PERIKANAN
NUSANTARA
KWANDANG

Nilai 100.00 89.31 98.92 100.00 100.00 97.68 100.00

97.95 100% 0.00 97.95
Bobot 10 15 20 10 10 10 25

Nilai Akhir 10.00 13.40 19.78 10.00 10.00 9.77 25.00

Nilai Aspek 94.66 99.15 100.00

36 012 032 649636

STASIUN
KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN
MUTU DAN
KEAMANAN HASIL
PERIKANAN JAMBI

Nilai 100.00 91.33 96.55 100.00 100.00 99.40 100.00

97.95 100% 0.00 97.95
Bobot 10 15 20 10 10 10 25

Nilai Akhir 10.00 13.70 19.31 10.00 10.00 9.94 25.00

Nilai Aspek 95.67 98.99 100.00

37 038 032 567762
BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT
LOMBOK

Nilai 100.00 89.92 97.57 100.00 100.00 99.12 100.00

97.91 100% 0.00 97.91
Bobot 10 15 20 10 10 10 25

Nilai Akhir 10.00 13.49 19.51 10.00 10.00 9.91 25.00

Nilai Aspek 94.96 99.17 100.00

38 062 032 427661

PELABUHAN
PERIKANAN
NUSANTARA
TERNATE

Nilai 100.00 92.08 95.54 100.00 99.61 100.00 100.00

97.88 100% 0.00 97.88
Bobot 10 15 20 10 10 10 25

Nilai Akhir 10.00 13.81 19.11 10.00 9.96 10.00 25.00

Nilai Aspek 96.04 98.79 100.00

39 130 032 518117

PELABUHAN
PERIKANAN
SAMUDERA
CILACAP

Nilai 100.00 89.81 96.86 100.00 100.00 99.78 100.00

97.82 100% 0.00 97.82
Bobot 10 15 20 10 10 10 25

Nilai Akhir 10.00 13.47 19.37 10.00 10.00 9.98 25.00

Nilai Aspek 94.91 99.16 100.00

40 049 032 567631

BALAI KARANTINA
IKAN,
PENGENDALIAN
MUTU DAN
KEAMANAN HASIL
PERIKANAN
MANADO

Nilai 100.00 91.81 96.50 100.00 100.00 96.83 100.00

97.75 100% 0.00 97.75
Bobot 10 15 20 10 10 10 25

Nilai Akhir 10.00 13.77 19.30 10.00 10.00 9.68 25.00

Nilai Aspek 95.91 98.33 100.00
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Nomor : B.5702/DJPT.1/RC.610/XI/2024 29 November 2024 

Sifat  : Segera 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal 

Perikanan Tangkap Tahun 2024 

 

Yth. (Daftar Terlampir) 

  

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen 

Perikanan Tangkap Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada 

tanggal 21 November 2024 yang diikuti oleh seluruh unit kerja Pusat dan UPT 

Pusat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. 

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, rekonsiliasi Kinerja merupakan salah satu metode evaluasi 

implementasi SAKIP untuk penilaian cepat terhadap pengelolaan kinerja sebuah 

unit kerja. 

3. Rekonsiliasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh unit kerja level II lingkup Ditjen 

Perikanan Tangkap menggunakan kertas kerja yang dinilai berdasarkan 4 (empat) 

aspek sebagai berikut: 

Aspek Bobot 
Nilai 

Maksimal 

Kepatuhan 

(dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit 
kerja) 

25% 25 

Kesesuaian 

(dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan) 
25% 25 

Ketercapaian 

(dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi 
Kinerjaku KKP)) 

30% 30 

Ketepatan 

(dinilai dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan 
pelaporan dokumen ke aplikasi e-SakipReviu KemenpanRB) 

20% 20 

4. Hasil rekonsiliasi kinerja pada 5 unit kerja Pusat dan 23 unit kerja UPT Pusat 

lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut: 

No. Satker Nilai 

PUSAT 

1 Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) 98,36 

2 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) 97,30 
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No. Satker Nilai 

3 Direktorat Kepelabuhan Perikanan (KP) 97,80 

4 Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (PDK) 96,57 

5 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap 96,20 

UPT Pusat DJPT 

1 BBPI Semarang 98,92 

2 PPS Nizam Zachman 99,01 

3 PPS Cilacap 99,04 

4 PPS Belawan 97,31 

5 PPS Bitung 98,81 

6 PPS Bungus 98,78 

7 PPS Kendari 98,92 

8 PPN Karangantu 98,31 

9 PPN Palabuhanratu 98,71 

10 PPN Kejawanan 98,54 

11 PPN Brondong 98,92 

12 PPN Prigi 98,63 

13 PPN Ambon 89,79 

14 PPN Kwandang 98,02 

15 PPN Pekalongan 97,91 

16 PPN Pemangkat 97,81 

17 PPN Pengambengan 98,88 

18 PPN Sibolga 99,17 

19 PPN Sungailiat 97,28 

20 PPN Tanjungpandan 97,11 

21 PPN Ternate 98,60 

22 PPN Tual 88,14 

23 PPP Telukbatang 97,62 

Rincian hasil rekonsiliasi kinerja seluruh unit kerja lingkup Ditjen Perikanan 

Tangkap sebagaimana terlampir. 

5. Hasil rekonsiliasi kinerja pada angka 4 di atas, agar dapat dijadikan pedoman 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada 

unit kerja masing-masing. 

 

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 

 

a.n.  Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, 

 

 

 

Trian Yunanda 

Tembusan: 

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 

2. Kepala Biro Perencanaan 
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Lampiran 1. 

Nomor   : B.5702/DJPT.1/RC.610/XI/2024 

Tanggal : 29 November 2024 

 

 

DAFTAR PENERIMA SURAT 

 

 

1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan 

2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 

3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan 

4. Direktur Perizinan dan Kenelayanan 

5. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang 

6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 

7. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 

8. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari 

9. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap 

10. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 

11. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 

12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 

13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon 

14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu 

15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 

16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga 

17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 

18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 

19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 

20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

22. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 

23. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan 

24. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 

25. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 

26. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang 

27. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang 

 

 

 

a.n.  Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, 

 

 

  

Trian Yunanda 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN
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Stamp





NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

112,33 114,03 113,92 100,00 100,00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100,00 100,00 113,43 100,00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25,00 25,00 28,36 20,00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Q Muhammad Royhan) (Nur Halizah)

(Anjar Hajiono)

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100,00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

113,43

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

Dit KAPI

Thursday, 21 November 2024

0303000000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100,00

100,00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker Dit. KAPI terdapat 19 Indikator Kinerja, terdiri dari 12 Indikator Tahunan, 1 Indikator Semesteran, dan 6 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,36

98,36

iloy
New Stamp_6



NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

110,72 107,78 109,06 100,00 100,00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100,00 100,00 109,19 100,00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25,00 25,00 27,30 20,00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Q Muhammad Royhan) (Cahyanto Dani Komaro)

(Aris Bagoes Maladhi)

100,00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker Dit. PSDI terdapat 19 Indikator Kinerja, terdiri dari 12 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 5 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,30

97,30

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

Dit PSDI

Thursday, 21 November 2024

0302000000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100,00

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100,00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

109,19

iloy
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NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

106,14 107,42 120,00 100,00 100,00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100,00 100,00 111,19 100,00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25,00 25,00 27,80 20,00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Q Muhammad Royhan) (Miswandi)

(Gandha Budi Pradana)

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100,00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

111,19

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

Dit KP

Thursday, 21 November 2024

0304000000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100,00

100,00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker Dit KP terdapat 22 Indikator Kinerja, terdiri dari 18 Indikator Tahunan, 1 Indikator Semesteran, dan 3 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,80

97,80

iloy
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ASPEK 

KETERCAPAIAN 

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024 

Tw I Tw II Tw III 

 99,42 112,35 110,14 

Skor 107,30 
Catatan - - - 

 

ASPEK 

KETEPATAN 

Penyampaian LKJ Tahunan 

pada Aplikasi ESR Ke Atasan 

 100,00 100,00 

Skor 100,00 
Catatan - - 

 

SKOR ASPEK PENILAIAN 

 KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN 

Bobot 25% 25% 30% 20% 

Skor per aspek 100,00 98,96 107,30 100,00 

Skor dikali Bobot 25,00 24,74 26,83 20,00 

Total Skor 96,57 

 

SKALA 

>90 - 100 SANGAT BAIK 

>85 - 90 BAIK 

>75 - 85 CUKUP 

>50 - 75 KURANG 

0 - 50 BURUK 

 

 
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA 

2024 

 
NAMA UNIT KERJA Ditjen Perikanan Tangkap 

NAMA UNIT YBS Dit PDK 

USER KINERJAKU xxxx 

TANGGAL REKON Thursday, 21 November 2024 

 

ASPEK 

KEPATUHAN 

 

PK 
 

Manual IKU* 
 

Rincian Target IKU 
 

Rencana Aksi 
LKJ Data Dukung LKJ 

Tw III* Tw I Tw II Tw III 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Skor 100,00 

Catatan - - - - - - - - 

 
ASPEK 

KESESUAIAN 

DATA DAN INFORMASI TARGET REALISASI 

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi 
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku 
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku 

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku 

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 

Skor 98,96 
Catatan - - - - - - - - 

 

 

 

CATATAN: 1. Pada tahun 2024, Satker Dit PDK terdapat 21 Indikator Kinerja, terdiri dari 7 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 12 Indikator Triwulanan 

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 96,57 

 

Pembahas Unit yang di Sampling 

 
 

 
(Q Muhammad Royhan) (Irmawati) 

 
 

 
(Slamet Sutarjo) 

iloy
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NAMA UNIT KERJA
NAMA UNIT YBS
USER KINERJAKU
TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 
Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 
Kinerjaku

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor
Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

104,11 102,04 108,29 100,00 100,00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK
Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100,00 100,00 104,81 100,00 >75 - 85 CUKUP
Skor dikali Bobot 25,00 25,00 26,20 20,00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Hadian Idhar Yasaditama) (Q Muhammad Royhan)

ASPEK
KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK
KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100,00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

104,81

Ditjen Perikanan Tangkap

2024
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ
Tw III*

TARGET

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Thursday, 21 November 2024
0301000000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK
KESESUAIAN

100,00

100,00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker xx terdapat xx Indikator Kinerja, terdiri dari 11 Indikator Tahunan, 3 Indikator Semesteran, dan 5 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 96,20

96,20



ASPEK 

KETERCAPAIAN 

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024 

Tw I Tw II Tw III 

 116,83 113,89 116,30 

Skor 115,67 
Catatan - - - 

 

ASPEK 

KETEPATAN 

Penyampaian LKJ Tahunan 

pada Aplikasi ESR Ke Atasan 

 100,00 100,00 

Skor 100,00 
Catatan - - 

 

SKOR ASPEK PENILAIAN 

 KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN 

Bobot 25% 25% 30% 20% 

Skor per aspek 100,00 100,00 115,67 100,00 

Skor dikali Bobot 25,00 25,00 28,92 20,00 

Total Skor 98,92 

 

SKALA 

>90 - 100 SANGAT BAIK 

>85 - 90 BAIK 

>75 - 85 CUKUP 

>50 - 75 KURANG 

0 - 50 BURUK 

 

 
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA 

2024 

 
NAMA UNIT KERJA Ditjen Perikanan Tangkap 

NAMA UNIT YBS BBPI Semarang 

USER KINERJAKU 0306100000 

TANGGAL REKON Thursday, 21 November 2024 

 

ASPEK 

KEPATUHAN 

 

PK 
 

Manual IKU* 
 

Rincian Target IKU 
 

Rencana Aksi 
LKJ Data Dukung LKJ 

Tw III* Tw I Tw II Tw III 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Skor 100,00 

Catatan - - - - - - - - 

 
ASPEK 

KESESUAIAN 

DATA DAN INFORMASI TARGET REALISASI 

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi 
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku 
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku 

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku 

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Skor 100,00 
Catatan - - - - - - - - 

 

 

 

CATATAN: 1. Pada tahun 2024, Satker BBPI Semarang terdapat 19 Indikator Kinerja, terdiri dari 11 Indikator Tahunan, 4 Indikator Semesteran, dan 4 Indikator Triwulanan 

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,92 

 

Pembahas Unit yang di Sampling 

 
 

 
(Q Muhammad Royhan) (Fitria Ayu) 

 
 

 
 (Novita Rachma B) 

iloy
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NAMA UNIT KERJA
NAMA UNIT YBS
USER KINERJAKU
TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi Rincian Target IKU - 
Kinerjaku PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan
113.77 116.43 117.90 100.00 100.00

Skor Skor
Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK
Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 116.03 100.00 >75 - 85 CUKUP
Skor dikali Bobot 25.00 25.00 29.01 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Alfira Ayu Saharani) (Utari Kusumaningrum)

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPS Nizam Zachman terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 99.01

99.01

Ditjen Perikanan Tangkap

2024
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ
Tw III*

TARGET

PPS NIZAM ZACHMAN

Thursday, 21 November 2024
307000000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK
KESESUAIAN

100.00

ASPEK
KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK
KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

116.03

Mobile User





NAMA UNIT KERJA
NAMA UNIT YBS
USER KINERJAKU
TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi Rincian Target IKU - 
Kinerjaku PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan
99.62 113.58 114.55 100.00 100.00

Skor Skor
Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK
Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 109.25 100.00 >75 - 85 CUKUP
Skor dikali Bobot 25.00 25.00 27.31 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Alfira Ayu Saharani) (Roland Afrianto G.)

ASPEK
KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK
KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

109.25

Ditjen Perikanan Tangkap

2024
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ
Tw III*

TARGET

PPS BELAWAN

Thursday, 21 November 2024
311000000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK
KESESUAIAN

100.00

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Belawan terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97.31

97.31





NAMA UNIT KERJA
NAMA UNIT YBS
USER KINERJAKU
TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi Rincian Target IKU - 
Kinerjaku PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan
114.12 115.12 116.14 100.00 100.00

Skor Skor
Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK
Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 115.13 100.00 >75 - 85 CUKUP
Skor dikali Bobot 25.00 25.00 28.78 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Alfira Ayu Saharani) (Tedi Agustian)

ASPEK
KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK
KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

115.13

Ditjen Perikanan Tangkap

2024
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ
Tw III*

TARGET

PPS BUNGUS

Thursday, 21 November 2024
310000000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK
KESESUAIAN

100.00

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Bungus terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.78

98.78



NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

114,45 115,33 117,22 100,00 100,00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100,00 100,00 115,67 100,00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25,00 25,00 28,92 20,00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Q Muhammad Royhan) (Nurul Hikmah)

(Made Benny Wahyudi)

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100,00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

115,67

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

PPS Kendari

Thursday, 21 November 2024

0308000000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100,00

100,00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPS Kendari terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,92

98,92

iloy
New Stamp_6



NAMA UNIT KERJA
NAMA UNIT YBS
USER KINERJAKU
TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi Rincian Target IKU - 
Kinerjaku PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan
111.29 113.80 114.67 100.00 100.00

Skor Skor
Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK
Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 113.25 100.00 >75 - 85 CUKUP
Skor dikali Bobot 25.00 25.00 28.31 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Alfira Ayu Saharani) (Firly Rizky A.)

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Karangantu terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.31

98.31

Ditjen Perikanan Tangkap

2024
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ
Tw III*

TARGET

PPN KARANGANTU

Thursday, 21 November 2024
312140000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK
KESESUAIAN

100.00

ASPEK
KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK
KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

113.25



NAMA UNIT KERJA
NAMA UNIT YBS
USER KINERJAKU
TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi Rincian Target IKU - 
Kinerjaku PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan
112.75 116.61 115.19 100.00 100.00

Skor Skor
Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK
Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 114.85 100.00 >75 - 85 CUKUP
Skor dikali Bobot 25.00 25.00 28.71 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Alfira Ayu Saharani) (Della Cahya Sari)

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

98.71

Ditjen Perikanan Tangkap

2024
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ
Tw III*

TARGET

PPN PALABUHANRATU

Thursday, 21 November 2024
312020000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK
KESESUAIAN

100.00

ASPEK
KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK
KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

114.85

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Palabuhanratu terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.71





NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

113.98 114.94 118.17 100.00 100.00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 115.70 100.00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25.00 25.00 28.92 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Nur Alfianto) (Yonanda Ade Ayu Swastika)

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

115.70

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

PPN Brondong

Thursday, November 21, 2024

0312100000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100.00

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Brondong terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98,92

98.92



NAMA UNIT KERJA
NAMA UNIT YBS
USER KINERJAKU
TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi Rincian Target IKU - 
Kinerjaku PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan
112.13 113.89 117.52 100.00 100.00

Skor Skor
Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK
Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 114.51 100.00 >75 - 85 CUKUP
Skor dikali Bobot 25.00 25.00 28.63 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Alfira Ayu Saharani) (Ratri Puji Astuti)

ASPEK
KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK
KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

114.51

Ditjen Perikanan Tangkap

2024
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ
Tw III*

TARGET

PPN PRIGI

Thursday, 21 November 2024
312040000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK
KESESUAIAN

100.00

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Prigi terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 98.63

98.63



NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

113.11 115.91 116.43 10.00 100.00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 115.15 55.00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25.00 25.00 28.79 11.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Nur Alfianto) (Sudrajat Abdul Kholiq)

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

55.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

115.15

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

PPN Ambon

Thursday, November 21, 2024

0312010000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100.00

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Ambon terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 89,79

89.79



NAMA UNIT KERJA
NAMA UNIT YBS
USER KINERJAKU
TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi Rincian Target IKU - 
Kinerjaku PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor
Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan
113.15 111.63 111.51 100.00 100.00

Skor Skor
Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK
Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 112.10 100.00 >75 - 85 CUKUP
Skor dikali Bobot 25.00 25.00 28.02 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Alfira Ayu Saharani) (Girmawan)

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Kwandang terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan
2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai xxxx

98.02

Ditjen Perikanan Tangkap

2024
LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ
Tw III*

TARGET

PPN KWANDANG

Thursday, 21 November 2024
312150000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK
KESESUAIAN

100.00

ASPEK
KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK
KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

112.10



NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

110.19 107.20 117.54 100.00 100.00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 111.64 100.00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25.00 25.00 27.91 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Nur Alfianto) (Dewi Rahmadani)

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

111.64

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

PPN Pekalongan

Thursday, November 21, 2024

0312090000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100.00

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Pekalongan terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,91

97.91



NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

109.62 112.54 111.53 100.00 100.00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 111.23 100.00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25.00 25.00 27.81 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Nur Alfianto) (Sendy Bastian)

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

111.23

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

PPN Pemangkat

Thursday, November 21, 2024

0312050000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100.00

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Pemangakat terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,81

97.81





NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

115.71 117.57 116.75 100.00 100.00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 116.68 100.00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25.00 25.00 29.17 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Nur Alfianto) (Ariska F. Simatupang)

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Sibolga terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 99,17

99.17

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

PPN Sibolga

Thursday, November 21, 2024

0312060000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100.00

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

116.68



RINCIAN PER ASPEK
1 SESUAI 0 TDK SESUAI

PK
Data Dukung - 

LKJ Tw III
Catatan

PK - MANUAL 

IKU
Catatan

PK - RINCIAN 

TARGET IKU
Catatan

PK - RENCANA 

AKSI
Catatan

Rincian Target 

IKU - Kinerjaku
Catatan PK - LKJ Tw III Catatan

PK - 

KINERJAKU
Catatan

LKJ Tw III- 

KINERJAKU
Catatan

LKJ Tw III - 

KINERJAKU
Catatan

IK1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IK2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IK3 1 1 1 1 1 1 1

IK4 Tingkat Kinerja Pelabuhan xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IK5 1 1 1 1 1 1 1

IK6 1 1 1 1 1 1 1

IK7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IK8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IK9 1 1 1 1 1 1 1

IK10 1 1 1 1 1 1 1

IK11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IK12 1 1 1 1 1 1 1

IK13 1 1 1 1 1 1 1

IK14 1 1 1 1 1 1 1

IK15 1 1 1 1 1 1 1

IK16 1 1 1 1 1 1 1

IK17 1 1 1 1 1 1 1

IK18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SKOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

KETERANGAN:

KEPATUHAN KESESUAIAN

DATA & INFORMASI REALISASITARGET



NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

111.96 108.89 106.51 100.00 100.00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 109.12 100.00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25.00 25.00 27.28 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Nur Alfianto) (Nizar Ahmad Farid)

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPN Sungailiat terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,28

97.28

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

PPN Sungailiat

Thursday, November 21, 2024

0312120000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100.00

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

109.12









NAMA UNIT KERJA

NAMA UNIT YBS

USER KINERJAKU

TANGGAL REKON

Tw I Tw II Tw III

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

REALISASI

PK - Manual IKU PK - Rincian Target PK - Rencana Aksi
Rincian Target IKU - 

Kinerjaku
PK - LKJ/LCK Tw III PK - Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

LKJ/LCK Tw III - 

Kinerjaku

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Skor

Catatan - - - - - - - -

Tw I Tw II Tw III pada Aplikasi ESR Ke Atasan

107.44 110.26 113.78 100.00 100.00

Skor Skor

Catatan - - - Catatan - -

KEPATUHAN KESESUAIAN KETERCAPAIAN KETEPATAN >90 - 100 SANGAT BAIK

Bobot 25% 25% 30% 20% >85 - 90 BAIK

Skor per aspek 100.00 100.00 110.49 100.00 >75 - 85 CUKUP

Skor dikali Bobot 25.00 25.00 27.62 20.00 >50 - 75 KURANG

Total Skor 0 - 50 BURUK

CATATAN:

Pembahas Unit yang di Sampling

(Nur Alfianto) (Ahmad Maulana Ibrahim)

100.00

DATA DAN INFORMASI

SKALA

1. Pada tahun 2024, Satker PPP Teluk Batang terdapat 18 Indikator Kinerja, terdiri dari 9 Indikator Tahunan, 2 Indikator Semesteran, dan 7 Indikator Triwulanan

2. Aspek Kepatuhan Kesesuaikan, dan Ketercapaian telah selaras dan mendapatkan nilai 97,62

97.62

Ditjen Perikanan Tangkap

2024

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA

Data Dukung LKJ

Tw III*

TARGET

PPP Teluk Batang

Thursday, November 21, 2024

0313010000

PK Manual IKU* Rincian Target IKU Rencana Aksi
LKJASPEK

KEPATUHAN

ASPEK

KESESUAIAN

100.00

ASPEK

KETERCAPAIAN

SKOR ASPEK PENILAIAN

ASPEK

KETEPATAN

Penyampaian LKJ Tahunan

100.00

CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024

110.49

maula
New Stamp_15



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024

Satker Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI)

No Checklist Hasil Reviu

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah

V

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja V

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah 

yang memadai

V

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 

pada badan pertama

V

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan V

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan V

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 

tugas dan fungsi untuk itu

V

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 

dengan data yang memadai

V

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 

unit kerja ke unit penyusunan LKj

V

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 

data/informasi di setiap unit kerja

V

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 

keandalannya

V

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 

terkait

V

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 

dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja

V

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis V

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja

V

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja Utama

V

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 

standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

V

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran V

9. IKU dan IK telah SMART V

1.

2.

3.

4.

Jakarta, 23 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Irmawati

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 

selaras dengan rencana strategis satker tersebut.

IV Usulan 

Koreksi

Pernyataan

I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB II

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 

terlampir pada BAB II

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 

terlampir pada BAB III

4. LKj telah menyajikan lampiran dokumen yang mendukung informasi 

berupa Perjanjian Kinerja (PK)

5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan pada penjelasan masin - 

masing IKU dan pada bagian penutup

6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 

Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 

Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut

2. Informasi yang disampaikan pada LKj telah didukung dengan data yang 

memadai sesuai yang tercantum pada memo penyampaian capaian data 

dukung 

3. terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III

4. Terdapat SK tim pengelola kinerja pada satker tersebut

5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 

dilampirkan

6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 

sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI)

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data 

penting Instansi Pemerintah
V

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja V

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja 
Instansi Pemerintah yang memadai

V

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang 
mendukung informasi pada badan pertama

V

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan V

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan V

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit 
kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu

V

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang 
telah didukung dengan data yang memadai

V

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian 
data dan informasi dari unit kerja ke unit 
penyusunan LKj

V

4. Telah ditetapkan penanggung jawab 
pengumpulan data/informasi di setiap unit 
kerja

V

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan 
dalam LKj telah diyakini keandalannya

V

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui 
oleh unit kerja terkait

V

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan 
merupakan gabungan dari dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 
dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian 
kinerja

V

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras 
dengan rencana strategis 

V

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka 
terdapat penjelasan yang memadai

V

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 
dengan tujuan/sasaran dalam Indikator 
Kinerja

V

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 
dengan tujuan/sasaran dalam Indikator 

V

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka 
terdapat penjelasan yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja 
dengan tahun lalu, standar nasional dan 
sebagainya yang bermanfaat

V

8. IKU dan IK telah cukup mengukur 
tujuan/sasaran

V

9. IKU dan IK telah SMART V

1.
2

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Miswandi

Pernyataan
I Format

II Mekanisme 
Penyusunan

Hasil Review:
1. LKJ telah menampilkan data penting (Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, 
Struktur Organisasi, dan Sistematika Penyajian Instansi Pemerintah PSDI)
2.  LKJ telah menyajikan target kinerja tiap IKU dan tiap triwulan) 
3. LKJ telah menyampaikan capaian kinerja pada setiap triwulan)
4. LKJ telah menampilkan data dukung yang relevan dengan capaian kinerja
5. LKJ telah menampilkan upaya tindak lanjut  dan rekomendasi tindak 
lanjut kinerja
6. LKJ telah menyajikan data realisasi anggaran dengan triwulan III Tahun 
2024.

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker sesuai dengan 
struktur organisasi
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang 
tercantum pada aplikasi Kinerjaku
3. Terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
belum dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja dan terdapat penjelasan grafik

Melengkapi LKj dengan nomor halaman dan keseragaman font tulisan pada LKj.

III Substansi

IV Usulan Koreksi Melengkapi struktur organisasi 

LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
LKJ telah sesuai dengan PK, telah sesuai IKU, dan manual IKU
Capaian data kinerja belum dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu 
dan standar nasional karena IKU baru tetapi terdapat analisa keberhasilan 
dan kegagalan 
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
v

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja v

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

v

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama -

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
v

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan v

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

v

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

v

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj v

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi 
di setiap unit kerja

v

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

v

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

v

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya -

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

v

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis v

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

v

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

v

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat v

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran v

9. IKU dan IK telah SMART v

1.
2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Q Muhammad Royhan

1. LKj telah menampilkan data penting instansi pemerintah yang tercantum 
pada BAB I
2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
tercantum pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari setiap IKU Triwulan III yang 
tercantum pada BAB III
4. LKj belum menyajikan data pendukung (perjanjian kinerja) yang 
tercantum pada BAB awal
5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan yang tercantum pada 
BAB IV namun belum disajikan pada setiap IKU
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang tercantum pada BAB III

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada data dukung dan aplikasi Kinerjaku
3. Terdapat memo penyampaian data dukung capaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja

- LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
- Capaian data kinerja telah membandingkan dengan data kinerja tahun 
sebelumnya serta perbandingan dengan renstra
- IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

Melengkapi upaya perbaikan ke depan pada masing-masing IKUIV Usulan 
Koreksi Melengkapi Perjanjian Kinerja pada lampiran

III Substansi

Pernyataan
FormatI

II Mekanisme 
Penyusunan



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

No Pernyataan Checklist Hasil Reviu
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
V 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj sudah menyajikan lampiran memorandum capaian triwulan III
5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan pada bagian saran di 
Bab Penutup
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2023 yang terlampir pada BAB III

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja V

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

V

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

V

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan V

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan V

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

V 1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Sudah terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

V

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

V

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi 
di setiap unit kerja

V

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

V

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

V

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

-

III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

V LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Capaian data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja 5 tahun 
sebelumnya
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis V

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

V

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

V

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

V

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran V

9. IKU dan IK telah SMART V

IV Usulan 
Koreksi

1. Melengkapi lampiran Perjanjian Kinerja pada Laporan Kinerja

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Nur Halizah



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024

Satker Sekretariat Ditjen. Perikanan Tangkap

No Checklist Hasil Reviu

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah

v

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja v

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 

memadai

v

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 

pada badan pertama

v

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan v

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan v

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 

tugas dan fungsi untuk itu

v

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 

dengan data yang memadai

v

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 

unit kerja ke unit penyusunan LKj

v

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi 

di setiap unit kerja

v

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 

keandalannya

v

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 

terkait

v

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 

dibawahnya 

v

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja

v

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis v

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 

memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja

v

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja Utama

v

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 

standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

v

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran v

9. IKU dan IK telah SMART v

1.

2.

3.

4.

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Aris Bagoes Maladhi

III Substansi 1. LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran di dalam PK.

2. LKj selaras dengan tujuan/sasaran di dalam renstra satker.

4. LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran di dalam IK.

5. LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran di dalam IKU.

7. Sudah ada perbandingan data kinerja dengan data tahun sebelumnya.

8. IKU dan IK sudah cukup mengukur tujuan/sasaran.

9. IKU dan IK telah dilakukan analisis menggunakan metode SMART.

IV Usulan 

Koreksi

Nihil

Pernyataan

I Format 1. Sudah terdapat data penting IP yaitu tugas dan fungsi organisasi, struktur 

organisasi serta sasaran, indikator, dan target kinerja.

2. Sudah menyajikan informasi target kinerja sesuai Indikator Kinerja.

3. Sudah terdapat capaian kinerja sesuai dengan periode pelaporannya.

4. Sudah menyajikan lampiran yang mendukung.

5. Sudah ada upaya perbaikan/tindak lanjut di dalam LKj

6. Sudah menyajikan akuntabilitas keuangan yaitu realisasi anggaran di BAB 

III.

II Mekanisme 

Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tusi berkaitan.

2. Sudah disampaikan dengan data dukung yang sesuai dan memadai.

3. Penyusunan LKj sudah sesuai dengan mekanisme penyampaian data dari 

unit kerja kepada unit penyusun LKj.

4. Sudah terdapat tim pengelola kinerja.

5. Data pada LKj sudah sesuai dengan lampiran dan bukti dukungnya yang 

sesuai dan memadai.

6. Data pada LKj telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai 

dengan SK Tim Pengelolan Kinerja.

7. LKj sudah mencakup gabungan dari dibawahnya.



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker BPPI Semarang

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah √
2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja √
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 

memadai √
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 

pada badan pertama √
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan √
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan √
1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 

tugas dan fungsi untuk itu √
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 

dengan data yang memadai √
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 

unit kerja ke unit penyusunan LKj √
4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 

data/informasi di setiap unit kerja √
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 

keandalannya √
6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 

terkait √
7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 

dibawahnya √
1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja √
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis √
3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 

memadai √
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja √
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja Utama √
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai √
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 

standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat √
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran √
9. IKU dan IK telah SMART √
1.
2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Ahmad Maulana

III Substansi 1. Tujuan/sasaran yang ada di LKj telah sesui dengan tujuan/sasaran dalam 
perjanjian kinerja, baik dari IKU ataupun IK.
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis
3. LKj telah menampilkan perbandingan data kinerja dari tahun 
sebelumnya.
4. LKj juga telah menampilkan analisis keberhasilan dan kegagalan dalam 
setiap penyusunan LKj.
5. IKU dan IK telah cukup mengukur kinerja yang SMART.

IV Usulan 
Koreksi

Melengkapi perbandingan data kinerja dengan standar nasional pada masing-masing IKU

Pernyataan
I Format 1. Penyusunan LKj telah menyampaikan data penting instansi pemerintah

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama selama 
tahun 2024
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU
4. LKj telah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. terdapat memo penyampaian data capaian dari unit kerja ke unit 
penyusunan LKJ
4. memo penyampaian capaian dan LKJ telah ditandatangani oleh 
penanggungjawab IKU
5.Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024

PPS Nizam Zachman

No Checklist Hasil Reviu

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah

√

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja √

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 

memadai

√

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 

pada badan pertama

√

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan √

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan √

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 

tugas dan fungsi untuk itu

√

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 

dengan data yang memadai

√

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 

unit kerja ke unit penyusunan LKj

√

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi 

di setiap unit kerja

√

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 

keandalannya

√

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 

terkait

√

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 

dibawahnya 

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja

√

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis √

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 

memadai

√

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja

√

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja Utama

√

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai

√

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 

standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

√

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran √

9. IKU dan IK telah SMART √

1.

2.

3.

4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1.Khairul B Arippudin

2. Roland Girsang

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 

selaras dengan rencana strategis satker tersebut.

Namun capaian data kinerja belum dibandingkan dengan data kinerja tahun 

lalu dan standar nasional

IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 

Koreksi

Melengkapi informasi terkait data kinerja yang disampaikan dalam LKj telah disusun oleh unit kerja terkait dalam hal ini tim penyusun LKj

Pernyataan

I Format 1. LKj telah menampilkan data penting terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 

terlampir pada BAB II

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 

terlampir pada BAB III

4. LKj menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang berhubungan 

dengan capaian instansi KKP

5. LKj  menyajikan upaya perbaikan ke depan

6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 

Tahun 2023 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 

Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut

2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 

pada aplikasi Kinerjaku

3. Belum terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III

4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut

5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 

dilampirkan

6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 

sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja

7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja 



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker : PPS Cilacap

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting 

Instansi Pemerintah
✓

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah 
yang memadai

✓

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung 
informasi pada badan pertama

-

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan -

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

✓

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

✓

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi 
dari unit kerja ke unit penyusunan LKj

✓

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

✓

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah 
diyakini keandalannya

✓

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

✓

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

✓

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

✓

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana 
strategis 

✓

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

✓

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

✓

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

✓

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

✓

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

✓

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran ✓

9. IKU dan IK telah SMART ✓

1.
2.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Fera Nur Idawati Sahara

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta 
telah selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Capaian data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu 
namun demikian belum dibadningkan dengan standar nasional/UPT 
DJPT lainnya yang setara
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi

Melampirkan Perjanjian Kinerja (PK) PPS Cilacap Tahun 2024 pada lampiran LKj
Agar dapat menyajikan upaya perbaikan/saran ke depan pada bab IV. Penutup

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU 
yang terlampir pada BAB III
4. LKj belum menyampaikan lampiran berupa PK (Perjanjian Kinerja) 
PPS Cilacap Tahun 2024
5. LKj belum menyajikan upaya perbaikan ke depan (dapat dimasukkan 
pada bab IV. Penutup)
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan 
triwulan III Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang 
tercantum pada aplikasi Kinerjaku
3. Telah terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait 
yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN CIlacap saja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker PPS Belawan

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
V

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja V

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

V

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

-

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan V

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan -

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

V

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

V

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

-

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

V

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

V

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

V

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

V

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis V

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

V

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

V

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

-

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran V

9. IKU dan IK telah SMART V

1.
2.

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Utari Kusumaningrum
2. M. Roys Birrul Muttaqien

Melengkapi surat penyampaian capaian kinerja/LKj Triwulan III Tahun 2024

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut. Belum terdapat 
perbandingan spesifik yang membandingkan dengan data Nasional atau 
data Satker lain. 
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi Melengkapi data lampiran yang mendukung informasi pada badan pertama

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj belum menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj belum menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Belum terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPS Belawan saja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
v

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja v

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

v

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

-

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan -

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan -

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

v

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

v

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

v

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

v

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

v

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

v

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

v

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

v

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis v

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

v

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

v

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

v

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

v

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

v

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran v

9. IKU dan IK telah SMART v

1.
2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Yan Luby

Melengkapi surat penyampaian capaian kinerja/LKj
Melengkapi perbandingan data kinerja dengan tahun lalu dan standar nasional pada masing-masing IKU

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Namun capaian data kinerja belum dibandingkan dengan data kinerja 
tahun lalu dan standar nasional
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi

Melengkapi upaya perbaikan ke depan pada masing-masing IKU
Melengkapi informasi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran pada masing-masing IKU

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj belum menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj belum menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Belum terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Brondong saja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah v

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

v

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah 
yang memadai v

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama v

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

v

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
v

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

v

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

v

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

v

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja v

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya v

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait v

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya -

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja v

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 
v

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai v

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja v

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama v

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai v

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat v

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
v

9. IKU dan IK telah SMART
v

IV Usulan 
Koreksi

1.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Nurul Hikmah

2. Made Benny Wahyudi

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.

Pada LKj juga telah terdapat perbandingan dengan tahun lalu pada periode 
yang sama dan untuk perbandingan dengan standar nasional dan 
sebagainya akan disajikan pada Laporan Kinerja Tahunan. 

IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART sesuai 
dengan Surat Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Nomor 
B.3040/DJPT.1/RC.610/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Penyampaian 
Hasil Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024 dimana dapat 
disampaikan bahwa seluruh satker telah memiliki dokumen perencanaan 
kinerja dan telah dipertahankan setidaknya dalam 5 tahun terakhir dan 
mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART dan telah dimanfaatkan 
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. 

Melengkapi informasi terkait data kinerja yang disampaikan dalam LKj telah disusun oleh unit kerja terkait dalam hal ini tim penyusun LKj

Pernyataan
I Format 1. Penyusunan LKj Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah 

mempedomani PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 
2. Dalam hal data penting yang disampaikan pada Laporan Kinerja (LKj) 
telah disepakati bahwa yang termasuk dalam hal penting adalah: 1). 
Perjanjian Kinerja, 2). Rencana dan target kinerja, 3) Alokasi anggaran, 4). 
Capaian kinerja. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah 
menampilkan data dimaksud
3. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah menyampaikan capaian 
kinerja pada bab 3. Akuntabilitas Kinerja, Sub Bab 3.1. Capaian Kinerja 
Organisasi
4. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus  telah menyajikan lampiran yang 
mendukung informasi pada badan pertama yaitu Perjanjian Kinerja tahun 
2024
5. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah menyajikan upaya 
perbaikan di dalam format LKj pada bagian Lampiran
6. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah menyajikan akuntabilitas 
keuangan pada Bab 3. Akuntabilitas Kinerja, Sub Bab 3.3. Akuntabilitas 
Keuangan

II Mekanisme 
Penyusunan

1. Sesuai konfirmasi pada pengelola kinerja PPS Bungus dan pengecekan 
dokumen, Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 
telah disusun oleh tim pengelola kinerja sesuai dengan surat tugas Kepala 
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Nomor 
B.483/PPSB/TU.110/II/2024 Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) 
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024 tanggal 1 Februari 
2024. Namun, penyajian LKj pada bagian Kata Pengantar belum 
menyebutkan bahwa LKj disusun oleh Tim Penyusun, hanya pengesahan 
oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah meyampaikan informasi 
yang memadai sesuai dengan pada LKj Tahun 2024 pada Bab 3, sub bab 
3.2. Analisa Capaian Kinerja. Selain itu, terdapat memorandum 
penyampaian Capaian Indikator Kinerja namun pada dokumen terpisah.
3. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah mempunyai mekanisme 
penyampaian data yang dibuktikan dengan adanya SOP Nomor 
172/PPSB/OT.311/I/2020 tanggal 10 Januari revisi Ke-2 tanggal 02 Maret 
2022 tentang Pengumpulan dan Penyampaian Data Dukung Capaian 
Indikator Kinerja Pelabuhan, namun merupakan dokumen yang terpisah 
dari LKj.
4. Telah terdapat tim pengelola kinerja di PPS Bungus sesuai dengan Surat 
Perintah Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Nomor 
B.481/PPSB/TU.110/II/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja 
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah sesuai dengan 
data dukung yang dilampirkan
6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui dan dianalisa oleh Tim 
Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
7. LKj hanya memuat data capaian kinerja PPS Bungus saja. 



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
✓

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

✓

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

✓

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan ✓

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

✓

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

✓

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

✓

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

✓

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

✓

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

✓

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

✓

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis ✓

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

✓

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

✓

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

✓

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

✓

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

✓

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran ✓

9. IKU dan IK telah SMART ✓

1.
2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Bayu Eko Wibowo

2. Tedi Agustian

III Substansi 1. Rumusan tujuan/sasaran telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam 
Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja (IK) dan atau Indikator Kinerja Utama 
(IKU).
2. Rumusan tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana 
strategis, namun terdapat beberapa IKU yang belum tercantum pada 
Renstra.
3. -
4. Tujuan dan sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam 
Indikator Kinerja.
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam 
indikator kinerja utama.
6. -
7. Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu dan beberapa 
tahun sebelumnya.
8. . IKU dan IK pelabuhan sudah cukup mengukur tujuan/sasaran unit kerja.
9. IKU dan IK pelabuhan sudah cukup mengukur tujuan/sasaran unit kerja 
dan telah cukup SMART.

IV Usulan 
Koreksi

Dalam upaya perbaikan diharapkan LKJ dapat dilengkapi dengan  informasi cascading pada setiap IKU.

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj telah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP yang dibuktikan dalam bentuk 
lampiran Perjanjian Kinerja.
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan pada bagian penutup.
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja PPS Kendari 
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Sudah terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja yang duktikan dengan adanya SK 
Pengelola Kinerja di PPS Kendari namun LKJ belum menyajikan informasi 
cascading baik pada badan utama Laporan Kinerja maupun pada lampiran.
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja PPS Kendari.
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPS Kendari saja.



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker PPN Karangantu

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
✓

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

✓

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

✓

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan ✓

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

✓

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

✓

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

✓

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

✓

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

✓

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

✓

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

✓

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis ✓

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

✓

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

✓

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

✓

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran ✓

9. IKU dan IK telah SMART ✓

1.
2.
3.
4.

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Nurul Lady Choirunisa

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut. Capaian data kinerja telah 
dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu dan standar nasional
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART. 

IV Usulan 
Koreksi

Melampirkan bukti tindak lanjut dari upaya perbaikan ke depan pada LKj 

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj telah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Karangantu saja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024

Satker PPN Pelabuhanratu

No Checklist Hasil Reviu

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah

✓

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 

memadai

✓

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 

pada badan pertama

✓

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan -

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 

tugas dan fungsi untuk itu

✓

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 

dengan data yang memadai

✓

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 

unit kerja ke unit penyusunan LKj

✓

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi 

di setiap unit kerja

✓

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 

keandalannya

✓

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 

terkait

✓

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 

dibawahnya 

✓

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja

✓

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis ✓

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 

memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja

✓

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja Utama

✓

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 

standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

✓

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran ✓

9. IKU dan IK telah SMART ✓

1.

2.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Sendy Bastian

2. Ruslan

1. LKj telah menampilkan informasi penting terkait instansi pada BAB I 

2. Lkj telah menampilkan target kinerja tahunan maupun triwulan pada BAB 

II dan III

3. LKj telah menyampaikan capaian 7 (tujuh) Indikator kinerja pada BAB III

4. Sudah terdapat ringkasan ekskutif 

5. LKj belum menampilkan tindak lanjut atas rekomendasi pada LKj triwulan 

sebelumnya

6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 

Tahun 2023 yang terlampir pada BAB III

1. Terdapat ST Nomor 31/PPN.PLR/KP.440/I/2024 tentang pengelola 

kinerja PPN Palabuhanratu

2. Data dukung sesuai dan memadai

3. Terdapat surat penyampaian capaian kinerja triwulan III

4. Terdapat ST Nomor 31/PPN.PLR/KP.440/I/2024 tentang pengelola 

kinerja PPN Palabuhanratu

5. Data/informasi kinerja telah sesuai dengan data dukung dan dapa 

diandalkan

6. Terdapat surat penyampaian capaian kinerja triwulan III ke atasan

7. Terdapat memorandum dari PJ Indikaor Kinerja kepada Kepala 

Pelabuhan tentang laporan capaian inikaor kinerja

LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 

selaras dengan rencana strategis satker tersebut, namun ada 1 IK yang 

belum dibandingkan capaiannya dengan satker lain. 

Melengkapi data perbandingan capaian dengan satker lain pada IK. Persentase RekomwasIV Usulan 

Koreksi Melengkapi BAB IV dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya dan Rekomendasi Tindak Lanjut

III Substansi

Pernyataan

FormatI

II Mekanisme 

Penyusunan



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker PPN Kejawanan

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah


2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah 
yang memadai



4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama



5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu



2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai



3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj



4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja



5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya



6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait



7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja



2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja



5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama



6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat



8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 

9. IKU dan IK telah SMART 

1.
2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Nizar Ahmad Farid
 

Pernyataan
FormatI

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I
2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj sudah melampirkan data informasi yang sesuai
5. LKj sudah melampirkan saran pada bab penutup
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang 
tercantum pada aplikasi Kinerjaku
3. Terdapat surat penyampaian LKj triwulan III tanggal 14 Oktober 2024
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Kejawanan saja

LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut meskipun ada beberapa 
IKU yang tidak bisa dibandingkan dikarenakan perubahan IKU.
Data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu namun 
tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

Update pada Struktur organisasi menjadi yang terbaru dengan merubah koordinator menjadi Ketua Tim KerjaIV Usulan 
Koreksi

III Substansi



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
V

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja V

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

V

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

V

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan V

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan V

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

V

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

V

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

V

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

V

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

V

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

V

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

V

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis V

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

V

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

V

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

V

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

V

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

V

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran V

9. IKU dan IK telah SMART V

1.
2.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Ariska F. Simatupang

2. Sundari Irma Sari

III Substansi 1. Rumusan tujuan/sasaran telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam 
Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja (IK) dan atau Indikator Kinerja Utama 
(IKU)
2. Telah terdapat perbandingan data capaian kinerja tahun berjalan dengan 
tahun sebelumnya

IV Usulan 
Koreksi

Dalam upaya perbaikan diharapkan LKJ dapat dilengkapi dengan  informasi cascading pada setiap IKU.
Melengkapi informasi terkait data kinerja yang disampaikan dalam LKj telah disusun oleh unit kerja terkait dalam hal ini tim penyusun LKj

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4.  Pada LKj telah terdapat lampiran dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Sudah terdapat surat penyampaian LKj triwulan III yang ditujukan 
kepada Sesditjen PT
4. Terdapat tim pengelola kinerja yang di dukung dengan Surat Tugas dari 
Kepala Pelabuhan
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan, yang disampaikan dengan memorandum masing-masing 
penanggung jawab, dan juga telah disampaikan kepada sesditjen PT
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7.  LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Brondong saja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024

Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

No Checklist Hasil Reviu

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah



2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah 

yang memadai



4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 

pada badan pertama



5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 

tugas dan fungsi untuk itu



2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 

dengan data yang memadai



3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 

unit kerja ke unit penyusunan LKj



4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 

data/informasi di setiap unit kerja



5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah 

diyakini keandalannya



6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 

terkait



7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 

dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja



2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja



5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja Utama



6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 

standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

-

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 

9. IKU dan IK telah SMART 

1.

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Erpan Ependi

2. Natissa Halim

1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang terlampir pada 

BAB II

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang terlampir 

pada BAB III

4. LKj telah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang berhubungan dengan 

capaian instansi KKP

5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 

2023 yang terlampir pada BAB III

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut

2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum pada 

aplikasi Kinerjaku

3. Terdapat SOP Pengukuran Indikator Kinerja PPN Prigi dan Memorandum capaian 

kinerja sebagai dasar dalam penyusunan LKj

4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut

5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang dilampirkan

6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang sesuai 

dengan SK Tim Pengelola Kinerja

7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Prigi saja

LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah selaras 

dengan rencana strategis satker tersebut.

Capaian data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu pada 

periode yang sama, namun belum dibandingkan dengan data kinerja standar 

nasional

IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

Melampirkan bukti tindak lanjut atas saran atau rekomendasi LKj periode sebelumnyaIV Usulan 

Koreksi

III Substansi

Pernyataan

FormatI

II Mekanisme 

Penyusunan



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker PPN Ambon

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
v

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja v

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

v

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

v

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan v

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan v

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

v

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

v

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

-

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

v

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

v

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

v

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

v

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

v

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis v

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

v

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

v

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

v

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

v

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

v

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran v

9. IKU dan IK telah SMART v

1.

2.

3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja
PPN Ternate;
1. Sulfiarini

2. Sandi Setiadi

Menyajikan  ISU Strategis Pada Bab I Laporan Kinerja Triwulan III sesuai dengan Format PERMENKP NO 35 Tahun 2023
Melampirkan penghargaan yang telah diterima

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi

Mengesahkan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024  dan melengkapi memo/surat penyampaian LKJ Triwulan III

Melakukan Perbaikan Kesesuaian data antara Laporan Kinerja dengan Data Aplikasi Kinerjaku (nilai Persentase Capaian Tidak Sesuai antara Isi Laporan Bab 3 
dengan lampiran)

Pernyataan
I Format 1.  Belum terdapat permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang 

dihadapi organisasi pada BAB I sesuai Format PermenKP Nomor 35 Tahun 
2023
2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. Persentase Capaian Kinerja pada masing-masing IKU masih belum sesuai 
dengan aplikasi Kinerjaku yang maksimal nilai 120% pada Tabel 4
4. LKj sudah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP namun belum melampirkan 
Penghargaan yang telah diraih.
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2023 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. masih terdapat Informasi yang disampaikan pada LKj yang belum sesuai 
dengan data yang tercantum pada aplikasi Kinerjaku terdapat pada BAB III 
persentase Capaian Kinerja 
3.  Belum terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Masih terdapat Data/informasi kinerja yang belum sesuai dengan data 
dukung yang dilampirkan (data tabel 4 pada Bab 3, tidak sesuai dengan 
lampiran khusus untuk data persentase capaian IKU)
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
P

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja P

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

P

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

P

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan P

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan P

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

P

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

P

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

P

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

P

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

P

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

P

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

P

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

P

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis P

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

P

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

P

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

P

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran P

9. IKU dan IK telah SMART P

1.

2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Kaswandi

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj belum menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan dengan rekomendasi 
saran dan perbaikan serta ditindak lanjuti dengan kegiatan implementative 
atas rekomendasi periode pelaporan sebelumnya
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III tahun 2024
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj memuat data capaian unit kerja PPN Kwandang dengan mengacu 
atau menggabungkan realisasi pada pelaporan LKj periode sebelumnya

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Capaian data kinerja sudah menampilkan beberapa informasi tambahan di 
luar dari permintaan data dan dokumen pelaporan LKj triwulanan, seperti 
membandingkan realisasi capaian dengan satker lain. Hal tersebut 
dilakukan untuk memperkuat akurasi pengukuran dan kualitas kualitas LKj
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi

Sebaiknya menyajikan persentase capaian setiap unsur pengukuran/ perbandingan pada tabel IKU agar semakin memperjelas deskripsi setiap unsur 
perbandingan terutama menampilkan selisih setiap capaian IKU, sehingga tren kemajuan atau capaian realisasi setiap IKU dapat diuraikan dengan analisis 
yang lebih mendalam



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
v

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja v

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

v

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

v

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan v

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan v

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

v

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

v

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

v

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

v

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

v

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

v

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

v

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

v

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis v

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

v

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

v

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

v

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran v

9. IKU dan IK telah SMART v

1.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Moh Nurcahyadi
2. Sudrajat Abdul Kholiq

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II dengan data dukung perjanjian kinerja tahun 2024
3. LKj sudah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III disertai dengan target di tahun 2024 dan target 
setiap triwulan
4. LKj sudah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP. Sebagai pembanding, PPN 
Pekalongan melakukan korelasi dengan PPN Kejawanan.
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan dari setiap 
permasalahan di triwulan tersebut, hal ini tercantum dalam BAB V.
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB II dengan lampiran rincian realisasi 
anggaran

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada PPN Pekalongan
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Sudah terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut dengan Surat Tugas
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja

Melengkapi data lampiran yang mendukung informasi pada laporan

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Namun capaian data kinerja belum dibandingkan dengan data kinerja 
tahun lalu dan standar nasional
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker PPN Pemangkat

No Pernyataan Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
√

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja √

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

√

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

√

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan √

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan √

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

√

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

√

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

√

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi 
di setiap unit kerja

√

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

√

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

√

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

√

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

√

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis √

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

√

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

√

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

√

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

√

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

√

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran √

9. IKU dan IK telah SMART √

1
2

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Della Cahya Sari

2. Anna Yulia

LKj telah dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu dan standar nasional
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi

Memperbaiki LKj yang nama IKU tidak sesuai
Pembaharuan PP tentang PNBP

III Substansi

I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I
2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
5. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2023 yang terlampir pada BAB III
6. Adanya ketidaksesuaian nama IKU pada IKU nomor 7 
7. LKj belum mencantumkan peraturan terbaru mengenai PNBP

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
PPN Pengambengan

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
√

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja
√

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

√

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

√

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
√

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
√

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

√

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

√

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

√

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

√

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

√

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

√

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

√

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 
√

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

√

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

√

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

√

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
√

9. IKU dan IK telah SMART
√

1.
2.
3.
4.

Jakarta, 22 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Firly Rizky Andriani

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Capaian data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu dan 
standar nasional. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan 
telah SMART.

IV Usulan 
Koreksi

Melengkapi upaya perbaikan ke depan pada 1 IKU yang belum tercapai
Melengkapi data dukung/dokumentasi upaya perbaikan ke depan dan evaluasi tindak lanjut triwulan sebelumnya

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj telah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj belum menyajikan data dukung upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Pengambengan saja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker PPN Sibolga

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
v

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja v

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

v

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

v

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan v

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan v

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

v

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

v

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

v

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

v

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

v

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

v

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

v

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis v

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

v

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

v

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

v

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

v

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

v

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran v

9. IKU dan IK telah SMART v

1. Melengkapi informasi terkait data kinerja yang disampaikan dalam LKj telah disusun oleh unit kerja terkait dalam hal ini tim penyusun LKj

2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Yonanda Ade Ayu Swastika

Pernyataan
I Format 1. LKj sudah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj sudah menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj sudah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Sudah terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Sibolga saja

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Namun capaian data kinerja belum dibandingkan dengan data kinerja 
standar nasional atau satker lain
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah
v

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja v

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai

v

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama

v

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan v

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan -

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu

v

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai

v

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj

v

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja

v

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya

v

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait

v

7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

v

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja

v

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis v

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

-

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja

v

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama

v

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

-

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

v

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran v

9. IKU dan IK telah SMART v

1.
2

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Ana Sholihah Nugraheni 

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut  meskipun ada beberapa 
yang tidak bisa dibandingkan karena adanya perubahan IKU .
Data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu, namun 
belum dapat dibandingkan dengan data  standar nasional
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi

Melengkapi informasi data realisasi anggaran setiap triwulan dimasukkan ke setiap penyampaian LKj Triwulanan 
Melengkapi tindak lanjut hasil evaluasi dan upaya perbaikan ke depan pada IKU yang tidak tercapai

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting Iinstansi Pemerintah terlampir pada 

BAB I
2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj telah menyampakaian data capaian hasil kinerja yang berhubungan 
dengan capaian instansi KKP
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj belum menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 karena dimasukkan ke LKj tahunan sesuai dengan periode 
pelaporan yaitu tahunan 

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Sudah terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III tgl 18 OKtober 
2024 
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut dengan terbitnya 
Surat Penugasan Kepala Pelabuhan 
5. Data/informasi Laporan Kinerja  telah disesuaikan dengan data dukung 
yang dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja
7. LKj hanya memuat data capaian unit kerja PPN Sungailiat saja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan

No Pernyataan Checklist Hasil Reviu
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada

BAB I
2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja
utama yang terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari
masing-masing IKU yang terlampir pada BAB III, namun
capaian realisasi anggaran belum sesuai
4. LKj sudah menyajikan korelasi data capaian hasil
kinerja yang berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran namun
ada penulisan yang tidak sesuai antara informasi yang
disajikan di tabel dengan yang ada diuraian
7. Penggunaan istilah Subkoordinator pada Struktur
Organisasi.

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan
pertama

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

II Mekanisme
Penyusunan

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi
untuk itu

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada
satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan
data yang tercantum pada aplikasi Kinerjaku
3. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data
dukung yang dilampirkan

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung dengan data yang
memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke
unit penyusunan LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit
kerja

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya
6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait
7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari dibawahnya

III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian
kinerja

LKj' telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam PK, IK
dan IKU, serta selaras dengan rencana strategis satker
tersebut.
Selain itu pada LKj' belum ditemukan faktor pendukung
dan penghambat

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis
3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator

Kinerja
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator

Kinerja Utama
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional

dan sebagainya yang bermanfaat
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
9. IKU dan IK telah SMART

IV Usulan Koreksi 1. Melakukan perbaikan pada penulisan jumlah realisasi anggaran
2. Memperbaiki istilah subkoordinator pada Struktur Organisasi
3. Melengkapi LKj dengan menambahkan faktor pendukung dan penghambat serta kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana kegiatannya

Jakarta, 21 November 2024

1. Ratri Puji Astuti

2. Mega Santoso

Tim Reviu Laporan Kinerja



No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah


2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 
memadai



4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 
pada badan pertama



5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk itu



2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai



3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 
unit kerja ke unit penyusunan LKj



4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja



5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 
keandalannya



6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait



7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 
dibawahnya 

-

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam perjanjian kinerja



2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 

3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai

4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja



5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama



6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat



8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 

9. IKU dan IK telah SMART 

1.
2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

1. Dewi Rahmadani
2. Amelia

IV Usulan 
Koreksi

Melengkapi informasi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran
Melengkapi bab IV dengan tindaklanjut upaya perbaikan dari LKj triwulan sebelumnya

Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker PPN Ternate

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Capaian data kinerja telah dibandingkan dengan data kinerja triwulan 
tahun sebelumnya
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj belum menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2023 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. Terdapat memo/surat penyampaian LKj triwulan III
4. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
5. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting 

Instansi Pemerintah


2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 

3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi 
Pemerintah yang memadai



4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung 
informasi pada badan pertama



5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 

1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang 
memiliki tugas dan fungsi untuk itu



2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 
dengan data yang memadai



3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi 
dari unit kerja ke unit penyusunan LKj



4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja



5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah 
diyakini keandalannya



6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 
terkait



7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan 
dari dibawahnya 



1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan 
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja



2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana 
strategis 



3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat 
penjelasan yang memadai



4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan 
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja



5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan 
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama



6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat 
penjelasan yang memadai



7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 
standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat



8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 

9. IKU dan IK telah SMART 

1.
2.

3.

4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Girmawan 

Pernyataan
I Format 1. LKj telah memuat upaya perbaikan, akantetapi saran yang 

diberikan belum implementatif (Belum jelas kegiatan apa 
yang dilaksanakan guna menindaklanjuti saran tsb);
2. Belum mencantumkan tindaklanjut atas rekomendasi 
periode sebelumnya;
3. Belum terdapat informasi terkait efisiensi penggunaan 
sumber daya dan anggaran pada masing-masing IKU.

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker 
tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data 
yang tercantum pada aplikasi Kinerjaku
3. Terdapat tim pengelola kinerja pada satker tersebut
4. Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data 
dukung yang dilampirkan
5. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian 
terkait yang sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja

Melengkapi surat penyampaian capaian kinerja/LKj

Mencantumkan tindaklanjut atas rekomendasi periode sebelumnya;

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan 
IKU, serta telah selaras dengan rencana strategis yang 
disusun PPN Tual. Namun capaian data kinerja belum 
dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu dan standar 
nasional dengan justifikasi akan dilakukan pada akhir tahun.

IV Usulan 
Koreksi

Melengkapi upaya perbaikan ke depan pada masing-masing IKU
Melengkapi informasi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran pada masing-masing IKU



Formulir Checklist Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024
Satker PPN Teluk Batang

No Checklist Hasil Reviu
1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi 

Pemerintah √
2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja √
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang 

memadai √
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi 

pada badan pertama √
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan √
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan √
1. LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki 

tugas dan fungsi untuk itu √
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj yang telah didukung 

dengan data yang memadai √
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 

unit kerja ke unit penyusunan LKj √
4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 

data/informasi di setiap unit kerja √
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini 

keandalannya √
6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja 

terkait √
7. LKj Instansi Pemerintah triwulanan merupakan gabungan dari 

dibawahnya √
1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam perjanjian kinerja √
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis √
3. Jika butir dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 

memadai √
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja √
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran 

dalam Indikator Kinerja Utama √
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan 

yang memadai √
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, 

standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat √
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran √
9. IKU dan IK telah SMART √
1.
2.
3.
4.

Jakarta, 21 November 2024

Tim Reviu Laporan Kinerja

Fitria Ayu (BBPI)

III Substansi LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK, IK, dan IKU, serta telah 
selaras dengan rencana strategis satker tersebut.
Namun capaian data kinerja belum dibandingkan dengan  standar nasional
IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran dan telah SMART

IV Usulan 
Koreksi

Melengkapi perbandingan data kinerja dengan standar nasional pada masing-masing IKU

Pernyataan
I Format 1. LKj telah menampilkan data penting IP terlampir pada BAB I

2. LKj telah menyajikan target seluruh indikator kinerja utama yang 
terlampir pada BAB II
3. LKj telah menyampaikan capaian kinerja dari masing-masing IKU yang 
terlampir pada BAB III
4. LKj belum menyajikan korelasi data capaian hasil kinerja yang 
berhubungan dengan capaian instansi KKP
5. LKj sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. LKj telah menyajikan data realisasi anggaran sampai dengan triwulan III 
Tahun 2024 yang terlampir pada BAB III

II Mekanisme 
Penyusunan

1. LKj telah disusun oleh tim pengelola kinerja pada satker tersebut
2. Informasi yang disampaikan pada LKj sesuai dengan data yang tercantum 
pada aplikasi Kinerjaku
3. telah terdapat memo penyampaian data capaian dari unit kerja ke unit 
penyusunan LKJ
4. memo penyampaian capaian dan LKJ telah ditandatangani oleh 
penanggungjawab IKU
5.Data/informasi kinerja telah disesuaikan dengan data dukung yang 
dilampirkan
6. Data/informasi kinerja telah dianalisa oleh bagian-bagian terkait yang 
sesuai dengan SK Tim Pengelola Kinerja



 
 
 
 
 
Nomor :  B.206/DJPT.1/OT.710/I/2025                                           13 Januari 2025              
Sifat          :  Segera 
Lampiran :  Dua berkas  
Hal :  Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen 
                    Perikanan Tangkap Triwulan IV Tahun 2024 
  
 
Yth. 
(daftar terlampir) 
 
   di-  
        tempat 

 

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Validasi Hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap periode pelaksanaan Triwulan 
IV Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hasil sebagai berikut: 

1. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin 
eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP; 

2. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan IV Tahun 2024 
yang dilakukan tanggal 2 s.d. 10 Januari 2025; 

3. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan IV 
Tahun 2024 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II). 

4. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut: 
a. Jumlah responden sebanyak 7.648 dengan hasil SKM 90,52 (kategori mutu 

pelayanan Sangat Baik); 
b. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 39 berdasarkan Kepmen KP 

Nomor 54 Tahun 2022. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP 
Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP; 

c. Nilai SDM tertinggi diperoleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan 
dengan nilai sebesar 100,00. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Balai 
Besar Penangkapan Ikan dengan nilai 88,37; 

d. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan 
Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian 
Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan 
Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultansi, U9 Kualitas Isi/Sarana) 
mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,62; 

5. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau 
agar masing-masing UPP untuk dapat: 
a. Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan 

unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil 
SKM dalam laporan; 

b. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak 
lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan 
sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon 
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petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house 
training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi 
dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan 
aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di 
masing-masing UPP; 

c. Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu 
tabel sampel dari Krejcie and Morgan sebagaimana diatur pada Peraturan 
Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

d. Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi 
saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi 
hasil SKM Triwulan IV Tahun 2024 melalui media sosial dan sarana 
prasarana yang tersedia paling lambat tanggal 14 Januari 2024.. 

e. memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per 
UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada 
menu Download pada Tools SKM KKP. 

6. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan IV Tahun 2024 dapat 
diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM 
KKP. 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara , kami mengucapkan terima kasih.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan 
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 
       Plt. Sesditjen Perikanan Tangkap 
 
 
 
 

 
 
 
       Ridwan Mulyana 
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Lampiran 1 
Nomor  : B.206/DJPT.1/OT.710/I/2025 
Tanggal  : 13 Januari 2025 

 
 

DAFTAR PENERIMA SURAT 
 
1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan 
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan 
4. Direktur Perizinan dan Kenelayanan 
5. Kepala BBPI Semarang 
6. Kepala PPS Belawan 
7. Kepala PPS Bungus 
8. Kepala PPS Nizam Zacham 
9. Kepala PPS Cilacap 
10. Kepala PPS Kendari 
11. Kepala PPS Bitung 
12. Kepala PPN Sibolga 
13. Kepala PPN Tanjungpandan 
14. Kepala PPN Palabuhanratu 
15. Kepala PPN Kejawanan 
16. Kepala PPN Pekalongan 
17. Kepala PPN Brondong 
18. Kepala PPN Prigi 
19. Kepala PPN Ternate 
20. Kepala PPN Pemangkat 
21. Kepala PPN Ambon 
22. Kepala PPN Tual 
23. Kepala PPN Pengambengan 
24. Kepala PPN Sungailiat 
25. Kepala PPN Karangantu 
26. Kepala PPN Kwandang 
27. Kepala PPP Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 
       Plt. Sesditjen Perikanan Tangkap, 
 
 
 
 
 

 
       Ridwan Mulyana 
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Lampiran 
Nomor   : 109/DJPT.1/OT.710/I/2025 
Tanggal : 13 Januari 2025 

 
Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan IV tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap 

 

Unit Pelayanan Publik 
Jumlah 

Responden 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Hasil 
SKM 

BBPI Semarang 129 3,558 3,589 3,527 3,434 3,527 3,457 3,597 3,550 3,574 88,37 

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat 
Penangkapan Ikan 

154 
3,714 3,610 3,682 3,675 3,688 3,701 3,701 3,721 3,747 

92,33 

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 100 

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 4078 3,569 3,538 3,520 3,536 3,542 3,533 3,529 3,525 3,533 88,4 

PPN Ambon 39 3,769 3,718 3,641 3,744 3,615 3,641 3,821 3,744 3,692 92,74 

PPN Brondong 142 3,803 3,782 3,782 3,746 3,754 3,782 3,803 3,761 3,768 94,39 

PPN Karangantu 207 3,700 3,657 3,638 3,807 3,652 3,643 3,720 3,522 3,493 91,2 

PPN Kejawanan 179 3,877 3,855 3,855 3,844 3,860 3,866 3,855 3,832 3,810 96,26 

PPN Kwandang 329 3,915 3,869 3,881 3,891 3,891 3,833 3,903 3,924 3,915 97,28 

PPN Palabuhanratu 141 3,858 3,858 3,844 3,709 3,794 3,773 3,809 3,709 3,745 94,72 

PPN Pekalongan 97 3,670 3,680 3,588 3,691 3,588 3,619 3,629 3,577 3,557 90,55 

PPN Pemangkat 160 3,719 3,725 3,700 3,756 3,700 3,681 3,738 3,713 3,719 92,92 

PPN Pengambengan 146 3,664 3,664 3,575 3,432 3,596 3,623 3,610 3,596 3,555 89,76 

PPN Prigi 156 3,756 3,763 3,712 3,712 3,744 3,705 3,750 3,692 3,724 93,22 

PPN Sibolga 135 3,778 3,756 3,733 3,741 3,726 3,696 3,704 3,726 3,696 93,21 

PPN Sungailiat 148 3,845 3,797 3,811 3,791 3,811 3,838 3,851 3,818 3,743 95,29 
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PPN Tanjungpandan 101 3,772 3,762 3,663 3,762 3,743 3,723 3,802 3,723 3,723 93,54 

PPN Ternate 308 3,844 3,724 3,769 3,753 3,740 3,727 3,773 3,701 3,779 93,92 

PPN Tual 103 3,883 3,874 3,718 3,854 3,913 3,864 3,913 3,728 3,728 95,77 

PPP Teluk Batang 28 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,786 3,893 3,857 96,33 

PPS Belawan 98 3,694 3,663 3,663 3,622 3,633 3,612 3,673 3,653 3,602 91,16 

PPS Bitung 110 3,682 3,682 3,645 3,655 3,673 3,627 3,645 3,664 3,582 91,26 

PPS Bungus 187 3,636 3,690 3,636 3,652 3,561 3,647 3,727 3,690 3,652 91,37 

PPS Cilacap 71 3,648 3,676 3,662 3,648 3,676 3,676 3,746 3,704 3,662 91,94 

PPS Kendari 342 3,614 3,599 3,558 3,588 3,541 3,494 3,585 3,558 3,538 89,1 

PPS Nizam Zachman 59 3,780 3,797 3,780 3,763 3,763 3,797 3,814 3,780 3,847 94,77 

DJPT 7648 3,655 3,628 3,608 3,620 3,620 3,610 3,630 3,608 3,609 90,52 
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LAMPIRAN 

1. Kuesioner  
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2. Pengelolaan Data SKM 
 

 Data detail SKM untuk Triwulan 4 tahun 2024                
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3. Dokumentasi Hasil Pelaksanaan SKM 
 

  

  

 

 

 



  

TRIWULAN III 2024 

LAPORAN TINDAK 

LANJUT HASIL 

SURVEI KEPUASAN 

MASYARAKAT 
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP 

 

 



 

HASIL TINDAK LANJUT SKM TRIWULAN III TAHUN 2024 
 

 

I. Tabel Ringkasan hasil SKM Triwulan III Tahun 2024 
 

No Layanan 

Triwulan 1 

2024 

Triwulan 2 

2024 

Triwulan 3 

2024 

IKM KUP IKM KUP IKM KUP 

1 Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal 91,67 SB 90.14 SB 88,89 SB 

2 Surat Persetujuan Berlayar 88,89 SB 85.59 B 89,48 SB 

3 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan 90 SB 85.42 B 86,11 B 

4 Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan 88,33 SB 87.78 B 98,09 SB 

5 Penggunaan Transportasi 100 B 95.37 SB 100 SB 

6 Jasa Tambat Labuh 88,27 B 89.87 SB 94,44 SB 

7 Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik 
(CPIB) 

93,33 
SB 

87.7 B 86,11 B 

8 Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) 84,9 B 88.46 SB 91,67 SB 

9 Pengesahan Perjanjian Kerja Laut 93,33 B 88.46 SB 85,65 B 

10 E-Logbook Penangkapan Ikan 79,17 B 89.14 SB 84,44 B 

11 Pas Masuk 93,15 SB 96.03 SB 89,51 SB 

12 Jasa Listrik 97,42 SB 91.67 SB 93,06 SB 

13 Floating Repair 84,72 B 84.85 B 83,80 B 

14 Unit Pendingin - - 100 SB 75 KB 
 
 

 

II. Tabel Rencana Tindak Lanjut atas SKM Triwulan III Tahun 2024 

 
Rencana tindak lanjut terhadap Kritik dan Saran Responden pada Aplikasi SUSAN 

 

No 
Prioritas  

Unsur 
Program / Kegiatan 

Waktu 
Penanggung  

Jawab TW 
I 

TW 
II 

TW 
III 

TW 
IV 

1 Waktu 
Penyelesaian 

Penggunaan kartu kendali 
pelayanan 

   √ Subtim Tata 
Laksana 

2 Sarana dan 
prasarana 

Perbaikan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana dalam 
penggaran PPS Cilacap  

   √ Timja TKSP 

3 Kesesuaian 
biaya 

Biaya atas PNBP yang melekat 
dalam pelayanan sesuai 
dengan PP 85 Tahun 2021 
tentang Jenis Dan Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Yang Berlaku 
Pada Kementerian Kelautan 
Dan Perikanan 

   √ Tim SKM 

 
 
 

 



 

III. Tabel Realisasi atas rencana tindak lanjut SKM Triwulan III Tahun 2024 
 
 
 

Realisasi tindak lanjut terhadap Kritik dan Saran Responden pada Aplikasi SUSAN 
  

No 
Rencana Tindak 

Lanjut 
Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi 

1 Penggunaan 
kartu kendali 
pelayanan 

Kartu kendali telah 
digunakan dalam 
pelaksanaan pelayanan di 
PPS Cilacap  

 

 
2 Perbaikan dan 

pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana dalam 
penggaran PPS 
Cilacap 
 
 

Sarana dan prasarana telah 
dicantumkan dalam 
penganggaran  

 



 

No 
Rencana Tindak 

Lanjut 
Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi 

3 Biaya atas PNBP 
yang melekat 
dalam pelayanan 
sesuai dengan 
PP 85 Tahun 
2021 tentang 
Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak Yang 
Berlaku Pada 
Kementerian 
Kelautan Dan 
Perikanan 

Terkait dengan biaya atas 
PNBP yang melekat pada 
pelayanan, telah 
disosialisasikan kembali 
pada kegiatan yang 
mengundang pengguna 
layanan. Selain itu, juga 
tertera pada Standar 
Pelayanan yang telah 
dipublikasikan.  

 

 
 



 

No 
Rencana Tindak 

Lanjut 
Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi 

 
 

 
 



 

No 
Rencana Tindak 

Lanjut 
Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi 

 
 

      
Cilacap, 4 November 2024 

Ketua Tim SKM PPS Cilacap 
 
 
 
 

Yatim Kurniadi 
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